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ABSTRAK
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan

Tindak Pidana Di Bidang Seksual

Penelitian ini merupakan pemelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang
mengutamakan sumber data sekunder. Disamping itu penelitian ini ditunjang dengan
penelitian yang bersifat empiris yaitu penelitian dengan menggunakan data primer.
Dengan demikian metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan
yang bersifat yuridis normatif dan ditunjang dengan penelitian yuridis empiris (faktual).
Hal i dilakukan mengingat penelitian kebijakan hukum pidana tidak dapat terlepas
dari dua metode pepelitian tersebut. Meskipun demikian penelitian ini menitik beratkan
pada metode pendekatan yuridis normatif.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu berupa bahan-bahan hukum
primer, bahan—bahan hukum s.ekunder dan bahan-bahan hukum tertier. Sedangkan data
primer dilakukan melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan
penyebaran angket terhadap para responden {(informan). Wawancara dilakukan
terhadap para aparat penegak hukum seperti Hakim, Polisi, Jaksa. Pengambilan sample
responden (informan) dilakukan dengan metode purposive sample. Sedangkan agar
didapat variasi pendapat, maka perlu dilakukan pendalaman informasi terhadap
berbagai kalangan di masyarakat seperti dosen pengasuh mata kuliah hukum pidana
dan mahasiswa di pergurvan tinggi di Surakarta dan Yogyakarta, pengacara, LSM,
pemuka masyarakat, pendidik (guru}, pegawai, pedagang dan petani {N: 160), dengan
teknik “Bola salju” {(Snow Ball} dengan demikian semakin banyak responden

(informan) maka semakin baik. Data diolah secara kualitatif dan kwantitatif
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yang berupa data deskriptif dan penggunaan tabel distribusi frekuensi. Data dianalisis
dengan metode normatif kualitatif-deskriptif Disamping itu dilakukan analisis
komparatif terhadap pengatu_ran tindak pidana seksual di berbagai KUHP negara lain.
Perlunya moralitas seksual dilindungi dengan hukum pidana disamping karena
amoral juga dapat merugikan pembangunan bangsa Tindak pidana bidang seksual
telah diatur dalam Bab XIV buku I KUHP dengan judul “Kejahatan Kesusilaan”. Pada
bab tersebut diatur selain tindak pidana bidang seksual terdapat tindak pidana yang
sama sekali tidak menyangkut seksual seperti tindak pidana perjudian, penganiayaan
terhadap hewaq dsb. Hal tersebut disebabkan pemahaman dan pengertian yang luas
dari kata “kesusilaan”. Beberapa tindak pidana yang timbul dimasyarakat ternyata
tidak terjangkau oleh ketentuan tindak pidana seksual yang diatur dalam KUHP.
Keftertinggalan pasal yang mengatnr tindak pidana seksual pada KUHP tersebut
disebabkan pula oleh jiwa KUHP itu sendiri yang dirasa sudah tidak cocok dengan
suasana di Indonesia saat kini. Oleh sebab ifu dalam kerangka pembaharuan hukum
pidana perlu diambil langkah kebijakan untuk melakukan perubahan dan atan
penambahan beberapa tindak pidana Dalam melakukan studi perbandingan
pengaturan tindak pidana scksual dalam KUHP negara-negara lain diperoleh data
balrwa di beberapa KUHP tersebut pengaturan tindak pidana seksual diatur dalam bab
tersendiri. Disamping itu terdapat beberapa ﬁola perumusan yang lebih luas dan terinci.
Dari kajian terhadap perbuatan seksual vang hendak dilindungi dan dari studi
komparatif beberapa ketentuan pen‘géhlran tindak pidana seksual dalam KUHP asiﬁg
tersebut, selanjutnya  dilakukan pengkajian dari prospek kebijakan hukum pidana
sebagaimana yang terdapat dalam konsep KUHP baru terutama yang mengatur tindak

pidana di bidang seksual.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang kini sedang

gial-giainya melaksanakan pembangunan disegala bidang.
Tujuan Pembangunan Nasional menurut GBHN 1993 (lihat pula GBHN 1999-2004)
adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan pada hakekatnya suatu perubahan
yang terus menerus. Akibat dari adanya perubahan itu dapat membawa dampak positif
berupa kemajuan di segala bidang sedangkan dampak negatifnya berupa timbulnya
kejahatan, Seolah-olah kemajuan tersebut disertai secara mbandel oleh “kemajuan dari
aktifitas kejahatan”, bahkan hampir dapat dikatakan bahwa kemajuan ekonmomi itu
sendiri merupakan biang dari perkembangan kejahatan!. Hiroshi Ishikawa pernah
menyatakan:” It is generaly observed in almost every country in the world, that crime
increases when economic development occurs™?

Kejahatan merupakan gejala sosial dari masyarakat Kejahatan tumbuh dan
berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat tersebut. Dari
berbagai jenis atau bentuk kejahatan salah satunya adalah kejahatan dibidang seksual.
Seksual sebenarmnya bukan “sesuatw” yang jahat, seksual secara kodrati merupakan
perangkat manusia yang diberikan oleh Tuhan dalam rangka mengembangkan keturunan

di muka bumi ini.

! Sudarto, Hkum dan Heaon Pidana, Alumni Bandung, 1981, hal. 102

2 Hiroshi Ishikawa, Crime Prevention It The Coniext of National Development, Bahama, Lernbaga
Kriminologi UL, No. 4/Th VI 1984, hal. 20




Seksual bagi manusia ada segi normatipnya, sehingga terdapat lembaga

pernikahan, usia yang pantas untuk menikah, etika yang mendasari hubungan seks dsh.

Hal demikian Jain dengan hewan, pada hewan hubungan seks semata-mata terjadi karena

dorongan instink sehingga hubungan seks pada hewan terjadi dimana-mana di alam

terbuka tanpa adanya pranata Yang mengaturnya.

Meskipun telah terdapat pranata-pranata yatg mengatur, kejahatan dalam bidang
scksual ini tctap scring terjadi sepeitl, porzinghan, porcabulan, pcrkosaan, incost,

sodomi dsb. Guna melindungi kepentingan fungsi dan tuinan seksu

tsual yang suci ini maka

hukum pidana berperan di dalamnya. Meskipun terdapat pro dan kontra terhadap hal

tersebut, pada kenyataannya kejahatan di bidang seksual justru semakin meningkat.

Beberapa kasus mengindikasikan semakin sadis kekerasan yang diiékukan di dalam

kejahatan seksual.

Kasus perkosaan terhadap siswi Mits yang dilakukan oleh pemuda

sebanyak 12 orang di Jepara. (Jawa Pos, 17-12-1997).

~  Kasus aborsi yang dilakukan Dokter B di Jakarta, dengan diketemukan
beberapa janin bayi di dalam tempat sampah. (Jawa Pos, 6-12-1997)
Menurut Romli Atmasasmita, masalah kejahatan kesusilaan dan pelecechan seksual

pada dewasa ini selayaknya merupakan bagian penting dari masaiah bangsa-bangsa di

dunia sama peniingnya dengan kejahatan terhadap anak-anak dimana didaiam sidang




ICPO tahun 1994 baru-baru ini dinyatakan sebagai salah satu jenis “crime againts

humanity”

Meskipun KUHP telah mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan bidang
seksual, akan tetapi terdapat kesenjangan antara peraturan di dalam KUHP dengan
perkembangan yang ada di dalam masyarakat, Keéenjangan int menyangkut tata nilai
yang mendasari ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal di dalam KUHP, khususnya di
bidang seksual. Salah satu fakta yang dapat dikemukakan seperti terjadinya “main
hakim sendir’” yang berupa “arak bugil” di Malang, Jawa Timur, “Nlasah” di desa
Pengkol. Pijiharjo, Wonogiri. Gerakan reformasi yang merupakan gerakan moral
mengimbas pada tuntutan masyarakat untuk membubarkan lokalisasi pelacuran. D1 Jawa
Tengah DPRD Tingkat I mencacatat 47 lokalisasi pelacuran ditutup yang tersebar di 19
Daerah Tingkat IT yang dihuni 3.383 WTS dan 1.257 mucikari, salah satunya lokalisasi
WTS “Silir” di Kodia Surakarta yang ditutup secra resmi dengan SK Walikotamadia
Surakarta No.462.3/1/1998 tanggal 27 Juli 1998. (Jawa Pos, 2 dan 7 Agustus 1998)

Menurut Anton Tabah instrumen hukum KUHP yang masih produk koloniall
kurang menyentuh budaya, kurang antisipatif dengan peradaban sosial dan teknologi.
kasus minumman keras, kejahatan obat/psikotropika, kejahatan susila dianggap bukan
kejahatan {crime without victim) padahal bahaya kejahatan susila sangat besar, bahkan
bisa meruntuhkan bangsa dan negara.”

Berpijak pada fakta-fakta tersebut di atas periu kiranya ditinjan lagi (reevaluasi,

rekontruksi, reorientasi) pokok-pokok pikiran dalam pasal-pasal bidang seksual.

* Romli Atmasasmita, Kapisz Selecia Hukun Pidara Don Ermsninsiogs Mandar Maju,Bandung, hal
10,

4 Anton Tebah, Reformest Budaye Dudam Hidaon, Artikel, Solo Pos, 22 Juli 15838




Sebenarnya usaha-usaha pembaharuan tersebut telah dilakukan- mulai beberapa
tahun yang lalu. Menurut Muladi, pembaharuan hukum pidana merupakan hal yang
mendesak di Indonesia Usaha-usaha tersebut telah di lakukan mulai beberapa tahun
yang lalu, upaya pembaharuan adalah menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana
Nasional untuk menggantikan kodifikast hukum pidana yang merupakan warisan
kolonial yakni Wethoek van Strafrecht voor Nederlands Indie 1915, yang merupakan
turunan dari Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda tahua 1886 .°

Meskipun di dalam KUHP sekarang ini telah dilakukan tambal sulam, namun
jiwanya tetap tidak berubah. Sudarto mengatakan “Wetboek van Strafrecht atau Kitab
Undang-Undang Bukum Pidana yang disingkat W v S atau KUHP yang sehari-har
digunakan di Pengadilan-pengadilan telah berusia lebih 50 tahun. Selama itu ia
mengalami penambahan, pengurangan atay perubahan, namun jiwanya tefap tak
berubah” ©

Upaya pembahiaruan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD
1945 tidak dapat dilepaskan pula dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapal
seperti telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, melindungi segenap bangsa
Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahiteraan umum berdasarkan Pancasila” :

_ Perlunya KUHP diperbaharui bertolak dari alasan yang bersifat politis, filosofis,

sosiologis dan praktis (kebutuhan datam praktek) 8

Gagasan perubahan dan atau pembaharuan hukum pidana, salah salunya di

dasarkan pada pertimbangan bahwa perumusan kefentuan dalam KUHP baru ity

5 yduladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alurrmi Bandung, 1985, hal. 4

¢ gudarto, Sl Didema Datam Pembatiarian Sistun Pulona oi Indones iz, Pusat Studi dan Masyaraleat,
FH UNDIP, 1674 hal. 2

7 Barda Nawawi Arief,Roga Rampat Kebijakan Hdaen Pidana, QCitra Aditva Bakti,Bandung, 1 998, hal
154,

8 Sudarto, Hidaen Pidane Den Perkemborgu? Mesyarakai Sinac Baru Bandung, 1983, hal &6.



seyogianya merupakan produk kesadaran hukum masyarakat Indonesia sendiri atau
paling tidak merupakan perumusan yang dekat dengan kesadaran masyarakat Indonesia 5

Upaya mclakukan pembaharuan hukum pidana sebenamya sudah diusulkan untuk
di wemuatkan dengan perkembangan masyarakat, usaha ini diwjudkan dengan di
keluarkannya Undang-undang No.1 tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana dan
munculnya Undang-undang pidana diluar WvS seperti Undang-undang tindak pidana
ckemomi (UU darurat No.7 tahun 1955), Undang-undang Pombcerantasan Tindak pidana
korupsi (Undang-undang No.3 tahun 1971) *°

Usaha pembaharvan hukum pidana, mencakup persoalan-persealan yang berkaitan
dengan permasalahan pokok dalam hukum pidana yaitu perbuatan yang dilarang dan

sanksi pidana, B. Mardjono Reksodiputro dalam bukunya “Pembaharuan Hukum

Pidana”, buku ke IV mengetengahkan beberapa prinsip yang terkandung dalam rangka

pembaharuan hukum pidana salah satunya adalah :

#i. Kesalahan macam apa vang diisyaratkan untuk memberikan petanggungan
jawaban pidana kepada seseorang pelaku. **

Persoalan tersebut menyangkut masalah kriminahsasi ¥ suatu perbuatan.

I £ Pombaharuon Hulum Pidana Indenesiz, Angkasa Bandung, 1996, hal 4
R T Sy 1
(o4

M u_]ono mehsomputro;emoanaman Fukum Pidana, Buku ke 1V, Lembaga Bantuan Hukum dan
Kriminologl Ul Jakarta, 1995, hal 24,

2 Termmasuk dalam pengertian kriminalisasi ialah peningkatan jumlah ancaman pidana untuk suatu
mrhnafan tartonitu. sepert dikemubakan oleh ME Paula Camil ."!alarra ceramahnva hpnn(hll Criminality

e e e
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“some jorms of behavior couid be made punishabie or be more severely punisied than before”




h

Disamping itu diisyaratkan pula kegjelasan dalam merumuskan suaty perbuatan yang
hendak dijadikan sebagai tindak pidana.

Menyikapi persoalan kriminalisasi ini, maka perlu mcngac'u pada nilai-nilai
budaya dan atau kesadaran hukum masyarakat Indoensia. Mengingat KUHP yang
sekarang berlaku merupakan produk koioniai Belanda, sudah barang tentu terdapat
pasal-pasal yang sudah tidak scsuai lagi dengan alam kemerdekaan sekarang mi. Oleh
karcna itu perlu kiranya moninjau ulang pasal-pasal terscbut yang sckiranya dia anggap
tidak sesuai lagi,

Persoalan kriminalisasi/dekriminalisasi pada dslik susila terdapat hubungan
dengan persnalan moral. Relevansi moral dengan kriminalisasi delik susila pemah
dikemukakan pada Konggres PBB ke V “Prevention of crime and Treatment of
Offenders” 1975 di Jeneva yang menyimpulkan terdapat hubungan yang erat antara
morai = dengan hukum pidana dalam kaitannya dengan relevansi
dekriminalisasi/kiiminalisasai. Apabila dalam hubungan aniara hukum dan standard

1 & i . iy e . Ln ornal dalrmiewmienld by renlavet A Aotals #2 A1
\I'luxax) itun Kuat (SITong relationshi ) maka soal dekriminalisasi torschbut adalah tia

B. Identifikasi Permasalahan
Sehagai batasan dalam memahami persoalan periu diperjelas sebagai berikut:
meskipun pada penulisan ini difokuskan pada permasalahan bidang seksualitas dalam

pembahasan selanjutnya tidak teriepas dari unsur kesusilaan. Oleh karena delik seksual

Barda Nawawi Arief.Kebijakun Legislatif Dalam Penanggulangan Kefahatan Dengan Pidana Penjara,

r et Tawsafs ALl r - mev LT o 2oy e Al Ty A inr
3 O"ma: S\.uuau_,:.,}.rru:'u‘i:‘mp d sz Tidak Tertulis, dal i rakat dan Kcbudayaan, Sclo SUTHATGjan




dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana kesusilaan. Seksualitas pada hakekatnya
tidak dapat terlepas dari . . kesusilaan oleh sebab itu dua hal tersebut
merupakon eote Leaytnon, Meskipun seksualitas itu mempunyai dimensi kesusilaan,
akan tetani koedin ha! fvisbul dapas dibedakan, hal ini disebabkan pada keluasan dari
pengertian kesusilaan ifu sendiri. Oleh sebab itulah penulis memfokuskan diri pada
bidatyg scksual.

Kcbijakan hukum pidana mcrupakan kebijakan dalam rangka konkrctisasi atau
fungsionalisasi pidana. Hal ini merupakan suatu proses. Terdapat tiga tahapan dalam
proses tersebut :

1. Tahap legislatif atau tahap pembuatan perundang-undangan hukum pidana.
2. Tahap Aplikatif atau tahap penerapan hukum pidana.
3. Tahap Eksekusi atau pelaksanaan pidana.

Foius penuiisan ini diarahkan pada tahap periama yaitu persoaian perbuatan

pidana dan sanksi pidana.

Al ten Arcamlatif . rle s P - T S Pau M 1alines 4 n D Lol sroenes
Kub‘ija}.\an Lug,matu atau tagap pOGIniusan W GLIORUsSKan yada £ lLidL Yang

berkaitan dengan bidang seksual yaitu
a. Kebhijakan huknm pidana sebagai suatu kebijakan dalam menetapkan

perbuatan/kriminalisasi tindak pidana di bidang seksual. Dalam pengertian
perbuatan-perbuatan apa dalam bidang seksual yang perlu dicegah dengan
hukum pidana. Ruang lingkup kebijakan hukum pidana dalam bidang
seksual ini meliputi seperti, apakah periu periuasan atau tidak perurusan

delik di bidang seksual 7




b. Kcbijakan hukum pidana yang mencakup mengenai sifat delik di bidang

seksual artinya apakah delik di bidang seksual tertentu merupakan delik

aduan ataukah tidak ?

Permasalahan :

Sejauhmana moralitas seksual perlu dilindungi dengan hukum pidana ?
Bagaimanakah kebijakan pengaturan tindak pidana di bidang seksual di
beberapa KUHP asing?

Bagaimanakah kebijakan pengaturan tindak pidana seksual dalam konsep

KUHP baru mendatang di Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan:

C.1. Tujuan penelitian ini antara Jain :

1.

Unituk mengidentifikasikan perbuatan-perbuatan seksual apa saja yang perlu
dilindungi dengan hukum pidana.

Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman pengaturan tindak pidana di
bidang seksual diberbagai Negara sebagai bahan perbandingan.

Untuk mencari jawaban terhadap persoalan dalam tindak pidana seksual

dimasa mendatang terutama dalam kerangka konsep KUHP baru.

C.II. Kegunaan penelitian ini antara lain :

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik dari segi teoritis maupun praktis :

a.

b.

Manfaat teoritis atau akademis yaitu untuk menambah bahan informasi mengenai

perbuatan seksual vang perlu dilindungi dengan hukum pidana dalam rangka

penanggsulangan tindak pidana seksual.

Manfaat praktis terutama para legislator, sebagai bahan masukan dalam rangka

pembaharuan hukum pidana dimasa mendatang.




¢.  Diramping ity guna memperlias  cakeawala berfikir dengan melakukan studi
perbandingan dari beberapa KUHP negara lain mengenai tindak pidana di bidang
sekaual.

D. Kerangka Teori Dan Konsepsional.

Pengertian kesusilaan mempunyai dimensi yang luas. Menpurut Barda Nawawi
Arief, pemahaman kesusilaan cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan
dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat 4
Roeslan Saleh memberi pengertian kesusilaan tidak hanya terbatas pada bidang seksual,
tetapi juga meliputi hal-ha! vang termasuk dalam penguasazn norma-norma kepatuhan
bertingkah laku dalam perganian masyaralat

¥edua pendapat yang memberikan pengertian kesusilaan yang luas tersebut adalah
tepat, hal ini berdasarkan bahwa manusia yang terdiri dari jasmant dan roham dalam
bertindak atau bersikap dijiwai olsh nilai. Nilai tsb merupakan unsur rehaniah {ssbaga
suara batin} dapat memberi motif pada manusia dalamm perbuatannya Feberadannya
dunia nmilai menurut Parsons disebut sebagai “ultimate reality” merupakan sumber

tertinget vang
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dalam masyarakat, yaitu yang menimbulkan kesadaran diskriminatif pada mereka untuk
membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. '

Menurut Barda Nawawi Artef nilai merupakan aspek dalam atau aspek
batiniah/kejiwaan vang ada dibalik atau dibelmkang norma. Lebth lanjut dikatakan,
hukum pidanalah vang paling dekat dan paling saral  dengan nilai-nila

kejiwaan/mooralitas’ . Menurut Sudarto, sistem nila {vaine sviem} sesuafu  Dangsa

“) i

; Liehngm, Adurmni Bandung, 19958, hal 63
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magyarakat atan golongan tidaklah sama. 18 KUHP yang merupakan produk kolor
atau Belanda terkandung nilai-nilai yang sedikit banyak berbeda dengan sitem nilai
bangsa Indonesia. Oleh karena itu dalam petjalanan sejarah berlakunya KUHP &
Indoensia terkadang terjadi benfuran antara nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-
pasal KUHP (khususnaya pasal-pasai delik kesusiiaan) dengan kenyataan dan atau

csadatan hukum masyarakat, Scbagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief
bahwa dongan momakai ide-ide/pola pikir dan norma-notma substansi sccara dogmatis

alam penerapannya tegjadi benturan (konflik) dengan nilai-nilai dan

kesenjangan/ketidak  sesuaian  (“gap/discrepancy”) dan  bahkan  perbedaan
nilai/kepentingan inilah yang tidak mustahil dapat menjadi faktor timbuinya
ketidakpuasan dalam praktek penegakan hukum, Bahkan dapat pula menjadi faktor

s g

penyebab timbuinya korban (faktor “victimogen *y maupun iimbuinya deiik/kejahatan

lain (fakior "eriminogen "2

~hils v il oo 1~1 meda \arrne-s gaa i L o g
Lchih la LJut dikcmukakan olch Baraa Nawawi Aricf bahwa, Konggies BB
A ‘ — .
wengenat  “The Peovcsiion of crime and The Treatment of Offenders™ sening
menyatakan dan mensinyalir bahwa sistem hukum pidana vang ada selama mi

dibeberapa megara yang sering berasal (diimport)_dari _hukum asing semasa zaman
kolonial pada umumnya telah usang d;m tidak adil (“obsolete and unjust”) serta telah
ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan ( “outmoded and unreal”) karena
{idak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada “diskrepansi” dengan aspirasi

masyarakat serta “tidak responsif’ teriiadap kebutuhan sosial masa Kina.

18 Qudarto Hulmm dan Hukum Pidana, op cit, hal 28
19 Darda Mamraws L inf A oot kel ©

rOorian rNOrv e rrt m’.\-rl., \Jl.} il 0ol O,
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Upaya yang dapat dilakukan adalah melalmkan pembaharnan hukum pidana
Pembaharuan hukum pidana mempunyai makna, suatu upaya untuk melakukan re
orientasi dan reformasi hukum pidana vang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-
polittk, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat **,

Apabila kita konsisten dengan pendapai dimuka, maka persoalan
kriminalisasi/dekriminialisasi delik kesusilaan (scksual) berkaitan evat dengan persoalan
persepsi nilai-nilai yang dianut oich Negara/Bangsa Indoncsia. Mongenai hal ini Muladi

. .
Iegsrl_nenm Baraf yang

“J F 5\'1.1 Lkt J MALLE
berdasarkan sistem nilai (value system) individual liberalistik |2

] andasan guna mengisi perbuatan apa vang dikategorikan sebagai tindak pidana di
bidang kesusilaan (seksual), Oemar Senoadji dalam bukunya "Hukum (Acara) Dalam
Prospekst” memberikan pegangan teort :

1. Friedensschutz theori yaitu teori yang memandang keteriiban/keienteraman

~ =

umum sebagai kepeniingan hukum yang dilindungt.

P 5 SUSN NUpW R, wrmibry Fovra wr ey v Anerre vana lransomarnne golinoss
2 Geﬁdu’a hutz theori yaita 1COri ¥ang mCmdnGang rasa Lcagaimaan 5C0agai
kepentingan hukum yang harus dilindungi,
3. Religionsschutz theors yaitu teori yang memandang agama itu ansich sebagai
3

kepentingan hukurn vang harus dilindungi/diamankan oleh negara. =
Landasan pemikiran tersebut merupakan landasan kriminalisasi dalam bidang

tindak pidana keagamaan yang dapat diterapkan dalam bidang kesusilaan. Oemar

21

*' ibnd, hal 30,31,

2 Muladi, Eonsep Kejnhatan Tanpa Korban Dan Prospelnya di Indeensie, Artital Spara Meardeka,
TOQA

17O,

2 Oermnar Senoadii, op cit, hal 87.
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Senoadji berpendapat bahwa terhadap delik-delik kesusilaan dapat dipidanakan bukan
karena merupakan = “aanranding”, sesmatu  “openlijte  geweldpleging”  dari
“eerbaarheid” schingga menimbulkan “public sensibility” atau “publz:c scandal’’ tetapi
ia dilarang karena secara moral baik moral agama maupun moral dari masyarakat
bertentangan.”

Suaty perbuatan dijadikan scbagai suatu iindak pidana, bergantung pada politik

| T, P 2 ~ - e RUTI FETY Toovy ann . - .
hukum pidana ncgara yang borsangkutan, Dalam arti scjaulumana ncgars misalny

Mengenai apakah substansi tindak pidana kesusilaan (seksual) akan “diisi” oleh unsur
keagamaan, hal tersebut tergantung pada politik hukum negara vang
bersangkutan.Dalam kaitannya dengan hal ini terdapat dua doktrin mengenai hubungan
antara negara dan agama. Dokirin ini memberikan pandangan sejauhmana negara dapat

“raengijmkan” unsur againa menjadi “fulang punggung” tindak pidana fertentu, Dua

Arlrtinios trmnndrrt adnlal.
QonIridl WIsCouUL adalani.
1 Dﬂﬂr’ﬂﬂfl"!ﬂ 1?3 tRXrna ‘TJ’.\T‘I antara a AT D f"‘!‘r\ AT ATMi1aTE viam Q frrrvd
ES A uuu.u.-uxsulx llg Y I,\l.ll.Jul-“A\ﬂll EELLAAL LE ugulllu ALPLE lu-r&u;u [ Y FTNIF Y LAY ettt
und Kirchz),

‘2. Pandangan yang memisahkan antara agama dan negara (separation of state
and church/trenmung von Staat und Kirche).™
Pendapat berikutnya vang lebih menfokuskan hubungan antara hulum dan agama

menurut Jimiy Asshidique daiam bukunya “Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”

mengetenpalikan bungan aniara hukum Gan agama!
* ibid, hal 36.

25 CHL R B

T 1da, nal LU,
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1. Dalam pandangan yang pertama melihat keduanva dalam satu kesatuan

Hukum dipahami sebagai turunan norma dari ajaran agama,
2. Adanya pemisahan antara hukum dan agama. Hukum dan agama dianggap
merupakan larangan yang sama sekali berbeda. Oleh karenanya harus di

-+

pisahkan satu sama iain. Hukum bersifai horizoniai, sedangkan agama

.1 26

betsitai veriikal.

berdasarkan agama. Sedangkan negara yvang menganut paham kedua dikatakan sebagai

Negara Republik Tndonesia yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertama ke
Tuhanan Yang Maha Esa merupakan “causa prima” dari sila-sila berikutnyzi; Hal im
memberikan landasan meskipun negara Republik Indonesia bukan negara yang
berdasarkan agama, tetapi merupakan negara yang religins.”’

1

Niai ke Tuhanan vang terkandung i dalam sila ke Tuhanan Yang Maha Esa

any mam s v ronencytlrman Palivwra foarfile hvaloaies swosdcemnl 1rlbn ~ Al Lyrtareey Ty nan dyvalrzaima
iiciigisyai tkan bahwa tertib b it 1881004 Xild MMCHEna Nuuin 1 uh i dan hukam
v i !"' “\ 1'\ e} r"')ﬂ Ak acskaton ﬂ;"l; 11 1#7Y nnei'f1 ﬂr‘(\ﬂﬂﬁ;’) 23
sus}.l.a ‘J’ang menjaul umuer Va.l.l.un WhaAA L sulllu‘vl AERIsAL LEAALLAHLRAL _l./vuu,u AL RWAAS R AW L A
Oleh karena ifu tertib hukum dan atan sistem hukum di Indonesia sedikit banyak

bernuansa agama dan hukum susila. Hukum susila yang dimaksud tentunya hukum
kesusilaan bangsa Indonesia. Menurut Oemar Senoadji bahwa dalam menggariskan
politik hukum pidana nasional, khususnya dalam bidang kesusilaan kita lihat unsur

agama unfuk mengisi dan mengarahkan delik-delik susila sesuai dengan keinginan kita

o
o

Jimly Assidigie, op cit, hal 36.

3
7.
3
5
2,
-
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untuk memancarkan Pancasila dalam segala bidang hukum. % Sedangkaﬁ menurut
Barda Nawawi Arief bahwa penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada
nilai-nilai kesusilaan nasional (NKN) yang telah disepakati bersama dan juga
memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat. NKN 1ni dapat
digali anatara lain dari produk legislatif nasional (berbentuk Undang-Undang Dasar atau
Undang-Undang) dalatn struktur magyarakat Indonesia. WNEON itupun tentuniya bersuinber
dari nilai-nilai agama dan kosusilaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.*

Nilzi-nilai keagamaan dan kesusilaan dapat memberi “isi” perbuatan apa
sekiranya dianggap “tercela” di masyarakat dan oleh karena it perhy diberikan sanksi
pidana. Konscp kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari  kebijakan
kriminal (eriminal policy). Dalam rangka penanggulangan terhadap kejahatan,

hukum pidana bukan satu-satunya sarana. Disamping sarana penal (pidana) terdapat

sarana non penal.

Kebijakan hukum pidana {(penad policy) sebagal upaya penangguiangan Kejahatan
yang rasional dengan ponal merupakan suatu proscs. Proscs torscbut meliputi bovcrapa
tahapan antara lain:

1. Tahap penentuan oleh pembuat undang-undang (tahap formulatif)
2. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana (tahap aplikatif)
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana. >
Tahap kebijakan legisiatif merupakan tahap yang strategis dilihat dari keseluruhan

proses kebijakan untuk mengoperasionaiisasikan sanksi pidana. Dalam tahap inilah di

rumuskan  garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang sckaligus

e i it hal 3
- Oemar S2noadii op cit, hal 3.
Bards Nawawi Aricf, op cit, hal 293

Lol
Fa
M Muiadi dan Barda Nawawi Arief, op cit, hal 173.
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merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya yaitu tahap pencrapan pidana
oleh Badan Peradilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh Aparat pelaksana pidana. 2

Lotak stratcgisnya pada tahap ini adalah menctapkan perbuatan apa yang akan di
jadikan tindak pidana, dan sanksi macam apa yang scbaiknya dipergunakan atau di
kenakan kepada pelanggar.

Penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana
pada hakekatnya merupakan bagian integral dari perlindungan masyarakat (social
defence). Perlindungan terhadap masyarakat tidak hanya dilakukan dengan hukum
pidana saja akan tctapi dapat dilakukan melalui upaya—upaya non penal seperii
pengolahan jiwa masyarakat, ceramalvdakwah agama dsb. Megmut Sudarto hukum
pidana mompunyai fungsi subsidair yaitu hendaknya baru digunakan apabila upaya-
upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau kurang sesuai.”’

Oleh sebab itu dalam kebijakan hukum pidana dimana sarana penal/sanksi menjadi
sarana utama, disamping it dikombinasikan dengan upaya non penal dalam

penanggulangan terhadap kejahatan.

Berdasarkan uraian teoritis terscbut di atas maka dapat ditank -~ asumsi °

a. Pada kenyataanya perumusan pasal-pasal yang meéngatur tindak pidana scksual
dalam KUHD tclah dirasakan kctinggalan jaman dan tidak cocok dengan
aspirasi /perkembangan kesadaran hukum dalam masyarakat. Hal tersebut

disebabkan KUHP merupakan warisan jaman Kolonial-Belanda.

2 Barda Nawawi Arief Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundan g-Undongan Dalam Rangka Usaha
Penagpulangan Kejahatan, Desertasi, UNPAD, Bandung, 1980, hal 61.
2 Sudarto, op cit, hal 104.
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b. Tindak pidana seksual merupakan perbuatan seksual yang dilindungi dengan
hukum pidana positif. Dengan adanya perkembangan-perkembangan yang ada
maka tindak pidana seicsual perlu dikaji ulang kem})ali.

c. Kebijakan hukum pidana merupakan suatu proses implementasi penggunaan
sanksi pidana terhadap suatu perbuatan proses ini terdiri dari beberapa
pentshapan. Berkaitan dengan reevaluasi tindak pidana seksnal maka perlu
ditinjan perbuatan seksual apa saja yang hendak dilindungi dengan hukum
pidana. Sebagai suatu kebijakan hukum pidana maka kebijakan itu tidak
terlepas dari kebijakan kriminal dalam rangka penanggulangan kejahatan untuk

‘mencapai tujuan berupa kesejahteraan sosial.

E. Metode Penelitian
R .1. Specifikasi Penelitian:
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang ditunjang dengan penelitian
hukum empiris. Penelitian yuridis normatif atau penelitizn huknm doktriner™”.
Penclitian ini mendasarkan pada sumber data sekunder, sedangkan penelitian empiris
mendasarkan pada data primer.
E 2. Metode Pendekatan:

Pendekatan penelitian ini tidak semata-mata pendekatan yang bersifat yurisdis
normatif, tetapi merupakan kombinasi dengan pendekatan yang bersifat empiris. Hanya
saja penelitian ini menitik beratkan pada pendekatan yang bersifat yuridis normatif,

sedangkan penelitian yang bersifat empiris merupakan pelengkap. Penelitian ini

3 Rony Hanintijo Soemitro, Metodologi Penelition Hiaun Dan Turimetri, Ghalia Tndonesa,Jakarts,
1990, hal 10.
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merupakan penelitian yang memfokuskan pada kebijakan hukum pidana terutama dalam
kaitannya dengan perbuatan seksual. Pendekatan terhadap hal int dapat dilakukan atau
dapat ditinjau dari aspek sosiologis, historis dan komparatif 3% QOleh sebab itu
pendekatannya tidak sekedar pendekatan yuridis normatif, namun merupakan
pendekatan yuridie faktual.

E.3. Jenis dan Sumber Data:

Jenis dan sumber data disesuaikan dengan spesifik penelitian yang ada. Penelitian
normatif mempergunakan data sekunder, sedangkan penelitian empiris mempergunakan
data primer. Data primer dihasilkan atau bersumber langsung dari masyarakat Data
sekunder dihasilkan dari penelition kepustakaan Data sekunder terdiri dari sumber
primer berupa perundang-undangan seperti UU, KUHP, Putusan MAR]T, PT dan PN,
sedangkan sumber sekunder berupa hasil penelitian, Disertasi, Majalah, Jurnal,
Rancangan Perundang-undangan, Buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana
Sumber tertier diperoleh dari Kamus Umum, Kamus Hukum, Statistik, Ensylophedia
dan sebagainya.

E.4. Metode Pengumpulan Data dan Metode Sampling:

Data sekunder yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini yang berupa data
bahan sumber primer, sumber sekunder dan sumber tersier diperoleh dari penelitian
kepustakaan. Sedangkan data lapangan diperoleh dari Pengadilan Negeri Surakarta dan
Pengadilan Negeri Wonogiri, Kejaksaan Negeri Surakarta, Kepolisian Resort
Kotz Surakarta, LSM Rifka Annisa WCC (Women'’s Crisis Center) Yogyakarta,
PKBl Yogyakarta divisi “Lenferc” yang menangani masalah HIV/AIDS,

Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Wawancara dilakukan

B paeda Nawawi Arief, Penelition Mdaun Normatlf (Suatu Upaya Reorentass Pemchaman), UNSOED,
Purwokerto, 1995, hal &
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terhadap nara sumber yang ditunjuk yang dipandang mempunyai pemahaman terhadap
permasalahan yaitu Hakim, Jaksa, Polisi, dan Kepala Dusun Pengkol, Pijiharjo,
Kabupaten Wonogiri. Dengan demikian merupakan sample bertujuan (Purposive
sample). ™ .

Disamping itu dilakukan pendalaman informasi mengenai perbuatan-perbuatan
seksual yang hendak dilindungi dengan hukum pidana terliadap responden (informan)
yang difunjuk sesuai dengan fokus penelitian. Agar didapatkan variasi pendapat maka
perlu diedarkan kuesioner pada- responden (informan) dari berbagai kalangan yang
meliputi antara lain: Hakim, Jakea, Polisi, Pengacara, Pemuka Agama, Pendidik,
Pedagang, Petani, Pegawai, Tokoh masyarakat, Tenaga Pengajar Hukum Pidana dan
Mahasiswa beberapa Perguruan tinggi di Surakarta dan Yogyakarta. Dengan teknik
sampling “bola saljw” (snowbali) #% vakni mulai dari satn menjadi makin lama makin
banyak. Dengan demikian semakin banyak variasi informasi yang didapat semakin baik.

Mengenai sg-baran responden (informan) dapat diketengahkan sebagai berikut :

a. Kalangan Akademisi/Teoritisi dan Praktisi di Surakarta dan Yogyakarta:
1. Dosen/tenaga pengajar Hukum Pidana
2. Pengacara, Hakim, Polisi dan Jaksa.
b. Kalangan Masyarakat umum yang meliputi
1. Tokoh Masyarakat
2. Tokoh Agama (Islam, Kristen-Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan
Budha).

3. Pendidik/ Guru.

35* Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitetif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal 165.
35° ibid, hal 166. Maksud sampling dalam hal ini adatah untuk menjaring sebanyak mungkin inforrnasi
dari pelbagai macam sumber dan bangunarnya.
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4. Pegawai

ke

5. Petan/Pedagang

€

Mabasicwa damt bokorana oot mm T ol . ™ ™T

c. Mahasiswa dari uubmapi‘z Lerguruan Tingg: yvaitu 1 UNISRY, UNS dan UMS
T Tnitvrerqitag N/ rmrnads . i f i 13
(Universitas Muhammadivah Surakartz) di Surakarta, Universitas Katolik

. 5. Penyajian dan Analisis Data:

e+

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan d_iproses. Proses dan pengolahan
data dengan cara editing, coding, setelsh itu dilakukan analisis data. Metode anaiisis data
diiakukan secara diskriptif-kualitatif terutama pada data sekunder. Sedangkan data
pritner dalam berniuk ta

vel dianalisis secara kuantriatif

alin EF Altalastbacs Aaloea el e PRAPS) CUPATTRPS St J oy v w3 e A
ATiansis KOMpara: GLdrinan GRIaM rangnd memporbandingkan porumusan dan
pengaturan tindak pidana seksual di beberapa negara sebagai perbandincan. Dengan

komparatif.
F. Sistematika Penulisan Tesis

Pembahasan dilakukan dalam kerangka menjawab seputar tindak pidana di bidang
seksual. Mengapa bidang scksual periu dilindungl dengan sarana hukum pidana?

B - PR B e mopmom m e s IR TS TURSE PRI SO I S B U P | PRI SRR
KCPCringan MUKW apa vang inendasan sémngsa Keyahatan di indang seksual periu di

snt Felimanliimat galenmnd riedals mideent? Taveo nnlile i snmsnan ae nTale mon  nanre corm e % e e
BLLENGL \_uxpw.luaa) Swrazal ikt privaia 1 wrlnkcbactlaiig !11"1}\- LLLaAD b icSLLaIEL & AU dga v 135

: i Lrtens - . ; : Y T akii i- oo,
melingkupt kriminalisasi kejahaton dibidang seksual 7 Kebijakan hukum pidana schagai
garanz nolitik krimimmal men an‘m raoian dari Lebiiakan nembanounan nasional (Pnhh N
arana polittk kriminal merunakan bagian dart Lebiiakan pembanounan nasional (politik

sosial).  Oleh sebab itn pertama-tama diketengahkan terlehih dabulu arti nenfingva
perlindungan moralitas seksual itu dalam pembangunan di lndonesia, sehingea apabila

terjadi penvimpangan vange dapat membahavakan kepentingan bangsa




atau kgptjg;t_igggm umum, maka s anat chir fega whkan melaiot hnkum nidana A
dasarkan pada kajian baik sccara reoritis, praktis dan kommnaranf
Pada bab selanjuinya vaitu bab I berisikan tinjauan pusiaka. Di dalam tinjauan 5

pustaka i dikemukakan aniara lain pengertian dan batasan tentang seksual. Asti

pentingnyva scksual ini dilindungidilegalian deongan sarana huokum pidana, Mengingat

polaan Lideny seisual nu sangai penting dakun Kerangka pembangunan bangsa.
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bangsa. Genecrasi muda merupakan sendi kehidupan bangsa dan negara. Dengan
-derifian mushapun sunoual merupakan persoalan pribadi, namun berkattan erat dengan
persoalan masyarakaLne gara ojelh karena itu memeriukan pengaturan melalut sarana
hukum {pidana}. Seksuai berkaitan erat dengan moral, hal ini disebabkan seksual

meinpinyal Tatuian” dan etika yang perfu djingung finggl agit sesual dengan fjuan
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manusia dapar melangsungkan generasi di muka bumi Meskipun sehsual mengandung i
unsur kesenangan, tetani manusia fidak boleh mengumbar nafsu seksnva gehingea

menimbulkan kerugian terhadap orang tain dan ataupun merusak sendi-sendi kehidupan
masyarakal dan negara. Oleh sebalb itu melakukan aktifitas vang bersifat “penyalah - i

gunakan seksual® merupakan Relakuaun yang bersifat amoral. Dengan demikian perlu

iranva perbuzian di bidang seksual vang bersifaf amoral dan vang dapat menimbuikan

¥
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dari sudut kebijakan hukum pidana akan namp: k sebsual i

i dapat
dikatagorikan sehagai perbuatan yang pertu ditegakkan melalui hukum pidana.

Uraian berikutnya sebagaimana terdapat pada bab TIL pada bab ini diuraikan
beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan darn penubisan tesis inl. Uralan
pertama menjeiaskan dan atau membahas tenfang seberapa jauh moraiitas seksuai periu

dilindungi dan ditegakkan melalul sarana fiukum pidana. Dasar pembenar ditegakkannya

A2 bmre malrmrral s ppaney enda 1raenea ol P R Towsdrsswnn wmirl :
nioralitas scKsual mongacu pada sCrangna plincanginat Aucuin p;dana itu sendiri yaitu
berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1943, Perlunya moralitas seksual ditegakken
denoan hukum pidana didasarkan pada agpek nilai kasusilaan nasional dan nngur agama
o ilaan nagional dan unsur agama

Pada uraian berikutnva dijelaskan mengenai tuang lingkup nerbuatan seksual yang
hendak ditegakkan melalui hukum pidana dalam arti sebagai langkah kebijakan kriminal
(Criminal policy). Oleh karena terdapat berbagai ragam bentuk dan jenis perbuatan

seksuai maka periu diketahui sejauh mana persepsi masvarakat terhadap kehendak untuk

-_-..._,, | T [, - RN R, SRS § S . |4 IR
memberikan periindungan bigang s sekyual tnl,  Perbuatan seksual vang dapai dhadikan
ety tieardals i damn avidale galneroees s A masinssnre JnzimiFnt memeeeind frmnnee P e
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perbuatan seksual altifitasnyva dalam benmk persefubuhan dan percabulan, Bentuk

perbuatan yang berupa persetubuhan (sexual intercourse) dapat menjadi salah satu
sarana penyebaran virus HIV/AIDS. Kerugian sebagai akibat perbuatan seksual secara
riil dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Secara faktual diketengahkan akibat
perbuatan seksuai vang dapat menuiarkan virus FIViAIDS. Bentuk dan jenis perbuian
bﬁl’\bUdl \'dll" U-U\Cllbil(ldl\l U.IllLlh. U.lUDl! IJC! 1IHUUH";1!1 ULH‘D';H! Sarana ll.U.h.UIEI iJlUdlld antara
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incest, kumpul kebo, menghamili gadis dan tidak bergedia bertangoung
Berdasarkan data faktual ini diharapkan dapat menjadi acuan kebijakan hukum pidana
‘yang akan diambil,

Guna memperiuas cakrawala -wawasan maka diketengahkan studi perbandingan.
Sebagai bahan perbandingan diketengahkan pengafuran tindak pidana seksual pada

TfTT'Y A

KUHP dait vcw&gal negara. UIU\';Ilbl pcwanumuan il umr.uapnan mendapat i mastkan

Py ey 4o At cmi e aaliaraal o T b war Aalnas Y TLITY
PCIKCIvAngan maas piGadiia STASUAL :)Cba:_._l,a Tana yang tclah diatur dalam KUHD
beberapa negara tersebut. Dengan demikian dalam kerangke pembaharven hukum
nidana (KUFP) di masa mendatang  tidak ketinggalan dalam perkembangan global dan

dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkebangan dan kecenderungan yang
terjadi i dunia internasional.

Bab IO ini diakhiri dengan uraian kemdala dan hambatan baik dalam hal
perurnusan dan atau aplikasi penerapan pasai-pasal vang mengafur persoaian imdak

pidana seksual pada KUHP sckarang . Analisisnya tidak teriepas dari pemahainan

tindak pidana seksual tersehut dapat lebih baik. dalam kerangka memberantas tindak
pidana di bidang seksual.

Penulis mengakhiri tuiisan ini pada bab IV, yaitu Bab Penutup. Pada bab ini di
ketengahkan beberapa kesimpulan vang dapat ditarik dari rangkaian tuiisan bab-bab

rerdalulu dan diberikan saran-saran vang vennaniadl.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Dan Pengertian (Tindak Pidana) Seksual

Scksual mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Fungsi
dan peranan scks bagi umat manusia adalah guna melestarikan keturunan dimuka
bumi ini. Naturi seks ini tidak hanya dimonopoli olch manusia saja, tetapi hewanpun
dibekali olch Tuhan dengan seperangkat alat seks tersebut.

Fungsi dan peraman scks bagi mamusia tidak sekedar mcngcmbaﬁgkm
keturunan sebab disamping itu terdapat fungsi yang lain. Menurut Dadang Ilawari
tujuan adanya instink birahi seksual adalah: a. Proloeasi (penciptacn), birahi seks
diciptakan Tuhan dan ditumbuhkan supaya manusia mau kawin, berhubungan
kelamin dan akhimya berketurunan. 5. Pleasure (kenikmataﬁ). dengan adanya
kenikmatan seks ini akan merangsang timbulnya birahi atau nafsu scks.%¢

Menurut ‘Thank-Dam ‘Iroung terdapat tiga aspek utama seksuatitas bagi
manusia yaitu: a. Biologis (kenikmatan fisik dan prokreasi), b. Sasial (hubungan—
hubungan scksual scbagai aluran sosial seria berbagai beniuk sosial melalui mana
seks biologis dickpresikan) dan c. Subyektif (kesadaran individual dan kolektif
sebagai obyek dan hasrat seksual) >’

Nampak bahwa scksual tidak sckedar merupakan sarana pemuas hawa nafsu
manusia.  Guna lkbih memahami tentang scksual itn sendiri, maka periu

diketengahkan apa yang dimaksud dengan scksual itu serta ruang lingkupnya.

¥ Dedang Hawari, Pendidikan Seks Bukan Provokasi, Buletin Nasihat Perkawinan, No 208 Agustus
1980, Lal 15. '

7 Thank-Dam Truong, Seks,Uang dan Kefuasaai, LP3S,Jakarta,1992, hal 120.
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Seks menurul pengeritan kaia (ickstkal) berarit jenis kelamin, sedangkan
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Salah satu hal penting dalam perbuatan di bidang seksual adalzh persetubuhan

(sexual intercourse), dan percabulan (perbuatan cabul), Persetubyhan berarti
perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan vang biasa dijalankan

untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam

g3

-]

anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Sedangkan

“percabulan’’ (perbuaian cabul) adalah semua perbuaian yang melanggar kesopanan

& Ao i el d Tredes IO ma!"ﬂ{}-{'\'ﬂv" Tracrmam 1
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lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota
kemaluan, buah dada dsb.*!

Nampak disini bahwa perbuatan cabul (percabulan) mempunyai pengertian
vang liebih Iuas dari pengertian persetubuhan. Dapat dikatakan persetubuhan

merupakan bagian dari perbuaian cabul aiau perseiubuhan bagian khusus dan

kualitas “tindakanuva® vang membedakan dengan perbuatan cabul,

Terdapat beberapa pengertian berkaitan dengan perbuatan seksual tersebut

Kamus Besar Bahasa indonesia, Balai Pustaka, Jakarra, 1990, hal 874.
R Soesilo, KUHP Beserta penjelasannya, Politia, Bogor, 1988, hal 209.
" ibid, hal 212.

1 Mneh Anwar (Dading’

]
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seperil, “Sex Crime” (kejahaian scksual), “Sex gffences’ (iindak pidana seksual)
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seksual, Tindak pidana di bidang seksuval {sexual offences) merupakan bagian dari
keiahatan di bidang kesusilaan. Pengertian Sex Crime (keiahatan di bidang seks)

lebih berkonotast dalam arti kriminologis, vakmi scgala perbuatan seksual vang
dianggap sebagai perilaku menyimpang Sedangkan Sex Offences (tindak pidana
seksuai) merupakan perbuatan bidang seksuai dalam arti yuridis yaitu perbuatan

seksual vang oleh keieniuan hukum pidana posiiii dinyaiakan sebagai iindak pidana

conventionally listed phenomena can be most fruitfully viewed as sex offenses "
bahkan “kelenturan” untuk disebut sebagai sex offenses itu sendiri dipengaruhi olch
batasan tempat dan waktu sebagaimana dikatakan oleh Sanford H Kadish bahwa “the

varied activities listed above have in common oniv their unicwfuiness at some tinies

7 b r .7 T ki 1 s~ Lo HY ™ 1 1
ana places and e presumea sexual arousai of some party Kuang Amygeup sex
" RN U SN T JURUG L JUUEAUR, [, | PR PTG SEUNE TRNREE S TR PR FUREPITISRIR L A8 U
jences (HGar PIUana s&nsudyy anafa 1ail mendanup ocusrapa perouatan at vwang
seksual vang dianggap sebagai perbuatan yang layak untuk dijadikan sebagai
nerhnatan vang danat dinidana  senerti adulfer: formicatio ilirts cobibitatior
perbuatan vang dapat dipidana  seperti adulfery, formication, nlicit cohipiation,

seduction, bzgr_?mv,. homosexuality, sodomy, pomagmph}t prostitution,  fncest,

voveurism. indecent exposure and statutorv rape.
John J. Horgan daiam bukunva “Criminal [nvestigation” membuat dattar kata-

kata atau istilah yang dipergunakan untuk mengidentifikasi benuk-bentui perbuatan

2 sandford H Kadish, Eneviopedia of Crime and Justice, Vol 4, The Free press.a division of Mac
Millan inc, New York, 1983, hal 1488.
%5 ibid, hal 1488,
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seksual scbanyak 75 beniuk/jents perouaian seksual.” Beberapa beniuk vang dapai
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Adultery : volontary intercourge by a married man or married women with
person other than his or her spouse.

Fornication ; volmtary sexual intercourse mvolving an unmarried women,
literally used, any sexual intercourse outside marmed.
Sodomy : any “unnatural” sexual relation, especially anal.

ey e eTITY i+le

Forcible Fape ! sexual intcrcourscwithawomen ag; ifts h

despite her resistance

-

Statutory rape & carnal knowledge by 2 male over the statutory age, of 2 fomale
under the staiutory age, without force and with consent and penetration, however
slight,

Seduction : the offense of a4 man mducing a wornan o have unlawiul sexual
intercourse with him.

| 2T I ~ .. closelyv telated persons of the ooposik

LriCeEst DGAUQI uueu..uumc UGL ACTTE C103 LY LOULAtGU PDOLDULED UL LT VD

the marriage of whom would be prohibited by law
wr f.
J‘ &

norvar oy xrly haa o Fandan

Homosexua! : a person who has 4 fendency to und sexual gratification with a
person of the same sex. Other names for maies "gay,” other names for femalies:
"leshiang”,
PR a4 . 4 45
Zooerasty : sexual intercourse with an animal.”
L T TR [ NP b o P, JERVEL FRRDUL S, TR TRV, NP UIE, R,
LEuil anjutl meiidide no 2ait, Ydll‘é o1t ary Cocidipld PoiUudidll SCHRSUAL
tersebut dalam beberapa klasifikasi berdasarkan bentuk /jenisaya:
Emalerantasnse Farniratinn  Aduiltary Tneooat
F SRS LAY /1 Fs \)AAMU“IA\JIA, i IUWLDUL:’ AN e Ry
[nvoluntary: Rape, Seduction..
Commercial; Prostitution, Pandering, Abortion, Indscent
publication.
Abnormal : . Sodomy, Bestiality, Sexperversion, T.ewd acts with
~ alaild
o LI
Nuisance offenses Indecentexposure, Vayeurism, Fetishism obscenity
by phone, letter, or literature, Public obscenity
by gesture or statement.
Dangerous Sadism, Masochism, Pedophilia, Lust murders.*®
Beberana bentuk perilaku seksual yang sengaja dikemukokan terssbut

memberikan gambaran bahwa perbuatan seksual dalam pengertian berdasarkan “type

john j Horgan, Crimingi Investigetion, Me Grow Hili Book Company, New York. 1974, hai
324

5 ibid, hal 330-334
*%  ibid, hal 324,




b
ok

Y 1t P - . . + . N o r . P .
alau beniuk”™ melipuil berbagai macam jemis.  Meskipun demikian idak semua

Anrvat Airmidasmna Calath nitrr Faltnrnva haronah P "M - Toned 1 ar
Fogt Tevor Aarda Laliiai-a £ A
Vapier I luaii. Sdual 34&T0 dandinya oorgantungs Paua wOCIjanail Iu:'.ls}.ath Lani
J E = =

pidana atan bukan (kriminalisasi atau depenalisasi). Sebagaima

[ Cotriilldl

12 batasan vang
dikemukakan oleh Sandford H Kadish bahwa persoalan terscbut berkaitan dengan
tempat dan waktu (“only their unlawfillness at some time and places.™ *” Menurut
Oemar Senoadji, bahwa kriminaiisasi dan dekriminalisasi perbuatan di bidang

seksual seperil aduliery, berganiung pada renggang itdaknya hubungan aniara moral

dengan nukum dalam negara yang bersangkutan. ™

Khusus mengenal “pelecehan seksual® {(Sexual horrasment). Pengertian
nelecehan seksual ind agalk mirip dengan perbuatan cabul (percabulan). namun
harangkali hanya kualitas “tindakannva* vang membedakan dengan perbuatan cabul,

Pelecchan seksual dapat dikatakan “lebih ringan®™ dibanding percabulan. Rohan
Collier dalam bukunya “Pelecehan Seksual |ubungan dominasi mavoritas dan

minoritas (judul asit "Combating Sexual Harassment in the Workplace )

mengaiakan bahwa pelecehan seksual adalah  sifai perilaku seksual vang tidak

Po BO-JSURpIL U, PPt IR S-ge. P Pty Vano Jh . DRI R g P VAT ImenVIinooung P
(31 1511[_1\ 11 aiau  awdanatl yaily, Uiuaddlnadll  padd dUAL Yaily UCILY LUy oL
. 39 . )
pensrima.” Lebih lanjut menurut Rohan Coller, mendefinisikan pelecehan seksual
acal eulit ecehaly gna vana dianocan gebagai nelacehan geksual baai seseorane belum
agak gulit sebab apa yang dianggap sebagai pelecehan seksual bags seseorang belum
tentu diangeap pelecehan bagi orang lain, Oleh karena itu terdapat pedoman bahwa”

sifat perilaky vang tidak diinginkan® itulah yang membedakan antara sifat pelecehan

£N
i)

seksual dan perilaku yang bokan pelecehan seksual seperti sikap ramah tamah.

# Sandford H Kadish, op cit, hai 1488.
% Qesmar Senocadji, op cit, hal 45.
4%

Rohan Collier, Pelecehian Seksual, {terimahan) Tiara Wacana, Yogyakarta, 1998, hal 3
3 ibid, hal 4,




1. Tingkah laku phisik yang bersifat seksual yang tidak diinginkan seperti,
sentuhan yang tidak dikehendaki atau mengamati bagian terlarang dar
- EPQP“\T?!’I(‘I’

2.

Tingkah laiqu verbal yang bersifat seksual yang tida
ravitan vang tidak disnkai, ucapan-ucapan vang tidak senonoh, sindiran dan
hUIIlGIlldl'iiUI[lGIll:ﬂ' C‘dl)u.t,

3. Tingkah laku non verbal vang bersifat seksual vang tidak diinginkan,

R‘
2.
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termasuk gorakan-gorakan scksual, yang tidak scnonoh, korlingan-kerlingan
seksual,pemerasan, penyimpanan dan penyebaran gambar-garobar, obyek-

obyek, tulisan-tulisan dan bahan-bahan lain yang bersifat pomo dan fidak
pada tempainya,

4, Tingkah lalm vang mencema rlan, mem ;\,h:_k;_p_, men mnfimldnm dikarenakann
Jenis kelaminnya bﬁpcru pcm)amdn—pc ataun yang menghing  aiau
merendahkan atau cacian-cacian yang dLattkan dengan gender atau

- - [P,

NSEUilE perasaan Sniang penanmplian,
erti orang diperlakukan dengan tidak fair
51
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Komentar-komentar yang mict :yd
5. Penyvalahgunakan kekuasaan seper
1al
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knvﬂquqrb‘aﬁ rlar atary iandg
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agaimana dikemukakan oleh Rohan Collier
tersebut di atas mempunvai cakupan yang luas. Pelecehan seksual (sexwal
harassment) mempunyai kaitan erat dengan bidang seksual dalam pengertian bahwa
pelecehan seksual merupakan ancaman atau intimidasi yang dapat berubah

menjadi perkosaan. Korban peiecehan seksual terutama wanita, tetapi laki-iaki dapat

puls menjadi korban. Terdapai pandangan bahwa bagi waniia peiecehun scksual

(seksual) terhadap dirinya, sedangkan pada diri laki-laki yang dilecehkan, unsur
ketakutan relatif tidak dirasakan.
Pelecehan seksual menjadi persoalan pada masa sekarang, terutama di masa

kemajuan jaman dan emansipasi wanita seperti sekarang ini terjadi. Banyak wanita
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vang keluar rumah univk mencari nafkah. Tunivian jaman dan sosiai-ckonomi

melangkah bekeria
Singapura. Arab Saudi dsb.
“Keluarnva” wanita dart rumah tersebul bukan berarti tanpa “ancaman’.

Ancaman {dalam seksual) 1erhadap wanita dapat erjadi dimana saje. padu saat Kapan

n  permasalahan
harassmenty dilakukan oleh Sukivar dari Fakultas Psikologi UT terhadap berbagai
kalangan profesi sebagai repondennnya {N=193 orang) terdiri dari 127 cksekutif pria
dan 66 cksekutif wanita dalam kaitannya dengan persoalan pelecehan secksual
menyebutkan bahwa 25,5 % responden pria kerap meiemparkan pernvataan-

pernyaisan  scksual hepada rehan waniianya dun hanya 13,7% waniia  yan

nalamalan calraiinl Aalam 710 Jaambnls i aataranyva cinlam wn al  msrarine dan
LA LI A LN yvlvvyll“ll OwINA LRl AMLERIMLALL S u‘dlttul\: Whl CALLIMEAL ‘ll.l."‘u Sivki03Ld llu‘\ul’ 5“‘ ARRALAF L NaLRL )
alnkboalnalr cale nermvataan-permvataan menoenat hith dan nenamnils nhigil
olok-olok seks, permyataan-pernyataan mengsnar [ULDUR 2D Pellslipiasiz prlisis,

meletakkan tangan di atas paha.””
Perilaku seksual sebagaimana terurai di atas dapat merupakan ancaman bagi

masyarakat, Sudah barang tentu keiakuan daiam bidang seksual vang terceia ini periu
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penanganan lebih lanjui. Dailam lapangan hukum pidana aspek pencegahan dan

1~ + .
bersifat membayakan ketenteraman masyarakat, berupa memberi an

Sebenamya kebituhan manusia terhadap seks ini sama dengan kewrhihan vang
lain seperti makan, minum, Semua mahkluk hidup diberikan instink atau naluri seks
(manusia maupun hewan). Para ahli berpendapat bahwa manusia pada hakekatnya
adaiah mahkiuk biologis seperti hewan, hanya bedanya manusia diberi akal sehingga

bisa berbudaya dan berkembang. Naluri seks bersifat kodraii dan tidak bisa dibaniah

ir -t
merupakan funfutan  biclegis yang manusiawi  Hanya saja pada  fahep
nelakeanaannva manncia cering dalam memenuhi kebutithan sekenva tercehut \ 4
pelakeanaannva ugia sering dalam memen uhi kebutuhan seksnya tersebut hanya

ingin kenikmatannya saja tanpa man bertanggung jawab, sehingga banyak terjadi
praktek-praktek seks bebas, prostitusi /pelacuran, seks diluar nikah dsb.

‘lidak dipungkiri nilai seksualitas yang bersifat manusiawi dan universal
tersébut dipengaruhi oleh cara pandang sescorang atau sekeiompok orang, bahkan
“ideologi™ suaiu WNegara ierhadap apresiasi seks itu sendin. Di negara-negara baral
dan atau negara-negara di Lropa, masalah seks bersifat lebih permisif dan “terbuka”
Rarat seks diangeap sebagai persoalan pribadi, hak-hak dalam bidang seksual seolah-
olah tidak dapat diganggu-gugat. Oleh sehab itu tidak mengherankan mempunyai
anak sebelum menikah dilakukan sebagai hal yang wajar. Meskipun demikian
terdapat perbuatan-perbuatan dalam bidang seksual yang tetap menjadi perbuatan
yang diancam sanksi pidana seperti perkosaan, incest. Di Indonesia nampaknya seks
masih merupakan hal yang disnggap suci. Pandangan ini dibukiikan bahwa Negara

L1 T A mwmln semmmarsg Lacliabscdal. ocafeccoal hioeso it caecas mormpatif
Repi.:’ohk Indoensia e nang OCITHRCHCnidan SCK3U4: nards Jlawl 50Caid TOEmdill
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ariinya icrdapai iembaga yang menjadi wahana alau wacana bagi perbuaian bidang
scxksual yang sah boleh dilakukan seperti lembaga permikahan sebagaimana yang

U&I.\-lu-llé mlumxg .JI.\EG 1 L‘lhuﬁ 1974 fnﬂfqﬂg PM q"’.ﬂm Denea

-
WAL YV ALAELLK, JJVI.I.ENI

.
ahwa perilalu seks bebas (free sex), seks sebelum

A

menikah (sex premarried) bertentangan dengan kebijakan vang dilakukan oleh

4 C- A e T

negara.
Meskipun demikian seiring dengan perkembangan dan kemajuan jaman
nampaknya kejahatan di bidang seksual tersebui, seperti prakiek seksual yang

1 I [Ty ol L1, [ - VA B | Mo 1A
oerupd fi'ee SexXs— aldu sCKS DCDaAs, pUInogrdil, SCKS SCDCLIUIT IMCINKAND dsD, ClIp

1t o
pada kumn waktu yang lalu memberi gambaran betapa seriusnya bahaya
& (49 3 3 M
‘nenvalahommaan® kegiatan seksual tsh, Menurut hasil penelitian Sarlito Wirawan

dkk pada tahun 1981 terhadap perilaku seksual para remaja dan pra dewasa (usia
antara 13 — 23 tabun) (N=360); 88.1% pernah melihat buku/ majalah porno, 60,4%
pernah menyaksikan film porno dan 45,9% merasa senang, 26,2% merasa berdosa
dan 37,7% ingin melakukan (adegan) seperti dalam buku atau fiim porno isb.

o Qs et 53

Pandangan ierhadap “free seks® 18,8% seiuju, 64,4% iidak seiuju.

2. 30.40% setuju senggama dengan syarat lain-lain, '
3. 12% responden pria dan 9 % responden wanita tidak mengggap perlu
kegadisém dalam malam perkawinan,

i . . . N . s
4. 2,48% responden (pria/wanita) pernah bersenggama dengan pacarmya. *

5 Sarlito Wirawan Sarwono, Pergeseran Norma Perilalu seksual Kaum Remgja, Rajawali,
Jakarata 1981, hal 53-54.59.
# ibid, hal 81-82.
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relgvan dan cukup memadai. Disamping itu mengingat arus perkembangan dunia

dalam era gilobalisasi dan perkembangan dalam bidang teknologi komunikasi vakni

adanya intemet, memungkinkan meluasnya jaringan pomografi semakin canggih.

Menurut catatan Gawra {1953) terdapat 8.000 pelanggan iniermet komersial yang

iersebar di 12 koia besar, dengan konsenirasi di koia Jakaria, Bandung dan Bogor. Di

cfiencts Aaile damdomodt B fiade L o wesma o A0t P -
SSItiTull auiiia teraapat Jaa a0mme page yan LeILYCOIaARAN be;bag,al ragaiti
1-\‘F.Amn

adegan senggama dan 5.000 gambar porme anak-anak di bawah umur. Di samping itu
majalah Plav Bov dan Pemt House membuka home page dimana sctiap saat bisa
diakses.”

Bahkan perkembangan akhir-akhir ini terdapat pelacur dari anak-anak yang

i 1 1 1 1 4 4 1 ok [T &Y b L . | 1 a 1 FR-E S l ™ 1
masih duduk di bangku SME/SMA d1 beberapa kota oesar seperil Jakaria, Bandung

A Clomsenlommee 37 TTol 22 Liatinins Tn? caraale oo Lealed dvinnin calecanl qrocm o oo o door oo
a4l wuravdya. ii4al UCIULL Lagi 54111ba1au ECiliGupain sensuadr OTang-oiaig utwasa
dalam arti penyimpangan-penyimpangan seksual yang dilakukan cleh wanita

dan laki-laki dewasa. Menurut hasil penelitian Okky Asokawati terhadap 60
responden kalangan model 50% nya pernah melakukan kencan dengan pria yang

sudah beristri dengan alasan dorongan materi (46,6% Y°. Polling yang dilakukan

* Lditor No 7/Th VI, tgl 7 Nopember-1952.
* Gatra, No 3 Th Ii, Tgi 2 Desember 1993.

[

* Gilbert dan I Reimba, Pelacuran Di Balik Seragam Sekolah, Yayasan Andi, Yogyakarta, 1996, hal
1V,
#  Editor, No 7 Th VI, tgl 7 No pemnber 1992,

fatl LLLRLPA A 2y ¥H4 L AN
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majaiah Tempo dari 123 waniia yang disisihkan masyarakal karend perilaku seks

maralen O A e e e e e T 1LY L -
METera oo (ianiaranya mei panall Sifipanidil axi-1asi yaii

5 o geee s T
Penyalahgunaan seks tersebut apabila ditinjau dard segi kehidupan berbangra.
1. .. - H .
agama dan No-chatan, merupakan perbuatan vang tidak boleh dilakukan dan

mengandung unsur berbahaya. Dari segi agama merupakan perbuatan dosa, Mennrut
agama (Islam) orang dilarang mendekati zina, terlebih melakukan zina. Hal ini
sebagaimana tertulis dalam surat Al Isra’ ayat: 32 yang artinya “Janganlah kamu
dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu Jjaian -
yang busuk « *

AL QYT ... T T VRt PR N Tt FYSUUR S SN T
Allah SWT memerintalikan unituk nengendalikan pandangan d tik

laki-laki beriman, hendaklah mercka menahan pandangan mereka dan memelihara
kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci dari mereka, sesungguhnya Aliah
Maha mengetahui apa yang mereka perbuat,” katakaniah kepada perempuan yang
beﬁmm “hendakiah menahan pandangan mercka dan memelihara kemaiuannya dan
janganiah. mervka menampakkan perhiasannya, kecuali yang blasa nampak dar
janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka”.

Menurut pandangan Kristen, dalam Perjanfian Lama hubungan seks dalam
perkawinan dinyatakan sebagai cara normal untuk memenuhi kebutuhan suami-istri
{Amsal: 5;18-19) Manusia berkewajiban menikah dengan alsasan vang sederhana,
vaite bahwa dalam penciptaan ‘I'uhan memerintahkan agar melieka (laki-laki dan

perempuan) berbuat demikian.  Menurut Verkyi sebagaimana dikutip oieh Gilbert

% Tempo No 8 Th XX tzl 21 April 1990
€ Al Quran Terjemahan Departemen Agama RI, Jakarata, hal 429,

aalols Sapsl
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dkk dalam bukunya “Zitka Kristen” maksud Tuhan menciplakan scks mempunyai

- «
sebagai jalan unfuk membuahkan keturunan “bertumbuhlah dan berkembang

« . 61 . . .
biaklah® (Kgjadian: 1:26) * Hubungan seks yang dilalukan tidak sah seperti

pelacuran, scks di luar nikah dianggap sebagai “zinah®. Yesus berkata dengan tegas:
“ Kamu telah mendengar firman : jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu :
setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya, sudah berzinah

dengan dia di dalam hatinya”. (Matius: 5: 27-28) Perzinahan termasuk apa yang

dilakukan oleh homoseks (Jenis kelamin laki-laki yang sama) maupun lesbian (jenis

Troal oo an P R . Y. amTiem cezala st mlimas mdal il o qmalea s ~
KC1aiTiin PEiCiiiptiail Yaig s4ainia). vISnitanup pula poiZiiiandil dtdial meItha yang
melakukan hubungan seks di luar pernikahan diantara dua orang yang belum
menikah dengan seorang vang hukan istri atan snami sendiri. (Kl 20: 14, Mk ;10

el 20: 14 Myl (10,

Rum : 13: 9). Penvalahgunakan serks sering dihubungkan dengan kata-kata “ dosa
tubuh, hawa nafsu, pencemaran, percabulan dan kenajisan “ (Rum 5: 19, Ef 5: 13,
Kol3:5).%

Sedangkan pandangan menurut agama Hindu antara lam bahwa naluri naiuri

sex (hawa nafsu sex) hendaklah dikaji kembali apa iwjuannya, dalam pencrapan pada

PV LY TR TN JI O NNy SR oL S AF SUNUGIY JUp. Sy, AR, MENIPL S I
xehid: paii il LuaxdanJ iZail MeLaliZg TSI Anffisa (MO July, Non aungig U
anti kekerasan). Mereka mendasarkan pada Tapasnya {pengekengan dirly dan

herdekatan dengan Tuhan, *
Bentuk atau jenis perbuatan di bidang seksual yang dilarang antara lain:. Para

Dara, hubungan seks dengan istri orang lain (perzinahan). dalam kitab

8 Gilbert, op cit, hal §1.
** ibid, hai ¢3-64.
5

*  Agus Indra Udayana, Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Ferspelaif 4gama
Hindu, dalam Suparman Marzuki (ed) Pelecehan Seksual, FH UII, Yogyakarta, 1995, hai 24.
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sgja istri orang lain sudah amat dilarang dan sudah iergolong dosa. Di dalam
Manawa Dharma Sastra Adhyaya VI Sloka: 352 menyebutkan hukuman membuang
bagi mereka yang berzina dengan wanita yang bersuami. Sloka: 353 amat dilarang
bercakap-cakap dengan istri orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi.

Anyolong Smara, yaitu laki-laki yang menikmati atan melakukan hubungan sex
dengan seorang wanita tanpa kehendak wanita itu. Dalam Manawa Dharma Sastra
Adhyaya VIl sloka: 367 hukuman bagi laki-laki pemerkosa dengan tujuan agar si
.wanita tercemar nama baiknya, dikenai hukuman potong 2 jari tangannnya dan
didenda uang scbanyak 60 pana. Smara Dadu hubungan scks yang dﬂ;kukdn
berdasarkan kemauvan kedua belah pihak, tetapi dilakukan di luar lembaga
perkawinan yang sah berdasarkan dharma merupakan perbuatan dosa menurut,

Manawa Dharma Sastra Adhyaya VIIT sloka : 368 dihukum denda &,

Dari segi ilmu keschatan mereka vang mempunyai kesukaan'mengumbar nafsu
syahwat yang illegal dapat terancam beberapa jenis penyakit akibat hubungan
seksual tersebut seperti :

l.A Menyebamya/menulamya penyakit kelamin dan kulit, yaimu syphilis dan
gonorrhoe (kencing nanah) yang ierbagi menjadi 2 yaiiy
a)  Congenital syphilis (syphilis keturunan) yang menyerang bayi semasih
dalam kandungan yang dapat menyebabkan bayi lahir cacat atan
keguguran /abortus, bayi lahir mati,

b)  Syphilis amentia yang mengakibatkan cacat mental ringan atau lemah
ingatan dan imbisilitas yang berat dapat menyebabkan idiot, epilepsi dan

ketumpuhan totat .

*  ibid ,hal 24,
$  Kartini Kartono, Patelogi Sosial, Rajawali press,Jakarta, 1983, hal 238.




2. Penycbaran AID, penularan melalui virus. Salah satunya discbabkan adanya
kontak seksual.

Perilaku seks bersifat normatif artinya terdapat batasan-batasan baik dari segi
norma sosial (kesusilaan, kesopanan, adat maupun hukum) dan agama. Tanpa di
taatinya kaidah-kaidah tersebut perilaku seksual dapat menjadi tidak terkendali dan
menjurus pada penyimpangan/ penyalahgunaan seks.

Ancaman serius penyalahgunaan seksual tersebut dapat merusak sendi-send;
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. Di dalam GBHN 1993 yo Tap
MPR No XTI tahun 1998, yang berkailan dengan bidang Pembangunan morai bangsa
terutama penckanan perlunya pembinaan generasi muda, ditekankan antara lain
bahwa pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk
serta perwujudan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Selanjutnya terhadap
pembinaan generasi muda antara lain, pembinaan anak, remaja dan pemuda sebagai
generasi penerus bangsa diarahkan untuk mengembangkan sikap menjunjung tinggi
nilai-nitai luhur budaya bangsa, sikap keteladanan dan kedisiplinan dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harus dilaksanakan sedini mungkin di
lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Pembangunan keluarga scjahtera diarahkan kepada terwujudnya kehidupan

cluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai hukum, budaya
guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memberi ketahanan keluarga agar
mampu mendukung kegiatan pembangunan, oleh karena itu perlu ditumbuh
kembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya norma keluarga kecil bahagia
dan sejahtera yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab, kesukarelaan, nilai-nilai
agama dan nilai tuhur budaya bangsa.

Pembinaan pemuda penyclenggaraan pembinamn dan pengembangan pernuda

menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua,masyarakat, pemerintah dan
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pemuda 1iv sendin meiaiui upaya pemaniapan keimanan dan keiagwaan ierhadap

IICHgATNaINAIITINYS, MCHANdmKan dan meiumouh

membentuk keluarga kecil vang bohagia dan sejahtera herkaitan erat dengan
pembinaan generasi muda. Hal tersebut disebabkan dari keluarga itulah akan lahir
penerus bangsa. Oleh karena itu beberapa ketentuan hukum berupayva memberikan
periindungan bagi anak dan remaja terhadap perbuatan dan atau perlakuan vang

sekiranya dapat mengancam keberadaan anak-anak dan remaja icrsebud.

rohani, jasmani maupun sosial.  Sedangkan pasal 1 ayat la: Kesejahteraan anak
adalah sunatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin

pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani

maupun sosiai.
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nrogtituei  normoorafi na edonmhil ancaman dar TIATNS dan ekelitagd dalam
prosiifusy, pomograly, pacdoph ancaman ¢lar Hiv/all)sy dan gikglifag: dalam

hentuk penggunaan anak-anak dan remaja dalam berbagai kegiatan kriminal “we
urge states to ensure that children, who have been sexually exploited, or who are at

risk of being sexually exploited have access to assistarce .. special assistance

shouid be given to those children who are suffering from HIV and AIDS ... on the




¥ B . L. . . . P
dangers of child exploitaiion, in pariicular child prositution and other

terlebih laoi korbannya adalah anak-anak vang macih dibawah umur dap remaia
Meskipin etika seksual telah diatur dalam norma kesopanan atau kesusilaan bahkan
norma agama, nampaknya belum cukup untuk memberikan perlindungan, sehingea
perlu dipikirkan norma hukem (pidana) untuk ikut campur dalam melindungi
masaiah seksuai ini.

Dari uraian tersebut di aias maka dapai disimpuikan bahwa perbuaian seksual

ST LR A NI ST ST
iCiiiyata mehiplitl bcuerapa pengeitian yang luas seperti

sekali jenis dan bentuknya, Sesuai dengan maksud penulisan tesis ini perla sekali
untuk memberikan batasan sesuai dengan judul vang ada. Dimaksudkan dengan
tindak pidana seksual terbatas pada pemahaman perbuatan seksual yang oleh
undéng—undang hukum pidana dilarang dilakukan disertai dengan sanksi pidana.

Disamping tiv i{indak pidana seksual mempunyal unsur pokok aniara lain adanya

hemat saya disebabkan bahwa perbuatan cabul dan pelecehan seksual merupakan
perbuatan “awal” yang menjurus kearah persetubuhan. Oleh karena perbuatan

tersebut sudah menyangkut fontak pisik langsung antara pelaku dan korban seperti
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meraba-raba bush dada, ciuman, rabaan, ifcpukan paniai, coickan iseng yang

at Al &
sual} dapat dikategorikan “perbuatan

B. Ruang Lingknp Kebijakan Hukum Pidana Dan Masalah Krimin

III
I
if
=1

Istilah Kebijakan diambil dari istilah “Policy” (Ingeris) atau "Politiek”
{Belanda). Bertolak dari istilah tersebut maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana
“dapat disebut puia dengan istilah #Poiitik Hukum Pidana” &

Pohitk Hukum Pidana merupakan bagian dari Pohiik hukum pada umummya.

Menuiut Sudarto, politik hukum ialah:

1 T ooy " oes : -
1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan
.
68
anrn a1t E‘lf\ﬂdﬂ cnatiy gaat
dap situasi pada suatu saat,

2. Kebiiakan dari negara dengan perantara badan-badan vang berwenang untuk
menetapkan peraturan-peraturan vang dikehendaki, vang diperkirakan bisa di
gunakan untuk mengekpresikan apa yang dikandung dalam masyarakat dan untuk

. TEER e £9
mencapai apa yang dicita-citakan.”™

Dengan demikian poititk hukum pidana diithai dari pohitk hukum mengandung

baik dalam arti memenuhi svarat keadilan dayaguna.”
Menurut Sudartc melaksanakan “politik hukum pidana” berartt usaha

mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan dan situasi

8 DBarda Nawawi Arief, Bimiga Rampai Xebijakan ITufaim Pidana, Citta Aditya B

1990 hai 12
Sudarto, Fulum dan Hulum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal 151.

Sudarto, Hulaim Pidana dan Perkembangmn Masyarakat, Sinarbanu, Bandung, 1983, hal 93.
7 Gudarto, op cit, hal 153,

€9
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pada suaiu wakiu dun uniuk masa-masa yang akan daiang 7. Dengan demikian,
dilihat sebagai Bagian dari politk hukum, maka politik hukum pidana mengandung
arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-
undangan yang baik.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga
merupakan bagian dari usaha pencgakan hukum (khususnya penegakan hukum
pidana). Hal ini berarti bahwa hukum pidana dalam arti yang luas melip\ﬁti‘ pula
hukum pidana materiil, hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana, Df.:hgan
demikian dapai dikatakan usaha pembabaruan hukum pidana sudah barang ienfu
mieTupakan pembaharuan ketiga komponen tersebut.

Disamping itu usaha penanggulangan kejahatan dengan sarana (hukum) pidana
pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari perlindungan magyarakat
(Social defence). Perlindungan masyarakat dari kejahatan merupakan sasaran antara.
Olch karena tujuan akhir dari kebijakan kriminal (criminal policy) dalam upava
pemberantasan kejahatan adalah guna mencapai kesejahteraan masyarakat (social
welfare). Sebagai suatu sarana maka hukum pidana harus sesuai dan dapat
discsuaikan dengan fujuan akhir yang hendak dicapai lersebul. Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa kebijakan (politik) hukum pidana (penal policy) merupakan
bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy).

Secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari
politik kriminal ialah perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan

masyarakat. Sccara skematis hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

™ ibid, hal 93.
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Qo1
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: Tojuan
Policy Y
Social Wellare Policy
Penal
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Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka upaya penanggulangan kejshatan
nerln ditemnnh denoan nendealiatan bahiislran dalam art: -
perlu ditempuh dengan pendekatan kebiiakan dalam arti ;

1. Perlu adanya keterpaduan (Intsgritas) antara politik kriminal dan politk sosial
2. Perlu adanya keterpaduan (Integritas} antara penanggulangan kejahatan dengan
sarana “penal” dan “non penal”.
Kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan berarti kebijakan huium

pidana yang dilakukan periu mengaiikan dengan keseluruhan kebijakan sosial.

oo aa s A smnorraral-atirmad saemicact mmaal-a hasndal-late Aililat

D\-‘s.l D\fa‘, IIUEGL\IJ. wrl AN WwidkL ml&“ll lil.u-t)-" ARLGLINAL L ALLUIAA AL AL LT, LLLEAINGS  Alvwainbidiniiall WhILALLLE L
‘s .

Ialam hubunoan Lkecelurmhan naoliils mnal atanr cnrial Adofemce nlavmine da

dalam hupungan Xesgluruhan polifiy xnmmal alat socorg! defence pluyrpung dan

inipun harus merupakan hagian integral dari rencona pemban
Pembangunan di Indonesia dilaksanakan bertujuan mewujudkan masyarakat

adil dan mokmur, vang meliputi materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan

”

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal (Criminal Policyi, Semarang, tanpa tahun, hal 3
7

Sudarto. on cit hal 104
sugarto, op i, hat 104,
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D 1945, Hal i seperii vang dikaiakan Hiroshi Ishikawa daiam makaian yang
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menegaskan tjuan pembangunan mencakup antara lain “national development is
to provide a higher standard of Iliving and better qualiy of life io all people. It is

social, culiural, and spiritual” 7 Pembangunan itu sendiri dilaksanakan secara
berencana, menyeluruh, terarah, dan bertahap. Pembangunan di orde Reformast ini

diarahkan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yakni menstabiikan flukmasi

rupiah dan menahan laju infiasi, diupayakan kesiabilan harga sembako. Pada bidang

I Lot TN (K s R P
hukuim dan Uariiya Sy {AO0TUpsi, NOMUsi

Narti N\ horald inds et ; : f1m oren

dan Nepotisme) yang berakibat terjadinya krisis antara lain disebabkan seringnya
mhu-rambu hukn dishaillan cehinocoa penecaka alnm narhi dinerhatilzan

rambu-rambu huium diaba sehinpaa penegakan hukum periu diperhabixan,

sedangkan persoalan HAM, perlunya menghormati harkat dan martabat manusia
terlepas dari ras, etnis, agama, warna Kulit, jenis kelamin serta status sosial {(Pidato
Presiden Habibie tgl. 15 Agustus 1998, Jawa Pos, 16 AguStus 1998).

Hukum pidana yang ingin dijadikan “pengaman” terhadap tujuan-tujuan

pembangunan  iersebui  periu penyesuaian  diri  dengan  perencandan iujuan

y X i ] 3 ot ot
Leiahatan tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya sendiri, oleh sebab
disamnping sarana penal perlu pula didukuno sarana nonpenal. Dengan demilian

tepatiah dikatakan hukum pidana merupakan “ultimum remediun” (obat terakhir}
setelah upaya lain telah dilakukan. Hukum pidana tidak dapat berbuat banyak apabila
pembangunan itu sendiri menimbulkan ketimpangan-ketimpangan sosial yang dapat
menjadi faktor kriminogen dan viktimogen. Tiai tersebur teiah disinggung dalam

kg Ty 1 x T 1 1 . k] L. 4 NEERT e I T r L S
ROnEEres roob KC Y1 padd 1aporan Komisl 1 mengenal Crime [rend ana Crime
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Prevention Sirategics” amlara lain menyalakan: “The correlation between
developmeni and increasing criminallity could not. be accepted as a principle”
.. " development was not criminogenic, but could become such if it was rati ;

ch if it w tionally

pPlanned, disregarded cultural and moral values and did not include integrated socia

Ay,

defence strategics”.” Dalam pertimbangan “Milan Plan of Action™ hasil Konggres
PPB ke VIl menegaskan: “The past vear have interessted rapid and foraching social
and economic transformations in many countries. Development is not criminogic per
se, especially where is fruils are equitabie distributed among ail the people, thus
contribuiing to the improvemeni of over all social conditions, however unbalanced
or inadaguately planned development contributes to increases of criminalit”.’

Dari pemnyataan-pernyataan Konggres PBB tersebut di atas jelas terlihat suatu
penegasan antara lain bahwa, Pembangunan dapat bersifat kriminogen atan dapat
meningkatkan kriminalitas apabila pembangunan ituz :

o Tidak direncanakan secara rasional;

O Perencanaannya timpang atau tidak seimbang;

o Mengabafkan nilai-nilai kuiturai dan moral serta;

v Tidak mencakup sirategi perlindungan masyarakat yang intcgral.”

Upaya penanggulangan terhadap kejahatan merupakan suatu proses. Proses
tersebut dalam kerangka memfungsionalisasikan dan atau mengoptimalkan (hukum)
pidana “yang secara sengaja dibuat” sebagai alat guna mencegah kejahatan baik
secara preventif maupun represif.

Sebagai suatu kebijakan dalam upaya penanggulangan terhadap kejahatan.
Kebijakan hukum pidana merupakan suatu rangkatan proses tahapan-tahapan.

Tahapan -fahapan terscbut antara lain :

Sixth United Nations Congress on Prevention of Crime and Treatment of Offenders, hal 12.
*  Doc A/CONF.121/L.11, hal 3.6,10.
Barda Nawawi Arief, op cit, hal 6.
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4. lanap lomuiail aiau lanap pembuaian undang-undang hukum pidana/iahap

| PP PR o
1egisiatil,
b. Tahap aplikatif atau tzhap penerapan undang-undang,
¢. Tahap eksekutif atau tahap pelaksanaan undang-undang

Tahapan-tzhapan tersebut merupakan saru kesatuan sebagai tahapan vang bersifat
integral. Oleh sebab i apabila akan diadakan upaya pembaharuan pada hukum
pidana maka keseluruhan materi hukum pidana perlu diubah, keseluruhan materi
hukum pidana ite meiiputi hukum pidana materiii, hukum acara pidana serta hukum

pelaksanaan pidana.

merupakan pengupayaan sanksi pidana guna menanggulangi kejahatan vang ada.
Oleh sebab itu penggunakan (hukum) pidana tersebut sebaiknya mengikuti
perkembangan dan atau perubahan—perubahan yang terjadi  di tengah-tengah

masyarakat, sebagai konsekuensinya maka perbuatan yang dahuiu merupakan tindak

pidana dalam perkembangannya dapai sgja menjadi perbuaian yang bukan

- T . 1

overcriminalisation” {(kriminalisasi yang berlebihan) perlu kecermatan dalam
- - M

menoambhil lanakah-lanakah dan perti hanoan dalam melalmkan kriminalisasi

..... 1gambil langkan—langkah can periimbangan dalam me Lan KkKr ast

Berkaitan dengan kriteria kriminalisasi tersebut Sudarto mengetengahkan

beberapa pedoman antara lain :

1. Penggunaan Hukum pidana harus memperhatikan tujuan Pembangunan
Nasional yaifu mewujudkan masyarakat adil dan makmur vang merata materiil
spirituil berdasarkan Pancasiia, sehubungan dengan ini maka (penggunaan)
hukum pidana bertuiuan untuk menaggulangi kejahatan dan mengadakan

pengugeran icrhadap iindakan penanggulangan tiu sendiry, demi kesejahieraan

dan pengayoman masyarakat.
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2. Perbuaian yang diusahakan uniuk dicegah aiau diianggulangi dengan hukum
pidana harus menmakan perbuatan vang tidak dikehen
yang mendatangkan kerugian (material dan i

e o, - ] e ]
aLail 1%} 1daly lad Yy aipa

masyarakat,
3. Pengunaan hukum pidana horus pula meémperhitungkan prinsip biaya dan

hasil (Cost and benefit principle)

4. Penggunaan hukum  pidana  harug pula memperhatikan kapasitas  ata

kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai
ada kemampuan beban tugas (overbelasting), ™

"""" (=4

Kedua permasaizhan terscbut merupakan masalah vang tidak mudah untuk
dipecahkan dalam pembaharuan KUHP Nasional Indonesia. Di sampimng itu kedua
permasalahan tersebut saling kait mengkait satu dengan yang iain.

Persoaian penentuan perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana adalah
menyangkut peneniuan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan akan
sanksi pidananya, Di dalam hukum pidana terdapat asas Nulhon delictum nullz
Poena sine praevia lege poernali asas ini menya

tidak dapat di pidana atas perbuatannya sebelum perbuatan ity telah diancam den

sanksi pidana sebelumnya. Dengan kata lain asas tersebut dinamakan asas Legalitas.

. Asas mi menetapkan terlebih dahulu perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh

dilakukan berikut sanksi pidananya. Asas ini merupakan jaminan bahwa seseorang

tidak di rugikan hak-hak asasinya yang berupa tindakan sewenang-wenang. Menurut

78 Sudarto, op cit, hal 44-48.

" Muladi, Lembaga Pidana Rasyarat op cit,
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satu sisi ia memberikan jaminan icrhadap hak asasi sescorang bahwa tidak akan
diperlakukan semena-mena, pada sisi lain justru dalam pelaksanaannya mengurangi
hak asasi sescorang, yaitu dapat berupa pidana perampasan kemerdekaan bahkan
pidana mati. Terdapat pendapat bahwa dengan asas legalitas tersebut justrz hukum
pidana itw menciptakan suvatu bentuk kejahatan. Melalui hukum pidana sesuatu
perbuatan disahkan sebagai tindak pidana schingga pelakunya dapat dipidana.

Mengenai masalah perbuatan yang di larang dalam hukum pidana, Roeslan
Saleh mempertanyakan apakah kriteria untuk menentukan suatu perbuatan sebagai
perbuatan hukum pidana ? *

Persoalan tersebut diatas bukan suatu pekerjaan yang mudah, terlebih lagi
mengenai perbuatan di bidang kesusilaan/seksual terdapat beberapa hal yang pertu di
pethatikan berkaitan dengan persyaratan-persyaratan dan pandangan hidup suatu
bangsa. Terdapat usaha-usaha yang mendepenalisasi terhadap perbuatan di bidang
kesusilaan/seksual ini, persoalannya adalah bahwa perbuatan susila/seksual dianggap
sebagai masalah “privat” (pribadi), kejahatan di bidang kesusilaan/seksual dianggap
scba-gai “victimless crime” atau “crime without victim™ (kejahatan tanpa korban).

Terdapal pandangan yang menarik di Jepang berkailan dengan persoalan
tersebut di atas, menurut Yoshio Suzuki.®! yang pernah menjabat Direktur UNATTI
(United Nations Asia and Far East Institute for The Prevention of Crime and

Treatment of Offenders) mengatakan bahwa dekriminalisasi dan depenalisasi pada

urpumnya dipertimbangkan dari beberapa segi lyakni pertimbangan-pertimbangan

% Roeslen Saleh, Dari Lembaga Kepustakaan Hukum Fidana, Sinar Grafika, Jakarat 1988 hal 73.
%' Yoshio Suzuki, Some Thought on Decriminalization and Depenalization, hal 25,29,30. Lihat pula
Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alnmni, Bandung, 1985, hal 133-135,
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yang bersifai prakiis, moral dan fjosofis. Pertimbangan yang bersifal prakiis bahwa
dekriminalisasi dan depenalisasi terhadap tindak pidana yang relatif ringan akan
mengurangi beban berat yang dipikul oleh setiap bagian dari sistem penyelenggaraan
hukum pidana, sehingga keterbatasan sumber yang ada di dalam sistem tersebut
dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi tindak-tindak pidana yang berat dan
penjahat-penjahat yang lebih berat, di samping jtu akan menunjang usaha
pengurangan biaya-biaya yang harus di keluarkan untuk administrasi peradilan
pidana dalam jumlah yang besar. Sedangkan dari sisi pertimbangan moral bahwa
masyarakal sendiri iclah menyumbang alas iejadinya perilaky menyimpang dari
warganya sampai pada tingkatan yang berarti melalui kegagalannya umtuk
meningkatkan kondisi sosial. Dilain pihak kesengsaraan di alami para pelaku tindak
pidana beserta keluarganya akibat proses pemidanaan penpcabutan kemerdekaan,
kadang-kadang penderitaan tersebut jauh lebih berat apabila dibandingkan dengan
penderitaan yang dialami oleh si korban dan masyarakat scbagai akibat dari
perbuatan terpidana.

| Terhadap alasan moral, Yoshio Suzuki memberikan tanggapan bahwa
menghilangkan atau mencabul dukungan moral, akan menghancurkan asumsi-asumsi
yang paling mendasar dari hukum pidana, terlalu tergesa-gesa untuk melaksanakan
dekriminalisasi fanpa secara berhati-hati mempertimbangkan perasaan moral
masyarakat akan menghasilkan ketidak percayaan terhadap sistem penyelenggaraan
hukum pidana dan akan merusak rasa persatuan masyarakat sendiri. (Deprived of
moral support, most of the basic assumptions of the criminal law would break down.

1o hasty implementation of decriminalization without due consideration to moral
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sentiment of the general public wiil resuif in public disirust of ihe ciminal justice
si di Indonesiz perle kebijakan yan
memperhatikan kondisi nilai-nilai sosial budaya yang tombuh dan berkembang di
tengah-tengah masyarakat. Hukum pidana pada hakekamyva berintikan norma-norma
dalam kerangka menegakkan norma-norma kesusilaan, norma moral masyarakat
melalui upaya penal. Dengan demikian seandainya dicabut dari keberadaan dalam
hukum pidana, apakah tidak menimbuikan persoaian? contoh vang paling fakiual

adalah persoalan perzinahan yang idak diaiur dalam KUHP, ictapl masyarakai

pada umumnya hamus dipandang sebagai kejahatan adalah segala sesuatu vang
bersifat merusak dan tidak susila.”

Menurut Herbert L. Packer dalam bukunya “7The Limits of The Criminal
Sancﬁon” bahwa “oniy conduct generaily considered immorai should be treated as

criminal”. Dikaiakan l¢bih lanjui bahwa “we can sum up this prudeniiai limiiaiion as

. . . 84 s

viewed, without significant social dissent as immoral” Dengan demikian cakupan
. .

ancaman nidana terhatag nada tinok lalli macvaralat vane nada wtmmmnva

anc ol terbafas pada tmoikah lakn masyaraxat vang paca umumnya

dianggap sebagai perbuatan vang amoral. Akan ftetapi cakupan amoral saia

dianggap belum mencukupi oleh Herbert L Packer ditambahkan persyaratan yang

ibid, hai 30.
Roeslan Saleh, op cit, hal 86.
Herbert 1. Packer. The Limit of Criminal Sanction, Stanford University Press, California. 1969, hal
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lam yakm “harm” (perbuaian yang merugikan) “immorai an insufficient condition..

| PRy SEPYRSE S N SR Ny gL JRUP N SV SPRY ST I B - -
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Kebijakan hukum pidana sebagal upaya penanggnlangan kejahatan, dapat
berupa kebijakan melalui sarana penal Kebijakan melalii sarana penal adalah

mempergunakan pidana sebagai alat untuk mencapai tujuan, oleh karena itn rumunsan
tentang fujuan pemidanaan menjadi penting. Bertolak dari ketidakpuasan dari
pemikiran tujuan pidana dan pemidanaan pada aliran klasik / absolut, kritik terhadap
aliran ini adalah iidak memperhatikan tujuan prakiis yang antara lain tidak ada
maksud memperbaiki penjahai, sedangkan kriiik ierhadap icon relaiil yang meniiik
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dilakukan terkadang hanvalah Kkejadian vang ringan, sehingga sukar unmk
menentukan batas pidana yang berat terlebih dahulu. Terhadap teori relatif vang
menitik beratkan pada prevensi khusus hanya dapat membayangkan akan arti pidana

bagi seseorang, yang dalam kenyataan terdapat golongan-golongan, orang-orang

yang mudah dididik dan iidak takui, schingga hakekai memperbaiki sescorang liv

Dalam perkembangannva terjadi pergeseran fiuan pemidanaan ke arah
keseimbangan vaitu disamping memperhatikan kepentingan individu (pelaku
kejahatan) juga memperhatikan kepentingan masyarakat. Konsep ini disebut “Adono-

dualistii vyang biasa dikenal dengan istilah “Daaddaderstrafrecht” yaitu hukum
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Dilihat dari asnek perlindungan masvarakat, oleh karena itz pidana yang berat
seperti pidana mati masih diberlakukan, sedangkan dilihat dari aspek kemanusiaan,
pelaku kejahatan dilihat sebagai bagian manusia yané memerlukan pertolongan guna
“memanusiakan” kembali. Menurut Barda Nawawi Arief pendekatan humanistik

dalam penggunaan sanksi pidana lidak hanya berarii bahwa pidana yang dikenakan

juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilaienilai
kemanugiaan dan nilai-nilai neraa la idun hermacvarakat, &7
cemar nilai nergaulan hidup bermasyarakat

Pendekatan humanistik dalam tujuan pemidanaan ini mengarah pada ide
“individualistik pidana” vang antara lain mempunyai ciri-ciri:
1. Pertanggung jawaban (pidana) bersifat pribadi (asas personal).
2. Pidana hanya diberikan kepada orang iain yang bersalah (asas cuipabiiitas = tiada

piduna iznpa kesalahan).
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(perubahan penyesuaian) dalam pelaksanaannya.
Pandangan pakar hukum pidana yang mengarahkait pada tujuan pemnidanaan
yang berciri humanistik ini antara lain, Sir Rupert Cross mengatakan terdapat adanya

penai reform apabila if it is aimed directly or indirectly at the rehabiiitation of the

%  Barda Nawawi Arief. Bunga rampai kebijakan hukum pidana op cit, hal 107-108.
¥ ibid, hal 41-42.
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offender (kalau hal 1iu beriujuan langsung aiau itdak langsung merchabiliiasi pelaku
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grounds (kalau obyekaya adalah menghindari, menunda atau mengurangi pidana atas

dagar bLemannsi wﬂn\ 88

v

Menurut Muladi  tujuan pemidanaan adalah pemidanaan vang integratif
{kombinasi dari berbagai tujuan pemidanaan) yang dianggap cocok dengan
pendekatan-pendekatan sosiologis, idiologis dan vuridis folisotis vang dilandasi oleh
asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan,

keselarasan dalam kehidupan masyarakai yang mengakibaikan kerusakan individual

armnachailis Tramical-an i‘ﬂr‘"u"r"!'l’ﬁl A
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dialdbatkan oleh tindak pidana, depgan catatan bahwa twuan manakah vang
m@nmal\_an titik berat sifatnva kasuistik, Perangkat tuinan vang dimaksud diatas

adalah: 1. pencegahan (umum dan khusus). 2 perlindungan masyarakat. 3.
memelihara solidaritas masyarakat. 4. pengimbalarn/pengmmbangan.
Tahap aplikatif atau penerapan huikum pidana. Pada tahap ini menyvangiut

pencgakan hukum pidana. Didalam pencgakan hukum pidana icrlibai beberapa

termasnk didalam hal

hukum,
Pencegahan atau penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana dalam
operasionalnya dilakukan melalui sistem peradilan pidana (Criminal Justice System)

Sistem peradilan pidana terdiri dari tiga sub sistem yang merupakan samu kesatuan

®  ibid, hal 43.

8 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat
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yang lerpady yakni sub sitem kepolisian, sub sisiem kejaksaan dan sub silem
peradilan serta pelaksanaan pidana. Sebagai upaya dalam kerangka penangéulangan
kejahatan sistem peradilan pidana mempunyai sasaran atau target yakni resosialisasi
pelaku (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kescjahteraan
sosial (jangka panjang)® Menurut Barda Nawawi Arief yang mengutip pendapat La
Patra bahwa sistem peradilan pidana dikatakan effektif apabila mampu mengurangi
kejahatan (reducing crime) yaita melakukan pencegahan kejahatan (prevention of
crime), mampu melakukan perbaikan pelaku kejahatan (rehabilitation of criminaly’*.
‘Sistem peradilan pidana scbagai sualu sistem yang lerbuka dipengaruhi oleh
beberapa faktor seperti ekonomi, sosial, politik, pendidikan. I'akior-faktor terscbut
terkadang menjadi penyebab fungsi dan peranan sitem peradilan pidana kurang atau
tidal_( bekerja secara maksimal (fotal enforcement) sehingga fidak jarang dalam
pelaksanaan bamyak terjadi diskresi-diskresi.  Mekanisme bekerjanya sitem
peradilan pidana merupakan suatu proses. Proses tersebut meliputi kasus perkara
sebagai masukan (input) dan putusan pengadilan atau pelaksanaan pid@ sebagai
keluaran (out put). Di dalam kerangka proses terscbut pendckatan yvang bersifat
humanistik sangal diperiukan sckali.  Hal tersebul seperti dikemukakan oleh
Ilulsman bahwa sistem peradilan pidana sebagai sistem sosial merupakan sistem
yang berbeda bila dibandingkan dengan sebagian besar sistem sosial lain karena
“menimbulkan keada;m yang tidak sejahtera bagi yang dikenai”.”” Hasil yang tidak

“sejahtera” olch sebab keluaran tersebut dapat berupa pidana permmpasan

% Muladi, Pembinaon Narapidana Dalam Rancengan KUHP di Indonesia, Bahan Penataran
Kriminologi, Ambon, 1988 hal 1.

9 Barda Newawi Atief, Sistem Peradilan Pidana Sebagai Faktor Kriminogen, Bahan Penataran
Kriminologi-Hukum Pidana, FH UNDIP,Semarang, 1986, hal 4.

2 Wylsman HC Sistem Peradilan Pidona Dalam Perspektif Perbandingan Hukam, Saduran
:Soediono.D, Rajawali Press,Jakarata, 1982, hal 1-2.
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kemerdekaan atau pidana mail. Pendekatan yang bersifal humanisiik ini dikemukan
oieh Roeslan Saleh dalam bukunya “Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan”
mengingatkan bahwa pengadilan dapat berubah menjadi suatu proses degradasi dari
manusia menjadi peristiwa, schingga snatn proses di mana individualitas mereka
bermgmr—angsur dirampas dan hilang, ** oleh sebab itulah dalam pendekatan
terhadap proses tersebut dilakukan secermat dan seteliti mungkin.

Peranan atau pengaruh ekonomi, pendidikan dsb terhadap sitem peradilan
pidana nampak sekali dalam upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang
semakin canggih. Kejahalan di bidang ckonomi (cconomic crime) memerlukan
pendekatan yang teliti dan tindakan yang lebih represif. Kejahatan ini terkadang
tidak menampakkan kegiatannya sebagai suatu kejahatan secara jelas seperti
berkedok pada usaha di bidang bisnis yang seolah-olah legal, akibat kejahatan vang
tidak nampak sesaat dan pada umumnya kejahatan ini dilakukan dengan penuh
kesadaran dan perhitungan. Jenis kejahatan i agak berbeda dengan kejahatan
tradisional. Salah satu karakieristik kejahatan di bidang ekonomi ini ialah pada
umumnya memerlukan keahlian dan skiil yang tinggi seperii jenis kejahatan terhadap
lingkungan hidup, hak cipla, lndak pidana ckonomi, korupsi. Oieh scbab iiu
kemampuan penegak hukum dalam menangani jenis atau bemtuk kejahatan ini
memerlukan keahlian yang lebih.

Perkembangan kejahatan tersebut menjadikan sistem peradilan pidana lebih
peka dan hamus berbensh diri untuk terus mengikuii perkembangan vang ada
schingga sistem peradilan pidana diharapkan lebih effisien. Kriteria effisien sistem

peradilan pidana dalam penanggulangan terhadap kejahatan antara lain dipengaruhi

%3 Roeslan Saleh AMengadili Sebagai Peragulaton Kemmusiosn, Aksara bam, Jakerta, 1980 hal 13,
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oich : a. infra strukiur pendukung sarana dan prasaran, b. kemampuan profesional
aparat penegak hukum, c. budaya hukum masyarakat. ™

Infra struktur yang berupa sarana dan prasarana tersebut antara lain perangkat
keras seperti gedung, perlengkapan dan sarana-sarana lain yang mendulung
keberhasilan pelaksanaan tugas, sedangkan kemampuan profesional antara lain
seperti kemampuan dan ketrampilan yang ditunjang dari pendidikan, pengalaman,
pelatihan, dedikasi dan pengabdian terhadap tugas dari para aparat penegak hukum,
dan budaya hukum masyarakat adalah tingkat kepercayaan olch masy;rakat terhadap
keberadaan peradilan pidana ilu sendii schingga anggola masyarakal mau dan
bersedia mendukung segala proses penegakan hukum seperti menjadi saksi, melapor,
mengadu, dan juga mempercayai sitem peradilan pidana sebagai suatn mekanisme
penyelesaian persoalan atau perkara. Dari ketiga faktor tersebut diharapkan masing-
masing sub sistem peradilan dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat bekerja
secara optimal. Tinggi rendahnya angka kejahatan yang tidak terungkap (hidden
criminal), rendahnya angka residivis, target penyelesaian perkara, dapat menjadi
salah satu tolok ukur berhasil tidaknya sitem peradilan pidana.

Keterlibatzan kebijakan hukum pidana dalam hal ini amat penting. Kebijakan
hukum pidana terutama pada tahap formulatif yang merupakan suatu proses
pembuatan perundang-undangan hukum pidana merupakan hal yang prinsip didalam
sitem peradilan pidana. Di dalam operasionalnya sistem peradilan pidana
memerlukan landasan hukum. Landasan hukum tersebut merupakan pijakan bagi
aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tanpa
landasan hukum tersebut aparat penegak hukum dapat berbuat yang sewenang-
wenang. Oleh sebab itu di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana) diatur segala tugas dan wewenang aparal penegak hukum. Dapat dikalakan

M Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP UNDIP, Semarang, 1395, hal 21..
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stbagal sarana kontro} sosial bagi aparai penegak hukum agar {idak berbuat diluar
mekanisme yang ada, Tugas ym'idis hukum pidana (termasuk KUIIAP} bukanlah
“policing society” ©etapi “policing the police”” Menumt Muladi perundang-

undangan pidana menciptakan “legislated enviromment” yang mengatur segala

prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi di dalam pelbagai perangkat sistem
peradilan pidana, *°

Legislalated environment inilah yang merupakan motor penggerak dari sistem
peradilan pidana. Dapai dikatakan apabila legislated invironment tidak sebagaimana
meslinys, maka menjadikan sisiem peradilan pidana scbagai penycbab iimbuinya
kejahatan baru (sebagai  faktor kriminogen) seperti tidak adanya pedoman
pemidanaan banyak terjadi disparitas pidana, adanya depenalisasi dan kriminalisasi
yang tidak tepat, tidak adanya rumusan tujuan pidana dalam KUHP deb,

C. Hubungan Aspek Moral Dan Hukum (Pidana)

Seksual sebenarnya merupakan barang yang lumrah dan kodrati, tetapi harus
ada moralitas atau etika dalam berhubungan seks. Dengan demikian cara-cara
seperti kekerasan, ancaman kekerasan, intimidasi, ckploitasi dalam berhubungan
dengan akiifilas seksual berlentangan dengan rasa kosusilaan dan kemanusisan
sebagai manusia. Ilal demikian merupakan “pernerkosaan” terhadap kebebasan dan

hak asasi sescorang dalam berseksualitas, Oleh sebab ity sudah seharusniya “diatue”

oleh perangkat norma-norma. Salah satunya adalah norma hukum (pidana).

Aspek campur tangan hukum pidana di dalam persoalan seksual ini menjadi
raenarik. Daya tarik menarik antara sisi pribadi dalam kebebasan untuk melakukan
aktifitas seksual dan pada sisi lain kepentingan umum (negara/masyarakat)

scbagaimana terwujud dalam norma kesusilaan/kesopanan termasuk norma agama

% Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, op cit, hal 158.
% Muladi, Kapita Selekta, op cit, hal 23..
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menjadi persoalan yang selalu akiual. Hal terscbui disebabkan bahwa pada dasamya
hukum pidana dapat “bersifat” mengurangi hak asasi berupa kebebasan sescorang
demi kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan negara/ umum. Sebagaimana
terurai di muka bahwa suaty perbuatan dikriminalisasikan oleh karena merupakan
perbuatan yvang tercela dan atan mervpakan perbuatan vang merugikan, Peranan
hukum pidana dalam “mengatur” bidang scksual ini merupakan persoalan vang
menarik, hal ini disebabkan bahwa aktifitas seksual yang merupakan urusan
“pribadi” sebenarnya mengandung aspek kemasyarakatan. Dua sisi tersebut
semeslinya merupakan suaiu keseimbangan. anlara kehendak kebebasan manusia
dalam nafsu scksualnya dan “penekanan” perilakunya untuk “tunduk” pada norma-
norma sosial (termasuk norma agama) yang me]ingkuﬁgi hidupnya. Pengaturan
tersebut bermaksud agar aktifitas seksual manusia tidak menjadi liar dan tidak
terkendali sechingga memgikan kehidupan bersama. Dengan demikian meskipm
masalah scksual merupakan persoalan hak asasi kebebasan sescorang tetapi dalam
prakick “penggunaannya” sudah seharusnya didasari etika dan moralitas yang ada.
Menurut Patrick Deviin, bahwa hukum pidana dapat dikatakan merupakan
hukum yang menegaskan kembali beniuk kelakuan “amoral” di masyarakal yang di
angkat menjadi tindak pidana. Dengan kata lain hukum pidana didasarkan pada
prinsip-prinsip moral (That the criminal law as we know it is based upon moral
principle).”’ Sedangkan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa pada dasarnya
setiap delik atau tindak pidana mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-
nilai kesusilaan, hukum itu sendiri hakekatnya merupakan kesusilaan vang minimal

(das recht ist das ethische minimum). Membunuh bayi, menelantarkan anak,

¥ CMV Clarkson and HM Keating, Criminal, Law Tex and Material, Sweet & Maxwell,
London, 1094 hal 8, -
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mencuri, menipu, memperkosa, berginah pada hakekainya melanggar  alay
bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan. %

Mencoba memahami hubungan antara moral dan hukum {pidana) terscbut
merupakan problem yang terjadi semenjak dahulu kala, Seperti dikatakan Satjipto
Rahardjo sebagai mengikuti sejarah umat manusia,*?

Untuk ‘mengungkap persoalan hubungan antara hukum dan moral, maka perlu
diketengahkan tentang hukum dan moral. Hukum banyak definisinya tinggat
bagaimana mendekaiinya. Terdapat beberapa pendekatan terhadap hukum, secara
idealis, normalil dan sosiologis.'® Di dalam penulisan ini tidak bermaksud akan
mempersoalkan mengenai perbedaan dan persamaan dalam cara pandang tersebut.
Definisi hukum menurut Sosrojo W ignjodipuro adalah himpunan peraturan-
peraturan hidup yang bersifat memaksa berisikan suatn perintah larangan atay jiin
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata
tertib dalam kehidupan masyarakat. '*

Jadi hukum merupakan bentuk norma atau aturan yang berisikan perintah dan
larangan yang bersifat memaksa dengan akibat sanksi bagi yang tidak mentaatinya,
dengan maksud untuk mengatur keieriiban di masyarakai, Sedangkan Moral berasal
dari bahasa latin "mos” (tunggal) yang bentuk “more” (jamak) yang berarti adat-
istiadat atan cara hidup. Etika mirip dengan moral yang mempunyai arti cama
hidup yang beradab atau sopan-santun atau susila'®. Dengan demikian apabila
dirangkai pengertian-pengertian tersebut dapat berarti adat-istiadat pergaulan vang
scharusnya dilakukan dengan sopan-santun atau dengan cara vang beradab.

Meskipun etika dan moral sama artinya tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada

*  Darda Nawawi Arief, Dunga Rampai Kebijakan [Tukum Pidana, op cit, hal 291,

*  Satjipto Rahardjo, Zimu Hukum, Alumni, Bandung, 1982, hal 230

' ibid, hal 6.

1% Soerojo Wignjodipuro, Pengantar limu Hulum, Haii Mas Agung, Jakarta, 1981, hal 17
192 Ahmad Charxis Z, Kuliah Ftike,Rajawali press, Jakarta, 1995, hal 13,
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sedikit perbedaan. Moral alau moralitas dipakai uniuk perbualan yany sedang dinilai,
sedangkan etika dipakai untuk melakukan pernilaiag.

Menurat A, Gunawan Setiardja dalam bukunya "Digleletita Hiudm Dan
Moral” bahwa berbicara mengenai moral atau “ethos” orang atay sekelompok
orang, maka yang dimaksud adalah bukan hanya apa vang biasa dilakukan orang atau
sekelompok orang itu, melainkan juga apa yang menjadi pemikiran dan pendirian
mereka mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik, mengenai apa yang patut
dan apa yang tidak patut. '

Ukuran dan batasan sesuaiu dikaiakan “baik” ailau “buruk” dalam kadar
kesusilaan memang sulit. Apabila kita berpedoman pada morma-norma sosial
kemasyarakatan seperti norma Kesopanan, norma Kkesusilaan dan norma sosial

lainnya maka akan banyak sekali pertimbangan dan ukurannya. Hal tersebut
disebabkan bahwa masing-masing daerah atau wilayah tentunya mempunyai ukuran
dan kadar kesusilaan dan kesopanan sendiri-sendiri yang terkadang tidak sama. Apa
yang dianggap sopan disuatu daerah barangkali tidak untuk daerah lainnya.
Demikian hainya dengan norma hukum (adat) masing—masiné wilayah terkadang
mempunyai aluran adal yang berbeda satu dengan yang lain - Meskipun demikian
dicoba mencari benang merahnya berupa nilai-nilai yang bersifat universal artinya
sesuatu hal yang diangggap baik atau buruk itu pada umumnya merupakan
kelaziman yang diikuti oleh masyarakat atan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Nilai-
nilai universal inilah yang mempertautkan sebagai svatu kesamaan tentang sesuam‘
hal. Diakui bahwa sesuatu yang bersifat universal tersebut juga bukan hal mutlak

dalam arti apa yang diyakini benar dan baik menurut bangsa atau masyarakat tertentu

1% A Gunawan Setiardja, Dinlektika hulum dan Moral, BPK-Kanisins, Jakarta, 1090, hal 9.
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belum lentu benar dan baik menurut bangsa alau masyarakal laimnya. Dalam hal ini
penulis menunjuk pada norma (nilai) keagamaan, meskipun terdapat bermacam-
‘macam agama di dunia dan mempunyai cara dan ajaran yang berbeda-beda, akan
tetapi secara universal barangkali terdapat pernilaian yang sama terhadap sesuaty hal
misalnya terhadap persoalan seksual. Hal tersebut discbabkan bahwa agama vang
bersumber dari Allah mempunyai muara pada satu titik vaite berupaya menuju
kebaikan bersama dan keabadian hidup, suatu cita kearah kelanggengan hidup
sesudah mati. Dalam dimensi agama (Islam) misainya “keselamatan dunia dan
akherat’. Di dalam agama terdapat tuniunan dan kaidah dalam berperilaku yang
dapat dijadikan ukuran serta batasan apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang
dilarang dilakukan dan apa yang boleh dilakukan atan dengan kata lain terdapat
moralitas ajaran agama yang dapat menjadi tuntunan manusia dalam bertingkah lakn.
Demikian pula dalam pergaulan di masyarakat terdapat moralitas vang menjadi
“pedoman”™ dari para warganya untuk berperilaku. Disamping itu setiap individu
manusia mempunyai persepsi sendiri-sendiri terhadap sesvatu hal sesuai dengan
moralitasnya. Dalam hubungan antara moralitas masyarakat, moralitas individu,
bahkan moralilas lembaga alau negara lerkadang dalam siluasi saling tarik menarik
atau bahkan kadang-kadang saling bersitegang. Dalam situasi demikian ini Negara
yang memegang oforitas mempunyai kekuasaan untuk  sedikit banyak
“menyelesaikan perbedaan” tersebut dengan membuat “batasan™ tentang moralitas.
Batasan tersebut dapat di ujudkan dalam bentuk etika berprofesi dan atau dalam
bentuk aturan-aturan vang merupakan produk legislatif.

Persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara hukum dan moral dilihat
dari sgjarah filsafat hukum terdapat gambaran bahwa hubungan tersebut ternyata
mengalami perkembangan pasang surul, Pada jaman Yunani dan Romawi hukum

dipandang sebagai suaty keharusan alamiah (nomos). Daik semesta alam maupun
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hidup mznusia dianggap schagai sesuaiu yang bersifal di bawah alamizh'™ wmpama
susunan keluarga dianggap alamiah. Pada abad pertengahan yang ditandai dengan
penycbaran agama-agama besar seperti Islam, Kristen, maka hukum alam disini
dipengaruhi oleh unsur agama bahwa alam merupakan ciptaan Tuhan. Menurut
Thomas Aquinas (1225-1274) hubungan antara moral (agama kristen) dan hukum
sedemikian cratnya. Thomas membedakan ¢mpat macam hukum yaitu lex geterna,
lex naturalis, lex divina dan lex positivis. ** Hukum alam (lex naturalis) merupakan
hukum Allah sebagaimana nampak daiam aturan semesta alam melalui akal budi
manusia. Olch karena fiv dalam membeniuk hukum positif manusia scbenamnya
hanya ikut mengatur hidup. ITukum yang ditctapkan harus dicocokkan denigan aturan
yang telah ada yakni dalam penentuan-penentuan agama. Perkembangan selanjutnya
masa Renaissance (penemuan kembali dunia dan manusia), pada masa ini rasio
manusia lebih divtamakan, sehingga menimbulkan paham rationalisme dan
empirisme. Dengan timbulnya paham rasionalisme tersebut hukum berkembang tidak
lagi dipengaruhi oleh agama, tetapi hukum dilihat sebagai aturan yang mandiri.
Manusia dengan rasionya dapat menyimpulkan apa yang baik dan apa yang buruk
dalam hidupnya sebagai manusia, hukum alam hanya berlaku scbagai norma moral
19, Pada masa ini terdapat filsuf besar yakni Immanuel Kant (1724-1804) yang
meletakkan dasar perbedaan antara legalitas dan moralitas, Perbedaan yang
dikemukakan oleh Kant tersebut merupakan gambaran hubungan antara moral dan
hukum. Menurat Immanvel Kant legalitas dipahami sebagai kesesuaian atau
ketidaksesuaian semata-mata suatu tindakan dengan hukum atau norma lahiriyah
belaka, kesesuian dan ketidaksesuian ini pada dirinya sendiri tidak bernilai moral,

sebab dorongan batin (triebfeder) sama sekali tidak diperhatikan. Nilai morai baru

B ibid , hal 21
' Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hulesm, Citra Adtya Bakti, Bandung, 1990, hal 29
1% A Gunawan Setiardja op cit, hal 29,
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diperoich didalam moralitasnya. Scdangkan moralitas yang dimaksud Kant adalah
kesesuian sikap dan perbuatan kita dengan norma atau hukum batiniah kita yakni apa
yang kita pandang sebagai kewajiban kita, moralitas akan tercapai apabila kita
mentaati hukum lahiriah bukan lantaran hal itu membawa akibat yang
menguntungkan kita atau lantaran takut pada kuasa sang pemberi hukum,
melainkan kita sendiri menyadari bahwa hukum itu merupakan kewaiiban kita.
7 pada abad sembilan belas (X1X) tmmbul aliran positivisme. Menurut atiran ini
pada prinsipnya tidak terdapat hubungan mutlak antara hukum dan morai. Hukum
itu tidak lain dari pada hasil karya para ahli di bidang hukum. Pada abad XX, timbul
lagi hukum alam. Tetapi hukum alam yang berbeda dengan hukum alam pada abad
pertengahan, tokohnya antara lain H.L.A. Hart. Menurut H L. A. Hart bahw
undang-undang harus dibuat dengan berpedoman pada prinsip-prinsip moral yang
discbut sebagai “minimum hukuwm kodrat”, akan tetapi hanya bersifat regulatif
artinya undang-undang itn tetap hukum walaupun melawan prinsip-prinsip moral,
disini Hart nampak tetap memisahkan secara tajam antara hukum dan moral.'®®

Dari pemahaman scbagaimana tersebut di atas nampak bahwa hukum dan
moral dapal saling {erpisah. Olch karena itu dapat dikatakan bahwa sccara yuridis
hukum (undang-undang) itu berlaku meskipun secara moral tidak dapat diterima.
Meskipun hukum (undang-undang) yang demikian itu menurut hemat saya dapat
dikatakan kehilangan maknanya. Terhadap persoalan seperti ini Schaffmeister
permnah memberikan gambaran bahwa undang-undang yang terpisah dengan aspek

moral pada batas-batas limit moralitas maka pembuat undang-undang telah membuat

9 Lili Tjahjadi, Hukum Moral Ajaran Imamnuel Kant, Guung Mulia, Jakarta, 1991, hal 47.

' Theo Hnuijbers, Filsafat Hulum, op cit, hal 18.Catatan tambahan: ide regulatif menumt Hart
bahwa hulum termasuk mioral artinya bahwa norma hulamn dan imdang-undang harus sesuai dengan
norma moral. Hanya saja Hart tetap memisahkan secara tajam hukum dan morai dalam aréi moral
mengenai batin manusia sedangkan norma hukum apa yang berasal dari sumber hukum entah isinya
bersifat moral atau amoral. lihat Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarak, Kanisius,
Takarta 1997 hal 100,




kepuiusan ferialu keras, schingga bidak sesua dengan pendapal umum ientang moral.,
Ilal ini akan mempunyai akibat banyak warga masyarakat yang akan melanggar
batas’ketentuan hukum tersebut, schingga menggerogoti kewibawaan hukum dengan
mengabaikan hukum yang ada.'”

Pemahaman hubungan antara hukum dan moral (kesusilaan) menurut Satjipto
Rahardjo dalam bukunya "/lmu Hukum” digambarkan bahwa tatanan kesusilaan
merupakan perangkat nilai yang bersifat “ideal” tuntutan yang mutlak dan “ideal”
adalah insan kamil, manusia sempuma. Hukum sebagai tatanan yang lain bernuansa
dari yang ideal lersebut, hukum berpijak antara dua dunia yaitu dunia ideal dan dunia
kenyataan."'® Keterbatasan “watak” dari tatanan kesusilaan karena mempunyai
beberapa ciri yang menunjukkan sifat keterbatasannya, seperti tatanan kesusilaan
menuntut berlaku secara mutlak (kateporis), tidak menuntut suatu akibat, bersifat
nommatif tetapi tidak atributif (tidak mengakui hak), berdasarkan keinsyafan
batin/itikad baik. Tatanan kesusilaan hanya memberikan gambaran manusia
(pribadi) wajib bersikap dalam moralitasnya. Persoalannya adalah di dalam
masy;arakat agar tercipia suatu hubungan yang tertib dan teratur membutuhkan
adanya sualy iatanan. Talanan kesusilaan yang bersifal inlemnal atau olonom dapai
dikatakan mempunyai kelemahan dan kurang mendukung. Tatanan yang diharapkan
dapat berperan dan berfungsi di dalam masyarakat adalah tatanan hukum, olch sebab
itu sebagai perangkat norma yang bersifat memaksa dan beberapa sifat lainnya yang
melckat padanya, seperti dapat mempemgaruhi perbuatan manusia, bersifat
heteronom dsb. Oleh sebab itu hukum dalam membentuk kaidabnya scharusnya
meramu dua dunia yaitu dunia ideal dan dunia kenyataan, seﬁingga hukum

mempunyai dasar landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Kesusilaan sebagai dunia

199 oeaffmeister, Bahan Penataran Hulum Pidana, FH UNSOED, Purwokerto, 1990,
"0 gatjinto Rahardjo, Iimu Hedesn, Alumni, Bandung, 1981, hal 18,
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ideal memberikan masukan morai pada hukum. Dengan demikian subsiansi hukum
sedikit banyak berisikan muatan-muatan moral, terutama dalam asas-asas hukumnya.

Betapa pentingnya hubungan hukum dan moralitas ha! mana menjadikan
hukumn lebih efefltif. Hukum dapat berlaku secara etis yuridis vang memberi
pemahaman secara totalitas dari hukum tersebut,

Dalam Hukum pidana unsur moralitasnya lebih besar, karena Hukum pidana
banyak menyangkut hak asasi manusia berkaitan dengan harkat dan martabat
manusja, misainya kehormatan dan harga diri, nyawa, kemerdekaan seseorang,
harta dsb. Di dslam buku O KUHP mengenai kejahaizn, hampir semuanya
merupakan perbuatan tercela, perbuatan amoral baik menurut kesusilaan Maupun
menurut agama.  Demikian halnya dalam lapangan hukum perdata terdapat unsur
moralitas seperti “adat kesusilagn yang baik” contohnya Pasal 1338 KUHPerdata
bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad vang baik. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana terdapat aspek moralitas yang
hmdak ditegakkan.

Berkaitan dengan aspek penegakkan moralitas tersebut dalam hubungannya
dengan persvalan perbuatan apa yang hendak dilindungi dengan hukum pidana
(kriminalisasi), terdapat teori yang memberi gambaran berbagai kemumgkinan
hubungan antara perbuatan yang dipandang bersifat amoral sebagai suatu
kejahatan. Menurut Herman Manheim dalam mengurai hubungan antara moral dan

kejahatan seperti tergambar pada 2 bush lingkaran yang saling tumpang tindih;
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Sejumlah perbuatan yang dipandang illegal, a

Sejumniah perbuatan yang dipandang amoral akan tetapi tidak ilegal.

Stjumlsh perbualan yang dipandang amoral dan juga illegal.

tapi tidak amoral. """

G.P Hoefnagels menyatakan hubungan antara kejahatan (dalam pengertian
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. Pada pandangan ini mereka berpe

yuridis) dengan moral dapat digambarkan sebagai berikut:

Pandangan ini menganggap bahwa
gerntla  tindak  pidana  ineiupakan
perbuatan vang melanggar moral. Pada
kelompok pandangan imi  termmasuk
mereka vang menganggap kejahatan
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bahwa pemerintah adalah pemberian
Tuhan, Pandangan ini dissbut sebgai
modei Bonger.
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moral, hanya sebagaian keci saja yang
ridak melangoar moral. Pandangan ini
melihat moral sebagai pengertian absojut
vaitu seroata-mata sehagal generalisasi

dari kods moral mereka,




3. Padangan ini menganggap bahwa hanya |

kejahatan yang sangat berat merupakan
amoral perbuatan yang bertentangan dengan
moral, sedangkan sebagaian besar tindak
~. pidana  tidak Dbertentangan dengan
kejohatan moral. Pandangan ini mendasarkan pada
\ kenyataan bahwa dalam masyarakat
/ terdapat berbagai kelompok masyarakat
yang seringkali memiliki moral vang

S~ berbeda-beda.

4 DPandangan ini momisahkan antara
moral pribadi dengan kelompok dan
dengan hukum pidana. Ha! ini karena

amoral

tercermin  dalam perundang-undangan
pidana, karema alasan yang sama sekali
berbeda misalnya mereka beranggapan
bahiwa hukum pidana semata-mata
hanya sebagai alat teknis untuk

h membuat masyarakat berfungsi dan
kejahatan \ merasa bahwa setiap individe atau

kelompok akan mengiluti norma-norma
dan nilai-nifainya sendiri sama sekali
terlepas dari sistem hukum pidana vang
metniliki tujuannya sendiri, '

Perbedaan yang hakiki antara hukum dan moral adalah bahwa hukum lebik
meneckankan segi luamya, sedangkan moral lebih menekankan agar orang tidak
melakukan perbuatan yang dilarang dari pada untuk berbuat vang positif sedangkan
moral scbaliknya mengharapkan kita untuk bukan saja menahan diri, tetapi juga
berbuat sesuatu yvang positif. Disamping itu terdapat perbedaan pandangan moral dan
kepentingan berbagai kelompok yang ada dimasyarakat (khususnya masyarakat
modern dan bersifat heterogen) akan menghasilkan perbedaan piithan tentang
perbuatan-perbuatan mana yang akan dijadikan tindak pidana dan mana yang tidak,
schingga ada pandangan moral tertentu yang mendapat dukungan hukum, sedangkan

yang lain tidak ',

Y2 Tbid, hal 19,20.
3 Thid, hal 21,

mereka tidak melihat norma mereka
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Sehubungan dengan hal ini dapat diketengahkan teori yang menjadi acuan
dalam kerangka pembuatan perundang-undangan sesuai dengan perkembangan di
masyarakat yaitu Model Konsensus dan Mode! Konflik. '** Pendekatan kedua model
tersebut bertolak dari karakteristik masyarakat. Apabila masyarakat bersifat homogen
(pada masyarakat yang masih tradisional) maka model konsensus lebih banyak
dipergunakan. Disini undang-undang merupakan bentuk kristalisasi dari nilai-nilai
yang ada di dalam masyarakat Hal tersebut disebabkan tidak terdapatnya banyak
aspek kepentingan dari para warganya. Dengan demikian bentuk undang-undang
tersebut merupakan norma yang dianggap benar oleh warga masyarakat. Sedangkan
pada masyarakat yang bersifst majemuk maka model koaflik yang banyak
dipergunakan. Ciri dari masyarakat ini adalah dimana corak kemasyarakatannya
sudah bersifat heterogen. Terdapat banyak kepentingan di dalam masyarakat
Menurut model konflik ini undang-undang yang terbentuk sebagai norma merupakan
“kesepakatan™ dari berbagai aspirasi kepentingan—kepentingan tersebut. Barangkali
dengan pemahaman tersebut maka dapat dikatakan bahwa tidak setiap bentuk
“kejahatan” yang berfentangan dengan norma-norma moral “diangkaf’ sebagai
tindak pidana.

Beberapa pandangan tersebut di atas terjadi oleh karena dipengaruhi adanya
perbedaan atan pemisahan antara hukum dan moral. Berkaitan dengan persoalan
lkriminalisasi, seberapa jauh keterpisahan antara moral dan hukum dalam aplikasinya
sangat bergantung pada pandangan dan falsafah suatu negara, atau yamg terujud
dalam politik hukumnya. - Dasar dan falsafah dari suatu negara sangat berpengaruh
terhadap sistem hukumnya Di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 dalam politik hukumnya mencita-citakan membentuk

sistem hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, Dalam

14 1hid, hal 17.
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penjabarannya scbagaimana dikatakan Nolonegoro bahwa nilai keluhanan yang
terkandung di dalam sila ke Tuhanan Vang Maha Esa, mengisyaratkan bahwa tertib
‘hukum nasional kita mengenal Tuhan hukum Xodrat dan hukum susila, yang
menjadi sumber bahan dan sumber nilai hukum positif Indonesia dan negara
merupakan pelaksana yang aktif vntuk mengambil bahan dan nilai if, kemudian
mencantumkannya di dalam hukum positif Indoensia sesuai dengan keadaan,
kebutuhan, kepentingan, tempat dan waktu menurut kebijaksanaan.'”’ Sedangkan
menurut Mohammad Hatta yang mengemukakan bahwa Pancasila terdiri di aias dua
lapisan fundamen yaitu 1. fundamen politik, 2. fundamen moral (eitk agama).
Dengan meletakan dasar moral diatas, negara dan pemerintahannya imemperoleh
dasar yang kokoh, yang memerintah berbuat benar, melaksanakan keadilan, kebaikan
dan kejujuran scrta;. persaudaraan keluar dan ke dalam. Dengan politik pemerintahan
vang berpegang kepada moral yang tinggi diciptakan tercapainyé “suatu keadilan
sosial bagi scluruh rakyat Indonesia™. *® Menurut Roeslan Salch pemisahan antara
morél dan hukum seperti yang dianut oleh negara barat tidak dikenal di indonesia,
sebab dalamn susunan tertib kehidupan Indonesia hukum dan moral dapat dibedakan,
letapi fidak dipisah, melainkan satu tunggal dalam Grundnomm Pancasila, menurut
Roeslan Saleh lebih lanjut bahwa Grundnomm disini tidak seperti grundnorm dari
Kelsen yang bersifat hipotetis dan ilmiah, tetapi seluruh norma-norma kehidupan
bangsa Indonesia (etik, moral dan sebagainya).'"’

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum dan moral dalam climensil
Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan. Moral adalah sebagai aspek kejiwaan namun

norma moral dan hukum sama-sama menyangknt aspek lahiriah. Hal ini dapat di

"3 Ahmad Azhaer Basiir, Nilai-nilai Dasar Iukam Nasional, dalam Astidjo Alkostar (Bd), Identitas
Hukum Nasional, FH Ull, Yogyakarta, 1997, hal 66.

Y& Roeslan Saleh, Pembingan Cita Hukum Dasar dan Asas-asas Hulum Nasional, Karya Dunia
Fikir, Jakarta, 1996, hal 33.

17 ibid hal 31,
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Jelaskan bahwa pada masyarakal di Indonesia kewajiban sescorang didasarkan pada
fungsinya ia scbagai bahagian dari masyarakat. Seseorang bertindak tidak atas dasar
bahwa ia berhak saja, akan tetapi ia bertindak atas dasar kewajiban moral dalam
fungsinya sebagai bahagian dari masyarakat. Dengan demikian apabila seseorang
taat terhadap norma sosial (peraturan ) bukan discbabkan karena takut terhadap
sanksinya (saja), melainkan selaku anggota masyarakat secara keseluruhan maka ia
takut akan “kehilangan fungsinya” sebagai bahagian masyarakat. Dengan demikian
norma moral sebenamya dapat berujud “lahiriah”. Ia bersifat imperatif (keharusan
moral) Dapal dikalakan norma moral dan norma hukum dalam posisi sama, oich
karena itu norma moral dan nomma hukum seharusnya dipositifkan bersama-sama
oleh penguasa hukum. Hal ini yang disebut Roeslan Saleh sebagai moral juuridis,
atau prinsip etika hulum ''® dan oleh Satiipto Rahardjo disebut sebagai perilaku
Aukum etis oleh Karena diatas hukum masih ada pertimbangan moral atag dikatakan
sebagai “Supremacy of moral w419
~ Asas-asas moral terscbut bersifat abstrak, oleh karena itu dalam berlakunya
senantiasa dikaitkan dengan antisipasi kehidupan hukum dan kemasyarakatan.
Caranya dengan jalan menerapkan hukum yang berorientasi kepada cila-ciia hukum
tentang keadilan dalam arti hukum. Asas-asas moral hukum dalam bentuk positifnya
mendapat bentuk yang Konkrit berupa keadaan yang khas pada tiap tiap kejadian, ia
hanya dapat diramuskan dan dimasukan dalam istilah-istilah yang sangat umum dan
samar-samar sifatnya seperti kepatutan, itikad baik, selavaknya harus diduga dalam
asas-asas hukum pidana seperti asas tiada pidana tanpa kesalahan, asas undang-

undang tidak boleh beraku surut, asas praduga tak bersalah  dsb.

Y R oeslan Saleh, Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana, ASPEHUKI,Semarang, 1989, hal 27.
W Satjipto Rahardjo, Pembinaan Kesadaran Dan Perilaka: Hukum BPHN-Dep Kehakiman

RI Jakarta 1994, hat 17.
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Noma moral menurui Pancasiia sebagaimana terural di aias sudah barang ieniu
kesemuanya bersumber menurut hemat saya pada milai-nilai (moral) agama. Ilal
tersebut disebabkan bahwa sila pertama Pancasila adalah ketuhanan, ia merupakan
Pancasila mempunyai kedudukan sebagai sumber moral dari sistem hukum di
Indonesia. Oleh sebab itu berdasarkan pemikiran tersebut di atas tidak menjadi
masalah apabila landasan sitem hukum di Indonesia berlandaskan pada moral agama.
Logikanya norma-norma lain seperti norma hukum, norma kesusilaan, norma
kesopanan “scharusnya” (idak boich berseberangan dengan norma agama dan atau
dipisali-pisahkan.

Terhadap persoalan ind tidak dipungkiri adanya pandangan bahwa tidak seluruh

ajaran moral agama dan atau moral kesusilaan dapat menjadi asas hulum dengan
alasan:

pertama, bahwa terdapat perbedaan pandangan dalam agama-agama

tentang berlakunya norma-norma kesusilaan tertentu,.

kedua, mnorma-norma moral terialu tinggi untuk dapat ditaati oleh

sembarang orang, dalam membentuk suatu aluran undang-undang
harus memperhitungkan kondisi manusia di dumia ini ~ **
Meskipun demikian kita hendaklah bersifat bijaksana mengingat Negara RI
adalah negara dimana sila yang pertama adalah ke Tuhanan Yang Maha Esa
sehingga terlalu naif apabifa menjaga jarak, hal demikian akan menjurus pada paham
sekuler. Padahal menurut Munawir Sjadzali mantan menteri agama RIL negara

Pancasila bukanlah negara sekuler, faham sekulerisme dalam pengertian politik

praktis adaiah penolakan terhadap campur tangan negara atau pemerintah dalam

12! Theo Huijbers, op cit, hal 91.
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kehidupan beragama dari para warganya, scdangkan dalum negara Pancasila
pemerintah sccara langsung ikut serta dalam pemupukan kescjahteraan rohani para
warganya dan dalam pengamanan kerukunan antara agama, unfuk tujuan tersebut
sejak awal masa kemerdekaan didirikan Departemen Agama, 12

Keterikatan antara hukum pidana dengan moral barangkali dapat dilihat pada
pembagian antara kejahatan (Rechtdelicten) dan Pelanggaran (Wetdelicten)
sebagaimana yang terdapat dalam KUHY. Pelanggaran dapat dikatakan sebagai suatu
perbuatan yang pada umumnya tidak bertentangan dengan norma-norma morai,
seperll pelanggaran {erhadap peraturan laju linias. Sedangkan kejahatan pada
uinimitya merupakan perbuatan yang bersifat pelanggaran terhadap norma moral,
seperti pembunuhan, pencurian, penghinaan, memperkosa dsb.

Di dalam hukum pidanz  materdil, ternyata  kebiiakan legislatif
mempehatikan aspek moral di dalam pertimbangannya. Hal tersebut dapat di
kemukakan beberapa contoh :

a. ‘'I'ndak pidana Korupsi (UUNo 3 tahun 1971)
Dalamm pembahasan rancangan undang-undang tersebut di forum DPR
diperiitmbangkan antara lain: bahwa perbuatan korupsi merupakan perbuatan
yang tercela karena bertentangan dengan moral agama dan Pancasila.'®

b. Tindak Pidana Suap { UU No 2 tzhun 1980)
alasan kriminalisasi yang dipertimbangkan dalam UU No 2 tahun 1980 ialah:

bahwa perbuatan suap dalam pelbagai bentuk sifatnya diluar yang diatur dalam

12 Munawir Sjadzali, Peranan Hmuwan Mislim Dalam Negara Pancasila, Dep. Agama R, Jakarta,
1984, hal 6.

12 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidona
Penjara, Ananta, Semarng, 1994, hal 77.




peraturan perundang-undangan  yang  sudah ada  pada hakekatnya  juga
bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila yaing membahayakan
kehidupan masyarakat dan bangsa.
¢. Undang-Undang tentang Perkawinan (UUNo.1 tahun 1974) perkawinan adalah

sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanva dan
kepercayaannya

Dalam hal nuberam

1. Menunjukkan bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum agama

yang dipeiuk oleh penduduk Indonesia.

)

Perkawinan tidak lagi dilihat hanya dalam hubungan perdata, sebab
perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama
sehingga tidak ada perkawinan di lnar hukum masing-masing agama dan
kepercayaanya.

Dasar pertimbangan kriminalisasi beberapa tindak pidana sebagaimana tersebut
di atas nampak bahwa moralitas senantiasa ditekankan. Disini tergambarkan bahwa
unsur moralitas Pancasila, Agama dan masyarakat dijadikan norma yang hendak
ditegakkan melalui sarana sanksi pidana.

Dalam hukum acara pidana aspek moral terasa terutama pada “etika profesi
hukum”. Aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan Avokad pada
umummya terikat pada etika profesi mereka. Hal ini terlihat pada simbol-simbol
kelembagaan mereka, Simbol tersebut memberikan gambaran bagaimana
“seharusnya” mercka menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar,
Jujur, adil sesuai dengan profesinya masing-masing.

Pada Peradilan (Hakim) moralitas etos kerja hakim dilambangkan dengan
beberapa simbol yang terdin dari Kartika (binfang) yang melambangkan pengertian

ke Tuhanan Yang Maha Lsa bahwa hakim harus bertagwa kepada Tuhan Yang Maha
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Esa. Cakra (semjata) yang melambangkan bahwa harus bersikap adil, Candra
(bulanjyang dilambangkan hakim havus bijaksana atau berwibawa, Sari (Gunga)
melambangkan budi pekerti, sehingga hakim diharapkan mempunyai budi pekerti
ang hihur atan berkelaluan baik, tidak tercela dan Tirta {4ir) melambangkan bahwa
hakim harus jujur. Nampak dari beberapa simbol tersebut menegaskan komitmen
moral hakim scbagai aparat penegak hukum. Diharapkan dalam menjalankan
peranan dan fungsinya senantiasa berlandaskan kepada Ketuhanan, bersikap
bijaksana, jujur, arif, adii, mempunyai budi pekerti yang tidak tercela. Dengan
demikian hakim diharapkan mempunyai kewibawaan, kebijaksanaan  dan  adil
sebagai aparat penegak hukum.Satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa dasar dari

keseluruhannya adalah moral agama yang menjadi basis dan tuntunan hati nurand

Jaksa sebagai aparat pencgak hukum mempunyai lambang vang merupakan
simbol etika kerja mereka. Di Kejaksaan terdapat doktrin vang disebut “Tri Krama
Adhyaksa.” Dokirin tersebut merupakan penuntun dan pandangan bagi setiap warga
adhyaksa dalam rangka mengemban tugas dan kewajibannya yakni menegakan
hukum. Dokirin tersebui melipuii Satva. ddy dan Wicaksana

Satya mempunyai arti kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri sendiri dan keluarga maupun kepada sesama
manusia, ddy artinya kesempurnaan dalam bertugas dan yang berasas utama
memiliki rasa tanggung jawab, bertanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, terhadap Keluarga dan terhadap sesama. Wicaksana artinya bijaksana dalam
tutur kata dan tingkah laku, khususnya pengetrapan dalam kekuasaan dan
kewenangannya. (SK Jaksa Agung RI No: KEP 052/JA/8/1979 1gl.17 Agustus 1979
tenlang  dokiin “Trikrama Adyaksa’™. Dan  dokirin  iersebul diharapkan

memperngaruhi sikap, perilaku warga kejaksaan dalam tugas dan Kewajiban yan

Ot
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dicmban. Prinsip moral {ersebui scdikii banyak dapal menjadi peneniu sikap dari
apaar kejaksaan dalam mengemban tugas dan kewajibammnya.

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum diatur dalam UU No.28 tahun 1997,
Kepolisian negara dalam mengemban tugas dan fimgsinya senantiasa bersikap dan
berperilaku sesuai dengan kode etik profesi kepolisian negara RI. Menurut
peniclasan pasal 23 UU No 28 tahun 1997 dikatakan bahwa kode etik tersebut
merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam 7ribrata dan Catur gatra
Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Sapta Marga.

Sedangkan dalam kode efik advokal Indonesia,'®  antara lain dalam Bab I
pasal 1 discbuikan adanya “Kepribadian Advokat” yang isinya diantaranya scbagai
berikut:

1. Advokat Indonesia adalah warga negara vang bertagwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa dan dalam melakukan tugasnya menjunjung tinggi
hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sumpah jabatannya.

2. Advokat harus bersedia memberi nasihat dan bantuan hukum kepada
setiap orang yang memeriukannya tanpa mcrﬁbcdakanb agama,
kepercayaan, suku, keturunan, keyakinan pobiik atau kedudukan
sosiainya.

3. Advokat dalam melakukan tmgasnya tidak semata-mata mencari imbalan
materi, tetapi berjuang menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran
dengan cara vang jujur dan bertanggung jawab.

4. Advokat tidak dibenarkan melakukan pckerjaan lain yang  dapat

124 Sumaryono E, Etike ProfesiFhdam, Kanisius, Yogyakarta, 1095, hal 237,
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merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat dan harus
senantinsa menjunjung tinggi profesi Advokat ssbagai profesi terhormat
(Officizm nobile).

Advokat dalam melakukan tugasnya harus bersikap sopan dan sanfun

terhadap para pejabat pencgak hukum, sesama Advokat dan masyarakat,
namun ia wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat dimimbar
mana pun juga.

Advokat wapb memegang leguh rasa solidariias anfara sesama teman
sejawat dan apabila seorang Advokat diajukan sebagai tersangka dalam
suatu perkara pidana, maka 12 wajib dibela secara sukarela o

oy,
s\u. u.r H L

teman sejawat lainnya, baik secara pribadi maupun atas petunjuk

PR =

OTgAnisSasi,




BAB I

IIASIL PENELITIAN DAN PEMBAIIASAN

A. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Moralitas Seksual
- A.1 Dasar Pembenar Perlindungan Kepentingan Hukum Ridang Seksual

Hukum Pidana dibuat guna memperkuat perlindungan kepentingan hukum.

Meskipun telah terdapat norma-norma yang telah melarang terhadap suatu perbuatan

seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, namun larangan tersebut
pada umumnys mempunyai daya berlakunya “lemah”. Hal lermscbui dischbabkan
sanksi larangan dari beberapa norma tersebut dirasa kurang “tegas”, seperti larangan
untuk melakukan perbuatan berzina sebagaimana nonma agama melarang perbuatan

tersebut dilakukan namun larangan dari norma tersebut dirasakan “lemah”

.disebabkan ancaman sanksinva barit dilaksanakan setelah pelaku meninggal dunia.

Oleh karena itu guna memperkuat pelaksanaan ketentuan norma tersebut maka perlu
kiranya diperkuat dengan norma hukum (_hukum pidana, misaln}-la_) yaﬁg mempunyai
ciri yang Iebih represif berupa sanksi (pidana). Merumuskan perbﬁatan apa saja yang
menjadi tindak pidana dilthat dari perspekiil kebijakan hukum pidana merupakan
suatu proses. Proses tersebut meliputi antara lain tahap formulasi yaitu tahap dimana
dirumuskan perbuatan apa yang selayaknya dijadikan tindak pidana sehingga perlu
diancam dengan sanksi pidana. Disini dipertimbangkan kepentingan—kepentingan
hukum apa saja. yang scyogyanya menjadi suatu kcpenting;m vang pantas dilindungi
dengan ancaman beru;;a sanksi pidana terhadap barangsiapa vang melanggar
ketentuan terseblllt. Bida;lg seksual merupakan salah satu kepentingan yang perlu

dilindungi oleh hukum pidana positif kita.
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Menurul Ocmar Senoadji bahwa pemidanaan ierhadap delik kosusilaan (bidang
scksual) hendaklah mengacu pada adanya keterkaitan antara aspek moral dan norma-
norma agama di Indonesia. ' Pandangan tersebut berbeda dengan pandangan yang
umum dipakai pada negara "Barat” yang cenderung membatasi (restriktif) terhadap
delik kesusilaan (seksual), bahwa delik scksual hanya akan dijadikan delik sebatas
delik itu bersifat “muisance” (menimbulkan gangguan), yang menimbulkan “public
sensibility” (menyinggung perasaan kesusilaan masyarakat) atau “public scandal”
(menjadi kasus di masyarakat) atau ia dipandang sebagai deiik apabila “nuissance
offensive to ithe public” (menyerang alau menganggu keleriiban umum) merupakan
“a serious affront to public semsibilities” (gangguan serius terhadap perasaan
kesusilaan masyarakat). 126

Pandangan lain untuk landasan pemidanaan terhadap delik sekenal (kesusilaan)
tersebut disinggung pula oleh Barda Nawawi Arief dalam tulisannya “Kefahatan
Kesusilaan Dan Pelecehan Selsual dalam Prespektif Polittk Kriminal” bahwa
penentuan delik kesusilaan harus berorientasi pada “Nilai-nilai Kesusilaan
Nasional” (NKN) yang telah disepakati bersama yang bersumber niiai-niiai
kesusilaan yang hidup di dalam masyarakai dan moralilas agama, 27 Demikian pula
haliya Roeslan Saleh dalam tulisannya “Mengidentifikasi Beberapa Masalah
Kejahatan Umwmnya, Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecchan  Seisuzl”
mengisyaratkan kemungkinan unsur agama di dalam menkriminalisasikan delik-

delik kesusilaan. **®

125 Oemar Senoadji, Hulum {deara) Dalam Prospeksi, Erlangga, Jakarta, 1984, hal 10.
26 ibid, hal 17.

7 Barda Nawawi Arief, Kejahatan Kesusilaan Denn Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Politik
Krminal, FH Ull, Yogyakarta, 1995, hal .4-5

8 poeslan Saleh, Mengindentifikasi Beberapa Masalah Kejahatan Umumnya Kejohaton
Kesusiloagn don Pelagehan Setesual, FH UIL Yogyakarta, 1995, hal 7,
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Beberapa pandangan ierscbui memberi isyaral bahwa periu ada perubahan
pemikiran secara mendasar terhadap delik-delik kesusilaan (termasuk seksual).
Demikiran ini tidak sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP sekarang. Diketahui

bahwa KUHP sekarang ini merupakan warisan Pemerintahann Kolenial-Belanda,

_sehingga politik hukum yang mendasari pembentukan KUHP tersebut sedikit banyak

tidak sesuai lagi dengan “iklim” Indonesia sekarang ini. Apabila unsur agama dan
nilai kesusilaan nasional dapat terserap di dalam hukum pidana, pertanyaannya
adaiah sejauhmana legitimasi atau dasar hukumnya schingga hal tersebut dapat
dijadikan “acuan™ aiau “bahan” dalam membeniuk aiau memformulasikan dehi
seksual dalam KUIIP ?

Permasalahan ini tergantung pada politik hukum dari negara yang
bersangkutan. Di Indonesia landasan terhadap perbuatan di bidang seksual yang
hendak dijadikan sebagai tindak pidana berlandaskan idiil Pancasila dan
konstitusionit UUD 1945. Menyangkut persoalan dasar kesusilaan yang menjadi
landasan sebagai perbuaﬁn yang hendak dijadikan sebagai tindak pidana adalah
hanya perilaku yang tercela’amoral dgn bersifat merugikan. Menjadi pertanyaan
adalah scjauhmana pemahaman kesusilaan dari masyarakat it Kesusilaan/moral
diketahui mempunyai pemahaman yang luas dan berbeda-beda. Terdapat kesusilaan
pada masyarakat dan daerah tertentu: berbeda dengan rasa kesusilaan di dacrah fain.
Mengingat begitu beragamnya perasaan kesusilean tersebut, maka muncu]
pertanvaan kesusilaan mana yang menjadi acuan dalaml menentukan perbuatan
kesusilaan vang akan dijadikan sebagai delik kesusilaan (scksual) terscbut ?
Sebagaimana yané telah ciiuraikan pada Bab il di muka meskipun terdapat beraneka
ragam unsur rasa kesusilaan (moral) namun terdapat nilai-nilai moral (kesusilaan)

yang bersifal universal. Menurui hemal saya guna membalasi terhadap persoalan ini,
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maka yang dmaksudkan nilai kesusiiaan (moral) seksual masysrakai adalah nilai
kesusilaan (moral) seksual yang telah “diambil alil” oleh hukum tertulis dam atau
nilai kesusilaan yang telah diangkat melalni yurisprudensi sebagai wacana
“pemilahan” nilai-nilai kesusilaan (moral) yang dianggap perlu dan penting oleh
masyarakat setempat. Beberapa putusan MARIT dapat diiadikan contoh perbuatan

kesusilaan (moral) seksual yang diangkat sebagai tindak pidana, rnisalnya Putusan

MARI No 93 K/Ki/1976 tgl. 19 Nopember 1977 yang memutuskan bahwa Zainabun

(19 tahun) dan Hamzah (26 tahun) dalam status mereka masing-masing masih -

bujang terbukii mefakukan perznahan, olech karena iu dianggap melanggar adai
setempat (di Acely} maupun norma agama. {Yurisprudensi MART, 1977-I} Putusan
MARI No. 61K/Pid/1988. tgl 15 Maret 1990, Kasus terjadi di wilayah Madura, Jawa
Timur, seorang yang mana Syamsul Arifin (21 tahun) melakukan perbuatan terlarang
vaitu melakukan hubungan seks di luar nikah dengan Feigah Emilia Zen sedangkan
masing-masing masih berstatus bujangan. Oleh karena itv mereka dipersalabkan
melanggar adat setempat dan melanggar norma agama. (Varia Peradilan 'V'ahun VI
No 65, Februari 1991) Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai-niiai
kesusilaan yang demikian itulah yang kiranya dapal dijadikan sumber acuan.

Disini negara dalam hal ini legislator, aparat penegak hukum (hakim, jaksa,
polisi) memegang peran yang amat penting untuk “mengemas” dan menyaring nilai-
nilai kesusilaan (moral) apa saja yang dapat diformulasikan dalam bentuk peraturan
tertulis atan menvaringnya melalui yurisprudensi. Hal ini telah dikemukakan pula
olch Barda Nawawi Arief bahwa NKN (Nilai Kesusilaan Nasional) dapat bersumber

pada strukiur masyarakat Indonesia dan produk legislatif. 122

2 parda Nwawi Arief, Bunga Rampat Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1993, hat 293.
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Uralan di aias memberikan pemnahaman bahwa yang menjadi sumber acuan
milai kesusilaan dapat berupa hukum yang tertulis dan hukum yang tidak teriulis
(adat). Keberadaan hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis diakni dalam
sitem hukum di Indonesia. Menurut Hamid S Attamimi bahwa dalam penjelasan
UUD 1945 terdapat hukum tertulis meliputi pembukaan dan batang tubuh UUD
1945, Tap MPR, Undang-Undang, termasuk peraturan perundang-undangan kolonial
yang menurut Aturan Peralihan masih diberlakukan untuk sementara waktu,
sedangkan huicum tidak tertulis termasuk hukum dasar tidak tertulis yaitu konvensi
yang hidup dan terpelihara schagai kebiasaan dalam bidang ketaisnegaraan dan
hukum tidak tertulis lainnya seperti hukum adat, hukum kebiasaan yang hidup dan
dihayati oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan kemasyarakatannya ° Hubungan
antara hukum tertulis dan tidak fertulis bersifat saling melengkapi,  Strukny
perundang-undangan tersebut sati dengan vang lain bersifat berurutan dan tidak
bolch bertentangan antara satu dengan lainnya, dan menempatkan Pancasila scbagai
sumbgr dari segala sumber hukum. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya
“Stufenban “, maka posisi Pancasila dapat dikatakan sebagai ”Gmndnorm” daiam
tertib hukum di Indonesia. Menempaikan Pancasila sebagai sumber segala sumber
hukum berarti bahwa p'craturan perundangan di bawahnya harus bersumber pada
nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang
Maha Esa, oleh karepa Pancasila merupakan sumber hukgn dan sumber nilai dari
hirarkhi perundang-undangan maka sistem hukum di Indonesia dapat dikatakan

merupakan sistem hukum yang diwarnai nilai ketuhanan.

3 A Hamid § Atamimi,Pengembangan Hukum Tertulis Perundang-undongan Indonesia, BPHN-
Dep Kehakimen Jakarta, 1995 hal 7,
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Kajian  icoritis sebagal landasan ierhadap uraian ierscbui di atas dapai
dikemukakan adanya teori bahiwa Urusar ara

{separation of state and church/trennyune von Stagt und Kir

Hukum Pidana Indonesia” terdapat beberapa kemungkinan keterkaitan antara hukum
dan agama yaitu: a. 1'cori keterpisahan antara agama dan hukum (Separasi), b. 1'eori
inklusivisme hukum sebagai bagian agama, c. Teori rurunan huium Yang nisbi dari
agama yang muliak (derivasi).'?

Menurut penjelasan Jimly lebih lanjut bahwa pada teori pertama meliliat hukum
dan agama sebagai norma setara dan sekaligus terpisah antara yang sat: dengan
lainnya, sedangkan pandangan kedua memandang agama itu sendiri sebagai hulyum
atau sebaliknya hukum sebagai agama, sehingga menurut paﬁdangan ini agama dan
huknm berbaur menjadi satu. Pandangan ketiga melihat hubungan antara hukum dan
agama itu dalam garis vertikal dimana hukum berada di bawah agama,.’** pada
umumﬁya pandangan pertama iersebut banyak dianut oleh negara-negara Barat.
Hukum tradist Baral membedakan dan sckaligus memisahkan sccara icgas aniara
notma agama dan norma hukum, pandangan inilah yang menjurus pada paham
sekuler tentang hukum. Hukum dipandang sebgai suatu yang empiris dan bersifa
internal, sedanwn agama scbagai hal yang bersifat ekternal dan dari “atas”
Indonesia menganut paham kedua hahwa agama dan hukum cenderung berbaur

menjadi satu, Hal tersebut beralasan bahwa sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan

Yang Maha Esa merupakan “causa priuma” dari sila-sila selanjutnya, disamping itu

' LPHN, Pengaruh Agma /Kebudayaan Terhadap Hukum Pidana, Jakarta, 1973, hal.105.
"2 Jimly Asshidigie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Angkasa, Bandung,1996, hal 34.
'3 ibid, hal 34,
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scliap puiusan hakim senanfiasa beralaskan “Alas Dasar Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha [sa” ini semua mewujudkan bahwa bangsa Indomesia

erupakan masyarakat yang religius. Dengan demikian Indonesia menganut paham

adanya “relationship” antara negara dan agama. Menurut kesimpulan simposium
“Pengaruh Agama Terhadap Hukum Pidana” bahwa dalam kehidupan hukum di
Indonesia, memang terdapat pembedaan antara agama dan negara dengan pengertian
bahwa pembedaan ini yang satu dengan lainnya memperngaruhi/falin menjalin tapi
dalam batas-batas keseimbangan kepentingan masing-masing dalam kehidupan
pengembangan kehidupan agama dan pengembangan kehidupan negara.’™  Dengan
demikian tidak tertutup Keraungkinan unsur agama dapat dijadikan “acuan” atat
"rujukan” dalam rangka menenfukan perbuatan di bidang kesusilaan (seksual) apa
saja yang dapat dijadikan sebagai tindak pidana,

Mengenai pengarvh unsur hukum vang hidup di dalam masyarakat, diketahui
dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang menurut Soenaryati Hartono,
tcrdiri_ dari unsur-unsur hukum agama, dan hvkum adat’kebiasaan yang
ditransformasikan atau menjadi bagiap dari bidang-bidang hukum dalam sistem
hukum Nasional.”® Hal inipun pernah dikemukakan oleh Barda Nawawi Ancl
dalam pidato pengukuhan guru besar mengatakan sebagai sumber bahan
pembentukan hukum pidana meliputi unsur-unsur agama dan kesusilaan dalar
masyarakat/hukum kebiasaan.'*® Pengaruh ini bermuara pada arzh kemungkinan
hukun adat sebagai sumber nilai-nilai kesusilaan masyarakﬁ dapat menjadi aset bagi

pembentukan delik di masa mendatang. Hukum adat merupakan hasil dari suat

134 | PHN, Pengaruh Agama/Kebudayaan Terhadap Hulaun Fidana, op cit, hal 28-25.
Y5 sunaryati Hartono, Politik Hulaim Menuju Satu Sistem Hulkum Nasional, Alumni, Bandung,1991,

hal 64.
1% parda Nawawi Arief,Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana FH UNDIP,1994, hal

21
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kebudayaan. Membicarakan hukum adal aiau kebiasaan tidak ierpisahkan dengan
aspek kebudayaan. Kebudayaan mienurut Koentjaraningrat mempunyai tiga
perwujudan yaitu pertama wujud kebudayaan sebagai suaty kompleks dari ide-ide,
gagasan, nilai-nilai, dsb, kedua berujud sebagai kompleks aktifitas kelakuan yang
berpola dari manuscia dalam masyarakat, dan ketiga dapat berujud sebagai benda-
benda hasil karya manusia. >’

Aspek budaya masyarakat yang berupa ide, nilai dsb tersebut hidup terus
menerus dan turon temurun di kalangan masyarakat Indonesia di berbagai daerah.
Sistim nilai atau ide yang berbeniuk absirak (ersebul merupakan hal-hal yang mercka
anggap penting dan bemnilai dalam hidup, karena itu sistim nilai budaya (dalam arti

konkrit berupa norma-nomma sosial) biasanya berfungsi sebagai pedoman untuk

Yt

o

erbuat vaifu sebagai suatu sistermn yang mengontrol  atag perbuatan-perbuatan
manusia dalam hidup bermasvarakat ‘%, Dengan demikian dapat dikatakan hukum
merupakan hasil dari kebudayaan, artinya hukum yang berintikan norma berintikan
nilai-nilai yang merupakan perwujudan dari konsep ide tentang apa-apa vang
' mar;égap baik atau buruk bagi warga masyarakat. Hukum adat sebagai salah satu
:Ul'nld sosial kemasyarakalan lersebui memberikan sifal normatif bagi perilaku para
warga masyarakatnya.
Persoalan yang mungkin muncul adalzh sejauhmana pengertian dari “adat”
tersebut.  Secara teoritis terdapat beberapa istilah berkaitan dengan mengenai apa
yang dimaksud dengan adat ini seperti kebiasaan, adat, adat-istiadat, hukum adat ¥,

Menurut hemat saya istilah yang lazim dipergunakan adalah istilah “adat” yang

Y7 Koentjaraningat, Kebudayaan ientalitas dan Fembangunan,Gramedia, Indonesia, 1987, hal
10,11.

% Hermin Hadiati Koeswadji Beberapa Permasalahan HukumDan Pembangunan Hukum Dan
Pendidikan Hulum, Bina ilmu, Surabaya, 1980, hal 54.

¥ Kusumadi Pujesewoje, Perganter Tata Hulur: Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hal 37




berarti puia kebiasaan, Berkailan dengzn penulisan ini, permahaman dan pengerlian
adat dapat dikatakan sebagai peraturan asli yang tidak tertulis yang imemberi
pedoman kepada ssbagian besar masyarakat dalam kehi upan schari-had dalam
huobungan antara satu dengan lainnva baik di desa mavpun di kota.'*® Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa norma (tak tertulis) perilaku vang berlaku dan
ditaati dapat merupakan sumber acuan perilaku masyarakat setempat.

Meskipun di beberapa dacrah mempunyai hukum adat atau kebiasaan sendiri-
sendiri, namun terdapat kesamaan terutama dalam persoalan yang menyangkut
perbualan-perbuatan yang dianggap iabu, dalam hal menyangkul aspek kesusilaan
seperti perbuatan incest, perzinahan, melarikan anak gadis, perkosaan terhadap anak
perempuan .,

Menurut hemat saya khusus untuk perbuatan bidang seksnal tertentu di daerah
yang berlainan adat kebiasaan temyata terdapat kemiripan meng;enaz' bentuk dan
Jenis perbuatan seksual yang dilarang dilakukan menurut adatnva masing-masing.

Sebagai perbandingan berdasarkan penelitian Yohanes Philipus (1990) di
dacrah Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur
terdapat beberapa adat yang melarang bentuk dan jenis perbuatan seksual seperti
tindak pidana Perzinahan dan tindak pidana Perkosaan. Tindak pidana perzinahan
menurul istilah adai sclempai discbui  “Upek ata haka™ . Upek: merampas, Aia:
orang lain atau orang punya dan Haka: suami atau istri, dengan demikian Upek ata
haka terdapat dua pengertian yaitu: 1. seorang laki-laki yang belum beristri
merampas istri orang lain (Wae bumang) 2. seorang wanita yang belum bersuami
merampas suami orang lain  (Upek ata lake). Sedangkan untuk tindak pidana

perkosaan menurut adat setempat disebut sebagar  “Puleng biha”, puleng biha ini
terdiri beberapa perbuatan antara lain:

"9 Iman Sudiyat, dsas-dsas Hukum Ada, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal 4
Selanjutnya menurut Hazairin sebagaiman di kutip oleh Iman Sudiyat bahwa adat itu endapan
(renapan) kesusilaan dalam masyarakat yaim keidah-kaidah adat ity berupa kaidah-kaidah kesueilaan
yang kebenarannya telah mendapat pengakuan urmurm dalam masyarakat itu. Dengan demikin tidak
ada perbedaan hakiki antara adat dan kesusifaan , hal 9,
¥ Mengenai deskripsi pidana adat ini dapat dilihat di dalam

a.Soepomo, Bab-bab Tentang Huken Adat, Pradnya Paramita, Jkt, 1986, hat 124-126.

b. Hilman Hadilusumo, Hidesn Pidana 4dat, Alvmni, Bandung, 1979, hal 89-07 08-102.
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1. "Pehero limang” memegang langan wamita, dapat diariikan pula memegang
bagian-bagian vang dilarang dari seorang wanifa seperti buah dada,
kemaluan tanpa persciujuan wanita tersebut.

2. “Muleneng lubaka, kewatekeng Joe” diartikan perbuatan yang ditakukan
secara paksa yang mengakibatkan konde yang ada dikepala wanita jatuh
serta sarung vyang dipakainya terlucut, tetapt belum sampal pada
persetubuhan '

3. “Dokoro iango oneng " diartikan sebagai tindakan seorang laki-iaki unfuk
mengurung wanita di dalam rumah tidak atas kemauan wanita dengan
taksud uniuk disetubulhi,

4. “Haro” merupakan perkosaan dalam arti persetubuhan antara laki-laki
terscbut dongan wanita tanpa persctujuan wanita torschbut.

Disamping itu terdapat istilah adat yang disebut “Hang wekika"” yang terjabar dalam

beberapa jenis perbuatan yang terlarang menurut adat sstempat antara lain:

1. Turuka (mereka tidur) diartikan sebagai meiakukan persetubuhan,

2. Kirina —dokana lango oneng, diartikan bahwa antara laki-laki dan wanita i
perada dalam suatu rumah alau ruang leriulup yang dicurigal aiau dirasakan
hahwa mereka akan melakukan persetubuhan (suka sama suka).

3. Pehero weking diartikan sebagai memegang bagian-bagian tubuh yang terlarang
dari seorang wanita seperti buah ada, alat kelamin, meremas pantat, memeluk dan
mencium. {catatan pon: mirip dengan Pelere Lmang)

4. Loa menateng artinya seorang gadis diketahui hamil, dalam hal ini masyarakat

berpikir bahwa kenyataan hamil tersebut didahului dengan “Turuka” (point 1 di

muka}

Ama lake gere artinya keadaan dimana seorang laki-laki masuk ke dalam rumah

wanita dengan tidak terang-terangan dengan maksud uniuk menemui wanita

tersebut untuk bersetubuh dengannya. 14z

wh

Hasil penelitian tersebut di atas kiranya dapat diperbandingkan dengan beberapa
perbuatan vang menurut adat di beberapa daerah di Indonesia dianggap sebagai
perbuatan vang terlarang untuk dilakukan (lihat uraian di muka). Disamping itu hal
ini dapat dibuktikan misalnya dari beberapa putusan Pengadilan Negeri/Tinggl dan
MARI dari berbagai daerah di Indonesia yang berkaitan dengan perbuatan bidang
seksual seperii perzinahan, melarikan anak gadis, menghamili gadis dan tidak

bertanggung jawab, incest dsb. 43 Oleh karena itu berpijak dari beberapa perbuatan

2 yohanes Philipus, Pewell, Sebagai Sanksi Adat Dalam Perkara Pidana Percabuion,
PerzinahanDan Perkosean Pada Masyarakot Kecamatan Adonara Tinawr, Kabupaten Dati IT Flores
Timur, Skripsi, FH UNDANA, Kupang, 1980, hal 71, 78, 87,

3 [ ihat pula hasil siposium “Pengaruh Agama/Kebudayaan Terhadap Hukum Pidana”, op cit, hal
137, terntama pade kesimputan Komisi I point 7 mengenai perbuatan pidana dan perbuatan tercela
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(tidang seksual) yang menurul adal iersebut yang mempunyai unsur kesamaan
dapatiah dijadikan acuan perbuatan (bidang seksual) tertentu umtuk “dipositifkan”
sebagai findak pidana.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak tertutup kemuppkinan unsur

A,

agama dan unsur nilai kesusilaan vang hidup ditengah-tengah masyarakat dapat
dijadikan dasar perbuatan di bidang seksual untuk dijadikan scbagai tindak pidana
dalam KUHP. Hal inipun sejalan dengan data primer yang diperoleh dari responden
berbagai kalangan (N: 160), sekitar 92,50 % yang menunjukkan perifunya moralitas
seksual dilindungl dengan hukum pidans, sedangkan sekdiar 7,56 %6 idak
menghendaki perbuatan seksual dilindungi dengan hukum pidana. (lihat tabel TV).
Alasan tidak dikehendakinya moralitas seksual dilindungi dengan hukum

pidana (berdasarkan catatan para responden) menurut hemat gava semata-mata

aspek vang berkaitan dengan persoalan metodelogis dalam arti persoalan vang
menyangkut bagaimanakah mewujudkan kesamaan persepsi dari berbagai rasa
kesugﬂaan di masyarakat dan bagaimanakah menyatukan persepsi berbagai
pandangan agama terhadap suatu perbuatan tertentu ? apabila hai ini yang
dimaksudkan tidak dapal dipungkiri  bahwa akan ierbeniur pada persoalan
meiodelogis bahwa tidak mungkin secara kontekstual seluruh ajaran agama dam
berb#gi agama yang berbeda sudut pandangan dan pemahamannnya itu dijadikan
satu persepsi, Demikian halnya rasa kesusilaan di masyarakat dimana tiap daerah
dapat mempun_yai persepsi sendiri-sendiri. Namun yang dimaksudkan dalam

persepsi disini adalah bahwa rasa kesusilaan dan pandangan menurut agama-agama

terscbut scbatas pada “unsur-unsurmya” pada “nuansanya”. Pendapat ini sejalan

lainnya yang mempunyai norma saling menunjang antara norma hukum dan norma agama/adat
seperti perzinahan pelacuran dil
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dengan apa yang dikemukakan olch Hazairin bahwa keseluruhan lapangan hukum
mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung maupun tidak langsung, distmd
dijumpai perhubungan dan pesesuaian yang langsung antara hukum dan kesusilaan.

Disamping itu berdasarkan teori "Receptio in Complexu” maka adat atan kebiasaan

yang berasaskan kesusilaan tersebut merupakan resepsi dari ajaran agama.'™

Disamping itu dari kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang
menyangkut perbuatan seksual tertentu dapat dikatakan beberapa pandangan menurut
adat {(rasa kesusilaan di masyarakat) dan beberapa agama ‘ternyata mempunyai sudut
pandang dan gambaran yang hampir sama dalam melarang beniuk-beniuk dan jenis
tertentu perbuatan di bidang scksual scbagai suatu perbuatan yang terlarang
dilakukan dan merupakan perbuatan yang berdosa.

Hal vang terpenting disini adalsh bahwa masyarakat tetap menginginkan
kehadiran hukum pidana dalam kerangka guna melindungi kepentingan bidang
seksual. Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai sarana mengatur ketertiban
dalam masyarakat. Hukum pidana yang dimaksud sudah sepantasnya sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Hal in)sebagaimana dikemukakan oleh
Marc Ancel bahwa iiap masyarakai mensyaratkan adanya terlib sosial yailu
seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan umniuk
kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi wargs masyarakat
pada umumnya. 145

Dalam kaitannya dengan perlunya moralitas seksual dilindungi dengan hukum
pidana berarti mempergunakan sanksi pidana guna “menekan” perbuatan di bidang

seksual tertente yang dianggap tercela/amoral, Sebagaimana dikemukakan di muka

4 [man Sudiyat, op cit, hat 9
W5 ) uladi dan Barda Nawawi Arief, Teoi-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984,
hal 151,




jor the convict.
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balwa sexsual merupakan suaiu yang kodraii, merupakan sualu hak kebebasan

individu dalsm mielalailen =1e3ioc calians ol Tvao oo
wivial Gardinn DiClasunkan ariilitas s¢ksual ucugau demixian hal Yang pc:rl“
diperhatikan adalah bagaimana aspek campur tangan negara dalam urusan seksual

dijadikan sebagai tindak pidana,

Pembenaran hukum pidana untuk dapat dipergunakan dalam kerangka
pemberantasan terhadap kejahatan di bidang seksual ini sebagaiman dikemukakan
oleh John Stuart Mill - bahwa campur tangan kekuasaan atas individu hanya dapat

dibenarkan supaya hal ierscbui diierapkan uniuk melindungt kepenilngan orang

moral condemnation of the defendant’s behavior and its “hatred, fear, or contempt

e 147

Menyangkut aspek campur rangannya negara dalam bidang seksuai ini, maka

periv dikemukakan arii penlingnva kehadiran hukum pidana dalam  mengaiur

 PORPURIL L R Aolacee oo tont Tawbnadae R P T LA T S

SiICTDan 308iad Gaiani Mmasyaranai. LCINAAdp aril peniingnya Kehadiran NUKuim
ridnma Al 11 lral-an Als Larn Rarmenalam
JICELALELL WA RAVMIE LA NG INAREE AT AW L L ¥ oilar uullu‘lvlvll,

hahwa bila kita mendekati hukn midana bukan dari eudot nidananva

Dahv ola g mencexali hunfum pidana buban dar gudot pigananya,

melainkan dari sudut ketenmuan-ketentuan perintah dan larangan serta dari
sudut mensgakkan ketentnan ity terutama dari sudut hukum acaranya, maka
l\lld. !.IU.d.l\ ld;,l ucguu bC]lUCImlg UI!LUI& Il'lUll____'Hdebl\‘ﬂl IIU.I\U.I[! plu:llld. Jl.t\d. l\lld
mendekati dari sudut peraturan perintah dan larangan, dengan mudah kita akan
dapat mongerti bahwa ada perbuatan tortentu sccara molanggar hukum yan
tidak diizinkan sama sekali dapat terjadi oleh masyarakat. Makar membunuh

co E ™ > a Iner - t
kepala negara sama sekali tidak akan diizinkan oleh negara. Juga tak dapat

1]

¢ Romly Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Eresco, Bandung, 1992, hal 133,
Sy Sanford HEKE nrhch F-'nm Ir\na!hg of Crima and !'I'I\.‘I'Il‘.h wnl 2 0p cit. hal A0
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(dibayangkan, bahwa masyarakai akan pernah mengizinkan seseorang dengar
sesuka  hatinya membunuh orang lain  atau seorang dengan sengaja
J——. PR, S S,

1, menghilangkan ataupun m
milik orang latn tanpa seizin pemilik barang. Jadi peraturan pidana tetap harus
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ada  Tiien alraam galals tariars . .
ada. Juga akan selalu terjadi pelanggaran terhadap peraturan it

diserahkan oleh negara kepada individu-individu masing-masing. Suatu alasan

mengapa hukum pidana tidak dapat dihapuckan ialah bahwa

nkum nidana

hukum pidana

meneniukan  dapat dengan  ieliti  dalam perisiitwa-perisitwa mana negara

berwenang bertindak terjhadap rakuat melalui jalan hukum acara pidana, '™

Hukum pidana vang berintikan perintah atau lavangan dan sanksi pidana

tersebut merupakan perujudan reaksi terhadap kejahatan, Ujnd reaksi tersebut
merupalan nermiudan nencelaan dari magvarakat terhadap suatu perbuats

I r J = - o ST mESTTETEILT W TIRRRER pusm mEmEmes

Reaksi yang berupa pencelaan dari warga masvarakat sudah barang tentu harus
bersifat resmi artinya dipandang dari sudut kebijakan hukum pidana yang
menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana adalah Negara.

P Wad

Memuut Alf Ross bahwa pidana merupakan suatu pernyataan penceiaan
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wCiNaaap sSi polaxu \ire pHAISAHER 1§ daf eXpression o) «usdapprovail) aisainping
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the persom) Pidana scbagar pengenaan penderitaan akan dikenakan dengan
persyaratan-persyaraian yaif seseorang telah mealakukan tindak pidana dan ia hams
bertanggung jawab atas tindakannva scbagai suatu kesalahan, sehingga ia dapat

dikenakan pidana. Berkaitan dengan perbuatan di bidang seksual, sescorang
mempunyai kebebasan untuk beraktifitas seksual. Namun dalam kebebasannya

tersebui seseorang mempunyai tanggung jawab morai atas segala tingkah laku

Y fan Bemmnelen, Hiuam Pidana I (terjemahan), Binacipta, Jakarta, 1984, hal

Barda Nawawi Artief, Kebijakan Legislatif Dalemm Penanggulangan Dengan Pidana Penfara,

Ananta, Semarang, 1994, hal 23,

Pyt 12 aken Cad o
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sescorang dianggap “nomai” dalam perilakoe seksuainya, namun apapila iernyaia
crouat iindak pidana scksual aisebabkan Kar
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menderitakan ssseorang, apabila tidak dipenuhi persvaratan sebagaima
atas. Untuk tindak pidana seksual disinilah terletak arti pentingnya pencegahan dari
ancaman pidana (deterrence) agar seseorang tidak berbuat semau-maunya dalam
beraktifitas seksual dengan demikian sescorang separti “diingatkan” akan tanggung

jawab morainya iethadap iindakan scksuainya. Oleh karena ile ancaman pidana

datam tindak pidana scksual juga untuk mencegah agar scorang yang mermang tidak
bersalah tidak dijatuhi pidana

Dengan  dilindunginya bidang seksual tersebut dengan hukum pidana maka
terdapat sechagai saluran resm nabila terjadi tindak pidana seksual, sshingga dapat

dihindari terjadinya reaksi baik secara secara individu maupun bersama-sama berupa

“main hakim sendiri”. Sebagaimana dikatakan oleh Van Bemmelen,
Bahwa untuk hukum pidana dewasa ini, menghindari dan mencegah orang
main hakim sendiri fetap merupakan ﬁmom vang nentma eekali dalam

penerapan hukum pidina, vakni memenuhi keinginin akan pembalasan. Hanya
saja penderitaan vang dikaitkan oleh pidana harus dihatasi dalam batas-batas

yang paling sempit dan pidana harus menyumbangkan pada proses

penvesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan

d;samymc i bemt. ¥a pidan tidak bal h mulvb:h.‘. ssalahan terdalowa, bahkan
150

Mengenai suatu perbuatan dinilai sebagai perbuatan yang dapat dipidana

il llddl kAaRth LAE LAY

apabila perbuatan tersebut menurut pandangan dan pernilaian/pandangan  umun

masyarakat dianggap bersifat tercela atou amoral. Sebagaimana dikemukakan oleh
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Dengan demikian perbuatan bidang ssksual dapat merupakan tindak pidana
apabila menurut pandangan umum/masvarakat merppakan perbuatan  yang

scksual vang terungkap dari mass media.
Pengambilan berita dalam mass media dilakukan secara acak dan vang
difokuskan pada satu mass media yaitu Jawa Pos/Jateng Pos. (koran harian yang

cukup dipercaya akurasi berifanya). Beberapa kasus scbagaimana vang iermuai di

tanmnina tinoakbat Lamioian e s lAl- o Aoy L s b atie an FOTYOr a9y inial al-ilat
wau‘.llt}]—l‘. I-J.I.I.s.t\ul- AW GBS ICLL VW dvsi JULLMJ.J.E&HI.' L\\-ri.llulul.ulull. -.' ullé LELRARSLLL (Yo ST LN
nerbuatan df hidaneo cekeual vano “tidale terleandali”™ danatlah dikemulalan cehaaai
perouatan O dgang soxsual vang "fiday¥ ferkendalit dapatian dikemuilakan sebagal

berikut (foto copy terlampir) :
a. Kasus perkosaan “massal” pada kerusuhan 12-15 Mei 1998, dimana

menurut laporan dari tim relawan korban perkosaan berjumlah 168 wanita.

Reaksi dan kecaman terhadap perkosaan ini datang dari daiam dan iuar

negen

b. Kasus protes akan diselenggarakannniva “Rakemas Gay dan Lesbian” di
Hotel Dana, Sole yang mendapat reakst keras dari kalangan dan tokeh
agama di Solo.

Reaksi dari ibu-tbu di Situbondo, Jawa Timur terhadap perbuatan

_*f')

perkosaan dan pembunuhan terhadap korban  gadis Hasanah umur 3,5

tahun dimana jasadnya diketemukan digantung di atas pagar bambu.
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Seorang  gadis (fra) berumur 14 (ahun  korbun perkosaan  yang
mengakibatkan hamil dalam posisi sulit vaitu antar melakukan abossi
atavkah meneruskan dan merawat kehamilannva.

Diduga lumpul kebo Kiman (25 th) dengan Paikem (20 th) warg
setempat berreaksi, kedua pasangan diarak beramai-ramai. Kiman dihajar
hingga tewas. Kejadian di desa Sawal, Kec. Sigaluh, Kab Banjamegara.
Pelaku perzinahan sebanyak 5 orang yaitu Sugianto (32 th), Isnaeni (20
th), Ulin (21 th), Salkam (27 th) dan Choirul yang diduga berzina dengan
Bunga ( 19 th) karena lidak ada yang berlanggung Jjawab sciclah bunga
hamil miaka atas inisiatif Kades berdasarkan rembuk desa ke 5 OTaiig
pezina di “hukum” menyetorkan 5 rit gragal, kasus terjadi di Gresik, Jatim.
Pasangan pezina lainnya yang tertangkap masyarakat yaitn Ioung (37 th)
vang bersclingkvh dengan Toyibah (27 th) wéfga Sekarputih,
Balongpanggang, Gresik, dari hasil rembuk desa pelaku di “hukum”
menyetorkan 2 rit sirtu.

Kekhawatiran terhadap tindak pidana perkosaan sebagaimana diungkapkan
oleh K3J (Kelompok Kerja dan Keadilan Jender) IBH Semarang yang
mensinyalir terjadi peningkatan kasus tindak pidana perkosaan hampir 60
%. Keprhatinan serupa juga disuarakan oleh GeRAK (Gerakan Anti

.Kekerasan terhadap Perempuan) dari Salatiga.

Disamping itu tindak pidana seksual dapat menjadi sebab munculnya tindak pidana
lain (pembunuhan):
a. Yos Santoso (45 tahun) nyawanya melayang gara-gara suka menjawili

istri temannya Edi.P, di Banyurip, Surabaya.
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Saiman (43 tahun) iewas dikepruk kepalanya oleh Seger, karena Salman
sering menggoda istrinya.
Dipergoki selingkuh istri {Sulyati) dibabat, dan PIL (Pria Idaman Lain)
(Suntas) dibunuh pula oleh pelaku Paidi, di Pasuruan Jawa Timur,
Suami (Hajari 40 th) tega membunuh istrinya (Ny Enih) gara-gara istri
melarang suaminya menemi WIL (Wanita Idaman Lain).
Istrinya dianiaya smaminya sendiri karena tertangkap selingkuh dengan

oknum polisi, di Kediri, Jawa Timur.

Beberapa kasus merupakan perwujudan ungkapsn rasa keadilan dan kesusilaan

individu yang menyangkut pula aspek kemasyarakatan yang dapat menimbulkan

tindak pidana lain seperti aborsi {pengguguran kandungan) antara lain:

a.

Pejabat militer di Solo dilaporkan ke Pomdam Karena ingkar janji untuk
menikahi dr. A.

Mahasiswi (Eti) menggugat dosennya (Drs Agus) karena menghamili
korban dan tidak bersedia bertanggung jawab di Surabaya.

Ana (26 th) melaporkan Ari (31 th) ke Poida Jawa Timur, seteiah korban

~hamil 4 bulan dim disuruh menggugurkan kandungan scdangkan pelaku

tidak bersedia bertanggung jawab.

Anggota DPRD tk IT Karanganyar diadukan ke Polisi oleh B (13 th)

~ karen dianggap ingkar janji untuk menikahi.

Sopir angkuta Sri Wahyu (32 th) yang menghamili Lely (16 th) pelajar
SLTP di Kartasura, dilaporkan ke Polresta Surakarta, karena setelah

menghamili korban pelaku tidak bersedia bertanggung jawab.
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£ Dewi (18 th) menggugal pacarnya Samwsul senilai Rp.250.000,- karvna

telah mengamili sedangkan peclaku tidak bersedia bertanggung jawab.

Uang tersebut digunakan untuk biaya pengguguran kandungan.

Beberapa kasus tindak pidana perkosaan perlu dikemukakan, untuk mengetahui
tingkat keseriusan dan kesadisan tindak pidana terscbut di masyarakat olch karena itu

dapat menimbulkan rasa kebencian masyarakat terhadap tindak pidana tersebut.

1.

b

EJJ

6.
- 7.

(Berita beberapa kasus tersebut secara lengkap dapat dibaca pada lampiran)

Penangkapan terhadap sepuluh pemerkosa siswi Mts,

. Kabur setelah cabuli tiga bocah SD

Perkosa 2 wanila sekaligus

Siswi SMU digilir tiga temannya.

Bunga yang diperkosa 7 permuda ditenukan fuka sobek di alat vital korban.

Gadis bisu lapor diperkosa gunmya,

- Thu muda digilir 17 faki-laki.

Beberapa kasus yang menyangkut pelecchan seksual dapat dikemukakan scbagai

berikut:

1. Dijowal-jawil, siswi mogok sckolih Ratusan viswi kelas TT SMP J1. Werkudoro,

Malang, Jawa Tixﬁur mogok sekolah karena mengaku risih olch ulah usil

sejumlah pemuda yang selalu mencegat merska, yang mulanya “jowal-jawil”

namun dalam perkembangannya mercka berani mencubit barang-barang

“terlarang” para siswi tersebut.

2. Dicolak-colek, 3 wartawati lapor PPD, mereka merasa dilecehkan massa parpol

pengikut pemitu pada kampanye Mei 1998, di Semarang. Kectiga watawati

tersebut dari “Kompas”, “Suara Bangsa” dan “Solo Pos” mereka pada waktu

melipul kampanye dicolak-culek olch massi.
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>, ‘sara-gara “bokong semok”, Suud dilaporkan ke Polisi Suud {laki-laki usil} usil
menggoda wanita dan mengolok-olok wanita (Ny Har) denoan kata-kata

“Wuiik. semoke" bahkan bersuit-suit terhadap Ny Har yang memakai celana

ketat tersebut. Mengaku tidak tahan dan tersingeung Ny Har memanggil satpan

untuk menangkap pemuda tersebut,

Dari beberapa kasus tersebut memberikan pemahaman bahwa perbuatan di

bidang seksual iidak sekedar sebagai urusan aiau kepeniingan pribadi. Dalam hukum

pidana dilindunginya suatu kepentingan, scbagai objek kepentingan vang hendak
dilindungi dapat mempunyai aspek individu namun sedikit banvak mens angkut pula
aspek kemasyarakatan, Menurut Pompe pada dasamya tiap Lepentinpan dari
individu mendapat perhatian, untuk jika nerlu dilindungi dengan hukum pidana, vaitu

sejauh kepentingan itu secara langsung atau tidak langsung juga mempunyai arti bagi
(o 152
masyarakat,
Perbuatan seksuaj yang hendak dilindungi dengan hukum pidana nampaknya

bukan semaia-maia urusan pribadi, namun ierdapal urusan kemasyarakaian/megara.
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memandang perbuatan tersebut disamping sebagai urusan pribadi termasuk urusan
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masyarakatnegara, sedangkan 23,12 % beranggapan sebagai urusan pribadi gemata

dan sekitar 32,53 % merupakan urusan masyarakat, (lihat tabel VI) Disamping ifu

apabila dipandang dari sudut lain bahwa di Indonecsia antara moral dan hukum
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Teisvan untuk diimplementasikan dalam suatu perbuatan yang dapat dipidana.
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Perlu diperhatikan pula bahwa ditegakkannya moralitas seksual di Indonssia
merupakan bahagian dari kebijakan sosial. Sedangkan kebijakan hukum pidana tidak

scksual vang bersifat amoral dan merugikan dapat dimungkinkan dijadikan sebagai
perbuatan vang dapat dipidana.

Barangkali periu dikemukakan disini bahwa campur tangan hukum- pidana

daiam persvalan kesusilaan (seksual) mi menimbuikan beberapa pandanéan. Seperi
Van Demmelen yang mengatakan bahwa dengan aturan-aturan pidana 5aja tidak axan
dapat dicapai fajuen untuk mempertingei kesadaran batin mengenai kesusilaan, dan
bahwa aturan-aturan ini sejauh tujuannyva adalah untuk mendidik manusia untuk
mengekang nafsu mereka, sering tidak mengenai sasarannya dan hanya melanggar

kemerdekaan pribadi tanpa ada manfanstnya.’”” Meskipun demikian menurut hemat
saya bahwa hukum pidana tetap diperlukan baik secara represip maupun preventip
yang periu untuk mencegah (deferrence) baik vang umum maupun khusus terhadap

perbuaian seksual vang iidak ierkendali. Pencelaan yang beryjud pidana tidak

e it t  garm wmanrientra Aalamy calieriad
vakni mencegah agar seseorang tidak Dberbuat semau-maunya <dalam  seisudn
AMenainaat hahora nerhoatan eekenal vana Adak torlendali tersehor boakon s2mamn-

engingal bahwa porpualan soksual vanyg hoak orhencan forsd :

mata hersifat amorai saia namun akibamya dapat menimbulkan kernatan vang

bagi masvarakar dan negara. Terhadap persoalan i barangkali per

memperhatikan dan menvimak pendapat Yoshic Suzki bahwa merghils
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dekriminalisasi tanpa secara hati-hati mempertimbangkan perasaan moral masyarakat
akan menghasilkan ketidak percavaan terhadap cistem penyelenggarasan hulkum

. ) i L. %4 . -

pidana dan akan merisak rasa persatuan masyarakat sendiri. ' (Deprived of moral

support. most of the basic assumpiions of the criminal law would break down. To
hasty implemeniation of decriminalization without due consideraiion o moral
sentiment of the generai public will result in public distrust of the criminal justice

T 1

svstem and will lead io the erosion of the cohesions of societv it self)

vang dapat dipergunakan sebagai anabisis vaitu 1,

masyarakat umum mengenai hkejahatan dan 3. Objek yang dijadikan sasaran
kejahatan. (The three dimensions that we find most usefil in analyzing criminal

Justice policy are. 1. the motivation of criminal (‘was economic gain involved 2 was

the person raiional ?j 2. the percepiion the general public has of ihe criminal (is

. 155
f N : PR 155
ohjcct of the crime {(was it againls a person or property 7}
al vang relevan disini adalah mengenai persepsi masyarakat terhadap

kejahatan. Persepesi masyarakat termasuk di dalomnya adalah opini publik dan mass
media. Arti pentingnya opini publik dalam rangka mencari suatu “konsensus”

berkaitan dengan penegakaan moral melalui sarana hukum pidana, pada hakekatnya

% Yoshio Suzuki, Some Thought on Decriminalization and Depenalization, op cit, hal 135
155 Yames P Levine, Criminal Justice A Public Policy Approach, New York, Harcourt Brace

Javanowich Ine, 1980 hal 80
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merupakan upaya membangun suaiu kehidupan yang didasarkan pada nilai—niiai
[y ng Y., R Loy DI DRI . o . : 3

yang baik di dalam maasyarakat. Ilal ini seperti yang dikemukakan IL L.A Ilart “no
doubt we wewld all agree that consensus of moral opinion on certain matters is

essential if society is to be worth living in. Lows against murder, theft, and much

FEf i ss

else..” 1% (tidak diragukan lagi kita semua akan setuiu bahwa konsensus pendapat
tentang moral dalam masalah-masalah tertentu itu merupakan hal vang penting, jika
masyarakat ingin memiliki nilai yang baik untuk hidup bersama, seperti aturan
terhadap pembunuhan, pencurian dan banyak lagi yang lain)

Pemahaman masyarakai disim dapal diariikan luas daiam  arii bahwa
masyarakat dapat terdini dari berbagai lapisan atau Kalangan., Oleh Karenma itu umfuk
mengetahui opini masyarakat tersebut khususnya terhadap perlu tidaknya perbuatan
seksual dilindungi dengan hulum pidana maka penting mengetahui opini dani
berbagai lapisan masvarakat. Guna menjangkau kalangan masyarakat tersebut maka
responden tersebut terdiri dari kalangan berbagai unsur seperti aparat penegak
hukum (hakim, jaksa, polisi, dan pengacara), tokoh agama, tokoh masyarakat, dosen
pelani. Dengan demikian diharapkan dapal mewakili opini pubiik lerulama yang
berkaitan dengan unsur rasa kesusilaan masyarakat {(dan umsur agama). Di samping
i1 dari beberapa kalangan tersebut dianggap dapat mewakili dalam menentukan
tingkat keseriusan perbuatan di bidang seksual,

Dengan demikian penulisan selanjutnya merupakan deskripsi penjelasan

kepentingan moralitas seksual tertentu yang hendak dilindungi dengan hukum pidana

berdasarkan persepsi kalangan masyarakat sebagaimana tersebut di atas.

1% MYV Clarkson and HM Keating, Criminal Law, Texs and Materials, Sweet & Maxwell, London,
1094, hal 13
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Dipidananya sualu perbuatan disamping karema  bersifal amora] Jjuga

) - L, P . - :
karena merugikan kepeniingan wmum. Perbuatan seksual yang bersifat amoral

Hal ini sesuai dengan data primer (N: 160) vang menunjukkan sebab perhinya
moralitas seksual dilindungi dengan hukum pidana sekitar 60% menyvatakan
bahwa perbuatan seksual tersebut merupakan pelangearan terhadap norma agama
dan Kesusilaan atau amoral dan bersifat merugikan sedangkan 30 % berpendapat

karena melanggar nomna agama saja dan 16 % responden berpendapai bahwa di

Apeldoorn bahwa hukum unfuk sebagian besar adalah kesusilaan van

menurut Barda Nawawi Arief bahwa pada dasarmya setiap delik atau tindak pidana
mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, °
Perbuatan-perbuatan  bidang seksual yang berkaitan dengan unsur
perseiubuhan dan percabulan dapai diddentifikasikan antara lain:
a. Perzinahan : adalah persetububan secara sukarela yang dilakukan oleh

atau wanita vang telah terikat

untuk memilih pasangan seksualnya dengan seorang vang sama jenis

kelaminnya, nama lain disebut “gay™, untuk wanita disebut “lesbian”.

YT Van Apeldoom, op cit, hal 48.

]50 . .
* DBarda Nawawi Arief, Bunge Rampai
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¢. Perkosaan ierhadap gadis di bawah umur dengan aiau tanpa paksaan :
adalah persetubulian yang dilakukan oleh seorang laki-laki vang telah
dewasa terhadap wanita di bawah umur dengan atau tanpa pesstujuannya.

d.  Sodomi : adalah suaty persetubuhan vang tidak alami, khususnya dengan
anal sex,

¢. Incest: adalah persetubuhan yang dilakukan antara mereka vang terikat
pertalian darah, terhadap siapa mereka vang dilarang melakukan
perkawinan.

f.  Perkosaan dengan kekerasan : adalah perseiubuhan yang dilakukan dengan
anicaman kekerasan/kekerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki

terhadap seorang wanita
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wanita laj ang‘ dan seorang laki-laki lajang tanpa perkawi‘nan yang sah,

h. Laki-laki yang merayu wanita untuk melakukan persetubuhan dengan cara

memberi janji palsu.

i, Pelecehan seksual adalah sifat perilaku seksual yang tidak dilnginkan atau

tindakan yang didasarkan pada scks yang menyinggung si penerima.

Dentuk atau jenis; perbuatan seksual diatas hampir mirip dengau pervbuatan
seksual yang dilarang menurut pandangan beberapa agama.

Mengenai perbuatan perzinahan diketahui bahwa Pasal 284 KUHP melarang
perbuatan perzinahan dimana salah satunya pelakunya telah terikat pernikahan vang
sah. Sehubungan dengan hal tersebut maka dipertanyakan apakah perlu perzinahan
ini diperfuas ataukah tidak, dalam arti apakah seperti tersebut dalam Pasal 284

KUHP atau tidak pertu dibatasi para pelakunya telah terikat perkawinan yang sah

dari dala primer menunjukkan bahwa (N: 160) sckilar 83,75 % menghendaki




i00

perbuatan perzinahan ini diperluas dalam arti tidak sebagaimana yang sekarang
terumuskan dalam Pasal 284 KUHP dengan demikian menghendaki pelaku
(laki-laki maupun wanita yang terlibat perzinahan) tidak perlu salah satunya
harus terikat pada perkawiﬁan yang sah {lihat tabel XII). Bahkan perluasan ini mencakup
perbuatan “pra nikah™ lainnya seperti “kumpul kebo” wvaitu laki—laki dan wanita yang
hidup iayaknya suami istri dalam satu rumah tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut
undang-undang yang berlaku. Data primer menunjukkan sekitar 88,75% responden ‘dari
berbagai kalangan menghendaki “kumpui kebo™ dijadikan sebagai tindak pidana dan
hanya 11,25% yang menolak “kumpul kebo™ dijadikan sebagai tindak pidana {lihat tabel
XVI).

Di samping itv dalam perkembangan jaman seperti sekarang ini di masyarakat
banyak terjadi perbuatan seksual yang berupa persetubuhan antara laki-laki dan wanita
yang masih bujang secara sukarela Bentuk atau jenis perbuatan ini mirip dengan
“fornication”. Namun terhadap perbuatan laki-laki yang menghamili gadis itu temyata
tidak bersedia bertanggung jawab. Terhadap perbuatan semacam ini apakah perlu
dijadikan sebagai tindak pidana ?. Ternyata perbuatan seksual tersebut dipandang oleh
masyarakat sebagai bentuk perbuatan yang tidak patut dan tercela untuk dilakukan, oleh
sebab itu periu diberi sanksi yang layak. Hal ini nampak dari jawaban responden
(N:160) sekitar 96,88% menghendaki perbuatan tersebut dijadikan sebagai tindak
pidana, sedangkan hanya 3,12% yang tidak menghendaki perbuatan tersebut dijadikan
tindak pidana. (lihat tabel XV).

Perbuatan—perbuatan pra nikah tersebut seperti “kumpul kebo” dan “menghamili
gadis dan tidak bersedia bertanggung jawab” yang telah dilakukan oleh
orang-orang yang telah dewasa, terhadap persoalan ini apakah semestinya hal
itu menjadi wusan pribadi (pelaku) ataukah menjadi urusan masyarakat ?.

Ternyata menurut opini masyarakat perbuatan tersebut tetap dipandang
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sebagal urusan masyarakai/megara. Hal i lerbukii (N: 160) bahwa sckitar 44,38 %
memandang perbuatan terscbut disamping scbagai urusan privadi icrimasuk urusan
masyarakat/negara, sedangkan 23,12 9% beranggapan sebagai urusan pribadi semata
dan sgekitar 32,53 % merupakan urusan masyarakat. (lihat tabel VI) Dengan
demikian opini masyarakat tetap beranggapan bahwa meskipun perbuatan seksual
tertentu tersebut dilakukan oleh individu yang telah dewasa dan didasarkan suka
sama suka namun karena menyangkut aspek rasa kesusilaan masyarakat dan rasa
keagamaan, maka tetap dianggap sebagai urusan masyarakat dan negara.

Menurul hemat saya peranan negara sangat penting dalam rangka mencapai
tujuan untuk membangun moralilas bangsa, sehingga meskipun persoalan tersebut
berpijak pada kepentingan pribadi tetapi apabila dampaknya dapat menimbulkan

menggoyahkan kehidupan moralitas masyarakat maka hukum pidana dapat dijadikan

landasan agar kenentingan tersebut perlu dilindungi dengan qankm pidana. Inilah
vang dikatakan bahwa persoalan kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan dari
kebijakan sosial. Hal ini sesuai dengan pendapat Pompe bahwa pada dasarnya tiap
kcpcnting-e-ln individu mendapat perhatian, untuk jika periu dilindungi dengan hukum
p:dma, yaiiu sejauh kepentingan itu langsung alau iidak langsung juga mempunyai
arti bagi masyarakat. 2

Nampaknya disini terdapat kesesuaian reaksi negatif masyarakat terhadap sifat
tercelanya perbuatan seksual tersebut. Hal ini berkaitan dengan tanggapan dari

masyarakat atas. pertanyaan bagaimanakah sikap saudara apabila  dilingkungan

159 poeslan Saleh, Deri Lembaran Kepustakaan Hukuss Pidana op cit, hal 74
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lempal linggainya fejadi perzinahan dan “kumnpul kebo™, jawaban atau reaksi
mereka (N: 143) terhadap perbuatan terscbut adalah 80,40 % bersikap proaktif
ataz  responsip dalam arti  bersedia menjadi  saksi dan  bers
melaporkan/memberitahukan kepada aparat desa/ke Lkepolisian, sedangkan sekitar
19,59. % bersikap masa bodoh atau hal ity bukan vrusan mereka dan mendiamkan.
(lihat tabel XVID) Olch karena itu wajar apabila dihubungkan dengan (N: 95)
62,11 % yang menghendaki tindak pidana tersebut di atas merupakan delik aduan
relatif, sedangkan 37,89 % tidak menghendaki. (iihat tabei XTV)

Dari calalan jawaban para responden di afas diperoich alasan mereka  yang

[ gl

berkehendak dijadikaninya tindak pidana tersebut scbagai delik aduan relatif jalah
bahwa agar mereka dapat ikut berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan
linglamgannya,

Disamping it didapat keterangan bahwa persoalan perbuatan seksual vang
“besifat mengganggu” lingkungan adalah urusan mercka pula. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa perbuatan secksual yang amoral tersebut bukan merupakan
urusan individu/pribadi pelaku semata melainkan termasuk urusan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pemberiiaan beberapa mass media yang memberiiakan
mengenai indikasi sikap proakiif warga masyarakat yang beramai-ramai menangkap
pelaku apabila terjadi perbuatan-perbuatan seksual yang bersifat amoral sebagaimana
tersebut di atas, (lihat fotocopy berita mass media) Dengan demikian sudah
selavaknya hukum pidana memberikan penvaluran terhadap aspirasi masyarkatl
tersebut.

Perbuatan seksual lainnya yang dikehendaki oleh berbagai kalangan dijadikan

sebagai perbuatan pidana adalah homoseksual dan atau lesbian. Dari data primer (N:

160) sekitar 85,62% responden menghendaki homoseksual iclap dijadikan sebagat
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iindak pidana, dan hanya14,38 % yang lidak menghendaki homoseksual scbagai
tindak pidana. (lihat tabel DC) Dengan demikin menurut mereka keberadaan Pasal
292 KUHP yang melarang homoseksual tetap dipertahankan. Perlunya homoseksual
tersebut tetap dijadikan sebagai tindak pidana, nampaknya mendapat dukungan vang
luas terutama dari kalangan tokoh agama. Mereka beranggapan bahwa
bagaimanapun juga homoseksual merupakan dosa. Oleh karena itu dalam
memberikan sanksi pidana janganlah dipisah-pisahkan sebagaimana rumusan seperti
saat ini yakni hanya terhadap mereka yang masih di bawah umur, tetapi termasuk
pula mereka yang sama-sama iclah dewasa. Bukil bahwa perbuatan homoseksual

j— [ S | P LIS 121 N . - A PP —— .~
tersebut mendapat tantangan keras, terlihat pula dari beberapa komcntar tokoh

pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang menentang diadakannya
£1) ” M
Ralernas gay dan leshian” vang direncanakan bertempat di Hotel Dana, Solo

(Jawa Tengah). Mereka beranggapan bahwa gay/homoseksual dan leshian it pada
prinsipnya bertentangan dengan norma-norma agama. Reaksi terhadap diadakannya
rakernas tersebut cukup hebat antara lain terdapat tokoh agama yang menyerukan
hukuman “bunuh dan bakar” (ithat iampiran fotocopy berita Harian Solo Pos)

Menurui hemai saya ini merupakan bukil bahwa reakst dun masyarakai iersebui

ecalreiial fatne d;fnnn]ﬂ:nr‘

DWW ILIOTALAL Ehslial) ll\laul\l\m -
Memahami Lacne tercebut di atas ialah aoar nerbuatan vane bersifat amoral dan
Memaharm Kagug fercebut () aiag 1alah aoar nerbualan vange bersiial amoral 4dan

tercela tersebut mendapat saluran resmi schingga terhindar dari pembalasan atan
scrangan akibat rasa kebencian dari masyarakat yang membabi buta, dismilah letak
strategis peranan hukum pidana dengan sanksi pidananya. Fungsi dan peran hukum
pidana dapat bersifat represip dan preventip. Oleh karena nu apabila terdapat

perbuaian yang dianggap menurud kalangan masvarakat tercela dan amoral unink
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Dengan demikian terhadap pelakunya dapat diproses danm dikenakan pidana.

Qadanal-aea flﬂ{\'t“; axantirmenirn tavhad o
Sedan i preventipnya terhadap mereka yang akan

t diceaah untuk melakukan, Digini hukum pidana dengan sanksi

A e ——. 2

pidananya dapat berfungsi melakukan pencegahan atan deferrence .

Perlunva kepentingan seksual tertentu dijadikan sebagai tindak pidana,
disebabkan disamping karena bersifat amoral, dapat berakibat pula mengacaukan
struktur kekeluargaan di masyarakat. Perbuatan seksual yang mempunyai akibat
demikian adalah perbuaian ncesl. Dikeiahui bahwa moesi merupakan hubungan
lakukan oleh mereka (laki-laki dan wanita) yang masih terikat
dalam pertalian atau hubungan darah. Mengenai perlu tidaknya perbuatan semacam
idana dari data primer diperoleh keterangan bahwa
96,25 % menghendaki dijadikan sebagai tindak pidana, dan hanya 3,73 % fidak
mengehendaki incest sebagai tindak pidana. (lihat tabel VIII) Mercka yang tidak
menghendaki incest sebagai tindak pidana tidak mencantumkan alasannya.
Sedangkan mereka yang setuju incest dijadikan sebagai tindak pidana oich karena
perbualan {ersebul bersifal amoral (agama melarang), memalukan dan merusak garis

keturunan. Dari beberapa catatan dalam jawaban responden mengenai seberapa jauh

;.

oo

icest, hal ini diserahkan pada

batasan hubungan anggota keluarga dalam larangan

[

pembentuk undang-undang, Sedangkan dari tokoh agama sebagaimana yang tercatat
dalam kuesioner memberikan saran bahwa larangan tersebut sewajamya sesuai
dengan larangan yang terdapat dalam norma-norma agama.

‘I'erhadap perlindungan dari perbuatan seksual tertentu terhadap anak di bawah
umur terdapat persoalan yang perlu diperhatikan. Meskipun dari data primer yang

memperianyakan periu lidaknya perbuatan scksual yang mengancam kesclamalan




scksual anak di bawah umur hampir 166% responden menghendaki ieiap dijadikan
sebagai tindak pidana. (lihat tabel X}, namun dari wawancara tambahian terhadap
para Hakim, Jaksa dan Polisi diperoleh keterangan bahwa khusus terhadap peruuam-
seksual berupa perkosaan (dengan ancaman kekerasan/kekerasan/intimidasi)
terhadap anak di bawah umur apabila diterapkan pasal 285 KUHP relatip mengalami
hambatan dan kesulitan dalam pembuktian. Hal ini discbabkan misalnya ada anak
yang menjadi korban berumur kurang dari 10 tahun (bahkan usia “bafita™) mereka
ini ferkadang sulit diminfai keterangan (sebagai saksi korban) padahai ia satu-
saiunya saksi, ierkadang saksi korban dihinggapi irauma kelakutan ierbadap ancaman
pelaku yang lebih dewasa. Oleh karena itu aparat penegak hukum lebih bamyak

menerapkan pasal yang lebih mudah pembuktiannya yaitu Pasal 287 (1) KUHP, '

Nampaknva pernyataan tersebut sesuai dengan hasil r
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putusan PN Wonogiri dan PN Surakarta vang berhasil dihunplm. Dari 18 {(delapan
belas) kasus dengan korban anak di bawah umur (< 16 tahun) hanya ada 2 kasus
yang diterapkan Pasal 285 KUHP itupun dengan korban anak yang sudah mendekati
“dewasa” yaitu korban sudah berusia 15 tahun dan 16 tahun. Selebihnya terhadap
anak di bawah umur <14 (ahun pasal yang banyak diierapkan adafah Pasal 287 (1)
KUIP scbanyak 8 kz;lsus. (lihat tabel XXXIV) Ujud serangan dari perbuatan
seksual terhadap anak di bawah umur ini adalah sebagaimana yang terdapat di
dalam KUHP antara lain meliputi percabulan dan perse‘tﬁbuhan baik dengan cara
kekerasan/ancaman kekerasan, intimidasi ataupun dengan cara yang lain seperti
dengan rayuan, membuat' tidak sadarkan diri, menipu, menyalahgunakan jabatan,

kewenangan. Perumusannya tetap mencantumkan korban/sasaran kejahatan terhadap

10 Ny.Sri Iskandar,SH, Lasmini,SH, Kapten (Pol) Anwar Effendi, Wawancara Pribadi, Hakim PN
Suralarts Jaksa Kejakeaon Neger] Surakarta, Kasatserse Polres Sm'alf.ar{r.5 1ol 14 Mei 1909,
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anaknya sendiri, anak tir, anak yang di adopsi, orang &i bawah perwalian,
asuhannya. Mengenai batasan usia anak di bawah umur yang perlu dilindumgi
responden menyarankan batasan <15 tzhun yang di anggap sebagai anak di bawah
wmnur,

Terhadap perbuatan seksual dengan “perkosaan”, hampir semua responden( N
160) 100 % menghendaki perbuatan tersebut tetap sebagai tindak pidana. (Jihat tabel
XIX) Nampaknya tindak pidana perkosaan ini paling populer dan mendapat
dukungan luas dari masyarakat. Terdapat 1.SM yang konsisten memperjuangkan
dan menyaniuni korban perkosaan, pelecchan seksual yaiiu LSM Rifka Annisa dan

i Yogyakarta yang banyak menangani persoalan

(<l
i

berkaitan dengan problema scksual remaja, termasuk kepedulian terhadap bahaya

envebaran HIV/ATDS di Indonesia.  Sedangkan I SM Rifka Annica bergerak dalam
peny L

bidang pelavanan konseling dan litigasi bagi mercka yang menjadi korban perkosaan,

pelecehan seksual. Dalam wawancara dengan staf LBH L.SM Rifka Annisa, lembaga
ini sangat mendukung perlunya beberapa perbuatan seksual tertentu “dilindungi”
dengan sarana hukum pidana scperti pelecehan scksuai, perkosaan terutama terhadap
waila dan anak di bawah umur, kekerasan dan perkosaan ierhadap isinn dan anak-
anak 1!
Perbuatan seksual yang dianggap “kurang serius” namun “cukup mengganggy”

dimana akhir-akhir ini mendapat perhatian adalah perbuvatan pelecehan seksual
Banvaknva kasus-kasus vang muncul di masyarakat mengindikasikan bahwa

persoalan pelecehan seksual mendapatkan perhatian. (baca lampiran fotocopy berita

11 Aurul Laila, SH, Wewancars Pribedi, LSM Rifka Annisa tgl 12 Juli 1999,
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mass media). Terhadap perie tdaknya perbuaian pelecehan seksual ini diangkai
sebagai perbuatan vang dapat dipidama atau tidak dalam arti dijadikan scbagai

A rvemevioe dinaenla .
data pnmer diperoleh keterangan (N

tersendiri. (lihat tabel X X) Dari keterangan jawaban responden vang tidak

menghendaki pelecehan seksual dijadikan sebagai tindak pidana sendiri diperoleh

jawaban bahwa “pelecehan seksuai” sebenarnya sudah fermasuk dalam “perbuatan
19 152

cabul”. Sedangkan mereka yang menghendaki peiccehan seksual dijadikan

ISR P JTS SRS DI S R SO T Loaliaers =
cvagal timdak picana tersenditi memberikan cataian tambahan bahwa per
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batasan pengertian pelecehan seksual itu.  Menurut hemat saya apabila
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pengertian  “pelecehan  seksual” memang memmunvai arti van
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demikian apabila semua perbuatan vang luas tersebut dijadikan sebagai tindak pidana
maka akan tidak proporsional lagi. Dilihat dari kebijakan hukum pidana apabila
dilihat dari kadar berat ringannya perbuatan pelecehan seksual selayaknya
dikaiegorikan sebagai perbuatan tersendirt. Hai demikian disebabkan apabila tetap
dipaksakaﬁ lermasuk scbagai perbuasian cabul yang perlu dipikirkan adalah apakah
saniksi pidananya tidak. terlalu berat untuk suaiu perbuatan yang dianggap tidak
terlaln membahayakan, kecuali perbuatan pelecchan seksual ifu menjurus pada
perbuatan perkosaan. Terlepas dari hal itu bahwa perkembangan dan realitas sosial
menunjukan bahwa pelecehan seksual dapat menjadi ancaman serius terutama
terhadap kebebasan bergc‘rak vang menyangkut pula aspek hak asasi manusia kaum

perempuan.

192 Menurut Ny. St Iskandar, SH, Ade Rina. T,SH, Yamin SH, Wawancara Pribadi, Hakim dan
Jaksa, tgl 14 Mei 1998, Merala berpendapat bahwra pelecehan sebeonal identik dengan perbustan cabual,




Beberapa perbuaian di bidang scksual ilersebul di atas dijadikan sebagai imdak

By PR | 1rm ~ POy e e PR R = —~ P 2
pidaria oleh karena menurut pandﬁlg,au maayai'al\at bersifat amoral namun lebih
lanjut menurut Herbert [ Packer bahwa bersifat amoral saja tidak cukup perbuatan

tersebut harus menimbulkan akibat Ler gian

harm o other to include risk of damage to interest of others” *** Dengan demikian
dilihat dari sudut kebijakan kriminal maka perbuatan bidang seksual yang akan
dijadikan perbuatan yang dapat dipidana selayaknya merupakan perbuatan yang
mengakibatkan adanya kerugian.

Perbuatan seksual iemyaia “dapat”™ menimbuikan akibai berupa kerugian.

i

Kerugian fersebut dapat berupa ‘“‘rusafmya moralitas bangsa”. 11al tersebut apabila

3

dilihat dari sudut kebijakan kriminal {criminal policy) dengan mempergunakar

a a hnkum nidaa alam Lkeranoka nenanamilanca asahat
sarana hukum pidaan dalam kerangka penangaulangan kejahat

dilepaskan dari tujuan vang hendak dicapai yakni kesejahteraan sosial (sosial
welfare). Apabila dikaitkan dengan tindak pidana di bidang seksual (kesusilaan)
sebagai kejahatan yang hendak diberantas, maka perlu menelusuri kehendak negara
(politik hukum) terhadap persoalan ini. Kehendak negara dalam persoaian seksual mi
sudah jt:lzis yailu secara normaii{ negara ikui campur {angan mengurus persoaian
seksual. Campur tangan negara ini salah satumya dituangkan dalam ujud produk
legislatifnya yaitu Undang-Undang No.l tzhun 1974 mengenai Perkawinan.
Keberadaan UTJ No 1 tahun 1974 memberikan landasan bahwa persetubuhan

(termasuk percabulan) hanya sah atau boleh dilakukan antara laki-laki dan wanita

apabila telah mencapai batas umur tertentu dan dilakukan menurut tatacara .

sebagaimana yang diatur dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Tujuan perkawinan adalah membentuk terujudnya keluarga yang bahagia, sejahtera

¥} Herbert I, Packer, op cit, hal 166.




dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang iaha Esa. (lthai pasal 1 dan 2 UU Nol
ahiun 1974) Disind jelas sekali bahwa di Indonesia paham “kebebasan seks” dan atau

[ —— LI :
kumpul kebo” dilarang.  Larangan mana sudah barang tenty berkaitan denga

w3

norma-norma agama dan kesusilaan di dalam masyarakat. Dasar legitimasi yang
lebih jauh tentang tuivan pembentukan keluarga sebagaimana yang terdapat di dalam
U No 1 tahun 1974 bersumber pada GBHN, UUD 1945 dan Pancasila. Di dalam
(GBHN disebutkan adanya pembentukan dan peranan keluarga sebagai dasar
pembangunan generasi bangsa. Keluarga (yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak)
merupakan inii terkecil dari masyarakal dan bangsa. Apabila kondisi keluarga rapuh
dan tidak “schat” maka tidak tertutup kemungkinan bangsa iersebut menjadi bangsa
vang “lemah”. Disinilah letak pentingnya kehiarga yang merupakan sendi

lremns}rafnk:fan dan sendi nemben n ata

Avea s e et Lresiinas  Teeuear

anpunan bangsa. QOleh sebab

AW  wrw s e

E
o

itu dalam GRHN memberikan peran bagi keluarga sebagai wahana pembangunan
generasi muda penerus bangsa yang memiliki budi pekerti vang luhur,
berkepribadian, ber Ketuhanan Yang Maha Esa, menguasai Iptek dsb. Norma yang
bersifat ideal tersebut tidak akan terujud apabila para generasi muda dan atau anak-
anak muda (scbagai salah satu fakior) tidak terlindungi dari ancaman perilaku bidang
seksual yang bersifat merugikan seperti pomografi, percabulan dan persetubuhan
antara anak muda (kebebasan dalam mengadakan hubungan sek kekerasan seksual
atau perkosaan dsb. Dari hal ini nampak jelas arah dan sasaran politik hukum yang
hendak di tegakan melalui salah satu sarananya yaitu dengan hukum pidana.
Perbuatan scksual dilakukan dengan cara “persetubuhan™ atau “percabulan”.
Aktifitas seksual ini apabila tidak ada pengekangan baik melalui norma agama

maupun norma hukum (pidana) maka dikawatirkan akan menimbuikan bahaya dan

kerugian seperii banyaknya anak yang lahir lanpa mengenal siapa orang luanya




110

(karena semua pelaku mengelak untuk berianggung jawab), aborsi banyak difakukan,
bariyak terjadi perceraian dan tindak pidana lain akibat perselingkuhan atau
perzinahan, “kumpul kebo”. (lihat beberapa fotocopy lampiran berita di mass media

Faktor kerungian yang dapat timbul akibat perbuatan sekswal vang tidak
terkendali dan kecenderungan tidak terkontrol baik secara langsung maupun tidak
secara langsung adalah penyebaran HIV/AIDS. Diketahui bahwa kegiatan
seks/persetubuhan (terlebih seks bebas atau mereka yang sering ganti pasangan
seksual) terbukii dapat menjadi salah satu faktor sumber penyebaran HIV/AIDS.
Terhadap resiko penyebaran HIV/AIDS ini Kepala Pusal Pelayanan BIV/ATDS UNS
Solo mengusulkan pria tuna susila yang suka “jajan” ke lokalisasi WTS scharusniya
diancam pidana sedangkan KUHP tidak mengancam pidana terhadap pria tuna susila
tersebut. Padahal pria tersebut menjadi faktor penvebar primer, dalam Lelunarga
vang terkena istri dan anak .'**

Dari data yang ada bahwa faktor resiko penyebaran/penularan HIV/AIDS di
Indonesia (N: 908) dari tahun 1987-1999 sampai bulan Juni 1999 menunjukkan
74,33% disebabkan oleh adanya konfak (seksual) yang bersifat heteroseksual,
sedangkan faktor resiko bagi homo/biseksual relaiif lebih rendah yakm 11,89 %o,
niaraun kedua faktor resiko tersebut menduduki rangking 1 (satu) dan 2. (dua). {fhat
tabel XXII) Perkembangan penyebaran/penularan HIV/AIDS dari tahun ke tahun
mengalami kemajuan vang sanpat pesat mulai tahun 1987  sebesar 0,66% (6
orang) meningkat sampai 22,02 % (200 orang) pada tahun 1998 yang tersebar di
seluruh wilayah Republik Indonesia. (lihat tabel XXI) Terlebih lagi bahwa “korban”

atau penderita HIV/AIDS tersebut adalah mereka yang berada dalam masa produktif

™ dr. Guniur Hermawan, Wawarncara Pribadi, Ketua PusatPelayanan dan Informasi HIV/AIDS
LINS, tal 12 Aguctng 1900,
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vakni berusia sekitar 20-49 tahun. Dari data menunjukkan bahwa penderita
HIV/AIDS yang berusia antara 20-49 mencapai 83,25% dari total 908 orang
penderita HIV/AIDS di seluruh Indonesia. (lihat tabel XXII)

Kerugian akibat dari penularan/serangan HIV/AIDS tersebut nampak jelas
dengan korban yang kebanyakan dari umur produktif perlu diwaspadai mengingat
percepatan perkembangan/penyebaran HIV/AIDS yang cepat tersebut tidak tertutup
kemungkinan pada tahun-tahun yang akan datang lebih besar jumlatnya. Harus di
ingat bahwa penyebarﬁn HIV/AIDS seperti fenomena gunung es, angka-angka yang
nampak tersebut sebenarnya hanya yang terlihat sebagai puncak gunung es. Oleh
karena itu penderita HIV/AIDS yang tidak terdsteksi jumlahnya jauh lebih banyak.
Ruang lingkup derajad keseriusan dari dampak perbuatan seksual ini adalah
disamping merugikan dari aspek sumber daya manusia yang mempunyai peranan
penting dalam Pembangunan. Dalam pertimbangan sub b Keppres No. 36/1994
tentang Komisi Penanggulangan AIDS dikatakan bahwa penyebaran AIDS apabila
tidak segera ditanggulangi akan sangat membahayakan kehidupan seseorang dan
a;tau masyarakat dan bahkan dapat memperngaruhi kelangsungan pengembangan
kualitas sumber daya manusia bﬁk di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan
pertahanan keamanan. Di samping itu hal demikian dapat juga menyebabkan
terkurasnya biaya akibat pengobatan yang mahal dan tersitanya sumber daya rumah
sakit. Hal semacam ini tidak tertufup kemungkinan akan terjadi di Indonesia
sebagaimana yang telah terjadi di negara-negara Afrika seperti dilaporkan WHO
bahwa di Negara-negara Afrika 80 % dari tempat tidur rumah sakit di isi oleh pasien
penderita M]jS, dan menyita hampir 50 % dari anggaran belanja negara. 163
Dengan demikian persoalan penegakkan moralitas seksual tidak terbatas bahwa

dilarangnya perbuatan tertentu dalam bidang seksual dengan sarana hukum pidana

1% Guntur Hermawan, AIDS Kendala Pengembangan Kulitos Sumber Doya Merne iz don
Pembargurar:, UNS Solo, 1995, hal 18,
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tidak semata-mata karena menurnt pandangan masyarakat bersifat amoral saja namun
ternyata perbuatan seksual tersebut dapat menimbulkan kerugian di masyarakat luas.
Berkaitan dengan unsur dapat menimbulkan kerugian deri suatu perbuatan di
bidang seksual tersebut Terdapat pendapat bahwa perbuatan perzinahan dan
beberapa perbuatan seksual tertentu lainnya dikatakan merupakan “crime without
victim® atau “victimless crime” (kejahatan tanpa korban). Hal ini disebabkan
perzinahan pada wmumnya dilakukan den dikehendali bersama-sama secara
sukarela antara pelaku dan korbannya. Menjadi persoalan ialah épakah memang
betul tidak ada “korban™ dalam tindak pidana perzinahan ini 2. Menurut Konggres
PBB ke 7 No Kode A/CONF/121/C.2/1..14 disusul kemudian dengan adanva resolusi
MU-PBB No 40/34 tertanggal 25 Nopember 1985 "““tentang “Declaration of Basic
Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power” (Deklarasi Prinsip-
prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalshgunaan Kekuasaan)
menegaskan apa yang dimaksud dengan korban kejahatan. Korban ialah orang-orang,
baik secara individual maupun kolektif vang menderita kerugian akibat perbuatan
(iidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara termasuk
peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan
pengertian “kerugian” (“harm”) menurut resolusi tersebut, meliputi kerugian fisik
maupun mental (“physical or mental injury”), penderitaan emosional { “emotionai
suffering”), kerugian ekonomi ( “economic loss”), atan perusakan substansial dari
hak-hak asasi mereka { “substansial impairment of their fundamental rights”}
Dengan memperhatikan pengertian korban tersebut di atas, maka nampak bahwa
tindak pidana perzinahan tersebut dapat dikatakan, ““dapat” menimbulkan kerugian

terhadap para “korban’ nya sebagaimana menurut pengertian korban tersebut di atas.

1% parda Nawawi Arief, Perlindungen Korban Dalam Proses Peraddan Pidena, FH UMS, Solo,
1957, hat 2.
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man’s right of property '°

Hal ini sejalan dengan hukum adat yang menyatakan bahwa delik perzinahan
merupakan pelanggaran kehormatan golongan famili serta melanggar kepentingan
hukum seorang sebagai suami.'®® Dapat disimpuikan bahwa tindak pidana ini
apabila tidak diupayakan pencegahanmya (dengan sarana pidana), kemungkinan
akan dapat momimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti pembunuhan,

.gnﬂi }raan 7 or A-:1-s11111/n1-\l
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Dengan demikian perlu kiranya dicermati bahwa tidak setiap .perbua.tan bidang
seksual perlu dijadikan sebagai tindak pidana, namun tidak berarti bahwa perbuatan
bidang seksual mesti dibiarkan tanpa kendali dan liar. Oleh sebab itu pertimbangan —
pertimbangan sebagaimana tersebut di atas memang periu diperhatikan dalam
kerangka kebijakan hukum pidana.

Dari uraian tersebﬁt di atas dapat diidentifikasi perbuatan-perbuatan di

seksual yang hendak dilindungi atau ditegakkan melalui sarana hukum pidana antara

lain :

1. Perbuatan perzinahan tetap dikehendaki sebagai tindak pidana namun perbuatan
perzinahan disini tidak sekedar sebagaimana yang terumuskan dalam pasal 284

KUHP. Disini dikehendaki pengertian perzinahan yang lebih luas. ‘I'ermasuk

7 ganford H Kadish Encylopedia of Crime and Justice, vol 1, the free press, New York, 1983, hal

24.
168 Soepomo, Bab-bab Hukum Adar, loc sit, hel 125
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dalam pengeriian luas perzinahan ini adaiah perbuatan “kumpul kebo™ yatiu laki-
laki dan wanita dewasa yang hidup serumah layaknya suami-isiii {anpa ikatan

pemnikahan dan perbuatan laki-laki dan wanita yang sama-sama masth bujang

Perbuatan laki-laki yang menghamﬂi gadis dengan janji akan menikahi dan tidak
bersedia bertanggung jawab dikc;hendaki menjadi perbuatan yang dapat dipidana.

Perbuatan seksual pada point 1 dan 2 di atas dikehendaki menjadi delik aduan
reiatif. Hai ini didasarkan pada alasan bahwa pada vmumnya perbuatan seksual
ierscbul dianggap olch mercka bukan semata-mata urusan individu/pribadi
masing-masing pihak namun termasuk urusan masyarakat dan negara.

Untuk perbuatan homoseksual dikehendaki tetap merupakan tindak pidana, hany.

perumusannya perlu diperlnas yakni tidak dibatasai terhadap mereka yang telah
dewasa terhadap a_nak di bawah umur akan tetapi siapapun yang melakukan
perbuatan homoseksual tetap dipidana.

Perbuatan seksual dengan cara paksaan atau ancaman kekerasan atau disebut
perkosaan dikehendaki tetap merupakan tindak pidana. Namun periu dipikirkan

forhadap korban perkosazn anak di bawah umur dengan balasan < 15 iahun Hal

ini mengingat kesulitan pemibukiian dalain pencrapan pasal 285 KUIIP dalam

kasus yang terjadi.  Disamping itu seorang suami yang dalam melakukan

persetubuhan melakukan paksaan dan  atau kekei'asan terhadap  istrinya,
dimasukan sebagai tindak pidana perkosaan,

Perbuatan pelecehan seksual dikehendaki sebagai tindak pidana perlu diatur
tersendiri. Meskipun terdapat pendapat bahwa pelecehan seksual identik dengan
perbuatan cabul seperti dalam KUHP ternyata pelecehan scksual tidak selalu

Sdimad..
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7. Jomis perbuatan seksual iethadap anak di bawah umur dajam segaia beniuk dan
G, DU . [, TR P —— o et e by waman e S Al
JEIiSTiya QinSin idaki tetap sebagai perbuatan yang dap ¢ dipidana

Studi perbandingan pengaturan tindak pidana di bidang seksual dari berbagai
negara dilakukan guna mendapatkan gambaran seberapa jauh negara-negara
tersebut mengatur tindak pidana di bidang seksuainya. Kejahatan di bidang seksual

nampaknya merupakan persoalan pula pada beberapa megara icrsebut. Masmg-
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harharai neoara vana menoatne dan melarane perbuatan terfentu Adengan ancaman
berbagai negara yang mengatur £an melarang peroualan Selivins Uotpan mivanmees

sanksi nidana. Hal demikian herarti bahwa perbuatan tertentu tersebut dilarang untuk
dilakukan dan terhadap barangsiapa vang melanggarnya akan dikenakan sanksi
pidana. Demikian pula halnya di Indonesia beberapa perbuatan tertentu merupakan

perbuatan pidana yang terhadap barangsiapa yang melanggamya akan dikenakan

samksi pidana.

families 7} vaitu: the Romano-Germanic Family, the Common Law Family dan the
family of Socialist Law, disamping itu masih terdapat sistem hukum lain seperti

hukum Islam, dan sistem hukum Cina 3% Indonesia termasuk keluarga hukum

19 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana , PT Raja Grafindo Persada, Cet ke 2,
Jakartz 1994, hal 15,




Romano—Germanie, (Civil Law Svsiem). Dalam perbandingan i dikernukakan
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vang dipandang dapat mewakili ketiga kiasifikasi keluarga hukum  tersebur

Perhandinoan ini 1 3

Perbandingan ini terutama lebih difokuskan pada persoalan yang berkaitan dengan
110

permasalahan dalam penulisan tesis yaitu perbuatan dalam bidang seksual
Dengan demikian sebatas pada pemahaman materi/substansi dan pengaturan
beberapa pasal bidang seksual vang diatur dalam KUHY beberapa negara tersebut.
Berturui-turut akan dikemukakan keientuan yang berkaitan dengan kejahatan atau

iindak pidana di bidang seksual dar1 KUHP beberapa negara.

i  KUILIP JEPANG

Sistematika KUHP Jepang terdiri dari 2 buku. Buku I “Ketentuan Umum”™
(General Provision) dan Buku I “Kejahatan” (Crimes). Buku I terdin dari 13 Rab
sedangkan Buku II terdiri dari 40 Bab,

Tindak pidana di bidang seksual diatur dalam Bab XX dengan judul
“Kejahatan Melanggar Kesusilaan, Perkosaan dan Bigami” (Crimes of Indecency,
Rape and Bigamy) terdiri dari 10 pasal. Pasai 174 sampai dengan Pasal 1¥4.

ot 1 1 1 1 Y 1 alt 1.1 . | a* 1 1 1 1 T 1 4= -
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(Indecency through Compulsion) A person who, through violence or intimidation,

oommite o

R

1 indecent act upon a male or female person of not less than 13 years of

w indecent act up mal
age shali be punished with imprisonment at Jorced iabor joriess than six months nor
more than seven years, The same shall apply 1o @ person who commils an indecent

act upon a male or female person under {3 years of age.

M0 Afaruirut Romly Atmasasmita, Perbandingon Hulnm Pidana, Mandar Maju, Bandung 1996, hal
A Lol e A e ommmon Bran et sl do ok Areabo s 5 o palarn s siokane hudlone 9 Berfinesi
10, bahwa perbandingan secaia fungsional dapat Wperoandingsan §S1aifia SI5.8TN kil bl Usiitizs

85 yiminal Statute, Ministry of Justice, Japan.,Tanpa tahum, hal 40-42.
Lihat pula Andi Hamzah, KUHP Jepang {tegjemahan), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal 128-
130,




(Pasai 176 Perbusian iidak senonoh dengan cara paksaan: Sevrang vang dengan
kekerasan atau intimidasi mefakukan suatu perbuatan tidak senonoh terhadap orang
laki-laki atau i pCrinipuan yang berumur tidak n.u;ang, dari 13 t&hiiﬁ, diancari pidana
penjara dengan melakukan pekerjaan selama tidak kurang dari enam bulan dan tidak
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melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap seorang laki-laki atau perempuan
no berumur di bawah 132 tahun )
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Article 177:
{(Rape} A person who, through violence or iniimidaiion, has sexual iniercourse wiih
a female person of not less than 13 years of age commits the crime of' rape and shall

be punished with imprisonment at forced labor for a limited term of not f 255 than o
Vears. The same shall apply to a person who has sexual intercourse with a female
person under 13 years of age.

(Pasal 177 Perkosaan: Scorang yang dengan kekerasan atau intimidasi meiakukan
hubinoan sekenal dencan Se0rang peremplan vang bernmnr tidalk kurang dari 13
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jahun dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana perjara dengan
melakukan pekerjaan vang ditetapkan selama jangka waktu terbatas tidak kurang
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dari dua tahun, Pidana Ydiig 3
melakukan hubungan seksual den
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gan perempuan vang berumur di bawah 13 tahun)
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Article 178 {Constructive
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perbuatan tidak senonoh atau telah melakukan hubungan seksual dengan orang lain

l“-ﬂﬂ ~ara T3 ITD m;-\ ' L ~arinftiinonan I.’ ta ] "I I’!f‘l h-r\".ﬂ.\ L Vs ‘!!‘l‘l?‘ﬁﬁ atart 1‘91‘1!‘!’11'
uv.llguxl WL o Al.l\uu:’.tu.lluu. A kdliesidimiell Karsna AARLGLESAL T e MAMAIGMAL G L S LR

sanggupan unwk melawan arae dengan jalan menyebabkan hilangnya kesadaran
atan I(Phdth'mammqn_ melawan, diancam md'mﬂ vang sama senerti vang ditentukan
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di dalam dua pasal ierdahuiu.)
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Awticle 179: (ditempts) Attempis of tie crime proviaed in ine preceding inree
Article shall be punished.

{Pasal 179 Percobaan: Percobaan melakukan kejahatan yang ditentukan di dalam

tiga pasal terdahuly, diancam pidana)

Article 180 (Complaint) 1. The crimes provi

Article 18Q: {Complaint) 1. The crimes p

be prosecuted om'y on compiai;zt. 2. 1he provrsrons O] the preceamg paragraph
Article are

¢
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commz[ecuamuy oy fwo or more Dersony '\'W’IU dre on :rze seene U_j Hl&’ ceiton.
(Pasal 180 Pengaduan : 1. Kejahatan vang ditentukan di dalam empat pasal

Liaaley nlin Al ¢ linmennin ntae sxnese sy me
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akan diterapkan apabila kejahatan di dalam empat pasal terdahulu dilakukan

bersama-sama oleh dua atau lebih crang yang beraksi ditempat itu.)
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Article 181 : (Death or Injury resulting from Rape) A person who commits a crime
provided in Article 176 to 179 and there by kills or injures another shall be punished
with imprisonment at forced labor for life or for not less than three years.

{Pasal 181 Kematian atan luka vang diakibatkan oleh perkosaan : Seseorang yang telah
melakukan kejahatan di dalam Pasal 176 dan 179 yang membunuh atau melukai orang
fain, diancam pidana penjara seumur hidup atan tidak kurang dari tiga tahun.)

Article 182 : (Inducement to Illicit Intercourse) When a person, for the purpose of gain,
induces « female person not having a promiscuous habit to engage in sexual
intercowrse, imprisonment at forced labor for not more than three years or a fine of not
more than 500 yen shall be imposed.

(Pasal 182 : Pembujukan/penganjuran untuk melakukan hubungan yang dilarang :
Apabila seorang untuk maksud mencari keuntungan, membujuk seorang perempuan
yang tidak mempunyai kebiasaan bercampur di dalam hubungan seksual akan dikenakan
pidana penjara dengan melakukan pekerjaan yang ditetapkan selama tidak lebih dari 3
tahun atau denda yang tidak lebih dari 500 ven.

Catatan pen :

Terhadap pemahaman “pendaf servitude” dan “imprisenment” menuwut Barda
Nawawi Arief, dikatakan bahwa ketentuan jenis pidana pada KUHP Jepang ini murip
dengan KUHP Korea. Batas lama pidana kedua jenis pidana tersebut {(Penal servitude
dan Imprisonment) terdiri dari pidana seumur hidup atau pidana dalam waktu tertentu
dapat mencapai 20 tabun (di Jepang) dan 25 tahun (di Korea). Meskipun demikian
terdapat perbedasn antara kedua jenis pidana tersebut yaitu pada ‘peral servitude”
merupakan pidana perampasan kemerdekaan dengan kewajiban melakukan pekerjaan
tertentu dengan maksimum 15 tshun, sedangkan “imprisomment” merupakan pidana
perampasan kemerdekaan tanpa kewajiban melakukan pekerjaan tertentu dengan
maksimum 15 tahun. ¥

Dari pemaparan ketentuan pasal tindak pidana di bidang seksual tersebut di atas
dapat diidentifikasi perbuatan yang dilarang menurut ketentuan KUHP Jepang tersebut
antara lain :

1. Melakukan perbuatan tidak senonoh di muka umum dengan ancaman pidana

penjara dan melakukan pekerjaan yang ditetapkan maksimum 4 bulan atau

denda 6 yen atau denda penahanan atau denda ringan.

14 narda Nawawi Arief, Kebijakan Legistatif . . ., op cit, hal 137.




b

A

3.

o

MMelakukan perbuasian iidak senonoh dengan paksaan, kekerasan aiau

dmdarem t A danh o dnie s e 1Tl Tobel admen tacsrccememcmmrm mrmem e L e Ten e o
LTaast WCINadap SC0rang axi-tani didi perein 1 Ydnig olruinir 1ang
dari 13 tahun, dengan ancaman pidana penjara dan melakukan pekerican

Melakukan perks crhad

saan. dengan cara kekerasan atau intimidasi terhadap
seorang perempuan vang berumur kurang dari 13 tahun dengan ancaman
penjara penjara dan melakukan pekerfaan vang ditetapkan  terbatas
minimum 2 tahun, pidana yang sama akan dijarubkan terhadap sescorang

yang mneizkukan hubungsn seksual dengan anak perempuan yang berumur

ketidak sanggupannya untuk melawan, diancam pidana penjara dan
melakukan pekerjaan yang ditetapkan sama dengan kedua pasal terdahulu.
Tindak pidana atau kejahatan perkosaan, perbuatan tidak senonoh tsb di atas

hanya dapai dilakukan berdasarkan pengaduan.

e “w - : e iA : Han
dengan maksud mencari Kkeumtungan, diancam pidana penjara dan
" . . .
melakukan pekerjaan vang  ditetapkap  maksimum 3 fashun atau denda

b. KUHP KORFA

KUHP Korea dalam mengatur tindak pidana di bidang seksual dipisahkan

dalam dua bab vaim Perzinahan (4duirery) dalam Bab XXII dengan judul “Crimes

-

Against Morals” (Kejahatan Terhadap Moral/RKesusilaan) dan Perkosuan (Rape)
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diatur dalam Bab XXX tentang “Crimes Concerning Chastity"(Kejahatan Yang
Berkaitan Dengan Kehormatan/Kesucian). Tindak pidana dalam bidang seksual
tersebut terdapat pada Pasal 241 sampai dengan Pasal 245 dan Pasal 297 sampai
dengan Pasal 304.

Article 241 : Adultery :

Section(l} Amarried person who commits adultery shall be punished by penal
servitude for not more than two years. The same shall apply to the other participant.
Section (2).The crime in the preceding Section shall be prosecuted only upon the
complaint of the spouse. [f the spouse condones or pardons the adulterv, complaint
can no longer be made.

(Pasal 241 Perzinahan. Section 1 : Orang yang telah menikah yang melakukan
perzinahan akan dipidana penjara dan melakukan pekerjaan yang ditetapkan paling
lama 2 tahun, hal sama akan dikenakan pada peserta yang lain. Section 2 :Kgjahatan
dimaksud pada section terdahulu akan dituntut hanya atas dasar pengaduan suami
atau istri, jika svami atau istri memaafkan perzinahan itu, pengaduan tidak dapat
dilakukan lagi )

Article 242 : Pandering.

A person who, for the purpose of gain, induces a minor female or a female not
habitually immoral, to engage in sexual intercourse, shall be punished by penal
servitude for not more than three years or fined not more than fifteen thousand hwan.
(Pasal 242 Pembujukan: Sescorang yang dengan maksud memperoleh sesuatu
membujuk seseorang wanita dibawah umur atau scorang wanita yang biasanya
tergolong baik-baik untuk melakukan hubungan seksual akan dipidana penjara dan
melakukan pekerjaan yang ditetapkan selama-lamanya 3 tahun atau denda setinggi-
tingginya 15000 hwan)

Article 245 : Public Indecency

A person who publicly commits an indecent act shall be punished by penal servitude
for not more than one year, a fine af not more than ten thousand hwan detention or a
minor fine.

(Seorang yang melakukan perbuatan tidak senonoh dimuka umum akan dipidana
penjara dan melakukan pekerjaan yang ditetapkan selama-lamanya 1 tahun atau
denda sctinggi-tingginya 10.000 hwan, penahanan atau suatu denda ringan)

Article 297 : Rape

A person who, by means of violence or intimidation, perpetrates an act of sexual
intercourse with a female shall be punished by limited penal servitude for not less
than three years. ‘

Y8 The Korean Criminal Code, Gerhard OW Muller, Sweet & Max well Limited, London,hat 105-
108.
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(Pasal 297 Perkosaan: Seorang yang dengan cara kekorasan atau intimidasi
m!?kukmMperkoumwhadap_semgwaniuakmdipidma dengan pidana
penjara dan melakukan pekerjaan yang ditetapkan tidak kurang 3 tahun).

Article 298:  Indecent Act by Compulsion :

A person who, by means of violence or intimidation, commits an indecent act on
another shall be punished by penal servitude for not more than ten years or fined not
more than twenty-five thousand hwan. . - ’

(Pasal 298 Perbualan lak scnonoh dengan puksaan:  Scorang yang dengan cara
kekerasan atan intimidasi melalukan perbuatan tak senonoh terhadap orang lain akan
dipidana penjara dan melakukan pekerjaan yang ditetapkan paling lama 10 tahun aau
i i : ]- " Ic ] 25‘000 ! . ) N . - . . .

Atticle  299:  Constructive Rape: constructive Indecent Act by Means of
Compulsion: . ' - '

A person who, by taking advantage of the victim’s condition of unconsciousness or
inability to resist, perpetrates an act of sexual intercourse with a female or commits
an indecent act un another shall be punished in accordance with the precceding two
(Pasal 299 Perkosaan dan Porbuatan tak scnonoh dengan cara paksaan: scorang
ymg&ngancmmgmmbﬂkmdeaiXWMmymgwdmghk
sadarkan diri stau tak berdaya uatuk menolak melakukan suatu tindakan perkosaan
dengan scorang wanita atau melakukan suatu tindakan tak senonch terhadap orang
lain akan dipidana sesuai dengan 2 artikel yang terdahulu)

Article 301: Death ar Injury Resulting from Rape '

A person who commits any of the crimes of article 297 through the preceding article,
thereby causing the death or injury another shall be punished by penal servitude for
life not less than five years. 7 ' ) . '

(Pasal 301 Kematian atau luka-luka scbagai akibat perkosaan : Barangsiapa yg
melakukan tindak pidana tsb artikel 297 scbagaimana terscbut di muka dan yang
menycbabkan kematian atau luka-luka pada scscorang (korban) akan di pidana
penjara  dan melakukan pekerjaan yang ditetapkan sclama  seumur hidup atau
mintimum 5 tahva ). x

Artikel 302 : Sexual Intercourse with a Minor .etc ’

A _person who, by fraudulent means or by the threat of force perpetrates an act af
sexual intrcourse of commits an indecent act on a minor or feable-minded persans,
shall be punished by penal servitude for not more than five years. _
(Pasal 302 Hubungan scksual dengan anak-anak di bawah vmur : barangsiapa
dengan cara kekerasan alau dengan menggunaksn ancaman pemaksaan melakukan
tubungan acksual atau melakukan tindakan yang tidak senonoh dengan anak di
bawah umur atau orang yang kurang waras akan dipidana penjara dan melakukan
pekerjaan yang ditctapkan paling lama 5 tahun)

Artick. 303 : Sexual Intercourse by Abuse Authorz'&Based on Occiipation, etc :
Section (1) A person who, by fraudulent means or by the threat of force, pertrates
an act of sexual intercousers with a female who is. under his protection or
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supervision by reason of his business, employment or other relationship, shall be
punished by penal servitude for not more than five years or fined not more than
twenty five thousand hwan.

Section(2) Where a person supervising a female placed in his custody by law
perpetrates an act of sexual intercourse with her, he shall be punished by penal
servitude for not more than seven years.

(Pasal 303 Hubungan seksual dengan penyalahgunaan kekuasaan, mendasarkan
pada pekerjaan dsb : section (1) barangsiapa dengan cara yang curang atau dengan
ancaman kekerasan melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang
berada dalam perlindungannya atan pengawasannya dengan alasan bisnis, pekerjaan
atau hubungan lain akan di pidana penjara dengan melakukan pekerjaan yang
ditetapkan paling lama 5 tahun atau denda maksimum 25.000 hwan. Section (2)
Bilamana seseorang yang mengawasi seorang wanita yang menurut hukum dalam
penjagaannya kemudian melakukan hubungan secksual dengannya ia akan di pidana
penjara dan melakukan pekerjaan yang ditetapkan paling lama 7 tahun)

Article 304 :  Sexual Intercourse Under Pretext of Marriage :

A person who, under the pretext of marriage or by other fraudulent means, induces a
female not habitually immoral to engage in sexual infercourse with him shall be
punished by penal sevitude for not more than two years or fined not more than
twenty-five thousand hwan. )

(Pasal 304 Hubungan Sexua! dengan dalih perkawinan : barangsiapa dengan dalih
perkawinan atau dalih lainnnya yang curang, merayu scorang wanita baik-baik untuk
melakukan hubungan seksual dengannya di pidana penjara dan melakukan pekerjaan
yang ditetapkan paling lama 2 tahun atau denda maksimum 25,000 hwan )

Article 305 : Sexual Intercourse or an Indecent Act with a Minor: A person who

perpetrates an act of sexual intercorse with a female under 13 years of age or
commits an indecent act on such a person shall be punished in accordance with
Article 297,298,301,

(Pasal 305 Hubungan seksual atau tindakan tak senonoh terhadap anak di bawah
umur ; Barangsiapa melakukan hubungan scksual dengan wanita di bawah umur 13
tahun atau melakukan tindakan tidak senonoh terhadap orang semacam itu akan di
pidana sesuai pasai 297,298 atau 301)

Article 306 : Complain: The crimes of Article 297 through 300 and article 302
through the procceding article shall be prosecuted only upon complain.
(Pasal 306 Pengaduan : Kejahatan-kejahatan tsb pada pasal 297 sampai pasal 300
dan 302 sampai pada pasal scbelumnya akan dituntut hanya atas dasar pengaduan .)
(Catatan pen: mengenai pengertian jenis pidana pada KUHP Korea ini lihat
catatan penulis pada KUHP Jepang pada uraian di muka).

Tindak pidana dalam bidang seksual pada KUHP Korea tersebut dapat
diidentifikasikan antara lain :
1. Seorang yang telah menikah melakukan perzinahandiancam pidana

penjara dan melakukan pekerjaan yang ditetapkan paling lama 2 tahun.
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chancam  pidana penjara dan metokukan peheriaan veng ditephan
selama 3 tahun atau denda 13,000 hwan .
Perkosaan dengan cara kekerasan sfau intimidast terhadup seorang wanita,

diancam pidani pengars don melabuhan pelemoon vang diteiaphan
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Melakukon perkossan  dan porbuatan tidek senonoh terhadap scorang
waglta dalam keadasn tidar sadarRan dui ataw tak Derdayva untuk
menolak, diancam pidana penjara dan melakukan pekerjaan vang

diictuphan sesual dengan dua pasal isb di atas.
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Mclalmkan hubuecar cekenal dengan cara kekerasan atau dengan
menggunakan ancaman paksaan terhadap anak di bawah umur atau orang
vang kurang waras, diancam pidana penfara dan melakukan pekerjaan

vang ditetapkan maksimum 3 tahun.
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5. Meiukukan hubungan seksual dengan cars curang  atsu ancaman

mengawasi hubnngan tsh adalah wanita dan melakukan hubimoan seksua

jramt

dengan vang diawasi (pria) diancam pidana penjara dan melakukan
pekerjaan yvang ditetapkan maksimum 7 tahun.
9. Dengan dalih perkawinan atau kecurangan lainnva merayu wanita baik-

1t 1 a1 . -
balk uniuk melskukan hubungan seksual dengannyas, diancam pidana

o
>

. Melakukan hobungan seksual ata
=

di bawah umur (13 tahun

), diancam pidana penjara da
pekerjaan vang ditetapkan sesuai dengan Pasal 297, 298 dan 301,
11. Penuntutan terhadap (Pasal 297 sampai dengan Pasal 300 dan Pasal 302

sampal pada pasal sebelumnya) dilakukan dengan pengaduan.

TTIIID Awyatein tarlyaot moanindl ? haoinn Bacian T 0000 o fTindals Didann
AWt AL R L AUOLl Itd Lwih Uid lllvllJuul L Uuslull Uué}.l-ll.l. L SR K‘V \ A LEENELLILY 1 AL ALL
. 1Y F ! 1 - 1 T T
Rerat)y Raaian [T “Grogs and Petty Misdemeanors” (Tindak Pidana Ringan Yang
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1 Kecil), BRab van
Bab XIV Bagian I Terdiri dari 9 pasal, mulai Pasal 125 sampat dcngﬁn Pasal 133
dengan judul “Rape, Debaunchmnet, And Other Cases Involving Serious Lewdness”
{Perkosaan, Perbuatan Cabui Dan Kasus-kasus Lain Berkaitan Dengan Kecabuian

i

Berai). Perdnahan diaiur tersendind pada Bab X1 dengan judul “Concerning Gross




And Peity Misdemeanors Againis Pubdlic Morals” (Tindak Piduna Ringan Yung

Section 125: (Rape) He who by dangerous threats. actually exerased violence or by
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while in this condition for extramarital intercourse commits the Jelony of rape.

{Dnagal 17235 Parlrngaan: ¢a A Iarag Aa n ™o ) o has .
\PeSel w80 TOIXOSAART seorang yang dengan ancaman v ang berbahaya benar-benar

melakukan kekerasan atau dengan tipu daya membujuk terjadinya pembiusan,
membuat seorang wanita tidak dapat menentangnya dan memanfaatkan kecempatan
selagl ia dafam kondisi ini uniuk meiakukan perselubuhan di Juar nikah melakukan
delik herat perkosaan).

Section {26 (Punishment} The penalty for rape is severe impriscmient of betwee
Jive and ten years.[f the violence resulted in a sers
tc her health or even her ife, then the penalty shall &
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ten to twenty years. If the felony caused t

severe impri

(Pasal 126 Pidana: Pidana unmuk perkosaan adaiah pidana penjara berat dari iima
sampai sepuluh tahun, Jika kekerasan tersebhut sangat merugikan korban dari segi

copmant thr life
ment for iifa,

v g

Keschatan atau balikan jiwanya maka pidana diperberat dari sepuiuli Safupat diza
puluh tahun, Jika tindak pidana berat itu menyebabkan kematian korban maka

pidana vane akan diiatihloan dalals mlida.. . Crilata Borat anrissae bl
puiana yang a<ain ajjatubkan ialak pihana ponjaia borat scumus HIGUD

Section 127 : Extramarital intercourse had with a female who without Jauit on the
part of the actor, is in o condition of defenselessness or unconsciousness, or who has
77

ol vel reached the age of fourieen vears, snall likewise be regarded as rape and
shall be punished in accordance with Section 126,

{Pasal 127 Persctubulian di luar nikah dengan Seotang wanita vang tanpa kesalahan
dipihak pelaku, dalam keadaan tidak dapat membela diri atau tidak sadar atau vang
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dipidana sesuai dengan pasal 126).

Section 128  (Debauchment) He who, for the gratification of his

swrinr LY

sexuaily abuses a boy or girl under jourteen years or a person in a condition of
defenselessness or UNCONSCIoUsSHess in o manner other than as designated in Section

(27, commiis, if this action does not consiitule ine jeiony designaied in Seciion 12 g
(b). the felony of debauchment and shall be punished by severe imprisonment of from
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¢ consequences mentioned in Section 126 results  UP O Pwenty vears.

and if one of th

1

The Austrign Penai det {1852 and 1945 as amended to 1963}, Fred B Rothman & CO, Sweet &
Maxwell Limited, London, 1966_ hal 63-64 dan 162,

Lihatpula Andi Hamzah, KUHP dustria (teriemahan), Ghalia Indoensia, 1987, hal 95-9p,220-
230,




(Pasai 128 Perbuaian Cabul: seseorang yang uniuk pemuasan keinginan-keinginan
Jasmaninya secara seksual menyalahgunakan anak lelaki atau perempuan di bawah

UInir cmpat belas tahun atau 3C5COTang daiam keadaan tidak d aapat membela diri atau
tidak sadar dengan cara selain dari v ang tercantum dalam pasal 127, jika perbuatan
itu bukan merupakan tindak p;""nu berat yang tercantum dalam pasal 129 (b},

melakukan tindak pidana berat perbuatan cabui dan akan dipidana dengan pidana
rgn‘}'qu berat dari cam Sampm lima fqhnn_, iila fpr.rl':rnaf unsur-unsur yang sangat

memDeratKan sampal sepulun tanun, dan _]U.(a Ieljaﬂl salan satu akibat vano fersebui
dalam pasal 126 pidana vang akan dijatuhkan sampai dua pubnh tahun),
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{Kecabulan Sebagai Suatu lindak Pidana Berat)
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Section 129 . The Jollowing kinds of lewed acts are punished as felonies:
1. Lewd acts against nature, that is
a. with arimals:

129: Jems—iems perbuatan cabul di bawah ini dipidana sebagai tindak
at, I

Perbuatan cabul terhadan alam },_:_z_ahl :

4wl PwaslRielps Awwn w

a. dengan binatang-binaiang;
b, dengan orang-orang yang herienis kelamin yang sama)

N 0TAng nis kelamin
OQCHU?’ JJU {r‘um.snmenf/ 1 ."l'e penauv L) severe zmprz.samm:’m Qj from e lOJIVe
vears. If. however, in the case of sub. b). one of the means mentioned in Secz‘zan ] 25
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consequences of Section 126, results, then the penalty there in designated shall

/‘lﬂ"\!“l

ke of i
(Pasal 130 : Pidananva ialah pidana penjara berat dari 1 tahun sampa' 5 rahun.
TBL’.’.?! filka dalam kawne suh b), =alah gatu carana }mno tergehnt

LI

UIEU.I'IJI\JH maka pid:—ma vang akan dyjaiuhkan iaiah dari 5 sampal 10 iahun, jika
g tersebut dalam Pasal 126, maka akan berlaku pidana

- :... S TR [T, DN, D, ‘t-’ ﬁﬁﬁﬁﬁ
yang citetapxan daiamn pasal tersebut).
Frnmned
Py IvI-TLE ]
i1, (Perbuatan Sumbang)

Section 131: II. Incest, which is consummated between relatives in the ascending or
(Je,gcgnding lines, the ra/armnvhm deriving either from legitimate or flfpmr.rnmrp

birin. The penaliy is imprisonment of from six monéhs v one years.
(Pasal 131 : Perbuatan Sumbang (Incest) vang dilakukan antara kerabat dalam garis

P I wl lanile Jnad Lralalya. v
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sah. Pidana ialah pidana penjara dau enam bulan sampai satu tahun).
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Solicitation of Lewd Acts.
L (Penganjuran Melakukan Perbuatan-perbuatan Cabul).

Section 132. HI. Solicitation, whereby someone leads a person who is entrusted to
his supervision, education or instruction to commit or tolerate a lewd act.

(Pasal 132 : Penganjuran melakukan perbuatan-perbuatan cabul, apabila sescorang
dengan jalan menuntun scorang yang berada dalam pengawasan, pendidikan atau
pengajarannya melakukan atan mentolerir snatu perbuatan cabul). r

Section 133: (Puni.vli,:mem;l. The punishment is severe imprisonment of from one to
five years. (Pidananya adalah pidana penjara berat dari satu sampai lima tahun).

Section 502 : A married person who commits adultery, as well as an unmarried
person with whom adultery is committed, becomes guilty of petty misdemeanor and
shall be punished by arrest of from one to six months. However, the punishment of
the woman shall be more severe if by the commission of the aduliery doubts can be
raised in regard to the legitimacy of a subsequent birth. .

(Pasal 502 : Scorang telah menikah yang melakukan perzinahan demikian juga
seorang belum menikah yang dengannya perzinahan dilakukan dianggap bersalah
mclalkukan - suatn dolik ringan ~yang kecil dan akan dipidana dengan pidana
kurungan dari satu sampai enam bulan. I'ctapi bagi wanita lebih berat jika dengan
dilakukannya perzinahan dapat menimbulkan kerugian mengenai legitimasi suatu
kelahiran kemudian).

Section” ‘503 : The. adultery may never (part of sentence obsolete) be investigated
and punishad upon the action the prosecutor, but only upon the request of the
offended party. Even he is no move entitled to make this request if he expressly
forgave the affense which became known to him or if he did not complain within six
waeks from the time that ths adultery becamz kniown to him. The punishment already
impased terminates as soon as the offended party declares his desire to live again
with the guilty party. However, such dec. jon does not mulify the pumishment
already imposed upon a co-respondent. L : :
(Pasal 503 Perzinahan mungkin tidak (bagian dari kalimat tidak dipakai) dituntut
dan dipidana atas tuntutan penuntut umum, melainkan hanya atas permintaan pihak
yang dirugikan. Walaupun seorang tidak berhak lagi mengajukan permohonan jika ia
dongan togas momaafkan porbuatan yang dikctahuinya atau jika ia tidak mengajukan

dalam wakin enam minggu scjak perzinahan diketahuinya. Pidana yang
telah dijatuhkan berakhir setelah pihak yang dirugikan menyatakan keinginannya
untuk hidup bersama lagi dengan pihak yang bersalsh. Tetapi pernyataan tsb tidak
menghapuskan pidana yang dijatuhkan atas seorang yang dituduh berzina dengan
suammi alau istri seorang peserla pelaku, t

" Berdasarkan pemaparan bebcrapa pasal bidang scksual pada KUHP Austria

terscbut maka jenis tindak pidana terscbut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
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Tindak pidma beral porkesaan apabila scorang dengan ancaman yang
berbahaya, dengan kekerasan atau tipudaya, membujuk, pembiusan
schingga wanita tidak dapat menentang untuk melakukan persetubuhan di
hartﬁkahterhadappab!mmmdzmcampdmpenjmbemtdms
sampai dengan 10 tahvn, jika sampai merugikan keschatan atau jiwa korban,
maka pidananya dapat lebih dari 10 tahun, jika korban mati pidananya
qupalidampenjmbemtsmm'hidup.
PﬁMMmﬁmﬂ&@ak«aﬁhm si wanita, dengan wanita dalam
keadaan tanpa kesadaran, lidak dapal membela diri, wanita yang belum
berumur 14 tabun dianggap sebagai perkosaan.

Perbuatan cabul dengan cara penyalahgunakkan secara scksual anak laki-
laki atan anak perempuan di bawah vmur 14 tahun atan dalam keadaan tidak
sadar atau tidak dapat membela diri, atau tidak sadar dengan cara scperti
pada pasal 127 dan bukan tindak pidana berat seperti pasal 129, diancam
pidana penjara berat dati 1 sampai dengan 5 takmn, jika disertai potberatan
samapi 10 tahu, jika terjadi akibat seperti pasal 126 dipidana penjara berat

sampai dengan 20 (ahun,

. Perbuatan cabul (berat) dengan binatang dengan orang yang berjenis

kelamin sama dipidana dengan pidana berat dari 1 sampai dengan 5 tahun.
Perbuatan sumbang (incest) antara kerabat dalam garis keatas ataun ke
bawah, baik dalam hubungan dari kelahiran yang sah atau tidak sah,
diancam pidana-berat dari 6 bulan sampai dengan satu tahun.

Melakukan perbuatan cabul, terhadap orang-orang yang di bawah
pengawasannya, pendidikan atau pengajarannya atau mentolenir perbuatan

cabul, dizncam pidana beral dari 1 sampai dengan 5 {ahun
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d. KUHP YOGOSLAVIA

KUHP Yugoslavia mengatur tindak pidana di bidang seksual dalam Bab XVI
dengan judul “Criminal Offences Against The Dignity Qf The Persorn And Morals”
{Kejahatan Terhadap Moral Maupun Kehormatan Seseorang). Tindak pidana “Incest®
(Pasal 198) dan “Kumpul Kebo” (Pasal 193) diatur pada Bab XVII tentang “Kejahatan
Terhadap Perkawinan Dan Keluarga” (“Criminal Offences Against Marriage And The
Family”) Tindak pidana di bidang seksual meliputi Pasal 179 sampai dengan Pasal 186,
Pasal 193 dan Pasal 198. '™
Article 179 : Rape :

(1) Whoever, with the use of force or the threat of direct assault upon the life ar body,
compells to carnal imowledge a female person with whom he is not living in matrimonial
union, shall be punished with severe imprisonment of up to ten years.

(2} If grave bodily harm or death was caused to the female person due to the offence
Jrom Paragraph [ of this article, the offender shall be purished with severe
imprisonment of not less than three years.

(Pasal 179 Perkosaan : (1) Siapapun dengan kekerasan atau ancaman serangan langsung
terhadap jiwa atau badan memaksanakn kehendak terhadap wanita, orang yang dengan
siapa (pria) ia tidak hidup dalam ikatan perkawinan, akan dipidena dengan pidana
penjara berat maksimum 10 tahun. (2) Jika kerugian badan sampai parah atan kematian
yang disebabkannya itu terjadi pada wanita yang disebabkan oleh serangan terssbut pada
paragraf 1, pelaku akan dipidana dengan pidana penjara berat minimal 2 tahnun.)

Article 180 : Carnal Knowledge With « Helpless Person :

1} Whoever has carnal Imowledge with a female person with he is not living in
matrimonial urnion by taking advantage of the mental disease, temporary mental
derangment, infinnity or other state of that person due to which she is incapable for
resistance shall be punished with imprisonment of up not less thar three months or
with severe imprisonment of up to five years.

(2} If grave bodily harm or death was caused to the female person due to the offence
Jjrom paragraph 1 of this article, the offender shali be punished with severe
imprisonment.

(Pasal 180 Persetubuhan Dengan Orang yang Tidak Berdaya : (1) Siapapun vyang

melakukan persetubuhan dengan wanita yang dengan siapa ia tidak dalam ikatan

perkawinan dengan cara memanfaatkan kondisi sakit jiwa, penyakit kejiwaan yang
bersifat temporer, atau keadaan lain dengan orang tersebut disebabkan ketidak mampuan
untuk melakukan penolakan, akan dipidana dengan pidana penjara minimal 3 bulan atau
pidana penjara berat maksimum 5 tahan. (2) Jika wanita tersebut menderita kerugian

Y2 corimingl Code of Yigosiavie, Servis Saveza Udruzenja Pravinka Jugoslavia, Beograd, Prolitertskih,
Brigade, 1574, hal 6463,
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badan yang parah aiay kematian scbagai akibat duri tindak pidana dari paragral 1
artikel ini , si pelakn akan dipidana dengan pidana penjara berat).

Article 181: Carnal Knowlegde and Unmnatural Carnal Copulation With a Minor :

(1) Whoever has carnal kowledge or unnatural carnal copulation with a minor
who has not attained the age of fourteen vears, shall be punished with
imprisonesent gf not less than six months or with severe imprisonment of up to
Jive years. ‘

(2) Whoever commits the offence from paragrap 1 of this article against a helpless
minor who has nol allgined the age of fourteen years, or with the use of force or
with the threat of direct assault upon the life and body, shall be pumished with
severe imprisonment of not less than three years.

(3) If grave bodyly harm or death was caused to the minor due to the offence

paragrap. 1 and 2 of this article, the gffender shall be punished with severe - -

imprisonment of not less than five years.
(Pasal 181 Persetubuhan Dan Hubungan Persetubuhan yang tidak lumrah dengan
anak i bawah umur: (1) siapapun yg melakukan perseiububan atau persclubuhan
yang tidak tumrah dengan anak di bawah uwmur yang befum mencapai usia 14 tahumn,
akan dipidana penjara minimal 6 bulan atau pidana penjara berat maksimum 5
tahon. (2) siapa saja yang melakakan tindak pidana tsb pada paragrap 1 dari artikel
ini terhadap anak di bawah umur yang tidak berdaya yang belum mencapai usia 14
tahaun atan dengan mempergunakan ancaman kekerasan secara langsung terhadap
jiwa dan badan akan dipidana dengan pidana penjara berat minimal 3 tahun, (3) jika
anak tsb menderita kerugian badan yang parah atau kematian sebagai akibat tindak
pidana isb pada paragrap 1 dan 2 dar pasal ini, si pelaku akan dipidana dengan
pidana penjara berat paling rendah S tahun )

Article  182: Carnal Knowledge And Unnatural Carnal Copulation Through

Misuse of Pogition :

(1} Whoever through misuse of his position induces to carnal knowledge a female
person finding herself iun the relationship of some subordination or
dependence toward him,shall be punished with imprisonment of not less than
three months.

(2) The teacher, educator, guardian, adopter, step-father or other person who by
misusing his status has carnal knowledge or unnatural carnal copulation with
a minor aged over fourtcen years who was entrusted to him for teaching,
education custody or care, shall be punished with improsment of not less than
six months or with severe impronment of up to five years..

(3) If the offence from paragraph 2 of this article was committed against a minor
who has not attained the age of faourteen years, the offender shall be punished
wilh severe imprisonment of up (o eight years.

(Pasal:- 182 - Pemsetubuhan dan persetubuhan yang tidak lumrah dengan cara

mcnyalah gunakan jabatan (1) Siapapun yang mcanyalahgumakan jabatannya

(posisinya) merayu untuk melakukan persctububan dengan seorang wanita yang

mana wanita iy dalam posisi yang kebih rendah atau bergantung padanya, akan

"dipidana dengan pidana penjara minimal 3 bulan. (2) Gury, pendidik, penjaga,

pengadopsi ayah firi atau orang lain yang menyalahgmmakan posisinya melakukan
persciubuhan aluvw menjalankan persclubuhan yang ldak wajar dengan amak di
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bawah umur di alas vsia 14 zhun yang dipercayakan kcpddanya uniuk mendapatkan
pmgagaran, pendidikan atau penjagaan atau perawatan, akan dipidana dengan pidana
penjara minimal 6 bulan atau pidana penjara berat paling lama 5 tahun. (3) Jika si
pelakutsbpadapmgmp2danpasalmdﬂakukmtcmadapamkd1bawahumm'
yang belum mencapai usia 14 tabun, si pelaku akan dipidlana penjora berat paling
lama 8 tahun.)

Article 185 : Seduction :

{1} Whoever induces to carnal knowledge a female minor who has not attained the
age of fourleen years with fulse promises of matrimony,shall be punished with
imprisonment of not less than three months.

(2) Prosecution shall be instituted upon private suit.

(Pasal 185 Pembujukan : (1) siapapun yang meraye untuk melakukan

persetubuhan pada scorang wanita di bawah umur yang belum mencapai usia 14

tahun dengan memberi janji-Janji palsu vntuk menikahinya, akan dipidana dengan

pidana penjara minimal 3 bulan, (2) penuntutan akan diadakan atas pengaduan).

Article 186 : Unnatural Carnal Copulation :

(1) Whoever compells another to unnatural carnal copulation with the use of force
or the threat of direct assault upon the life or body, shall be punished with
severe imprisonment of up to ter: years.

(2) For unnatural carnal copulation between male persons the offenders shall be
punished with imprisomment of up fo one years.

(Pasal 186 Hubungan persetubuhan yang tidak alami). (1) Siapapaun yang
memaksa pithak lain untuk bersetubuh dengan mengpunakan ancaman kekerasan
vang secara langsung terhadap jiwa dan vadan, akan dipidana denga pidana penjara
berat maksimum 10 tahun. (2) Untuk kasus hubungan persetubuhan tidak
wajarftidak alami antara orang laki-laki (homoscx), si polaku dipidana ponjara
maksimal 1 tahun )

Article ;93 : NonMatrimonial cohabitation With a Minor :

(1) A person of full age living in non matrimonial union with a minor who has
atiained the age of fourteen years,shall be punished with imprisonment of not
less tham three months.

(2)  The same purnishment shall be inflicted on the par eﬂf or guardian who
permitted a minor over fourteen years old to live in non matrimonial union
with another person, or who induced him to do so,

(3} If the offence from paragraph 2 of this article was committed for personal
gain, the offersar shall be punished with severe imprisorment of up five years

(4)  If marriage is contracted, prosecution shall not be instituted and if has been
institited, it shall be discontinud,

(Pasal 195 Hidup bersama sebagai suami istri dengan anak di bawah umaur tanpa

ikatan perkawinan (1) - Orang dewasa yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan

dengan anak di bawah umur yang bclum mencapai usia 14 talun akan dipidana
penjara minimai 3 bulan. (2)  Pidana yang sama akan dikenakan pada orang tua
atau penjaga ( pengasuh ) yang mengiujinkan seorang anak di bawah umur di atas
usia 14 iahun uniuk hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dengan orang lain atau
orang yang membujuknya unmk melakukan hal itu. (3) Jika kejahatan pada
paragrap 2 pasal ini dilakukan uniuk mendapaikan keuniungan pribadi, sipelaku akan
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dikenakan pidana penjara berai paling lama 5 tahun. (4) Jika perkawinan
dilaksanakan, maka penuntutan tidak diadakan, sedangkan jika penuntutan telah
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Whoever has carnal knowledge with a relative by blood in direct lineage or with the
brother andfor sister, shall be punished with imprisonment.

P eissid

(Pasai 198 Siapapun yang melakukan persetubuhan dengan saudara yang ada

perernpuan, akan dikenai pidana penjara).

Perbuatan atau tindak pidana di bidang seksual dari KUHP Yugoslavia tersebut di

atas dapai diidentifikasikan sebagai berikut :

i. Melakukan perkosaan, dengan kekerasan aiau ancaman serangan langsung
5. . P,

terhadap jiwa/badan wanita di luar perkawinan, diancam pidana penjara berat

maksimum 10 tahun, apabila menyebabkan korban menderita Iuka berat atau

2. Melakukan persetubuhan dengan wanita di luar perkawinan vaitu terhadap

wanita vang tidak berdaya, sakit jiwa atau keadaan lain yang menyebabkan '

wanita tidak mampu menolaknya, diancam pidana penjara minimal 3 bulan atau
pidana penjara berat maksimum 3 tahun, apabila korban menderita juka parah
atlau maii diancam dengan pidana penjara berai minimai 5 iahun.

awal urnur yang belum
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mencapai usia 14 tahun diancam pidena penjara minimal 6 bulan. Apabil

vang berusia kurang dari 14 tatum, diancam pidana penjara berat minimal 3‘
tahun. Apabila menyebabkan luka. berat/mati diancam pidana penjara berat
minitmal 5 tahun.

4, Melakukan persetubuhan dengan cara menyalah gunakan jabatannya, membujuk

seorang waniia, diancam pidana penjara minimal 3 bulan. Seorang guruw/pendidik,

LY
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penjaga, pcngas‘dupbji alau fcrhadap anak di alas umuwr 14 lahun yang
menyalahgunakan posisinya untuk melakukan persetubuhan diancam pidana
penjara minimal 6 bulan atau pidana penjara berat maksimum 5 tahun. Apabila
anak wanita tersebut berumur di bawah 14 tabun diancam pidana penjara berat
mzikshnum ® tahun.

5. Merayu wanita dibawah umur (14 tahun) melakukan persetubuhan dengan janji-
janji palsu antuk dmikahinya, ancaman pidana penjara minimal 3 bulan,

penuntutan difakukan dengan pengaduan.

o

Ivieiakukan. pemaksaan berseiubuh lidak wajarfildak alam dengan ancaman
secara langsung terhadap jiwa dan badan, diancam pidana beral maksimum 10
tzhum. Apabila dilakukan dengan sesama jenis kelamin (homosex atau lesbian
diancam pidana penjara 1 tabun,

7. Perbuatan persetuljuhan diantara sandara vang masih terdapat hubungan darah

langsung dengan saudara laki-laki/perempuan diancam dengan pidana penjara.

e. KUHP MATLAYSIA

Sisternatika KUHP Malaysia (Kanun Kaseksaan NMB Bab 45) tidak icrbagi
dalam beberapa buxu, tetapi secara keselurulian terdiri dari beberapa Dab yakni 23
Bab. Tindak Pidana yang berkaitan dengan kesusilaan terdapat pada Bab 14 dengan
judul  bab: “Darihal Kesalahan-kesalahan ﬂffen"enasz.’eszhafaﬂ Keselamatan,
Kemudahan, Kesopanan dan Akhlak ‘Awam” (Mengenai Delik- delik Yang Merusak
Keschatan ,thcntcrarpan Kesenangan,Kesopanan dan Kesusilaan Umum).

Sedangkan menyangkut tindak pidana bidang seksual terdapat pada Bab 16 dengan

judul bab “Darihal, Kesalahan-kesalahan Mengenai Tuboh Manusia™ (Mengenai
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Deiik~delik Yang Berkailan Dengan Badan Manusia)  “Darihal Rogol™ Pasal 37

.,samipai dengan Pasal 377A '™

Pasal 375 : Sa-saorang lelaki ada-lah di-kata melakdoan “rogol” jika ia, kechualk
dalam hal yang dikhecualilan kemudian daripada ini.brsetubuh dengan sa-saorang
Pperempuan dalam keadaan yang termasok dalam mana2 daripade lima Jjenis yang
berikut:

Pertama - RBertentangan dengan kemahuan perempuan itu.

Kedua - Dengan iiadu kereluan perempuan itu.
Ketiga - Dengan kerelacn perempuan itu manakala kerelaan-nva telah di-

dapati dengan wmiendatangkan kepada-mya ketakutan Bahawa
pembunohan atau chedera akan berlatu.

Keempat- Denngan kerelaan perempuan ity manckala lelaki it Fetahui
bahawa ia bukan-nya perempuan itu perchaya lelaki itu ia-lah
sa-saorang lelaki yang menjadi atou yomg ia perchaya menjad;
suami-nya yang sah di-sisi undang? atau yang kepada-nya ia
akan memberi kerelaan. .

Kelima- Sama ada dengan kerelaan perempuan itu atau tidak jika
perempuar itu berumor kurang daripada empat belas tahun.

Huraian- Kemasokan ada-lah memadai bagi persetubohan yang perls bagi
kesalahan rogol. '

Kechualion-Persetubohan oleh sa-sacrang lelaki dengan istri-nya sendiri, yang

berumor tidak kurang daripada tiga belas tahun, bukan-iah rogol. —

(Pasal 375 : Perkosaan :

Laki-laki dikatakan meilakukan “perkosaan™ tidak tetmasuk kasus  tersebut

dikecualikan sesudah ini. melakukan hubungan seks dengan wanita dalam keadaan

yang tcrmasuk salah satu dari hal-hal tsb di bawah ini i

Pertama Bertentangan dengan kemauannya,

Kedua Tanpa persetzjuannye,

Ketiga Dengan persetujuannya, bila peretujuannya diperoieh dengan
_ memberikan ancaman mati atau cedera kepadanya,

Keempal  Dengan perselujuannya, biar vrang Jaki-laki isb mengetahui bahwa ia

bukan suaminya dan persetyjuannya diberikan karena ia percaya
bahwa ia adalah seorang laki-laki lain yang ia dengannya atau percaya
dirinya secara sah akan dikawini atau kepadanya ja akan memberikan
persetujuannya,

Kelima Dengan atau tanpa persetujuannya,bila ia berumur di bawah empat

= belas tahun

Penjelasan: penctrasi cukup merupakan hubungan seks yang diperiukan untuk delik

perkosaan,

Pengecualian: Hubungan seks oleh scorang laki-laki dengan isirinya sendivi, istri yg

tidak berumur di bawah tiga belas tahun bukan perkosaan.

B Kanun Keseksaan (NM.B.Bab 45) , di Chetak ,Perchetakan Kerajaan, Kuvala Lumpur, 1967, hal
127-128.
Andi Hamzah  ET/HP Adnlaysia (ferjemahem}, Ghalia Indonesia Jalarta 1087, hal 218-220.
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Pasal 376 : (seksaan bagi rogol) Barang siapa melaiukan rogol hendak-iah

diselsa dengan penjara sa-umor hidup, atau dengan pernjara sa-lama tempoh yang

boleh sampai sa-pulch tahun dan boleh-lah juga di-kenakan denda, atau sebat.

(Pasal 376 : (Pidana untuk perkosaan) Barang siapa melakukan perkosaan

hendaklah dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara selama jangka

;v-aktu vang dapat sampai sepufuh tabun dan dapat dijatuhi pidana denda atau pidana
era).

Darihal Kesalahan? Luar Tabi’i.

Pasal 377 : Barany siapa dengan sengaja melakukan perseiubohan berieniangan
dengan atoran tabi’idengan mana lelaki, perempuan atau haiwan. Hendaklah di-
seksa dengan penjara sa-umor hidup, atau demgan penjara sa-lama tempch yang
boleh sampai dua puloh tahun, dan boleh-lah juga di-kenalan denda atau sebat.
Huraian-Kemasckan ada-lah memadai bagi persetubohan yang perle  bagi
kesalahan yang di-terangkan dalam sekshen ini.

Delik-Delik Yang Tidak Wajar :

Pasal 377 : Barangsiapa dengan sengaja melakukan persciubuhan jasmaniah yang
bertentangan dengan ketentuan hukum alam dengan seorang laki-laki atan hewan
akan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama jangka waktu
tertentu vang dapat sampai sepuluh tahun dan dapat dijatuhi pidana denda atau
pidana dera

Penjelasan: penetrasi yang cukup merupakan persetubuhan jasmaniah yang
dineriukan untuk delik vang diterapkan dalam pasal ini).

Pasal 3774 : Melanggar Kesopanan : Mana 2 orang lelaki yang melakukan atau
bersubahal melakukan alau mendapal aicu menchuba mendapal supaya di-lukukan

oleh mana2 orang lelaki apal perbuatan keluchahan melampau dengan sa-orang

lelaki lain di-tempat awam atau tempat persendirian hendak-lah di-seksa dengan
penjara sa-lama tempoh yang boleh sampai dua tahun.

(Pasal 377 A Perbuatan Tidak Senonoh Mengenai Kesusilaan

Barangsiapa laki-laki, di muka umum atau secara rahasia melakukan,atau membantu
dilakukannva atau membujuk atau berusaha membujuk dilakukannya oleh seorang
laki-laki, suatu perbuatan yang sangai iidak senonoh dengan scorang laki-iaki iain
akan dijatuhi pidana penjara selama jangka waktu yang dapat sampai dua tahun).

Pada Bab 20 tentang " Darikal Kesalahan2 Berkenacn Dengan Perkalwinan”
(Delik-Délik Yang Berkaitan Dengan Perkawinan) ferd;pat pasal yang memberi
ancaman pidana terhadap seorang laki-laki yang hidup bersama sebagai suami-istri
atau melakukan _hubungan scksual dengan seorang wanita yang karena ditipu
sehingga percaya bahwa ia ( wanita itu ) telah kawin secara sah dengan laki-laki itu,

Pasal 493 :  Sa-saorang lelaki yang dengan jalan perdayaan menyebabkan sa-

saorang perempuan yang tidak berkahwin dengan-rya dengan sah di-sisi undang?
dan supaya memperchayai bahawa perempuan ifu telah berkahwin dengan-nya

1
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. dengan sah di-sisi undang? dan supava bersekedudokan aiau bersetuboh dengan-
nva atas keperchayaon itu, hendaklah di-selosa dengan penjara sa-lama tempoh yang
boleh sampai dua puloh tatun dan bolel-lh juga di-kenkan denda.

(Pasal 493 : Setiap lelaki yang dengan tipuan menyebabkan seorang wanita yang

_ bukan istrinya yang sah percaya bahwa ia adalah istri yang sah dari laki-laki itu dan
~ ia hidup bersama atau melakukan hubungan seksual dengan dia atas kepercayaan tsb
diancam pidana penjara selama tidak lebih dari 20 tabun dan denda).

Dari uraian pasal-pasal tsb di atas dapat tidentifikasikan perbuatan perbuatan dalam

bidang seksual yang diancam pidana dalam KUHP Malaysia antara lain :

1. Scér:-mg !—aki-l.aki melakukan perkosaan dalam hal melakukan persetubuhan
| d@ngan seorang wanita dalam keadaan :

e bertentangan dengan kemauan wanita vang bersanglutan,
- * dengan persetujuannya vang diperoleh karena adanva ancaman mati ataun

cedera,

e dengan persetujuannya tetapi persetyjuannya ita diberikan Karena wanita itu

. percaya bahwa laki-laki tsb akan mengawini secara sah,

e dengan atau tanpa persetujuannya apabila wanita tersebut berumur di bawah

14 iahun.

—

Ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam jangka wakiu

tertentu sampai 10 tahun atau denda atau pidana dera.

)

Pergsettbuhan yang b&tcntangan dengan ketentuan hukum alam dengan seorang
laki-laki, wanita atan hc.‘-wa:; ancaman pidana peniara~10 tahun atan denda atau
pidana dera.

3. Persetubuhan vang tidak senonoh antara laki-laki dengan seorang laki-laki- lain,
diancam pidana penjara selama jangka waktu tertentu sampai 20 tahun dan

denda.
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Anaiisis Perbandingan

& DPerbandinigan dari segi ruang Gnghup pengaturan findak pidana di bidang

Sisternatika KUHP beberapa negara ternyata tidak sama. Apabila dibandingkan
dengan sistematika KUHP Indonesia. KUHP Indonesia menempatkan tindak

pidana di bidang scksual dalam Bab XIV Buku II “Tentang Kejahatan Terhadap
Kesusilaan” sedangkan Pelanggaran terletak pada Bab Vil KUHP Buku liL. Pada
bab tersebut dicampur e;ntara ketentuan yang semaia-maia bidang scksual dan yang
sama sekali bukan bidiung seksual seperli perjudian, gelandangan dsb. Beberapa

T S A,
ard menempancdn

Umum) dan BRook T (Buku II) “Crime” (Kejahatan), meﬁémpatkan terpisah.
“Crimes of Abortion” (Abortus) dalam Bab XXIX. “Crimes of Concerning
Gambling and Lottéries * (lindak pidana Perjudian dan Undian) dalam Bab XX,
sedangkan tindak pidana Pelacuran, Bigami, Perkosaan, Pom;)graﬁ, pada bab XX
dengan judul “Crimes of Indecency, Rape and Bigamy” (Kejahaian Kesusiiaan,

| o P, PR, i .
Ir

. . . - .
seperti KUHP Indonesia, tetapi terdiri dari beberapa Bab. KUHP Malaysia mengatur
tindak -pidana bidang seksual seperti perkosaan, aborsi, mucikari, pelacuran, Incest

dalam Bab XVI “Darihal Kesalahan-Kesalahan Mengenai Tuboh Manusia” (Delik
Yang Bcrkaita_ﬁ Dengan Badan Manusia), scdangkan Bigami diatur dalam Bab
tersendiri Bab XX "Darikal Kesalahan-Kesalahan Berkenaan LDengan

Perkawinan” (Delik-delik Yang Berkaitan Dengan Perkawinan).
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RUIE Norea ietbagi menjadi 2 bagian. Pada Pari [ (Baglan 1) “General
D. ey T - | A - m— pE. P —— . - '_H_:”_ S 2 L
Lrovisions ” (Ketentuan 1 it sedangkan Part T {Dagian I} “Specific Provisions "
Fa toentaraey T

Perkosaan diatur pada Bab XXXU "Crimes Concerning Chastiry™, sedangkan

Petjudian dan Undian diatur pada Bab XX “Crimes Concerning Gambiing 4nd

Loteries” dan Aborsi pada Bab XXVI "The Crimes Of Abortion”

Doosss . . .. . ]

<art” (Bagian Khusus). Pada Bagian khusus  inilah diamr tentang kejohatan-
, .

kejahatan, Keiahatan i bidang selksual diatur pada Bab XVT dalam Special Parg

(Bagian khusus). Keijahatan seksual pada Chapter XVI berjudul “Criminal Offences
Against The Dignity Qf The Person And Morals ". Bigami dalam chapter X\"II“
termasuk di dalamnya tindak pidana incest. Sedangkan K.UIT}.P Austria terbagj
daiatvn\_‘dua bagian Bagian I “Felony” (Delik-deiik Berat) dan Bagjan I “Gross and

1

Pefty Misdemeanors ™ ( Delik-deli

And
sedangkan Aborsi dalam Bab XV “dbortion™ dan Perzinahan diatw dalam Rab
X "Concerning Gross and Petty Misdemeanors Againts Public Morals” (Mengenai
Delik-delik Ringan Yang Besar dan Kecil Terhadap Kesusilaan Umum).
Perbandingan tersebut di atas member; gambaran bahwa masing masing
niegara mempunyai kebijakan daiam mcnempatkan tindak pidana di bidang seksuai

menurui versinya sendiri-sendiri. Dapai disimpuikan bahwa masajah penempaian
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dan aiau sisiemaiika berganiung pada kebijakan masing-masing legislator negara

Ligws

Apabila dilihat dari aspek pemahaman terhadap pengertian “Kgsusilaan”
(diperbandingkan dengan pengertian di Indonesia) nampak bahwa pada KUHP
Korea, KUHP Jepang, KUHP Yugoslavia memberikan batasan yang lebih terbatas
sebagaimana yang tertulis pada judul Bab atau chapter untuk masing-masing KUHP

N

iersebut di aias. Dengan demikian nampak pemahaman aiav pengeriian kesusilaan

T Tt Lt T I ot Ty, y Ep gy, VS, NSO R U, PN o . DR IS5, SRR P

Ulatiindi 3C0did SETNpLL yaill pemanamain yang nanya teroatas calam vidang sehsual

saja. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan pemahaman delik kesusilaan

menurut KUHP Indonesia yang mana delik kesusilaan tidak hanya mengatur delik
g

vang berkaitan dengan bidang seksual, akan tetapi mengatur pula delik vang sama
sekali tidak mengatur bidang seksual seperti penganiayaan hewan, maka minimal hal
ini memberikan petunjuk bahwa arti kesusilaan dapat dipandang mempunyai

pengertian yang Iebih iuas. Oleh sebab itu di Indonesia kiranya perin menegaskan

ieriebin dahulu hai-hal apa saja yang termasuk atau iidak iermasuk datam pengeriian

ey P AnTacis okl i mamman it ndere Termn Ol et s Al imiee s a1l Ty

KCSUSLAAN aawani arll yang scmpit atau luas, Sebagaimana disiiigsu 1 il LHaraa
- . . - 174

Nawawi Arief bahwa perlu ada kesepakatan terlebih dahuhn

b, Perbandingar Dari Aspek Ruang Linglup Substansi Rumpson Tindak Pidana

Perbandingan dari aspek ruang lingkup substansi ini antara lain diketengahkan

beberapa hal seperti perbuatan, cara, obyek, sifat delik dan ancaman pidana dad

"™ Barda Nawawi Arief, Kejahatant Keseusilean dan Pelecehan seksual, op eit, hal 151,




masing-masing KUHP.  Penulisan perbandingan disini tidak mempermasaiahkan
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vang dimaksud di atas) yang telah tertulis dalam masing-masing pasal pada KUHP
tersebut. Meskipun demikian dirasakan sudah cukup memadai sebagai bahan
komparasi. Guna mempermudah pemahaman maka perbandingan ini diujudkan

1 3

dalam beniuk iabel dan di uraikan lebih lanjut.

T Al T TRenden ST 2L b MLl OUIn
tinudK riuanad refdosaain (Lanal TAoeEl Aa Y )
o TREOATITHY .- - A TIY -+ e
Beberapa perumusan tindak pidana perkosaan pada umumnya hampir sama

terdapat perbedaan, beberapa KUHP menvebutkan unsur “cara” dilakukannva
perbuatan perkosaan lebih lnas dan terperinei seperti KUHP Malaysia, unsur mana

tidak sekedar "kekerasan atau ancaman kekerasan * sebagaimana Pasal 285 KUHP

indonesia. KU Malaysia lebih terinci pengertian dari unsur perkosaan,

e TIETTTT

Sedangkan dari segl objek pada umumnya korban adalah waniia. Beberapa KU

inenrvebutkan unsur “d Riar permiliaban? gahimoms $5dale meeea i lal el S8t g
menycouinalt unsur “'di hiar pellliRaian . SCHNZEa udan mungsin ierjadi petkosaan
Gianiara pasangan suami-istri, seperti KUHP Indonesia, KUUHP Yugoslavia, KUMD

terhadap wanita korban perkosaan di bawah umur Yang disebut sebagai “statutory
rape” hal ini lain dengan ketentuan Pasal 285 KUHP Indonesia. Sifat delik pada
umumnya merupakan delik aduan seperti dalam KUHP Korea dan KUHP Jepang,
MengenAai ancaman pidana pada umumnya tindak pidana perkosaan diancam pidana

beral. Hal lersebui memberi gambaran betapa tindak pidana perkosazan merupakan
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tindak pidana yang iergoiong berai. Bahkan ugoslavia memberi daiasan

Daiam tabel nampak bahwa tidak setiap negara mengancam pidana terhadap
warga negaranya yang melakukan perzinahan. Hanya beberapa negara yang

memasukkan perzinahan daiam KUHP nya sebagai findak pidana seperti KUHP

v
<
5
E

A =] YO AN Tralolis wemme o
100IICs1a (I asdl 204 ).. I Clasy yang

Azer D | o4 3 1 i
dengan Pasal 284 yakni salah satu pelaku tindak pidana telah terikar perkawinan
vang sah. Delik perzinahan pada semua KTUTHP mancanegara tersebut merupakan

delik aduan. Sedangkan ancaman pidananya nampaknya KUHP Indonesia lehi

ringan bila dibandingkan dengan KUHP Korea vang mengancam pidana penjara
(penal servitude) maksimum 2 tahun untuk kedua pelaku. Hal yang menarik
meskipun Ausiria merupakan negara dibelahan dunia Barat (Eropa) ternyata

pergdnahan masih merupakan iindak pidana, meskipun hanya merupakan suaiu delik

SO AT --......Le...._ A "'."O"“" Je..g..... AnCainidii U [P SUSRINSEY o N, DIV DI P
1 "a 1 YaitE Uedal Udall 1H1Mall UbliXall dlivatildil NIand>1iuiLL U UUiadil privarie DLy art
Tindak Pidana Persctubuhan Dengan Wanita Yang Pingsan atag Tidak

Di dalam beberana ketentuan KUJHP beberapa negara terdapat ketentuan vang
mirip dengan Pasal 286 KUHP Indonesia tersebut. Pasal 375 KUHP Malaysia

tentang “perkosaan” mencakup unsur, wanita yang pingsan, tak berdava dan anak di

perbedaannya kalae KUHP Korea merupakan delik aduan, Pasal 178 KUHP Jepang
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iapi-rani mMaupin waikdla, AuULC IMOonssia OUjekiiva b ifiya wcuuta, dis OPLS 1l
sifat delik di KUHP Jepang merupakan delik aduan. Pasal 180 KUHP Vucoslavia
mirip dengan Pasal 286 KUHP Indonesia hanya di KUHP Yugeslavia terdapat ungur

“sakit jiwa atau keadaan ridak mampu menolak” dan merupakan delik aduan. Di
Indoensia merupakan delik biasa. Pasal 127 KUHP Austria mirip dengan Pasal 286
KUHP Indoensia perbedaannya terletak pada objek delik, pada KUHP Austria

mensyaratkan wanita umur kurang dari 14 tahun. Dar segi ancaman pidanannya

- 1 a 1 1 T T 7T a o i | r 1 0 1 y -
wrdapal peroedadan AUSITIA IMETZancam pludnd pemjiara DETdl MAaKsSunum 14
atau sampai dengan 20 tahun apabila dengan pemberatan seperti korban menderita

hilrn Taea ‘ Doy 3 -

iwika beral ataw mati maka pidananya berupa penjara berat seumur hidup, KUHP
.

Korea dan KUHP Jepang serta KUHP Yugoslavia relatif di bawah ancaman pidana

Pasal 286 KUHP ( pidana penjara maksimum 9 tahun), Meskipun demikian pada
KUHP Jepang dan KUHP Yugoslavia terdapat minimum ancaman pidananva vaitu
KUHP Jepang minimum pidan penjara (penal servitude) 3 tahun dan KUHP

Yugoslavia pidana penjara berat (severe imprisonment) minimum 3 buian.

Tindak Pidana Persetnbuhan Nengan Wanita Berusia 15 Tahus Atau Relum

I P RS Y
i Rawin  {(Lin
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viaistpua 1L

Ketentuan yang mirip dengan Pasal 287 KUHP ini antara lain Pasal 302 dan

* - n.») T TY YTy

HiP Korea, hanya pada Pasai 30 UHP Korea mensyaraikan unsu

=]

. NP S e da o T, . Ane e 221,
“Referasan/ancaiman pemarsaan”  sedangkan Pasal 305 KUHP Korea tidak

e 1 I 1- TT. Taavt b3 Anls taed +

mensyaratkan adanya ancaman kekerasan/pemaksaan. Unsur tersebut tidak terdapat
- .

dalam Pagal 286 maupun 287 K UHP Indonesia. Kesamaapmya dengan Pasal 286 dan




Korea dilamban dengan “anak yang kurang waras” . Sifai delik pada Pasal 302 dan
AINE ETTHID T mnn com etim 1. e A P

JVJ R KAOICE mct ya’nﬁﬁ delik aduan pada Pasal 287 (1) KUITP Indonesia
T AT T

ang dari 12 tahun {Pasal 287 (2) KUHP Indoensia), sedangkan di Korea
korban berurmr 13 tahun. Pada KUHP di Jepang kedua-duanya (Pasal 285 dan 286

KUHP Indonesia) sudah tercakup menjadi satu pasal vaitu Pasal 177 KUHP Korea
tentang “perkosaan”) barangkali dengan Pasal 287 KUHP Indonesia terdapat

perbedaan umur korban, pada KUHP Jepang berumur 13 tahun. Pasai 181 KU

i

Yugosiavia mirlp dengan KUHP Kores karema mensyaratkan adanya unsur

h ey 1 3 4
ocrumur 14 tahun dan merupakan delik biasa. Hal tersebut di atas yang membedakan
- )
dengan Pasal 287 KUHP Indoensia. Pada KIUHP Malaysia sudah tercalup dalam

asal 375 (tindak pidana Perkos tn\ van p dengan Pasal 227 KUHP Indonesia
adalah terhadap korban wanita berumur 14 tahun dan sifat delik vaitu delik biasa,
Mengenai batasan umur korban wanita nampak tidak sama dari berbagai negara
tersebut, tetapi berkisar antara 12 tahun sampai dengan 13 tahun. Mengenai ancaman

1 b T S 1

pidana KUHFP Indonesta maksimum pidana penjara selama $ ighun. Di Malaysia

. N . .

denda afau pidana dera (alternatif). KUHP Yugoslavia mengancam pidana penjara
. . .

berat (severs imprisomment) € sampai dengan 15 tahun dengan pemberatan bila

dilakukan dengan kekerasan/nenverangan hadan/iiva, ansaman pidana  minimasl 3

tahun. bila korban matt minimal 5 tahun, sedangkan KUHP Korea mengancamn
pidana pengara (penal servitude) maksimum 3 tahun. Hal vang menjadi catatan

adalah bahwa beberapa kewentuan KUHP  negara-negara  asing  (klorea  dan

~n TrY ™ T,

Yugosiovia) ferdupal enswr veng bidak ierdopai dalam beienivan Pasal 287 KU
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Asing tersebut pada umumnya merupakan delik persemibuvhan (sexwa! infercourse),
oleh karena itu pada umumnya dapat dikatakan pasal pada KUHP mereka lebih mirip
Pasal 285 KUHP Indonesia
THawcdndy THAdnwmwa Traemrrowe T alrnmne e A doaae T Trhlrn—“t am AT lal-aolraa.
L 111V L IUcTIECL .I.)'Cl.lgﬂ.ll ATNRUL A3l Sabatl o=sru A1 AT NCL ADEI] LYACEANUNGI]

Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul (Lihat Tabel XXI1X)

mirip dengan Ketentuan Pasal 289 KILIHP Indonesia

adalah KUHP Korea Pasat 298, perbedaannva Pasal 298 KUHP Korea merupakan
delik aduan, objeknya laki-laki dan wanita, sedangkan pada KUHP Jepang.

objeknyva laki-laki dan wanita usia kurang dari 13 tahun dan merupakan delik aduan.

Mengenai ancaman pidana KURP Korea mengancam pidana penjara {penal
seivitude) 10 tahwn atau denda maksimum 25.600 hwan, sedangkan KUHD Jepang

Tindak Pidana Perbuatan Cabui Dengan Wanita Tak Berdava/iy bawah
Unmnr/Belum Mamnn Dikawin (Lihat Tahel XXX)
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KUHP Indognsia, Oleh Karena it dapat disimpulkan bahwa ketentian dalam

beberapa pasal di KUHP manca negara tersebut terkadang merupakan gabungan
beberapa pasal menurut KUHP Indonesia. Pasal 185 KUHP Yugoslavia mirip

dengan Pasal 290 KUHP Indonesia khususnya Pasal 290 ke-3, adanya

unsur "‘membujulcmeraywmemberikan janji paisu”, dan obyck waniia berumur 14




atdarnya GIsur ?’ie'zyr'é' FIGHAGGNT drias bawah umur, fedaaar
tdak sadar atau #dak dapat membela diri ", objeknya sama vaitu anak laki-laki atau
wanita dan merupakan delik biasa, hanya ferdapat perbedaan usia/umur dari anak
laki-laki /wanita Indonesia 135 tahun/ belum kawin, pada KUHP Anstria 14 fahun,

Sedangkan dari segi ancaman pidana rata-rata mengancam pidana cukup berat seperti
terdapat dalam KUHP Indonesia yakni pidana penjara 7 tahun dengan pemberatan
mengakibatkan luka berat maksimam 12 tabun dan berakibat korban mati maksimum
15 tahun, sedangkan KUHP Ausiria maksimum 5 {ahun dengan pemberaian sampat
de) maksimum 3 tahumn,

~ et A maniara [monn
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mionglavia memberi ancaman nidana (severs imprisonment) minimal 3 bulan
Yueoslavia memberi ancaman pidana ($SVere unprisonment) mnimal > diual
Tindak Pidana Perbuatan Cabul Dengan Sesama Jenis  (Lihat Tabel

/perseiubuhun sesama jenis). Masing-masing X UHP memberikan numa beriainan.
Pasal 128 KUIIP Austria dengan judul "Kecabulan Terhadap Alam”, perbedaan
lainnya dengan Pasal 120 KUHP Austria terdapat uasur viekerasan/ancaman
cokerasan/tipudaya/pembiusan” ketentuan ini mirip dengan Pasal 186 KITHE

Yugoslavia  dimana terdapat unsur “ancoman kekerasan/serangan  langsung

terhadap jiwa badan’ sedangkan Pasal 377 A KUHP Malaysia menentukan unsur

cara dilakukan tindak pidana vyattu “di muka umwrahasia/membantu

dilakuicanna/membujuk’”, di dalam KUHF Indonesia unsur seperti yang erdapat di

1t 1 1 TATTTYVY & 1 n 1~ f R N 3 1 A r PR P, oy s . e rta
aziam DeDeTapd [ iersepui Al atas adak d2dd, METIZETAl Kesumadannnya pdad
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merupakan delik biasa. Ancaman pidanann UUHP Indonesia termasnk

=

va pasal 29

vang berat yvaitu pidana penjara maksimum 7 tahun, KUHP Korea mengancam

pidana penjara (penal servitude) 5 tahun atau denda 25.000 hwan terdapat

Ty ~ ~ - 1
IsnULID N 11 i 1Jalta puitjata v 1LL8 L,
Memudahkan Menghubungkan Perbuatan Cabu!l (Lihat Tabe! XXXIIT)
Reberana ketenman vane mirin dencan Pagal 295 KT ndnnecia antara 1ai
gherapa ketentuan yang mirip dengan Pasal 295 KTTHP Indonesia antara lain
Pasal 133 vo Pasal 125 KUHP Jepang, Pasal 187 KIJHP Yugoslavia, Pasal 372

KUHP Malaysia dan Pasal 132 KUHP Austria. Meskipun demikian terdapat
beberapa perbedaan seperti Pasal 187 KUHP Yugoslavia merumuskan lebih ferinci
seperti “merekrut guna mendapatian hadiah, memudahian penyeiewengan dengan

TISYIY YT

anak di bawah umur”, sedangkan dari segi objek maka KUHFP Indonesia lebih

Dari segi ancaman pidananva KUHP Austria pidana berat maksimum 35 tahon,
KUHP Yugoslavia pidan penjara berat maksimum 3 tahun dan KUHP Indonesia

sendiri pidana penjara maksimum 5 tahun.
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™ ™ 4 * ) e - T s Fal
L. rruspek Pengaiuran Tindak Piduna Di Bidang Seksual  Daium Konsep

pemerintahan kolonial Hindia-Belanda vaitu WS (Wethoek Lan Strafrechr Voor
Nederlandsch Indie) yang berlaku di seluruh Negera Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang No 73 Tahun 1958 Jjunto UU No 1 Tahun 1946,

Upaya-upaya pembaharuan hukum ‘pidana di Indomesia relah dilakukan sejak

o
g,

. . . -'1 - !‘ 1 *r ‘!" T=TF ST Iy . '_1 1, 1 1 T 4 't T
CIdna ldnun yang laiu. MCSKIpUn KUY ielan diiamban dan aiag WIUDN 114muun

mbangunan dan pembaharuan hukum vang berwawasan nusantara malka perlu dibu
hukum nasional vang bersendi dan bercirikan nasional vang bersumber pada nilai-nilai
dari bumi Indonesia guna mengabdi pada kepentingan nasional vang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945, Dengan demikian pembaharuan dan pembangunan hukum
pidana harus berciri serta beridiologi Pancasiia dan daiam benmuk kodifikasi yang

merupakan saiu kesaiuan yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia,

Walm giam gl Toloatemn oo b Lulann oidama cisdal dieedol oalol.
LOMZman uinus meakukdil pemevahianian hukum piadna all Qiiiligi 3<jan
adanya Seminar Nasional I tshun 1943 yang merckomendasikan agar rancangen

codifikasi hukum pidana nasional segera diselesaikan. Kemudian dibuatlah &k 182D
KUHP. Konsep pertama khususnya konsep buku I KUHP adalah Konsep Rancangan
vang digjukan pada tahun 1964 oleh Departemen Kehakiman, Konsep ini berjudul
“Asas-Asas Dan Dasar-Dasar Pokok lata Hukum Pidana dan Hukum Pidana

175

Indonesia”. Setelah meiaiui perdebatan-perdebatan maka muncui konsep yang

5 Iimly Assidiqie Pembaharuan Hulum Pidane, op cit, hal 2
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konsep KUHP 1991/1992 vang disempumakan oleh Tim Kecil sampat dengan tanggal
13 Maret 1993.

Usaha pembaharuan hukum pidana tersebui mempunyai dasar alasan yang bersifat
prakiis, polifis, filosofis dan sosioiogis. Muladi dalam pidaio pengukuhan guru besarnya
mengemukakan alasan lain yakni bersifat adapiif karena dalam upaya pembaharuan

an-nerkemhana

imasa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan

baru khususnya perkembangan Internasional vang sudah disepakati oleh masyarakat
beradab.!™

Bertolak dari ide atau gagasan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana
tersebut maka periu melakukan reevaiuasi, reformasi pasai-pasal di dalam
warisan Pemenniahan Hindia-Belanda yang sckiranys kurang aiau iidak cocok lagi
dengan alam Kemerdekaan Republik Indonesia. KUIIP lama

. . i 120t3l .« - .
'“d“" “"1*11;;3{"‘1;18..11{ pauul.u i Inennwal yma‘l"yusa

gkajian vang lebih intensip. Menurut J E Sahgtapy terdanat

kel

atau diganti memerlukan pen
3 kriteria pasal-pasal {KUHP) dianggap kolonial atau tidak: 1. motivasi pencantuman

pasal yang bersangkutan, 2. motivasi perumusan dari pasal yang bersangkutan

78

Muladi, Proyeksi Hukum Pidena Materiii Indonesia di Masa Mendatang, Pidato pengukuhan Guru
Besar FH UNDIP, Sernarang, 1990, hal 2
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(misalnya Pasal 151-154 KUHP uniuk kepenlingan pemerintahan Kolonial-Belanda), 3.
Motivasi ancaman pidana.'” '

Menurat Muladi terdapat 3 cara uatuk melakukan perubahan dan atan perbaikan
KUHP yang lama tersebut antara lain: T

1. Pendekatan dilakukan secara global (global approack) yakni menghendaki
adanya pengaturan baru yang bersifat umum mencakup pelbagai -perbuatan, 2.

Pendckatan  evolusioner (evolutionery approach) yakni berusaha - mengadakan
pembaharuan atau amandomcn tcthadap perumusan kcjahatan-kcjahatan dengan

menambah obyck dan cara-cara dilakukannya dalam perumusannya, 3. Mengadakan
kompromi antara pendekatan global dan pendekatan ewios:oner dengan memasukkan
rumusan tindak pidana di dalam kodifikasi hukum pidana.'™

Setclah terbentuknya komsep KUHP terdapat hal-hal yang bessifat baru. Dalam
konsep KUHP terscbut terdapat perubahan yang sitatnyva mendasar tsrutama dalam buku
I konsep KUHP baru. Beberapa hal yang merupakan pembaharuan KUHP terscbut
dapat dibaca dalam tulisan Barda Nawawi Arief dalam bukunya “Bumga Rampai
Kebijakan Hukum Pidana” secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut : sistem
pemidanaan dalam koasep KUIP baru dilakukan pembaharuan antara lain: pidana
penjara meliputi pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara dalam waktu tertentu,
pidana penjara wntuk waktu terientu minimal satu hari kecuali ditentukan lain misal
terdapat ancaman pidana minimal 5 tahun, sedangkan maksimal berturat-turut mencapai
15 tahun, dalam hal-hal tertentu sampai dengan 20 tahun, pidana mati tidak dimasukkan
dalam deretan pidana pokok akan tetapi merupakan pengecualian dalam delik-dehik
fertentu (eksepsional) dan dapat ditunda pelaksanaannya, terdapat pidana kerja sosial
yang merupakan jenis pidana yang baru dimana dalam KUHF lama tidak ada, terdapat
kategorisasi pidana denda. Dibandingkan dengan KUHP lama maka pembagian tindak

piclana berupa kejahatan dan pelanggaran tidak ada lagi.

vj’ 1 E Sahetapy, Buhan Penataran Hiilaim Pidana, Kupang, 1989, hat 4
1% Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana. op cit, hat 31.
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Ide dasar permidanaan berilitk iolak daxt konsep "Adonodualistit” suaiu pemikiran
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pertanggungan jawab pelaku dan asas legalitas. Konsep tersebut merupakan gambaran

parh ungan mnqygrnlmr dari  Lketahatan dan agne

eded & )

perlindungan terhadap pelakn kejahatan dan terhadap korban kejahatan,

dikenal scbagai "Daaddaderstrafrecht.” Hal mana tidak diketemukan dalam KUHP

lama. KUHP lama menekankan pada aspek perbuatan pidananya tanpa memperhatikan

pelaku (Daadstrafrechr). Oieh sebab ituiah didaiam konsep KUHP baru dirumuskan

igjuan dan pedoman pemidanaan aniara lam :
ke-1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan
hukum demi pengayoman masyarakat,

L-a 7 N Tfarmactaea g
Law LVIVATIGS Y GLA NG

menjadikannya orang vang baik dan berguna,

ke-3. Menvelesaikan Lonflik  vang  ditimbulkan oleh  tindak pidana
memuiihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam
masvarakat,

Bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak

JEL SRR PR PRI T, Ty [RUURITI RRPISTPRIUNS SR §
\.upw.nuumm Al wEIUIAlInGL] 111al laval Ll1aliudia.
THoammmina 111 alam kancan “TTFIP har nidana rmats anat dilanal-an Aalam
Disamping it dalam konsep KUFP baru pidana mati dapat dikenakan dalam
keadaan dan persyaratan tertentu sehinggs mencerminkan sifatnya sebagai pidana

eksepsional (perkecualian). Guna mengimplementasikan monodualistik maka perlu
adanya pedoman pemidanaan. Pedoman permdanaan ini lain dengan pola pemidanaan.
Pedoman pemidanaan (guidence of sentencing) merupakann pedoman bagi hakim untuk

menjatunkan atau menerapkan pemidanaan, sedangkan pada poia pernidaaan merupakan

_____ T atEit S01iGi USRI, [, EIRpY S SRV SR L SRS JURNPUENG L S
chﬁu.lbdl didid Lildll UK MMCTitoudl diau i CLLY USULL SI5UCL1 Sudlkis] LELUR L) PEtLaAllcl
. - ~T TLID ETol few P ~ P F. ey P -

Dn dalﬁuz kG'ISSp }\L.Lu bam J.J.al\.uu dalam hal men atuh}\.au pxduua yﬂf}'ﬂ
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Konsep Rancangan KUHF Boru buku I dan 11, tahun 199171992 yang disempumakan oleh tim kecil
sampai tgl 13 maret 1993. Dep. Kehakiman RI, Jakarta..
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mempertimbangkan antara lain: kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukannaya
pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidep dan keadaan
sosial ekonomi, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh
pidana terhadap masa depan pembuat, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana
yang dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atay keluarga korban, apakah
tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Hal tersebut di atas merupakan konsekuensi dianutnya ide idividualistik pidana
bahwa pemidanaan harus berorientasi pada faktor orang (pelaku kejahatan) sebagai
perimbangan asas perlindungan kepentingan umum (asas legalitas). Oleh sebab itu pula
di dalam pemidanaan terdapat lembaga pengampunan (recthterlije pardon) bagi pelaku
tindak pidana, terdapat ketentnan alasan pengapus pidana, alasan pemaaf Batas umur
pertanggung jawaban pidana bagi anak dalam konsep KUHP baru adalah di atas vmur 12
tahun. Hal yang lain adanya alasan kesesatan atau “eror”, Ketentuan-ketentuan baru
lainnya seperti hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai pertimbangan
Hakim dalam menjatuhkan pidana, meskipun hal tersebut terdapat dalam KUHP lama,
namun perumusan datam konsep KUHP baru lebih luas dan bervariasi. Di dalam
konsep KUHP barupun térdapat pula kemungkinan adanya
modifikasi/perubshan/peninjavan  kembali putusan hakim yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, yang didasarkan pada pertimbangan/perkembangan/perubahan
diri terpidana itu sendiri. Disamping itu terhadap terpidana mati terdapat kemungkinan
penundaan pelaksanasnnya (pidana mati bersyarat) dalam masa percobaan 10 tahun. Di
dalam konsep KUHP dimunculkan pula adanya bab mengenai pertanggungan jawab
pidana. Ketentuan tersebut terletak dalam Bab II Buku I tentang “Tindak Pidana dan

Pertanggungan Jawaban Pidara”, hal mana tidak terdapat dalam KUHP lama
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Diatur pula mengenai pelaku tindak pidana yang dapat dilakukan oleh Koorporasi
(Pasal 45 -50), berka.itgn dengan hal itz dalam konsep dianut pertanggung jawaban yang
diperiuas sehingga meliputi pertanggungan jawab ketat (strict liability) dan
pertanggungan jawab pengganti (vicarious liability).

Sebagai konsekuensi asas individualisasi pidana maka dalam konsep KUHP
dimungkinkan adanya ‘fleksibilitas” atam “elastisitas” pemidanaan agar hakim
mempunyai keleluasaan dalam memilih alternatif pidana yang akan dijatuhkan. Dalam
merumuskan asas legalitas komsep KUHP menganut asas legalitas materiil berbeda
dengan KUHP lama yang menganut asas legalitas formil, oleh sebab itu di dalam konsep
KUHP baru dimungkinkan tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masymakm tetapi
belum diatur dalam KUHP dapat diadili dan diputuskan oleh Pengadilan. Pada saat
sekarang terdapat putusan pengadilan terhadap perkara atan kasus yang tidak diatur
dalam KUHP lama tetapi dapat diadili dengan dasar hukum buken dari KUHP tersebut
melainkan berdasarkan pasal 3 ayat 5b UUDar No 1 tahun 1951. Hal ini dengan
pertimbangan bahwa pada kenyataannya hukum pidana yang tidak tertulis ternyata

mempunyai kekuatan berlaku (dalam arti ditaati) di dalam masyarakat.

C.2. Kebijakan Peruntllang-Undangan (Legislatify Tindak Pidana Di Bidang
Seksual Menuraot KUHP
C2.1. Aspek Ruang Lingkup Pengaturan Tindak Pidana di Bidang Seksual.
Kebijakan legeslatif (perundang-undangan) dalam tindak pidana bidang seksual di
atur sebagaimana yang terdapat dalam KUHP. KUHP memuat aturan-aturan berupa
perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan sanksi pidana. Dasar penetapan
perbuatan yang diancam dengan pidana adalah adanya kepentingan hukum yang perlu

dilindungi.
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Beberapa kepenimgan hukum yang periu dilindungi aniara lain kepeniingan

- o - o o ian + atni Foe i
Viiman Aupiudlodtisard  Lufaill PuilUializall  BIS4iIlYd  ASjandddn w;h&dap j'i“rnfﬂ'tf’iﬂl’

terhadan Lehorma fan

ekaan pribadi terhadap kehorma

kesusilaan serta terhadap harta benda dan kekayaan.
Kebijakan legislatif guna melindungi kepentingan hukum di bidang seksual di

dalam KUHP tertuang dalam pasal-pasal yang diatur pada Buku I KUHP untuk

dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain dalam peng

yang termasuk

.
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norma-norma kepatuhan bertingkah laku dalam pergaulan masvarakat .
Pengaturan ruang lingkup Bab tentang Kesusilaan inipun terjadi sitang pendapat.

Menurut Pompe maksud kesusilaan tidak terbatas pengertiannya pada bidang seksuai
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pendapat dari Van Bemmelen, bahwa jikalau Lita memandang kata “susila”™ dalam arfi

vang lehth hias dan menyangkut semua “behooriijlheidsnormen” (n

kepatutan) adatah principieel tidak benar *®,

180 Barda Nawawi Anef, Bunga Rampai Kebijakan Hulvim Pidana, op oit, hal 292,
183 - b - - - e P

Cernvar Sertoad)l, Hukurn (Acure) Prduana Dulurn Prospeksi, op cii, it 9.
10N

3 ibid,hal 6
5 ibid
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Nampak bahwa Van Bemmelen menganui garis yang sempii dalam memberi
P . ST - 1. P D -y - . - o~ :
penaisiran pada delik susila hanya yang berkaitan dengan “sexual conduct” saja.

Dengan demikian terdapat dua pendapat yaitu yang memberikan penafsiran ang luas

dan vang sempit dalam memberikan pengertian terhadap kesusilaan. Pengertian van

r l-fo-b-‘. -a o e ST - Al

as

sempit membatasi pada bidang scksual saja.
Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut di atas dapatlah direkonstruksikan pasal

pasal yang ada dalam Bab XIV dan Bab V1 KUHP sebagai berikut :
1 Klasifikasi pasai-pasal yang berkaitan dengan masalah seksuai adalah Pasai 281,
282, 283, 284, 285,286, 287 288, 289, 250, 292, 293, 294, 295, 296, 297 dan 259

uniuk kejahatan, sedangkan umtuk pelanggaran Pasal 532, 523, 534 dam 535

Il Ketentuan pasal yang sama sekali tidak berkaitan dengan persoalan bidan
adalah Pa.sal 300, 301, 302, 303, 5044, 546, 547, 540,541 dan 542 KITHP.
Klasifikasi pada pasal yang berkaitan dengann masalah seksual masih terbagi lagi
menjadi dua bagian yaitu
a) Mensyaratkan hubungan seksual secara phisik (persetubuhan atau perbuatan cabui
scbagal syarai dapai dipidananya perbuaian) discbut scbagai secara “physical

contact * pasal-pasal ini meliputi ;

Pasal 284 KUHP " Perzinahan.

Pasal ”285 KUHP : Perkosaan.

Pasal 286 KUHP : Persetubuhan dengan seseorang wanita vang pingsan atau
tidak berdaya di luar perkawinan.

Pasal 287 KUHP : Persetubuhan dengan seseorang wanita yang belum cukup

umur (belum 13 iahun) atau beium mampu di kawin di iuar

perkawinan.




| Pasal 288 KUHP
|
Pasal 289 KUHP

Pasal 290 KUHP
Pasal 292 KUHP

Pasal 294 KUHP
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: Persetubuhan dengan seseorang wanita yang belum

mampu dikawin, di dalam perkawinan.
Dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan unnik

melakukan atau membiarkan berbuat cabul

i Melakukan perbuatan cabul terhadap wanita tidak berdaya

atae belum cukup umur (belurn 15 tahun atau belum

mampu dikawin dengan orang lain diluar perkawinan),

: -Perbuatan cabul dengan orang yang sama kelamin

(homoseksual atau lesbian) tcrﬁadap orang belum cukup
umur (belum berusia 135 tahun).

Perbuatan cabul terhadap anaknya, amak tirinya, anak
angkatnya, anzk di bawah pengawasannya yang belum

cukup umur.

Beberapa pasal bersifat memudahkan terjadinya perbuatan cabul seperti:

Pasal 293 KUHP

Pasal 295 KUHP

Pasal 296 KUHP

Memberikan janji uang atau barang, menyaiaﬁgunakan
perbawa atau hubungan, keadaan atau dengan menyesatkan
sengaja menggerakan scorang yang belum cukup umur dan
baik tingkah lakunya atau melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul.

Menghubungkan  atau  mempermudah  dilakukannya
perbuatan cabul olch anaknya, anak tirinya, anak
angkatnya atau anak di bawah pengawasaannya yang

belum cukup umur .

+ Mucikari
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1 ., . . .
: Perdagangan waniia dan anak- snak laki -laki vang belum

b} Tidak mensyaratkan adanya hubungan seksual secara phisik (non plasical contact)
nasal-nagal ini dinidana oleh Lkarena cifat “keterhnkaannva di denan  mmnm®
D D ipidana oleh karema sifat “keterbukaannva di depan umum
sehingga melanggar rasa kesusilaan masyarakat (nuissance offensive to the public).
Pasal pasal tersebut meliputi:
} Pasal 281 KUHP : ‘lindak pidana melanggar kesusilaan di muka nmum.
Pasal 282 KUHFP : Pornografi yang berkaitan dengan aiat unmk mencegah
1 .
i aisu mengeugurkan kandungan, kepada anak anak di
: T ] — -
[ dil ULitul.
! Pasal 532 KUHP : Pelanggaran kesusilaan di muka umum.
Pasal 5333 KUHP : I tempat umum menempelkan, mempertunjukan milisan,
: gambar vang membangkitkan nafsu birahi para pemuda
|
dan atau anak-anak vang belum cukup umur atau di bawah
] 17 tahun.
Pasal 334 KUHP : Dt muka umum terang-terangan menawarkan sarana
- pencegan kehamijan.
: Mol &S TTITTD ), P UL 1) [, ~lae s s o o e s sy b ey e 4 cat e A
) rayal Jo2J INUALD IVIGVINPGLIUI U AR AR ofledl PCIL\.«C% Ll didud G rusulan
|
| T-ahawyilan
} INWwiltiditilitisa.
i
3 ThHearmmina it terdanat nazalenacal vang memmnnvatl Lavalterictile tercondics menorat
Disamping itu terdapat pasal-pasal vang mempunyvat koralteristik tersendirl. menurot
ﬁ penganut aliran sempit sehenamyva sama sekall tidok termasek dalam ketteris vang

berkaitan dengan seksual tetupt masuk dalom pengurtian vang luas berkaitan dengan

persoalan Kesusilaan,

Pasal-pasal vang dimaksud adaish untuk kejahatan Pasal 3000 301 302, dan 303

&

sedunghan unick pelangearan Pasal 340, 541, 542, 544, dan 346 KUTIE.

=
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Pasal 300 KUHP :  Menjual alae memberivan minuman memabokkan,
Pasal 301 KUIIP : Mengerahkan anak di bawah uwmur untuk melsiukan
pengemisan,
Pasal 302 KIUTHP :  Penganiayaan hewan .
Pasal 544 KTUHF .P"eianggamn penganiavaan hewan.
Pasal 541 KUHP : Mempeketjakan hewan (Kuda) yang belum waktunya
Pasal 544 KUHP :  Sabung avam atau jangkrik.
Pasal 545 KUHP ; Melakukan peramalan atau penafsiran mimpi.
Pasal 546 KUHP :  Menjual alse menawarkan afay membagikan jimal-3mal,
benda-benda gaib.
Terhadap beberapa pasal tersebut di atas terdapat pendapat bahwa semestinya dapat
dimasuklan ke dalam Bab vang dapat menimbulkan bahaya seperti Pasal 300 dan 301
KUHP Pasal 303 KUHP dimasukan pada Bab Delik Terhadar Harta Kekavaor
Sesecrang. Sedangkan Pasal 302 KUHP lebih merupakan delik terhadap “reasteniiefde
« 124
Terdapat pula beberapa pasal yang mempunyai “karakteristik® térsendiri yaita
Pasal 284, 299 KUHP, mengapa hal tersebul dikalakan mempunvai kmakieristik
tersendiri? Pasal 284 KUIIP mesgatur tindak pidana “perzinahan * ia scharusnya

berkaitan dengan permasalahan Bigami (diatur pada Bab tersendiri yaitw Bab X

tentang Kejalatan Terkadap Asal-usul dan Perbawinar), pengaturan dolam pasal vang
berbeda Babnva tersebut disebabkan kepentingan hubum yang dilindungi pada Pasal 254
KUTIP adalah kesucian perkavwinan, akan fetapi untuk dapat dipidana oleh pasal ini
harus mensyaratken adanya “persetubuhban “ (kontak seksual secara phisik) oleh karena

itn Pasal 284 diatur pada Bab vang berlainan (Bab XTIV tentang Kesusilaan).

¥ ibid, hal6.7.
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Pasal 299 KUHP icniang pengouguran kandungan {aborius criminaiis)
mempuiiyai pasangan dengan Pasal 347 dan Pasal 348 KUIIP. Pasal 347 dan 348 KUI
mengatur t:rdak pidana pengguguran kandungan. Padahal pasal 347 dan 348 dictur
dalam Bab XTX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa. Ditempatkannya Pasal 200 K
berlainan dengan Pasal 347 dan 348 KUHP guna memudahkan pembuktian .

Menjadi pertanyaan adalah mengapa pasal yang mengatur kepentingan hukum
yang sama ditempﬁtkan pada Bab yang berlainan ?. ‘l'erdapat pendapat yang mengatakan
periunya delik aborius ini ditempatkan daiam Bab tersendiri misainya Gerhard Mueler
berpendapai bahwa aborius meskipun “in @ sense is as sex offense namun  “more

<t . 'z

Lo s . ST N Y. ST Lo fon WL o L
Jrequenisy it IS a guermath of a sex gffense® oleh karema itu “cboifius has been

Terhadap permasalahan ini menurnt hemat sava Bab tentan

(]
R

kesusilaan tidak hanva memuat ‘berbagai kejahatan seksual, tetapi terdapat beberapa
tindak pidana yang sama sckali tidak ada sangkut pautnya dengan seksual, seperti
memberikan minuman yang memabukkan kepada orang atau anak di bawah umur enam
belas tahun_ (Pasal 300 KUHP), menyerahkan atau membiarkan anak yang ada di
bawah kekuasaannya kepada orang lain, anak ilu iersebul dipakai uniuk mengermnis aiau
melakukan pekerjaan berbahaya atau dapat merusak keschatannya (Pasal 301 KUIIP),
penganiayaan hewan (Pasal 302 KUHP), Pasal 299 KUHP mengenai abortus
provocatu; Dengan demikian menempatkan beberapa tindak pidana tersebut dalam Rab
yang terutama membicarakan tindak pidana kesusilaan (seksual) dirasakan kurang tepat,
Terlepas telah terjadinya perbedaan pendapat seperti tersebut di atas mengenai

ruang lingkup pengaturan tindak pidana kesusilaan, kiranya periu ditegaskan bahwa

apabila meninjau kembali pengertian dari kesusilaan itu sendiri yaitu apabila

% ibid, hal 9.
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kesusilaan diariikan luas maka logis beberapa tindak pidana fermasuk dalam
TGS TR T S SO 15T U P NS VS PUUNTT S T
K&janaiaii KCsusLaan, tetapi apabita nenatsirxaii Kesusilaan tersebut hanva berkaitan

Dengan demikian timbu

kinan delik-

o)
(= S

nertanyaan apakah tidak terhutup kemun
delik vang mengatur di bidang seksual tersebut diatur terpisah pada Bab tersendiri?.
Dasar pertimbangan mengapa tindak pidana dalam bidang seksual seyogianya di

keiompokkan daiam Bab tersendiri barangkaii dapat dikemukakan antara iain, bahwa

- 1 et I1aT41- +. 1y 3 i - 5 -

atau xualitas delik vang terdapat di dalammya, misalnya tindak pidana perkosasn
13 » x 11 g £S
terkesan” dianggap hanya merupakan persoalan vang berkaitan dengan “kesusilaan

(vang pengertiannya bersifat relatif dan bersifat lnas) anggapan ini dapat saia membawa

dampak bahwa perkosaan itu hanya “semata-mata tindak pidana vang tidak begitu besar
dampaknya*, padahal akibat tindak pidana perkosaan dan tindak pidana di bidang

scksuai jainnya mempunyai akibat yang cukup serius dan hebat bagi korbannya,

keluarganyas dun masyarakat luas  {(rasa kefakuian, irauma, Keresahan, bahkan

dengan korban pemerkosaan. Disamping itu dari data primer diperoleh data bahwa
kalangan responden (N: 95) sckitar 71,57 % menginginkan tindak pidana seksual

diatur pada Bab tersendiri. (lihat tabel V11 )
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Barangkail sebagai bahan perlimbangan perfu disini dikernukakan sajah saiu

P ot Fupp) JRUENU IR PR, b -y Py P SV TSV, A. D SR
conton sixap masyaraxat Gi Amerika Serikai yang keras terhadap peikosaan terutamna
terhadap anak di bawah umur (srattory rape) antara lain ;
. : & - 1]
Pertama, dalam kasus perkosasn pasti terjadi peAa..‘pas:m mahkota”  yai
kenormatan dan kesucian kewanitaan (feminine dignitvj,yang pada hakekainya

merupakan kehormatan kemanusiaan ( (human dignity),
kO B

Kedua, dalam perkosaan nu1baimya selalu wartita vang dalam posist Glologis nagpun
pisik selalu dalam posisi Vang lemah,

—

PN 1rnmeen [Py Ry A | bn— s s alrna.

Yotion A
Lliga, Gaiain fasus puuxuaaau apacua korban wanita masih peiavwan maka ia akan

menangaung derita seumur hidup, terutama penderitaan mental, bahkan gangguan

TX7 7
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Beberapa hal tersebut di atas merupakan alasan bahwa delik perkosaan tidak

e,
...n

sekedar merupakan suaiu pelanggaran kesusilaan. Kerugian dan deriia baik secara pisik

1998) Dengan demikian menurut hemat saya apakah tidak seyogianya terhadap delik

semacam perkosaan dan delik seksual lainnya diatur pada Bab secara tersendiri.
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kekhususan tersendiri. Ciri yang menonjol antara lain disyaratkan adanya persetubuhan

dan atau perbuatan cabul dalam setiap deliknya. Persetubuhan merupakan

¢ Abd Salman Arief, Kejahatan Kesusiinan Dan Pelecehan Seksuai Daiam Pespelaif Syariah don
KUHP, dalam Suparman Marzuld (Ed),Pelecshan Seksual, FH UlL, Yogyakarta, 1995, hal 81 .82.
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oeniuk khusus dari perbuaian cabul, Hal tersebui disebabkan sebelum orang melakukan
perouatan persetubuhan sudah bara 1g tentu melakukan perbuatan cabul terlebily dahiuaha.
dang seksual terdapat beberapa tindak

ﬂl} (SR ELEPER LN

pidana percabulan, antara lain seperti Pasal 285 herpasangan dengan Pasal 289, Pasal
286 berpasangan dengan Pasal 290 (1), Pasal 287 berpasangan dengan Pasal 290 ke 2,
selebihnya yaite Pasal 293 sampai dengan Pasal 296 KUHP mengatur percabulan tidak
mempunyai pasangan. Dari beberapa pasal yang mengatur tindak pidana bidang seksual
dalam KUHP hampir dua pertiga lebih aiau sckiiar 86% pasai-pasainya melindungi

b L. y -n : [ Ny S AR i SRR U I N LU T R | PR
sepentimgan hukum wamitg dan gnak (wanita dan WIRT-IRT) GI OOWdi BRITEF,
. - - . - - . .

kepentingan hukum lainnya seperti kesucian perkawinan. Kriteria umur anak dalam
pasal di bidang seksual bervariasi antara lain, "belum culbup wpner” “belum mamn

o i SR e

dikerwin,” disamping itu ada batasan nvata dari umur sebagaimana vang tertulis dalam
pasal yang bersangkutan, batasan tersebut adalah 75 tabun dan 12 takun (Pasal 287 ayat
1, Pasal 290 ayat 2 dan 3 KUHP).

Ujud kepeniingan hukum yang ﬁiiindungi berupa pertindungan terhadap pisik
maupun psikis, misalnya periindungan dari pemipuan, bujuk Tayu, ancaman kekerasan
atau Kekerasan untuk melakukan persetubuhan dan atau percabulan. Perbuatan-
perbuatan dalam tindak pidana di bidang seksual dapat diidentifikasikon antara lain:

1. Persetubuhan dengan sukarela (Pasal 284 KUHP)’

2. Persetubuhan atau perbuatan cabul dengan paksaan atau ancaman kekerasan

(Pasal 285, Pasal 289 KUHP),

3. Persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap wanita dalam keadaan tidak

berdaya atau pingsan (Pasal 290 KUHP),
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4. Persetubuhan terhadap anaknya sendiri, anak angkatnya, anak tirinya (Pasal
294 KUHP),

5. Persetububan atau perbuatan cabul dengan bujuk rayu, memberikan hadiah,

uang, penyalahgunakan wibawa, penyesatan (Pasal 293 KUHP),

6. Persetubuhan atan perbuatan cabul dengan bawahannya, dengan orang yang

dididik, diasuh, diawasi, pembantu rumah tangganya, dsb {Pasal 293294
KUHP).

7. Perbuatan cabul terhadap sesama jenis kelamin.(Pasal 292 KUHP)

Dari hal tersebut di atas terlihat banyak kepentingan wanita dan anak-anak yang
dilindungi, menimbulkan pemahaman bahwa wanita dan anak-anak dalam posisi yang
lemah baik secara pisik maupun secara psikis sehingga mereka mudah méndapat
serangan kejahatan seksual.

Perhatian Internasional terhadap perlindungan anak-anak dari ;cmca.ma.n kekerasan
dalam bidang seksual antara lain terwujud dalam “Convention on the Rights of the
Child”, {Konvensi Hak-hak Anak) sebagaimana yang terdapat dalam resolusi umum
PBB (General Assembly Resolition) 44/25, tanggal 20 Novem'ber 1989, yang telah
diratifikasi melalui Keppres No. 36/ 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak—hak Anak.
Pada article 34 Resolusi PBB tersebut dikatakan:

States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation

and sexual abuse. For these purpose, states parties shall in particular take all
appropriate nationd, bilateral and mulitilateral, measures to prevent;

a. The inducement or coercion of a child to engage in any unlawfil sexud activity,

b. The exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual
practices,

c. The exploitative use of children in pornograhic performances and material.**’

Sedangkan perlindungan terhadap wanita antara lain ditekankan dalam konvensi

Internasional, " Convention on the Elimenatiorn of all Forms Discriminination againts

187 Human Rights, A Compilation of Itemational hstriments Vol.1, UN, New York, 1993, hal 187.




—
=
n

#Women" (Kunvensi penghapusan scgala beniuk diskriminasi ierhadap waniia) Generai

Dengan telah diratifikasinya konvensi “Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atan
Penghukuman Lain vang Kejam, Tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat

Manusia” (Convention Againis Torture And Other Cruel, Inbuman or Degrading

Treatment or Punishment) melaiui

UU No 5 tahun 1998, tgl 28-September-1998 dan
khususnya ierhadap waniia melalui Kepres RI No 181 iahun 1998 igl 9-Okiober-1993
yaxni membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dari salah
satu twjuan/kegiatannya adalah (Pasal 4): meningkatkan upaya pencegahan dan
penaggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi

MANUSia perempuan,

Ketentuan resotusi dan konvensi tersebut di atas kiranya dapat sebagai pegangan
dan landasan yang lebih mantap dan kuat dalam rangka perlindungan terhadap
wanita/perempuan dalam tataran hukum positif di Indonesia di masa mendatang,

Peritndungan ierhadap wanila perlu dilakukan oleh karena waniia sangai rentan

4 b e L

ialogile amemimiea e T
i010g8in Waillita ICipuiiydi USucT

kelemahan. Kelemahan wanita yang dipandang dapat menjadi pangkal “penderitaan’
antara lain:
a) Wanita secara kodrati dapat hamil. Kehamilan yang sama sekali tidak

dikehendaki dapat berakibat pengguguran kandungan, apabila tidak digugurkan
akan mempunyai anak yang tidak sah yang dapat menimbulkan problem

tersendiri.

ot
2

i

ibid, hal 153.
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aniia menjadi renian terhadap penuiaran penyaidi kelamin, seperii sjrphih's,

AIDS J'b:

o
Snat?

—— . . . . .
<) Wanita sebagai Korban Xekerasan seks yang tidak dikehendaki seperti

=

Terdapat bentuk kejahatan terhadap wanita yang di Negara Rarat disebut sebagai
“domestic violence”, Jenis kejahatan ini dilakukan dalam lingkungan keluarga misalnya
penganiayaan suami terhadap istrinya, melakukan hubungan seks atas dasar
“pemaksaan ” (marital rape), penganiayaan terhadap anak (chiid abuse). Untuk “marital
rape” dapai saja lerjadi dan TenImpa para waniia scbagai isiri di Indonesia, hanya saja
kultur (budaya) di Indonesia menjadi scbab hal iersebu

H % A - ] . -
semestinya” diangkat sebagai suatu kejahatan. Disampin

dikondisikan secara turun temurun dalam peran sosial di masyarakat, misalnya dalam
budaya Jawa bahwa istri sebagai “konco winghing " bahwa istri dalam posisi “swargo
nunul, neroko katut™ hal tersebut banyak dijumpai pada “war-uiar atau petuah dajam
perkawinan. Peluah lersebui pada hakekalnya mencgaskan secara sosjai kedudukan dan
PeTan seorang isiri techadap Suaimitya.

Pada sisi lain terdapat pandangan di dalam masyarakat yang masih beranggapan
bahwa kcjaﬁﬁtan dengan korban wanita tersebut bukan merupakan kejahatan yang
serius. Anggapan tersebut menumt Muiadi disebabkan antara lain bahwa kekerasan
(sexual) tersebut adalah masalah tempat tidur yang sangat pribadi dan berkaitan dengan

kesucian rumah (sanctity of the home), disamping itu berkaitan dengan keterikatan

budaya (cultural sovereigniy), disamping karena ketakutan terhadap suami, '

' Muladi, Ferlindungan Wanita Ternadap Tindak Pidona E ekerasan, dalam Suparman Marzuig (Ed)
Perempuan Dalam Wacana Perkosaan, PKBI, Yogyakarta, 1997, hal 138,
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Keadaan atau kondisi kehidupan wanita apabila  dilihat scbagaimana hal tersebut
di atas memang rawan terhadap tindak pidana. Beberapa kemungkinan vang dapat
terjadi pada diri wanita artinya yang dapat menimpa kanm wanita tersebut dapat
digambarkan sebagai suatu siklus yang menyertai kehidupan wanita itu sendiri yakni
semenjak dilahirkan sampai berusia tua Yang scpertinya tidak pernah lepas dari
cengkeraman tindak pidana di bidang seksual. Siklus “penderitaan” yang mungkin

menyertai kehidupan wanita tersebut sebagaimana digambarkan oleh Muladi antara lain:

Fase : Type kekerasan.
Sebelum kelahiran ~Aborsi
Pada saat bayi -Pembunuhan anak bayi (wanita)
Pada usia anak -Kawin anak, pelacuran anak.
Pada usia remaja -Kekerasan pada saat percumbuhan (date rape)

perlakuan sex terpaksa karena tekanan ekonomi,
pelecehan scksual ditempat kerja, perkosaan,
pelacuran yang dipaksa, perdagangan wanita.

Pada masa reproduksi ~Kekerasan oleh pasangan intim (marital rape),
pembunuhan oleh pasangan, . perlakuan tidak
senonoh, perlakuan salah psikis, pelecchan
scksual ditempat kerja, perkosaan, kekerasan
terhadap wanita cacat.

Pada usia tua -Kekerasan terhadap janda, kekerasan terhadap
orang tua. 190

Siklus kehidupan wanita (termasuk anak-anak di bawah umur) dan kemungkinan
kejahatan seksual yang dapat menimpanya seperti mata rantai yang tidak terputus. Hal
yang dapat dilakukan ialah salah satunya dengan memberikan perlindunean hukum
terhadap wanita tersebut sebagaimana yang terdapat di dalam hukum pidana. Di dalam
KUHP te]ali diatur sedemikian perlindungan dan pencegahan terjadinya kekerasan
(seksual) terhadap wanita dan anak-anak.

Permasalahannya yang timbul adalah apakah perlindungan terhadap martabat dan

harga diri wanita anakQanak tersebut sudah memadai atau belum . Pembahasan terhadap

190 ibid, hal 135-136.
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problema ini dapat dilakukan dengan mengupas pasal demi pasal yang mengatur
persoalan bidang scksual serta menghubungkan dengan perkembangan di dalam
masyarakat. Dengan demikian pasal-pasal yang mengatr perlindungan terhadap
persoalan bidang seksual ini tidak tertinggal dengan perubahan yang terjadi
dimasyarakat. Persoalan ini tidak terlepas d~-i penclahaan bekerjanya hukum pidana
dalam masyarakat. Terutama dalam menyangkut tahapan pelaksanaan substansi atau
maten pasal tersebut.

Pelaku tindak pidana di bidang seksual umumnya berniat atau berkehendak untuk
melakukan tindak pidana seksual. Oleh karena itu dilakukan dengan penuh kesadaran.
Hal ini perlu dikemukakan untuk mengetahui seberapa jauh pelaku dapat dipertanggung
jawabkan terhadap perbuatannya. Hal demikian discbabkan terdapat anggapan atau
pendapat bahwa delik seksual pada umumnya dilakukan karena adanya kelainan seksual
Kondisi ini nampaknya terlalu naif untuk dinilai begitu saja. Dari hasil penclitian
lapangan menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana scksual tersebut scbahagtan besar
sudah berniat untuk melakukan tindak pidana seksual. Hal ini terbukti bahﬁa pelaku
pada umumnya memahami betul siapa korbannya. Sebagaiman; menurut laporan
tahunan LBH Surabaya tahun 1998 menunjukan pula bahwa 60 % korban dan pelaku

173

sudah saling mengenal satu sama lain. ~. Dari hasil wawancara dengan para hakim
dikatakan bahwa pada umumnya perbuatan terdakwa dilakukan dengan penuh
kesadaran,'™ Olch sebab itu sepatutnya terdakwa mcn&;ipat pidana yang layak.
Meskipun demikian kenyataanya rata-rata pidana yang diputuskan olch hakim berkisar
antara 2-3 tahun, bahkan PN Surakarta Jebth rendah yaitu 1-2 tahun. (lihat tabel XXXIV)

Guna pembuktian disidang pengadilan untuk mengetahui apakah terdakwa mempunyai

73 Laporan LBH Surabaya, tahun 1998.

1% Ny. Sri Iskandar, SH dan Yamin. P.SH, Wawancara Pribadi, PN Surakarta dan PN Wonogiri tgl.
10-20 Mei 1998,
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Amin b aneln ASE i3 _._.__._...........'1‘!..._ ....I...' - PP T e e .
Gapa. plia Git Kan de'igéh IGCLIATIPHRATL 54nS1 Yang meinipuiilyal nuouingain dekat
dengan terdakwa seperti suami atau istrinya, orang fuenya, dokter yang pemah

merawatnya.''  Menurut pengamatan yang dilakvnkan penmlis pada saa
sidang pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surakarta dalam kasus persetubuhan antara
terdakwa (Bapak) dengan anak tirinya yang dilakukan di Losmen beberapa Kkali
menunjukkan adanya sikap yang wajar dari terdakwa. Diakui untuk mendeteksi secara

akurat terhadap persoaian sekswai terdakwa tersebut periu penciitian yang iebih

mendalam dan bersifai micrdisipliner.

umlah nerkara tindak nidana di hid

.
wa jumlah perkara tindak pidana di

sedikit dibandingkan dengan perkara lainnva (lihat tabgl XXXII). Beberana hal vang
dapat menjadi scbab sedikitnya perkara vang diadukan dan atau dilaporkan ke
Kepolisian/ ke Pengadilan. Kendala tersebut antara lain tidak adanya saksi pada waktu
terjadinya tindak pidana, korban meléporkan kejadian yang sudah terlambat sehingga
pihak kepolisizn kesuliian mengumpuikan barang bukii. Salah salu  {akiomya adalah
bahwa tindak pidana di bidang scksual rata-rata TKP (tempat kejadian perkara) nya

bersifat tertutup seperti di kamar-kamar hotel, kamar tidur pribady, atau tempat sepi. Di

bersama. Oleh karena itu menjadi kendala untuk mengetahui persis terjadinya
perzinahan tersebut. Kesulitan mengungkap kasus tindak pidana di bidang seksual ini
dapat dipahami, sebab kepolisian dalam bertindak sesuai prosedur berdasarkan peraturan

vang berizku (KUHAP) schingga apabila ternyata kurang cukup bukii tidak tertutup

¥ Ny .Sri Iskandar SH, Wawancara Pribadi, PN Surakarta, tgl 14 Mei 1998.
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terdakwa vang memperkosa bersedia mengawini korban. Kasus ini telah diputuskan

-oleh PN Maltang (Jawa Pos, 5 Desember 1997} korban (T 19 tahun) dan salah satu

pelaku pemerkosa (1.8 23 tahun) vang melaksanakan perkawinan pada saat perkara
berjalan dalam proses peradilan. Oleh karena it saksi korban sereiah perkawinan tidak

bersedia menjadi saksi uniuk suaminya sendin (caigian penulis: memang menurui

KUIIAP tidak wajib) meskipun terdakwa dalam putusan [lakim tersebut ietap diyatuhi
pidana, tetapi lebih ringan {pidana penjara selama 5 bulan potong fahanan) dibanding 2
terdakwa lainnva (magine-magine 5 tahun oidana nepiara), Meskim sagng terechut

ARLARI Y N = = — pravTemaliy pelAL iy ATAT DAL AL AASRnase Anaietintad
nampaknva berkesan biasa (sebagai hal vang meringankan terdakiwa) namim menurut

hemat sava hal ini menarik. Alasannya adalah bahwa disini nampak tindak pidana
seksual sedikit banvak mempunyai unsur privat, sehingea penyelesaian yang lebih

persifat manusiawi (apabiia dilakukan dengan niat sungguh-sungguh untuk

mengawini) merupakan suatu  aliemnaiil yang selayaknya menurul hemai saya

PN, PR, T TVt e et Laaatoccaae s mmlemwns T TTate s oo cas n fdeaaes U——|

TEnGapat pcxhat af. 1/i81H (UniZs nundln piuaiia 300agdl CEERHILER Ferecli T Tiatlipan
sekali, dengan demikian disamping mengurangi trauma sebagai dampak psikelogis
pada korban akibat perkosaan juga lebih mendekatkan pada unsur keadilan

Menyanghkut persoalan penegakan hukum, terutama dalam penegakan hukum
pidana bidang scksual seperti juga penegakan hukum lainnya untuk lebih mencapat

tingkat keberhasilan terdapat beberapa fakior yang mempemgaruhi. Faktor-faktor

52 Kapten Anwar Efendi (Kasatserse), Fawancara Pribadi, Polres Surakarta, tgl 12 Mei 1998,
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hukum, warga masyarakat
Peran masing-masing aspel/komponen penegakan hulmm tersebut saling terkait

satu dengan vang lainnya, Dari penslitian vang dilakukan terdapat hal vang menarik
untuk dikaji. Pada aspek perundangan-undangan tindak pidana di bidang scksual
ternyata terdapat kendala yang cukup berarti. Hal tersebut terutama terhadap perkara
yang memang tidak diatur daiam KUHP namun menjadi persoalan di daiam masyarakat
seperii menghamili gadis yang sudah cukup dewasa yang dilakukan oieh bujang (laki-
tingkat kepolisian yakni apabila dapat diadakan kata sepakat untik m
perkawinan, Namun me
oleh karena ia merasa bukan ia saja vang menghamili keadaan ini dapat saja akan
menjadi sebab terjadinya "pemaksaan perkawinan”. Pemaksaan perkawinan terebut jelas
bertenfang,an dengan prinsip UU perkawinan, dimana perkawinan hanya dilakukan atas
dasar kesukarelaan. Seandainya akan &iianjutkan perkaranya maka “dicarikan” pasai-
pasal yang “disesuaikan™ dengun kasus ierscbul. Terhadap penerapan pasal ierieniu
78 KUIIP) sebagaimana terdapat dalam puiusan I'IN wilayah lain pada Kuiun

hoaberra
H

waktu yang lalu, beberapa hakim yang diwawancarai mengatakan bahwa ia
endapat dengan menerapkan Pasal 378 KUTHP guna menangani kasus tersebut

. . . P94
dengan alasan pasal tersebut tidak sejiwa dengan kasus yang hersangkutan. ™

Perbedaan pendapat dari para aparat penegak hukum dilapangan tersebut

AT T TN T

Soerjuno Soekatio Penegakan Hufum, BPHN, Binwucipia,jakaria, 1583, hal 30.
4 Ny.St Iskandar,SH dan Yamin.P,SH, Wawancara Pribadi, PN Wonogiri dan PN Surakarta, tgi 19
Meil998.
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mengindikasikan bahwa keieniuan perundang-undangan dalam KUHP memang sudah

tertinggal dengan perubghan jaman,

Di samping itu dilihat dari sudut penegakan hukum pidana khususnya tindak
pidana bidang seksual ini, sedikit banyak terdapat sikap ambivalensi. Hal tersebut
nampak apabila dilibat dari sudut reaiitas di masyarakat yang ada. Nampaknya menurut

1 N . . " - n
hemai saya ierjadi semacam “kekaburan norma”. Perdnaghan menurui Pasal 284 KUHP

I [ Al trmin oyl A2 PRy T g, SN S, R SR, R, A [ P
dilarang dilakukan, sedangkan di masyarakat perbuatan-perbuatan yang boieh di Katakan
“ - . . . . . -
mendekati” perzinghan tumbuh seperti jamur di musim hujen seperti panti pijat,
diskotik  lokalicasi - : ihaei ;
skotik, lokalisasi, bar-bar vang tersamar sebagai tempat prostituei dsb, Meskipun

kesemuanya tersebut dilandasi dengan alasan-alasan tertent, Dengan demikian apabila
Pemerintah/Negara mengambil kebijakan untuk melarang perzinahan, vang nampak
disini seolah-olah perbuatan yang dilarang tersebut merupakan dalam bentuk “mala
prohibita” suatu bentuk jarangan oleh karena pemerintah menghendaki hai ifu diiarang,
bukan karena memang benar-benar secara moral scharusnya dilarang univk diiakukan.
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Pada hal norma agama, norma kesusilaan, kesopanan dan hukum itu send 1as

ri jelas-jelas

melarang perbuatan tersebut. Demikian pula halnya dengan melarang menjual minum-

ke
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S
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minuman yang memabokkan Pasal 300 KUHP, pada sis
“Perda” (Peraturan Daerah} memberikan ijin, tempat-fempat tertentu di perbolehkan
menjual meskipun dalam batasan tertentu. Inilah vang menurut hemat saya suatu sikap
vang ambivalensi. Kondisi semacam inilah yang menjadikan salah satu kendala datam

rangka penegakan hukum pidana di bidang seksuai.
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Terdapai kasus indak pidana seksual yang menarik puiusan PN Surakaria

1idnlrvrn svamrat i :
AWACE LN ¥ ¥ L llLUALJUlubu}}.}. “Y’ardta d

{Ny. 8) karena membutuhkan uang Rp.3.000.000,- meniadi perkara’kasus setelah
terdakwa “hanya” membayar Rp.150.000,-, schingea Ny. S melaporkan ke Polisi.

‘Yerdakwa dijatuhi pidana oleh PN Surakarta berupa pidana penjara selama 1 tahun

Semarang No.192/Pid/1998/PT8my igl 7 Okiober 1998, ierdakwa dipidana penjara
P PENETT I TUTE (SN D P 4 MY R (. . TTrl ~cmee s e e 1o Ad, 3002 J O PN Py, LT
SCIdTiid 4 OUldil £ & L. (iiital Lasfiprriaiiy. Lidl ydiid LlChldiine WS H dWdidill sRGlalliiba

ternyata hanva memproses terdakwa seperti

11838 2L AT elh

melaporkan ke Polisi din sikap polis
tersebut di atas. Hal tersebut di atas merupakan salah satu contoh dalam penegakan
hukum tindak pidana scksual yang ada.

Hal lain adalah kebijakan dari aparat penegak hukum yang masih memandang

" e e 195 “o e
tindak pidana seksual datam skals prioriias *. Barangkali in1 merupakan akibai “cap

bahwa tindak pidana di bidang scksual merupakan “victimiless ciime’, schingga
“dianggap” tidak membahayakan kepentingan hukum lainnya. Padahal delik seksual
mempunyai dampak vang tidak Lalah pentingnya dibanding d_.ng;.n Leishatan/delik vang
lain. Dapat dikatakan delik seksual apabila dibiarkan berlarut-larut jelas akan mcmbawa

kerusakan secara sistematis terhadap moral bangsa. Rentetan ini akan menjadi panjang
dan akan merambah kesegenap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap

ambivaiensi ini sedikit banyak dapat membawa dampak “longgarnya” penegakan

%3 Kapten Anwar Effendi (Kasatserse), Fawancara Pribadi, Polresta Surakarta, tgl. 12 Mei 1998




. . ‘e . .. . .
hukum pidana di bidang scksual schingga mungkin saja dapai berakibat merajaleianya
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kemanusiaan manusia sebagai akibat kemerosotan moral.

C.2.3. Perlunya Kebijakan Perundang-undangan Untuk Memperluas/
Mempersempit Perumusan Tindak Pidana Seksual Dalam KUHP
a. Tindak Pidana Perzinahan,

T Y

Pusal 284 KUHP mengaiur icniang tindak pidana perzinahan. Isi Pasal 284

ke-1 a : seorang pria telah kawin yang meiakukan jinah, padahal diketahui bahwa
Pasal 27 BW b

s ao

Pasal 27 BW berlaku baginya ;

Ke-2 a @ scorang pria yang twrut seria merlakukan perbuatan iu, padahal diketabui
bahwa yang turut bersalah telah kawin .
b : scorang wanita tidak kawin yang turutscria mclakukan perbuatan itu padahal

at
diketahui olehnya, bahwa yg turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW
berlakn baginya, '

(2) Tidak dilakukannnya penimtutan melainkan atas pen

~J
~1

tercemar, dan bilamana bagi mercka berlaku Pasal 2
diikuti dengan permintaan hercerai atau pisah meja dan
Jjuga,

~
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(3} terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73 dan 74

emeriksaan dalam cidane n adilan
grit

- an erioadi .
arny Xembali Aama pem (saan dalam gigang pengadilan

(3) Iika bagi snami-istri berlaku Pasal 27 BW pengaduan tidak diindahkan selama
perkawinan belum  dipufuskan karéha perceralan atau scbelum  Keputusan nyg
menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

1he
1

Muljatno, KUHP (tegjemahan), FE ULL Yogyakana, i 978, hal. 109. beberapa kutipan pasat selanjutnya
merupakan KUHP terjemahan dar Muljatno.
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trat serta melakukan tfindak pidana perzinahan. Pasal ini dalam penerapanmya
menimbulkan banyak perscalan. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa pasal ini

bersifat diskriminatif alasannya bahwa Pasal 284 KTUHP mensyaratkan Pasal 27 BW
dimana pada saat yang sama seorang laki laki dan atau wanita harus mempunyai seorang
suami atau istri, asas ini disebut asas monogami. Asas ini tentu saja tidak berlaku bagi
mereka yang beragama Isiam, mengingat bagi pemeiuk agama Isiam diperboiehkan

T

scorang pria berisiri lebih dari saiu. Terhadap Pasal 27 BW ini ierdapai pandangan pro

A et dpamedmais o memwle b ot prrmsacm dmo memaen 3 Taw s o d [ RPN, T, DESNEN FPT
Uall LU bl Wiatllia panais > itid ar2a i La il .L“. Ullcblﬂ Luuuul\ teillaviap) nUiLGLILugrL
Paaal 7 R taraahitt smanoinioat lrat tavraahiit  smarinal-an Tratantiinsn Adaes T
A LEDELL LT ALY Ml WL AL Rliwil lsu& l\\ll.\-flll.uul.l LWl OwW sl ALLW LR IR INW LW ALECALALL WML LYY

uroerlifle WethaeL) vana berlaln haoi merela vana hindnl nada BW Buroeriiile
{Lurgeriiis A elDOek) yang DOnaxXyl daf mercxd vanda luncui paca = {SUrgeriij=s

“Penerapan Pasal 284" mengatakan

bahwa ketentuan Pasal 27 BW hanya diperuntukan mereka yang tunduk pada

" tanlmiem Laliraroa f A TAY mqnq]ah armalrah .:-r'l(r')r]h-:n n.:n"nﬂqhan saharar Aalil
ARASAS LAl 1Y l\wlums AL TY ’: e ALILEL ul}uﬂ.\““ Pv lau“u“ P AbkaiL LI Ls 5 A b R,

a(luan perlu aﬂh’utl perceralan atan plsan me_]a clan tempat tlﬁu‘[’ ma[\a Ilﬂp l\aSUS
vang mpnvanaknt ketentuan Pagal 27 BW nmln rima]m \mcmrn Lita rhl'nd'ma

w97
hukum pcrmwmdn mcnmmut lebih dari saiu sisiim hukum’ .

284 avat 2 dan 5 KUHP. Pada pihak lain terdapat pendapat bahwa Pasal 27 BW
berlaku unfuk semua warga negara Republik Indonesia tanpa perkecualian. Pendapat

demikian dikemukakan oleh Raden Badri dkk antara jain “dengan berlakunya UUNo 1

#1  Martiman Prodjohamidiojo.Perterapan Pasal 284 KUHP. Artikel, Varia Peradilan No 80 Th VIIL




talah tapsacls sirviFal-nag 13 ol " EY]
i sdjadi unnagkast nuxum perkawinan di Indonesia, Pasal 27 BW ideptit dengan
T 79 *” g
Pasal 3 TAJ No 1 tahun 1974 dan berlakn “asas monogami” bagi seluruh rakvat

Indonesia, tiada pluralisme lagi”, '

Menurut hemat saya berdasarkan Pasal 66 UUNo 1 tahun 1974, yang mengatakan
bahwa ketentuan di dalam BW yang mengatur tentang perkawinan dengan berlakunya
UU No 1 tahun 1974 tersebut dinyatakan tidak beriaiu iagi atau dicabut. Ketentuan

pencabulan iersebui dengan periimbangan lefah diaiur hat yang sama didalam UU No

T dolevar, 10T bt mmeom B R e TP, o 1 TR e T T Ty Suie [ S 5.\ [N R T S P ) e N
L tauull 1774 ALLALLY, F LRAYY LLLOTL, u%ngau. GOITINIGN 0GICH QiKat arl vallyva (i WL} yalt
Republik Indonesia ketentuan yang mengatur perkawinan sehorusnya tunduk pada UU

nenuriit U7 No 1 tahun

Pasal 27 BW tersebut ditafsirkan sama denoan asas monaga

1974, menurut hemat saya bisa ya bisa tidak. Dengan alasan meskipun UU No 1 tahun
1974 menganut asas monogami fetapi terdapat penyimpangan yakni tidak tertutup

kemungkinan adanya poligami, terutama bagi mereka yang memeiuk agama Isiam.

™ 1 4 1 1 ™ 1 N py THRITTY 1 ™ + L Tu i) T T T T : : 1

Prakick pelaksanaan Pasal 27 B padd  Pasal 284 urlc m  pun  cukup
ORI S5, AU 1 ST TR W S T SR Y A mvvancoe TIT o e b e e e o e
NCINUHIZULIZN AT veosrapa putusan Mahkamah Agu 1 DM OCTNUCTiIRGTL POnarsitait
berlainan terhadap persoalan penuntutan terhadap delik perzinahan tersebut. Dalam

pengertian apakah perlu dilalmkan perceraian terlebih dahulu ataukah tidak.
Putusan MART NolOR0K/Pid/1987 tgl, 21 September 1989 menyatakan “baltrva
perbuatan pidana yang didokwakan kepada terdakwa ex Pasal 284 ( 1) ke I ¢ sub™a”

KUHPidana, adalah benar terbulti akan tetapi ternyata terdakwa dengan saksi

pengadu (Elysj masih terikat dalam pericawinan yang sah dan beium diceraiican”.

¥ Raden Badri, Penerapan Atas Pasal 284 (1) KUFF, Artikel, Varia Peradilan, No %2 Th VIII juli
1992.
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{Gurgelifk Wetboek), hal ini tidak beravti bakbwa untuk dapat diindahlbanmya pengadian
dari suami v FHorm Teir 0

“art sugmi yang dipermalukarn harus terlebih dabuly ada perceraian”. Melihat putugan

MART  tersebut di atas maka dapat disimpul

putusan lainmya berlainan. Putusan bertama perceraian merupakan keharusan sesuai

dengan Pasal 284 avat 2 dan 5 KUHP. pada sisi lain perceraian perceraian bukan suatu

Keharusan,

Persyaraian perceraian menurui Pasal 284 $UHD

: Wt 1ol ™ ; : :
et it N T alaal-a an + 1~ I . 1 oy s
STEEIAIGN S Gnakusen. Disamping #u mereka vane tarlibar perzmahan. oleh karena
+ 1 i
) T Sy 1rmae. N - ..
s2suafu hal masih saling mencinta atau Larens pertimbangan anak, akan sulit selaf

untuk melakukan perceraian, Meskipun hukum pidana hams ditegakkan namun karena

faktor hambatan tersebur, maka di dalam tindak pidana perzinehan pilak vang terugikan
seting fidak melakukan pengaduan.

Persgalan ladn vang berkaiman dengan Pasal 284 NUHP adaiah bahwa pasal iii

mengancam pidana terhadap perbuaian perzinahan vang dilakukan  oleh para pelaku

ET T Ve D Ty ARSI SN NPT N smmr et e oo ol AT e e -0 B - Dy JR S,
}fHH DAL SALHIIVA (S0} 1 FiRedL ErRUWIriyd FE G XT3 Y T 4 Y upcu\u [ 3 pdbal 1L tiklan udpidc
lagi mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat, Tuntetan masvarakat agar
ticdlaly mombatagi namidanaan terhadan para nelalknn vana telah terilat nerbacrinag

Heak memosiast pemudanaan terhadap para pelaku yang telah terikat perkawinan
Menghendaki diperluas termasnk mereka {pelaku perzinahan) yang kedua-duanva tidak

terikat perkawinan. Beberapa putusan vang sudah cukup terkenal antara lain **:

a} Putusan MARI No.93 K/Ki1/1976 igl. 19 Nopember 1977

(&)

Yurisprudensi MARI , Jakarta, 1977-11 dan Varia Peradilan.
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ruilusan Kasas) viabkaman Agung iersebui menvangkui ierdakwa sacorang  eadis

hergsama fanna nakeaan, Sehinaca terhadannva dianoaa
paks > goa ferhadapnya di E

setempat maupun hukum agama, Melanggar UL Dar
sub b yunto Pasal 281 avat 1 KUHP.
b) Putusan MARI No 61 K/Fid/1987 1gl.15 Maret 1990.

Kasasi ini menyangkui terdakwa bernama S A (21 rahun) yang terbukti secara sah

meifakukan “perbuaian ierlarang” mengadakan hubungan seks aniara pria dan waniia di

liar pernikahan yang sah, menurut hukum yang hidup (adat) dimasyarakat Madura
merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan yaitu sebagai perbuatan zina

¢) Putusan PN Mataram, Lombok 1ol 29 Olaober 1987

Putusan Pengadilan Mataram tersebut menyatakan bahwa terdakwa I K'L {50 tahun) dan

Ni N K (22 tahun) menurut hukum adat suku Bali di wilavah Lombok, para terdakwa

telah melanggar “delitia Gamia Gamana™ yang diatur dalam Kitab Hukum Paswara

Lombok dinamakan “‘Bero” schingga icrdakwa terdakwa I dipidana penjara 2 tahun

a1, e dedeimen TF A2t s smmmfonn 1 tmlezas
dant ferdakwa [0 Qipidana penjara 1 lanin.

- - ‘ )
d} Putusan MARI No.854/E/Pid/1983, tgl 30 Ckicber 1984,

n terdakwa bemama I D G R T (20 tahun)
dinvatakan bersalah melalukan tindak pidana adat “Logike Sanggrahs” dar adat
Peswara Bahi dan Lombok jo Pasal 5 ayat 3 sub b U U dar No 1 tahun 1931, yang unsur-

unsurnya antara lain: bersetubuh dengan seorang gadis. gadis tersebut menjadi hamil

karenanya dan pria tersebut tidak bersedia mengawini gadis tsb sebagal istrinya.
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Bahkan dalam perkembangan yurisprudensi lainnya terdapat pula perkara yang
diputuskan, memberikan penafsiran alat Felamin wanita ditafSirkan sama dengan
“barang“ (Pasal 378 KUHP). Penafsiran tersebut dilakukan oleh Pengadilan (Hakim)
agai' dapat menjerat terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan seorang wanita
(perzinahan) yang mana terlebih dahulu dibujuk dengan janji-janji yang manis, seperti
kesediaan untuk menikahi apabila wanita yang bersangkutan hamil dsb, sehingga wanita
tersebut tergerak "menyerabkan barangnya”® (Putusan PN Ende No. 21 Pid/B/1984
tanggal 23 Maret 1985 dan Putusan Mahkamah Militer I 18 Ambon No Putusan
97/MMI/18/1X/86 tanggal 17 September 1986, Putusan PN Jember No 198
/Pid/B/1984)

Ketiga putusan tersebut merupakan upaya untuk menjerat pelaku “perzinahan”
yang dilakukan oleh pasangan yang masih perjaka dan gadis. Akibai{ bujuk rayu pemuda
terhadap seorang gadis i)ahwa akan dinikahi sehingga gadis bersedia disetubuhi dan
akhirnya. hamil, tetapi si pemuda tidak man bertanggung jawab. Disamping itu terdapat
pula putusan PN Pamekasan No.20/Pid.5/1987,tgl.6 Mei 1987, putusan PT Jawa Timur
No.190/Pid/1987, tgl.29 Agustus 1987 dan MARI No.61 K/Pid/1988 tgl. 15 April 1990.
Pada prinsip;:ya dalam perkara tersebut terdapat seorang laki-laki (S A. 21 tahun) yang
masih bujang melakukan perzinahan dengan seorang gadis (F.E. 19 tahun), dengan bujuk
rayu sebelumnya yang mengakibatkan gadis tersebut hamll dan pemuda tersebut tidak
mau bertanggung jawab. Putusan terhadap kasus tersebut terdakwa terbukti melanggar
Pasal 5 (3)b UU No 1 tahun 1951 yo Pasal 281 KUHP. (Varia Peradilan No.56 Th VI
1991)

Putusan yang sama terjadi di PN Bondowoso No.07/Pid/B/1987 tgl 2-Februari
1988 dan MARI No.340 K/Pid/1990, tgl. 24 Februari 1990, Pada prinsipnya perkara

tersebut adalah sebagai berikut seorang guru SD yang telah berkeluarga bernama S,




19¢
meiakukan perseiubuhan beberapa kali dibeberapa iempai  dengan scorang gadis Sik,

alono AI_tEob PO SIS % T ST T
aran aininan, (etapi seiclah gadis tersebut

; . -
namtl, S temyata #idak mau bertangzung jawab Putusan Pengadilan Negeri
Bondowoso memutus bebas (vrifspraak), sedangkan MARI memuniskan memidana

1255 N AL N

terdakwa karena terbukti melanggar Pasal 281 KUHP “dengan sengaja melanggar
kesusilaan “ .(Varia Peradilan No 65 Th VI 1991)

Di dalam penulisan ini tidak memfokuskan pada pro-kontra apakah “alat vital
wanifta” itu sama dengan “barang,” tetapi iebih memfokuskan pada persoaian bahwa

beberapa pulusan pengadilan negeri ierscbui mengindikasikan adanya “perluasan

F=s e A am ate ool Davanalom sanna tidals favna Ala atantitan Daoal
WALMLLE LWL LIMKIE kl\’l..l\“'\’ul.ﬂl.l. julls WA L Wl DASCRAAAL L L HAARERLT BANALSEN, LWL AL LL AWEL Nwiwleblbdild 1 ol
784 AMenurut hemat gava memano lehih haill nennunbitan terhadan nelala
Lo KUHF, Mamiral nemat gava momar iehin Daix penuniuian isrnadap pelaxu

han adat berdasarkan Pasal 5 avat 3b UL Nop 1

tersebut dituntut sebagai delik perzina

Drt 1951. Hal yang menarik untuk kasus di Bondowoso dan di Pamekasan adalah

didakwakannya para terdakwa melanggar Pasal 281 KUHP. Nampaknya Pasal 281

KUHP ini menjadi semacam pasal karet, teriebih pada kasus Bondowoso yang mana

0.

salah satu pelakunya felah sah mentkah, namun idak dituntui aias dasar Fasal 284

dilakukan -tanpa perlu diadukan atan tidak, Menurut hukum adat pidana perzinahan
termasuk pula sebagai perbuatan terlarang vang dapat dinmtut tanpa dilakukan

pengaduan terlebih dahulu, schingga merupakan delik biasa. Dart sudut agama
perzinahan merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan merupakan suatu dosa.
Dengan demikian zina menurut hukum agama meliputi tidak hanya mereka yang

iclah menikah, iciapl lermasuk bujung dan gadis yang melakukan persctubuhan di iuar
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perbuatan zina, Dengan demikian pengertian perzinahan termasuk mereka vang masing-
masing pelaku masih bujang dan gadis. Nampaknya hal ini sesuai dengan perkembangan
aspirasi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat terbukti adanya beberapa yurisprudensi

vang telah tersebut dimuka. Disamping itu dari data primer berbagat kalangan responden

114 +rn ety 4
perumusannya tidak seperti dalam Pasal 284 KUHP, (lihat tabel XI dan tabel XII}
- 11 " 1 .
Berkaitan dengan persoalan “perluasan” jangkauan pengertian perzinahan tersebut

di PN Wonogiri terdapat putusan PN No,76/Pid.S/1990/PN Wng tgl 27 “Nop@mber 1990
vang memutus perkara perjinahan vang diputus oleh Pengadilan Negeri setempat

sebagai pidana adat. Uraian tersebut antara lain sebagai berikut,

Kasus Posisi:

. T S" 1E7 SE .....lL. UL Y & Sy T e Te 1 P I B..L,L,_..a.ﬁ T
etuanyya 11 LYY \_LJ [rayte ey \uu_jaugau), Uel.l.cl.lll}dl ll"gd-l. Ui acla Uiy, IO
n'l'l I'l]/l)""‘o ‘IIA"‘I\(";-I"; Tof ﬂ‘ft'lr'l T !‘41’1 TT f‘:r"l"\"l?ﬂ ke alad GI.'II Y&l ﬂ.:l""“\'l'l"lf"lﬂ '\D"‘I‘ﬂ“"‘l"ﬂ
1A GALLeA bl L LAd \Jll\.ls.l.l v A WLAUALELLTY AL A wailani AR RLINAGLIA YV LA AL Ltdinds inEdLE P\JI.UUHI-L“I. Wl JALACiL 4L
ditempat terdakwa I, di dukuh Bulukerto, sekitar jam 20.3¢ WIR, mereka telah
melakukan percobaan “gendak”, padahal diketahui terdakwa I tel bersuami. Bahwa

terdakwa I dan II telah kedapatan di dalam kamar berduaan dimana Kamar tersebut
terkunci dari dalam. Perbuatan tersebut menurut norma adat masyarakat setempat sangat

ditabukan dan meianggar kesopanarn.
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Jaksa penuntut umum: mendakwa terdakwa

Dakwaan primer: melakukan perjinzhan menurut Pasal 284 (1) b jo 2 a jo Pasal 56

ke 2 KUHP.

Dakwaan subsidair: melanggar Pasal 5 ayat 3 b UU dar No 1 tahun 1951 jo Pasal

35 (1) ke 1 KUHP.

Putusan Hakim Pengadilan Negert Wonogiri:

Mengingat perkara tersebut diadili secara sumier, maka hakim yang menyidangkan
tunggal. Putusan Hakim memutuskan berdasarkan keterangan saksi, termasuk tokoh
masyarakat setempat yang pada intinya menjelaskan bahwa berduaan di kamar yang
terkunci antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri serta telah dewasa
merupakan perbuatan yang melanggar norma kesopanan/kesusilaan masyarakat
setempat. Berdasarkan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang ada dipersidangan
hakim menyatakan terbukti bahwa para terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana
adat “dengan sengaja berada dalam satu kamar tidur yang terkunci dengan laki-laki lain
yang bukan keluarganya dan buwkan suaminya”. Oleh sebab itu hakim menjatuhkan
pidana kurungan terhadap terdakwa I dan terdakwa II masing-masing 15 hari, dan
mengijinkan para terdakwa bebas bergerak di luar penjara sehabis waktu bekerja

Analisis kasus:

Dari salah satu pertimbangan hakim tersebut di atas adalah bahwa para terdakwa
berdasarkan kesaksian tokoh masyarakat setempat bahwa seorang laki-laki dan seorang
perempuan yang bukan suami-istri dan bukan keluarga berada dalam kamar tidur yang
sengaja dikunci pintunya pada waktu malam hari adalah perbuatan terceia dan tidak patut
dalam dilakukan, sehingga mencemarkan masyarakat setempat.

Kasus tersebut sebenarnya merupakan kasus perjinahan sebagaimana telah diatur

dan dilarang menurut pasal 284 KUHP. Namun terhadap kasus di Wonogiri tersebut
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nampaknya hakim mendengarkan aspirasi dari masyarakat setempat. Setidak-tidaknya
untuk daerah setempat kasus tersebut dianggap tercela. Oleh karepna itu hakim
berketetapan mempergunakan Undang-undang darurat No.l tahun 1951 tersebut.
Barangkali ini merupakan jalan bagi hakim untuk menampung aspirasi kesadaran hukum
masyarakat setempat. Hal tersebut mengingat bahwa menurut Pasal 284 KUHP unsur
“persetubuhan” memang harus dibuktikan. Apabila belum dilakukan persetubuhan (lihat
lampiran putusan)} maka disitu baru ada percobaar perzinahan. Namun nampaknya
hakim tidak mau ambil risiko dari pada “membebaskan™ para terdakwa, maka hakim
memilih menghukum para terdakwa dengan pidana yang relatif ringan. Hakim disini
lebih mempertimbangkan pandangan/kesadaran hukum masyarakat setempat dimana
“berduaan di kamar padahal bukan suami-istri atau kelwarga™ sudah merupakan
perbuatan yang tidak patut dilakukan, sebagai perbuatan yang tercela Hal tersebut
sudah cukup bagi hakim untuk menghukum para terdakwa schingga dirasa telah
memenuhi tuntutan kesédaran hukum masyarakat setempat. Dari penelitian yang penulis
lakukan di desa Pijiharjo, desa Demangan, Kec.Manyaran, Kab Wonogiri terdapat kasus
perzinahan seperti yang terjadi di Bulukerto tersebut. Tetapi tidak sampai ke Pengadilan
atau tidak dilaporkan ke Kepolisian. Kasus perjinahan atau “MNasah” yang terjadi salah
safunya yang terkenal dengan “arak bugil”. Kejadian ini terjadi di desa Pijihardjo, Kec
Manyaran. Menurut keterangan arak bugil tersebut dilakukan sebagai manifestasi kontrol
warga masyarakat yang tidak setuju terhadap adanya perzinzhan di desanya. Mereka
tidak menganggap ha! itu merupakan “main hakim sendiri”. Dengan  demikian
mereka melakukan selayaknya suatu “kewajiban” untuk menghindarkan desanya dari
hal-hal yang mencemarkan. Dari keterangan kepala dusun setempat, di desa tersebut
memang terdapat “adat” yang dapat dipergunakan untuk menangani persoalan

perzinahan tersebut. Pemahaman “adat” menurut pemahaman kepala dusun tersebut
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ditafsirkan sesuatu yang merupakan turun temurun. Hal ini scbagaimana jawaban kepala
dusun seternpat bahwa ia menjalankan adat ini hanya scbagai “nglengegahi kioso
gumelar” pengertian ini dapat diartikan “hanya sekedar meneruskan hal-hal yang sudah
ada sebelumnya”. Bentuk penyelesaian dilakukan sccara musyawarah oleh pemuka
masyarakat setempat seperti tokoh-tokoh masyarakat dan warga desa untuk memutuskan
“denda adat” yang akan dikenakan yang disebut “deling,” besarnya denda tersebut
dibagi rata terhadap para terdakwa yang disebut sebagai “kobro” ujud denda tersebut
dapat berupa material untuk pengerasan jalan dan atan uang untuk perbaikan desa.?®
Dengan demikian apabila dikaitkan dengan putusan PN Wonogiri tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa di dasrah Wonogiri memang masih terdapat aturan-aturan yang
masih menabukan dan menganggap perbuatan tercela  menurut ukuran dan
pandangan warga masyarakat setempat scperti perzinahan iersebut. Pengadilan sebagai
tempat atau lembaga penyelesaian konflik, barangkali tidak cukup keberanian
seandainya memutuskan “bebas” oleh karena menurut hukum formal/tertulis tidak cukup
bukti. Hal ini akan dipandang oleh masyarakat setempat bertentangan dengan adat yang
scharusnya menghukum kepada para pelaku perzinahan tersebut. Dengan demikian tidak
tertutup kemungkinan akan timbul ckses yang menurut hukum formal disebut “main
hakim sendiri dari warga seterpat” seperti “arak bugil” yang pemah terjadi di desa
Pengkol, Pijiharjo, Kec Manyaran, Wonogiri pada tahun yang silam.

Barangkali hal scperti ini meskipun dianggap sepele, namun realitas sosial imi
dapat dikatakan merupakan suatu rangkatan mata rantai kasus-kasus serupa yang pernah
terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dengan demikian dapat kiranya merupakan

sesuatu hal yang perlu untuk dijadikan bahan pertimbangan dalarh menetukan kebijakan

%0 Quwardi, kepala dusun Pengkol, Pijithardjo, Wawancara Pribadi, tgl 3-mei-1998.
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Kembali pada persoalan dalam kaitannya dengan uraian tersebut & atas vaite
dengan perscalan perlu tidaknva delik perzinahan diperluas, Liranya dapat diambil

kesimpulan bahwa delik perzinahan perfu diperluas perumusannya. Denga

tidak secara limitatip membatasi hanya terhadap mereka yang salah satu pelakunya telah

terikat perkawinan sah yang dapat dikenakan pasal delik perzinahan.

Kebijakan formulasi sifat delik perzinahan sebagai deiiic aduan reiatif atau
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terhadap pelaku tindak pidana tersebut, sehingga delik itu hanya dapat dilakukan
nann tan anahila ada nencaduan. dar nihalk-nihalr vane dirmailan cenerti enami 1ot
penuntufan apabiia ada pengaduan, Carl pihak-pihak vang doumidan sepertl siam stn

Penuntutan semata-mata digantungkan pada kehendak vang bersangkutan secara absolut,
Kepentingan pribadi (privat) sangat diperhatikan dalam kebijakan penuntutan disini.
Latar belakang Pasal 284 KUHP dipandang dari sudut kebijakan penuntutan yang

berdasarkan aduan secara absolut adalah bahwa ikut campur tangan alat-alat negara

akan mendaiangkan keruglan yang lebih besar bagi kepeniingan icricniu, dibandingkan
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Meminiam pengsrtian Roeslan Saleh bahwa KIJHP vang didasarkan pada paham
individualistis-liberal adalah bagian hukum yang sifatnya membatasi. Hukum pidana
berfungsi-berkewajiban menjaga batas-batas dari lingkaran kebebasan individu, jangan

sampai diganggu oieh individu-individu lain yang masing-masing mempunyai batas-

1 Lamintang PAF, DeliDelik Khusus, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 105.
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batas lingkungan kebebasan®? Pgham ini sangat menghormati hak-hak perorangan.
Persoalan perzinshan dianggap urusan pribadi perorangan. Hukum pidana dianggap
terlalu naif apabila mengintervensi terlalu jauh untuk menangani persoalan-persoalan
yang dianggap pribadi ini. Sebagaimana pendapat Alfred Kinsey bahwa hukum pidana
harus berhenti di depan pintu kamar tidur (The criminal law’s dictatorial power must end
at the door of the bedroom) **

Dasar pemikiran delik aduan pada hakekatnya dapat dikatakan merupakan tarik
menarik antara kepentingan negara dan masyarakat (umum) dengan kepentingan
perorangan (privat). Dengan demikian sebagai suatu kebijakan hukum pidana, persoalan
ini tidak dapat dilepaskan dari arah dan dasar kebijakan yang lebih luas yakni seberapa
Jah Negara menggunakan wewenangnya dalam mengatur warga megaranya terutama
dalam melindungi kepentingan hukum guna mencapai kesejahteraan masyarakat (Social
Policy). Dilihat dari sudut kebijakan pidana persoalan ini tidak terlepas dari politik
hukum dari negara yang bersangkutan. Politik hukum suatu negara tentu saja diwarnai
oleh dasar dan falzafah Negara yang bersangkutan. Sudarto menyatakan bahwa adanya
keterikatan hukum pidana dengan ideologi politik suatu negara® Demikian pula
menurut Stephen Schafer bahwa semua kejahatan dalam pengertian yang luas adalah
kejahatan politik, karena semua larangan-larangan dengan sanksi pidana sebenarnya
melambangkan bentuk perlindungan terhadap sistem nilai atan moralitas terientu yang
ada dalam masyarakat.”

Dasar moralitas masyarskat Indonesia adalah Pancasila. Menurut Satjipto

Rahardjo, Pancasila merupakan sumber moralitas hukum® Pola kehidupan

202 Roeslan Saleh, Xemnngkinan Hdoom Pidma bonesia di Masa Yong Akan Datang’ Yayasan BP
Gadjah Mada, Yogyakarta, 1968, hal 68.

23 Gemar Senoadji, Perkembangan Pornografi, op cit, hat 13.

#4 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan , op cit, hal 16.

23 ibid, hal 17.

2% Satjipto Raherdjo, Konsep Xeadian Dalam Perlindingan HAM, FH,UMS, Solo,1997, hal 7.
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masyarakat Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila mengutamakan keseimbangan
dan keselarasan dalam pola hubungan antara manusia dan alam dan antar manusia dalam
bermasyarakat,

Roeslan Saleh pernah aﬁengemukakan gagasannya berkaitan dengan hukum pidana
vang berciri “Sosialisme Indonesia” antara lain bahwa hukum pidana vang sifatnya
menempatkan kembali dalam hubungan yang selaras dalam kehidupan bermasyarakat
sedemikian rupa sehingga ia dapat berbuat sesuai dengan tempatnya masing-masing
dalam keseluruhan masyarakat”. %’

Dengan demikian di dalam berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum
adalah sesuai dengan keharusan-keharusan nuraninya. Disinilah dikatakan hukum dan
moral pada lingkungan masyarakat Indonesia tidak terpisahkan. Dengan memahami
konsep sebagaimana tersebut di atas, maka dicoba untuk menelaah tindak pidama
perzinahan dari segi perimbangan antara kepenﬁngan individu dan kepentingan Umum/
Masyarakat/ Negara. Meskipun dalam tindak pidana perzinahan merupakan delik aduan
absolut dimana kepentingan pribadi lebih dikedepankan, apakeh tidak bisa terjadi
kepentingan pribadifindividu tersebut “digeser” untuk atau demi kepentingan yang lebih
luas yakni —kepentz‘ngan urum atau masyarakat. Hal tersebut berdasarkan pada
pemahaman bahwa dalam hsk atan kepentingan individu terdapat kepentingan
masyarakat. Bahwa “persoalan individu” dapat memperngaruhi kemasyarakatan secara
keseluruhan yang dapat menimbulkan “kegoncangan” da]axia- komunitas bersama, seperti
halnya apabila terjadi perzinahan;

Menjadi persoalan pula apakah perzinahan masih dianggap sekedar persoalan

pribadi, seandainya terdapat pertanyaan apakah memperkarakan kasus perzinahan justru

27 Roeslan Saleh, op cit, hal 65.




Fay

merupakan bumerang bagi keuiuhan keluarga itu sendiri 7 Bukankah iidak melakukan

Dat
Pertanyaan p

L
:
2
?
i}
g
[
:
¢
ht
£
[{
[4
|
;
.
4
{
i
;
[
H
L}
"
b
[
;
E
j
1
2
]
B
!.)

perzinahan dalam bingkai menurut Pasal 284 KUHP maka tidak tertutup kemungkinan
keutuhan keluarga menjadi bubar, hal tersebut disebabkan salah satu persvaratan
penuntutan adalah harus bercerai terlebih dahulu. Hal ini justru menjadi dilematis,

mengadakan penuntutan berisiko bubarnya perkawinan tidak menuntut pun tidak

leriviup kemungkinan perkawinanpun bubar. Oleh sebab 1iu periu diadakan revisi

perceraian” ditiadakan,” dengan demikian pemuntutan dapat dllalsill\'il'l tanpa harus
mengorbankan keutuhan keluarga yang bersangkutan. Disamping itu melihat dampak
tindak pidana yang sedemikian besar maka perlu dipikirkan sifat delik adl;an tersebut
dalam arii apakah seki;anya dapat “direiatifkan™ artinya keﬁentingan perorangan

{individu) Teiap diperhaitkan, disamping 1iu kepeniingan umum  peria pula
lik aduan menjadi delik aduan relatif. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Barda

mengetengahkan pemikiran tindak pidana perzinahan dalam kerangka kebijakan hukum

pidana, yang mana sifat delik aduan absolut diubah menjadi delik aduan yang relatif

1£L0
AU

(DAR)

1" Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukun Pidana . op cit. hal 3 i8.
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Hal inipun femyaia sesual dengan daia primer (N:| 959 sehir 78,90% yang

menghendaki tindak pidana perzinah
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mass media kasus perzinahan vang terungkap temnyvata bayak dilakukan oleh peran serta
warga masyarakat dimana perzinahan itu tegjadi. (lthat fotocopy bertta dari mass media)
Oleh karena itu dilthat dari segi penegakan hukum maka agak lebih mudah mengungkap
kasus terssbut apabila rumusan deiik menjadi delik aduan relatif.

b. Tindak Pidana Perkosaun
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Iekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dic i hiar perkawinan,

dua belas tahun

Pasal 2835 KUHP ini berpasangan dengan Pasal 289 KUHP. Pasal 289 berbunyi -

Barangsiapa dengan kekerasan ataw ancaman kekerasan memaksa seorang untuk

melaiuizan  atau  membiarkan  dilakukannva  perbuatan cabui,  diancam lkarena

melafudean perbuaian yang menverang kehormatan Xesusilaan dengan pidana penjara
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Pacal 7858 perkosaan perse thithan dilaluiban aleh lali-lali terhadan wanita cerdanaola
Pagal 233 pariosaan persciudunam CUAXULRIN .ol SiRl-lanl tiassls P owamia s£Cangsan

Pasal 289 perkosaan perbuaran cabul dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita atau

wanita terhadap laki-faki.
Hlampir semua negara didunia ini mengancam perbuatan perkosaan dalam KUHP

nva, Hal terssbul memberikan bukti betapa tindak pidana perkosaan sangat ditentang
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Wanitalah vang dapat meniadi korban dalam pemerkosaan, hal ini dapat dipahami laki-
laki secara anatomis menurut Erich Fromm (dari sudut psikoanalisa) dikatakan laki-laki
berkeinginan bersetubuh saja tidak cubup karema alat kelaminnva harus iegak,
sedanglan wanita tidok harus membuitikan apa-apa cukup kalau wanita mempunyai
200

keinginan uniuk bersefudbui. Disamping 1iu iidak periunya laki-laki dilindungi

melakukan “perkosaan” dapat dikenakan Pasal 289 KIUUHP tetapi bukan persetubithan,
melainkan memaksa melakukan perbuatan cabul. Disamping itu Pasal 289 tidak

mensyaratkan pelakunya dari jenis kelamin tertenfu (artinya laki-laki atau wanita dapat

saling meiakukan tindak pidana percabuian).
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Terdapai beberapa persoalan berkatian dengan Pasa
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vang berupa “kekerasan atau oncaman kekerasan,” pada Pasal 285 dan Pasal 28°

T tidalr memherikan nenielagan ananin tentano hal ity nenielacan terdanat nada

KUHP tidak memberikan pemelagan apapun tentano hal tu, nemielasan terdapaft pada

Pasal 89 KUHP vang dimaksud dengan mengegunakan kekerasan adalah membuat orang

pingsan atau tidak berdaya. Disamping itu penafsiran unsur kekerasan dan ancaman

kekerasan sebagaimana penjelasan Pasal 89 KUHP diartikan tidak selalu dibarengi

T0p1-1

“° Muladi, Periindungan Wanita Terhadap Tindak Pidana Kekerasan, op cit, hal 130.
“%  Arief Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual, Gramedia, Jakarta, 1981, hal 10.
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n ancaman kekerasan atau kekerasan vang terpent:

1 korha

adalah menjadikan atau membuat orang fidak berdaya, Ketidak berdayaa
\ ’ - . - .. -

kekerasan atau ancaman kekerasan secara limitatip dibatasai dalam penggunaan

sarananya, Sarana atau alat yang dipergunakan untuk membuat orang (korban) menjadi

tidak berdaya dapat berupa apapun dan dengan cara bagaimanapun, misal dengan bujuk

rayy, dengsn penipuan, menjanjikan.  Dengan demikian konoiast kekerasan aiau

koA nan + D ~ H
sesuai dengan maksud pengertian Pasal $9 KUHP bahwa memouat orang tidak berdaya
atan pingsan dapat dikategonikan Lekerasan schingaga dapat ditafsirkan sarana apapun

dapat dipergunakan yang penting korban menjadi tidak berdaya atau nmgua

Menjadi persoalan adalah apabila anak di bawah umur “menijadi  korban
perkosaan” tetapi tidak dilakukan dalam ujud kekerasan apapun artinya analc tersebut
secara sadar memang menyetujur uniuk diperkosa, apakah Ier:rﬁasuk perkosaan 7.

1cbih luas lagi apabila kiia menjangkau pengerilan frekerasan aiau ancaman kekerasan

sekretarisnya TW, (Gatra No 13 ThIf 10 Februari 1996), Mengingat terdapat beberapa
bentuk atau karakteristik perkosaan antara lain berupa, Exploitation rape dalam hal int

akses seksual diperoleh karena korban mempunyai ketergantungan ekonomis dan

-

sosial?!! disamping terdapat karakteristik lainnya seperti Sadistic rape, Anger rape,

[
-
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Soesilo, KUHP, Politea, Bogor, 1988, hal 98.
Muladi, dspek Teoritisi Dan Praltisi Penanganan Korban, FH UNS,Surakarta, [991, hal 5

-




Dominaiton rape dan Seduction—turned-into rape.  Typelogl perkosaan model
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Explottation rtape inilall yang periu dicermaii. Menurut hemat saya hal tersebut belum
tertampung dalam perumusan Pasal 285 KUHP. Demikian pula halnya dengan

Taia vewasadese

embiusan terhadan

korban, Menurut hasil gvaluasi LBH Surabava terhadap kasus-Kasus perkosaan vang

terjadi pada tahun 1997 dilaporkan bahwa dart 30 kasus perkosaan, dengan kekerasan

atau ancaman kekerasan 26 (52%) dilakukan bujuk rayu 16 kasus (32%) dengan

pembiusan terhadap korban dan 8 kasus (16%%). (Laporan Tahunan LBH Surabaya,

A s
i998)
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Menurat nemal saya mesKipuii rasal 265 KULLP i{cian memuodtingh ponjeiasaii
batasan unsur kekerasan sebagaimana menurut penjelasan Pasal 89 dan diperluas

barangkali ini masth kurang luas untuk menafsirkan “ancaman paksaan atau kekerasan”

Ll

schingga perlu dipericlas atau diperluas dalam perumusannya. Sisi lain aparat pensgak’

hukum kesulitan untuk membuktikan apabila perkosaan dilakukan dengan adanya bujuk
rayu yang dilakukan oich peiaku sebefum metakukan perkosaan, disamping it kejadian

(bujuk rayu) iersebul baru difepurkan seielah “gagal adanya kesepakaian” aniara pelaku

A i Yomadine 212 Traeicis wramie tidol cnmin dapas 33 dolo— Dooal M0T TP oo
aLLiZdll HUL UL roruanudail ydily, tdan ShLdld LOEAd Ut udidllt rasal 20J IWULLD PULL
menyulitkan dalam penerapan. Padahal dalam perkembangan akan banyak kasus-kasus

¥
o
dimanfaakan oleh para pelaku tindak pidana seksual. Kasus-kasus tersebuf apabila tidak
diusut secara jeli disebabkan olch karena perumusan pasal perkosaan yang tidak jelas

dan luas maka akan muncul suatu kasus yang samar-samar apakah suatu perbuatan itu

12

Ny.Sri Iskandar,SH,Kapten Pol Anwar Effendi, Lasmini,SH, | Yamin.SH, #awancara Pribadi, tgl
15-18 Mei 1988,
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1 . ) . r - T . s .
merupakan suaiu perkosaan ataukah ‘‘kesepabaian mau-sama mau (perzinahan)”,

tahunan L BH Surabaya tahun 1998) Sebetum melakukan perkosaan misalnya diberikan
minuman yang membuat pingsan, diajak berekreasi, seperti kasus dimana pelaku dan
korban berpacaran dan pergi bersama-sama dan mereka sepakat pada awainya dengan

segala rayuan dsb waniia “mau® diseivbuhi karena “ierperdaya® oleh rayuan laki-laki

nrmndonat Fosewrntn watalale Talel Talel Sdne wme mem medee e drmand fmeeflises senlin rwenaadde ccwalecennlins Loal
UL, vl ta SCtC1all 1ani~idnd 11U FHCIIZEHIFEA AT jatljliiyd, liaia vwalllla Iviapui natl lidl
tersebut sebagai perkosaan.

KUHP-KUHP asing tersebut nampaknya lebih luas daya cakupnya, Perumusan Pasal -
375 KUHP Malaysia misalnya, discbut perkosaan apabila seseorang laki-laki melakukan
persetubuhan dengan wanita dengan cara salah sani: bertentangan dengan kemauannya,

ianpa perstiujuannya, dengan perseivjuan iciapl dengan ancaman,dengan ipudaya akan

mengawini secara sal, dengan persetujuannya apabila wamita berumur < 14 iahun.

Perkembangan lain vang bersifat memperluas perumusan adalah  apakah
memasukan- benda semacam alat kelamin laki-laki },er terbuat dari karet dapat
dikatakan ada perkosaan/persetubuhan ?.  Bagaimanakah “persetububan” yang

dilakukan dengan wanita tidak melalui vagina tetapi melalui anus atau mulut (oral atax
anal sex), apakah hal ini juga tidak termasuk dalam katagori persetubuhan sehingga

bukan perkosaan 7.
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Hal-hial ierscbui scbagaiman? dikemukakan oleh Clarkson dan Keaiing dalam

suffices. T us the rubbing of the entrance to the vagina with the penis causing
n

a_;acza’ on is not rape tratio i1a or an
o

entefrarinm nfﬂqa 1'-.-70-1 ST O SRS
28g ¥? N a5 L

Nampak disini bahwa persetubuhan (sexual intercourse) vang dilakukan

melalui mulut, anus ataupun mempergunakan alat (pengganti kelamin laki-laki)
meskipun dilakukan peneirasi cukup ke vagina, bukan merupakan persetubuhan

scbagaimana yang dimaksud dalam perkosaan Oleh karena iiu sevogianya perlu

A Manmanni ancamnn widana smnda Dagal 123 ETTIID masmnalamtna ~rlaia bhaent Aih

_VJ.VII.EUI.L“I. FEO LIS N ARET SN P.l.\.l-ullu Puuu L L el AW L AL ALAELLE ‘ll\l.l._"u UM[\L&LJ LWl fdl -V LELLE

nirdana naniara 12 tabiin nermacalahannva nraktel nenecalan holarmnm terhadan nelaln

pulana pemgara 1)/ tapiing, pormasaianannya prafick ponefaxan mogrhacan pelaxu

tinctak pic,{ann perkosaan ternvata dipumis tebih renclah Do dam lapongon 3ang o ada di
= . =

PN Surakarta dan PN Wonogiri rata-rnfa antara 2.8 tahun sampai dengon 3 tahun
bahkan lebih rendah vaiiu 1 tabun 6 bulen di PN Surakarta, (Ithat tabel XNNIV) Sebagai

pembanding penciitian vang dilakukan oleh Myoman Sargkan dibeberapa Pengadilan
A ¥ N TOERY T I T 1 + 1 ™ T T T - "’}l'\-

Negert vabni PN Semarang, PN Pelatonpan dan PN Teoal (N20) buhwy 30% pelohu

LUURPE . O FE S M ain s en ol P, < L 1 »abisir 1
$GINORN PARhALLE POl DS ARL UL ALLILLL PrAChublicd ACLL]AI1 el UIR BRI YVall] 1 Ladiilish, R

Insamping i dalam sistem peraditan pidann §Crmmal Justice Svstem) posis

korban (svanita) dalam posisi vang lemah. Delik perkosaan adalah delik btasa akan tetapi

CwY Clurkson uid HM Neaiing, Crimingd Luw, Texs and Mueterals, op cii, hal 578,
* Nvoman deeLat,J"e.rmdauum: Jer}mdap Tindak Pidung Perkosaun Jdi Jawa T enqu.f; Masalah-masalah
Hukum No [I Th 1994, hal 3




bt
(=}
w

waid (korban) seoiah diposisikan “harus™ melaporkan kejadian yang menimpanya.

. Sy . .
Seh-mggn F.g!::hng}ra da?at d;g_}ulan ke Pengadilan, Persoalan laimnvga adalah macal;

Aivan A% A WALmyiasasivas. 4wl Lot 44 asasn ¥ i

pembuktian unsur Pasal 285 KUTHP memerlukan visum et repertum guna membuktikan

adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dan unsur persetubuhan. Kelambanan dan
atan keterlambatan dalam melaporkan terjadinva tindak pidana berarti semakin sulit
untuk mengungkap kasus tersebut, disamping minimnya saksi vang mengetahui kejadian

perkosaan.

wanita baik-baik. Akan tetapi tidak terbayangkan bagaimana seorang wanita tuna susila

di dalam melayani pelanggannnya mengaku diperkosa ?. Dalam hal ini menjadi

pertanyaan adalah apakah tempat dilakukannya tindak pidana perkosaan sebagaimana

tersebut di atas menjadi persoalan 7. Seandainya demikian apakah seorang laki-iaki yang

melakukan perkosaan di jokalisasi pelacuran menjadi bebas 7. Menurui pendapai sava

[ PP - Sy AORRE TR I 5 ey ARpSUNNY PSR § [T S-SUN NPT VI, SR DU [y D . DS RRPI
nai Hii PO mifdiryd Giplhnimnudiigndil. CEitiilivdiigan CriiaGap afanlian tidax eiéia
yvang diasumsikan wanita tersebut bukan wanita tuna susila atau wanita yang

Masalahnya wanita yang termasuk dalam Kkategori ini rasanva sulit untuk
mengatakan telah ada perkosaan dan atau percabulan. Sedangkan Pasal 285 KUHP
tidak mensyaratkan adanya unsur wanita “baik-baik”. Pasal yang mensyaratkan korban

TSYTTI,Y

harus waniia “baik-baik™ hanya lerdapai dalam Pasal 295 (1) KUHP. Dengan demikian




PR 1 - $ieg ¥ [T AR - : . 3 i

apakan * wamia iuna susila “ ildak dapai menjadi korban perkosuaan alau percabuian 7.
DA mdnl wrmam e Tt e el ee 22 oy Al temima ot ol PR, [ PO, P : -
r£ada 5ibi yaitZ 1ani plrsvdalai peria Gin u.u}xa i acbab ayam‘ h umna}.ah i t'd&}\ akan

sebagai hal yvang perlu dipertimbangkan,

gn ngh
¢. Pelecchan Seksual
Perkembangan lain adalah maraknya kasus-kasus pelecehan seksual vang terjadi
ditengah-iengah masyarakat. Pelecehan seksual oieh sementara hakim dianggap sebagai

1 . a1 Z13
perouatan Capul.

T mprnze smmlonalnoe solramnd Sea? Aok A oo bos b 1t

BK.asus peiCCliidll STK3GAL Gapdr GIRCITIURANGLl alilara (difl
1 T aciza Daldnr TTATD Talkarta AAL ITQ  <rana Aidalrsen malalaricam molasalias
L A o ERNILNAWIY ALLras AF REINEEL LA i klV¥a E LS : uj.ls CELVECAAL TY LA PERAVSTOAIN N LR TYN Y lJUJ.UleuAI.L
seksual terhadap karvawatinya D dan H tahun199, (Forum Keadilan Ne.12 Th

2. Kasus pelecchan seksual di PT SSS Karanganyar, Surakarta yang melibatkan
_ direktur P’ 888 'IKS ditaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap tenaga

“kerjanya sendiri Z. ( Gatra No 13 TH I, 10 Februari 1996)

EJJ

Kasus pelecehan seksual oich mandor bagiam pengamanan diperceiakan di

—~ o~ - S P Temart v b= o -
v

hemama TW di kamar Hotel Equatorial, Jakarta tahun 1993, (Editor No,.3 Th

II 10 Februari 1996)

25 Yamin SH, Ny. Sti iskandar,SH, Wawancarae Pribadi, tgl 15 Mei 1998.bahwa menurut mereka
pelecehan seksual adalah sama dengan percabulan.
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™1 - e " i3 H > - H . erlrrar 1 - - H ] :
DeDeTapd Kasus icrsebul di aias hanya merupakan conmtoh dan sekian kasus

H a - 1- : .
LT3BTUL &I alas yang aiaporkan Kepada pihak kepolisian adalah 2 kasus di Jakarta dan 1
kasus di Karanganyar., Korhan pada kasus di Karanganvar membeberkan persoalan

pelecehan seksual tersebut dalam rubrik surat pembaca disurat kabar Bernas dan Jowa

Pos yang menysbabkan korban pelecehan scksual menjadi terdakwa di Pengadilan
Negeri Karanganyar. Korban didakwa mencemarkan nama baik dan atau menfitnah
(Pasal 310 yuncw Pasal 311 KUHP) dan oleh PN Karanganyar terdakwa dipmius

hukuman 3 bufan kurungan masa percobaan 1 iatun 4 bulan, sedangkan dalam kasus

PN PN TR e e LR A T L T Y g, [Py, [ [N JUysupe, NUSUURvpny prsspey Voo RUVIE 54 -~
peISienan SCxSual Ul KUGaus, manaor peiaru peiecehan sexsual erseout di FLIK .
Beberapa hal yang pamt disimak berkaitan dengan perscalan pelecehan seksual

ke-1 dan ke-2 KUHP, pasal tersebut dirasakan cukup tepat dan memadai. Pasal 294
KUHP berbunyt:

Barangsiapa melakulan perbuatan cabui dengan anaknva, anak tirinva, anak
anokatmen annde Af bowah nenoawasanmvn vane helum cufrun umur nfou dencan prono
angkatnva, anak di bawah pengawasannyva, vang belum culoup umur, atou deng 2

c . T Tt * k] . T
vang belum culup wmur yang pemeliharaannva diserahfian kepadarnyva ataupun dengan
bujangnya atau bawahannyva vang helum culup umur, diancam dengan pidana penjara
R A, SN LE ST S
DOLiFg (aimic Liifiént iGrii.

Diancam dengan pidana vang sama :

ke /.  Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang vang karena jabatan
adalah bawahannya, atou demgan orang vang pewmjagaanva dipercavakan atau

-
-4 -’

diserahian kepadanya :

ke 2. Seoruny pengurus, dokler, gurn, pegawaipengawas alau pesuruh  dedam
penjara, tempat pekerjaan negara. tempat pemudikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah

L £
[T Uy Spgy SR SN Uy SN -
Vaig TREIQrindn  Je€ Cigian T QER

PR ) JER AN gy |
i, ]

Py S . —— i
A)I'.-U‘UE‘ Irngutun (211 %723 Hﬁ!!!UHSU SO

vang dimasukan kedalamnya.
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ST TTTTY

Melthai keteniuan Pasal 294 KUHP, nampaknya yang sesual dengan perbuaian

D 17204 Tra 7 T TD i :
Pasal 294 ke 2 KUHP pun dapat pula dipergunakan. Szlain i menurut pendapat lain
bahwa Pacal 281 KUHP pun dapat dikenakan terhadap perbusan pelecchan seksual

Sementara i menunit wawancara dengan para Hakim dan Jaksa terhadap pel

ceha

[11]

scksual ini dapat pula dikenakan Pasal 335 KUHP.*® Menurut hemat saya Pasal 333

K.UHP ini terlalu Juas untuk menjangkau persoalan vang “berbau” seksual. Oleh karena

Pasal 335 KUHP sama sekali tidak mengatur bidang seksual sehingga pasal tersebut

seperil pasal “keranjang sampah”.

PRy S g Lo Al Thmmal 00 Ton D WTTTTID b atenst an ccemzned T O pnsl

UISUT peroiidiarn Caqoi: Ualami rafdl 77 K€ 4 [ULIr IST500UL MCTiuriL & 500510
Analamy  harlrimun CITITTD I Asamtow Iemsanmton  Paccal Dasey Dee~l? adalal S.‘:nn]n
AL ACAAIE U“l\ull}u FAN N ) FANSSFI-Farany] NLATIRGFLLAT FARZ 87 ¥ LITEILS 4 e EE LANALLILALL UE“J_M
nerhniafan vana melanooar  keaneilaan  keconanan}  atan  merhnata vang ket
perbuaian  vang melanggar Xasustiaan  (Kgsopanan)  afau perbualan Yang  xejl

raba buah dada dsb .7

Padahal pelecehan seksual itu sendiri mempunyai pengertian yang luas. tidak
sekedar meremas-remas buah dada, berciuman. Pelecehan seksual menurut pengertian
yang luas dapai melipuii misalnya pelecehan seksual yang ierjadi aias dasar “kekuasaan

L. cprara  cooisloa AL TS TP TR O R Jp
Uaik secara sosial-exomoini SEpSItl pUsisi Xoliaa

- = Laerrnlina?  fomlead
o UCLdayadil vayvvalladll iCrnad

ekonomi, Hal semacam i mirip dengan explojtation rape (akses seksual yang

diperoleh karena korban mempunyai ketergantungan ekonomis sostal). Demikian pula

* Ade Rina.SH dan Lasmini, SH di Kejaksaan Negeri Ska, Wawancara Pribadi, tgl 11 Mei 1998.
Soesilo, op cit, hal 212.

i
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daiam hngkup “gender misainya pada pembagian kerja yang membedakan “pekerja

T, 1
rogngkelan diman

£
:
T3
€

gambar wanita sedemikian mupa schingga dapat menyinggung “perasaan
kewanitaannya”. Contoh yang lain seperti penempatan tenaga laki-laki dalam suatu
lingkup pekerjaan yang memang “kebanyakan” hanya dikerjakan oleh tenaga kerja

wanita. Posisi penempatan tersebut scbenarnya dapat “menyinggung perasaan™ yang'
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sghingga meminta keluar, Apabila pekerja wanita terssbut znemnunval potensi van

besar dengan tidak tahannya terhadap situasi int akan merupakan suatu Kerugian vang.

berupa aset sumber daya manusia vang penting dalam pembangunan. Memnjadi

persoaian  adaiah apakah semua pengertian pelecchan seksuai tersebut  dapat

TTTTTIY M mdnee cmmceecsmes an nme Lt re— N1 QT T TITTD PN PUS ) D L .

RULID 7 atau mciuful penalsiran rfasal 2ol Kulir ¢ "melan Niggar Kesusiaan i musa

11 ) atanrleal Dqsq] 228 nvat T o T FTTIID % smalalailranftidal: swmalalail-am atass

WAELECELLY CALLILEDLALL Fa LT e e l-l-."rul. L 1w L AW lrd AW LA O Sb VALY EALAAA L, ALEW LEAAAVALIAARAL  AELOAAS
.

membiarkan sesnam dengan memakai kekerasan, sesnam perbuatan lain atan perlaluan

vang tidak menvenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “ 2 Pasal

294 ke 2 unsur perbuatan cabul ditafsirkan sebatas pada pengertian yang sempit saja

yakni berkaitan seks yang secara harafiah dalam konotasi secara phisik seperti, meraba

218 1o .. -

- (2 aen Ao ] o o ~ [T L-cs £ Lralnrn Srmnta_rmatna alean b

Gender diartikan bukan sakedar perbedoan atas dasar seks (jemis kelamin) semate-mata, akan ¢
.

dularn konieks sosial, buduya don ehotomi. Strukstor budaya misainya kuliur masyarakai fawa Tengal
menkondisikan wanita sebagai “konco winghking”, vang tahunya hanya sebatas, kasur,sumur dan dapur.

4% Muljatno, opcit, hal 122
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DUAR-MUJ, memcegany alal kelamin dsb. DCU;III vkan unsur’ IIlCldIlgng' kesusiaan”

untuk menjangkau unsur-unstr p h :sual seperti tersebut di atas,
Dengan den rikian qeagdnmva perbuatan p nelecehan seksual akan dikenakan Pasal

294 ke 2 KUHP maka pengertiannya menjadi sempit. Apabila kepentingan hukum vang

hendak dilindungi dalam pelecehan seksual tersebut meliputi pengertian yang sempit

dalam arii hanya berkaitan dengan unsur seksual semata-mata, persoaiannya adalaii -

apakah perbuaian pelecehan seksual vang meiipuil  beberapa perbuaian  vang

{pidana} ?. Ataukah hal tersebut bukan persoalan yang perfu di “back up” oleh hukum
nidana?,
Pada sisi lain perbuatan pelecehan seksual seperti, kerlingan nakal, siulan nakal,

tepukan pantat, cubitan nakal dsb termasuk perbuatan yang pantas dipidana dengan
pidana berat 7. Padahal menurut hasil penclitian Sukivat sebagaimana yang dimuat

dalam majalah Editor (No 39 igl. 23 Juli 1994). meiaporkan bahwa mereka yang

“dilecehkan © lerkadang tidak merasa hal liu sebagal peicechan dan beberapa responden

e P e O S B e S I e S e T T Ty T
mieligatanan ovanwa MMmansud Jari poellnain 8v jéneadar Seuagdl Jdrdhd Ineliamuvalil
keakraban dalam pergaulan, Bahkan terdapat pandangan bahwa wanita yang dilecehakan

by H [ I " i ”»
melihat siapa vang melecehkan dahulu, apabila “wajah” peleceh bertampang “seram

mereka tersinggung, sedangkan apabila si peleceh bertampang cukup tampan mercka
merasa senang. Meskipun hal yang demikian sah-sah saja, tetapi hal-hal tersebut akan

membawa akibat dalam penegakan hukumnya, yaitu mengalami kesulitan. Minimal

hukum terscbut dapat “diperaiat” umtuk menindak orang yang tidak disukai secara




H bt P he 1 N f P N s,
Hal yang demikian jelas berieniangan dengan maksud hukum (pidana) iiu

NT 1~ = A 1-
Nampaknya meskipun telah terdapat Pasal 294 ke 2 dan Pasal 281 ataupun pasal-
I3 1 -
pasal lainnya seperti Pasal 289, 292, 294, 335 KUHP, menurut pendapat saya fefan

saja perbuatan pelecehan seksual dalam lingkup vang luas fidak cukup teratasi olsh

pasal-pasal tersebut. Hal ini sesuai dengan aspirasi masyvarakat vang menurut data
primer 84,22 Y% menghendaki pelecehan seksual diatur tersendiri dalam hukum
pidana.(iihat tabei XX) Oleh sebab i Hakim (Pengadilan) seandainya tetap

menerapkan pasal ierscbui dalam kasus-kasus pelecehan seksual maks Hukim akan

+ + Anlam naanll 1 T YTLID T+t i1-a [ 3 -

tersebut dalam pasal-pasal KUHP tersebut.  Apabila hal ini dikenalan torus bukankah
N . .

nagal tercebit meniadi semacam nacal Larer Dar weot canled nidana aneaman nidana

pasal ferggDil memiadi somacam pasail Zarel.  D)arl €201 sanKst Diana, aneaman pidana

-ang terdapat dalam pasal-pasal tersebur waitu Pasal 281 KUTP dua whon delapan

mazhy AR hdadidedl Rdebradid A ~

£.

pulan (2 tahun 8 bulan) dan Pasal 294 ke 2 KUHP tujub tahun penjara (7 tahun) terlalu

ey uptul sekedar ditevapkan torhadap perbuatan pelecehan scksual vang bersifat

“ringan”™ sepert “Reriingan nakal” stau “ziulan iseag”. Memang tidak dapat dipunghini

L=

bahwa peleczhan sehsual dopual menjudi awal perbualan perbosaan, iciapi apabiia

PR [y L. PO JOp PO D U PRI I .y S ARSI, NN NI o . SN
STUCIIGE AL GOLIA] PCLIIEIL L AL L UL AL ol lelD LA DG flg4al DUTIL JUIMY HOTHUICLINEL belEY I wnl)
apalah pelecehan itu sekedar bercanda dalam pergaulan antar teman ataukah sudah

nembuktian memeoane neranan nadahal un
oangs ner 1 p 1l

A SRSl presiaieadiias ie danteads -

membnktikan pelecehan seksual bukan masalah vang gampang. Reberapa contoh kasus

sebagaimana tersebut di muka pada umumnya kesulitan dalam mengupayakan

pembuktian. ‘Yerkecuali pelecehan seksual tersebut jelas-jelas sudah menjurus pada

percobaan pemerkosaan. Apabiia hal itu terjadi maka Pasal 285, 289 KUHP iah yang

4 2 2

icbih icpai.




Oleh karena iiu dan segi kebjjukun, apakah idak seyogianya membuai rumusan

P LR o r o Sy SSRGS, B ) PN MUt I SR NP . | e~
Pabul Wi [RES VI 1Y, 1tllailipuity Pe]. Uua* 1 ChalicLilE 1Rl Peiviuiildldll dAGhDdUdlL tl:l.:acbut
Aonann canala hatagnn mnavhaiafanaa

\J\llls“ll uv5ulu LALLM LELL PU’. uuuu.uu.!..’vu

Amane

Incest merpakan perbuatan vang berupa perkawinan da

= - il el N L1

n atau persetubvhan vang
dilakukan oleh mereka yang masih mempunvai hubungan darah. Persoalan incest ini

telah ada pada beberapa abad vang lalu, baik yang hidup dalam cerita masyarakat

maupun menurut kitab suci. Hal ini seperti penuturan Sanford H Kadish insiances of
incest abound in legend and literaiure, The besi-know tales of incest include of Abraham

R o J T vm e f o i,
FAdrdr, . \TFEER (e, 4D LHVOEVIFL

t

sister/daughter,
Terlepas dari persoalan cerita atau legende dan kisah nyata para nabi tersebut.

g L ERALERS S

Pada kenyataannya incest dapat dikatagorikan perbuatan yang terlarang untuk dilakukan.
Incest merupakan perbuatan tercela dan ammoral dimata masyarakat dijaman sekarang,

Larangan incest sudah terjadi sejak lama berabad abad tahun yang laiu seperti terjadi

pada masa Hamurabi (1750 SM) melarang dilakukannya meesl. Larangan iersebui aniara

h analk lali-lalinwva mels

Lean J At ew aAe Ly

tenziud, maka si avah dipidana ditenggelamkan (drowned), kalan seorang ayah telah
bersetubuh dengan menantunya (perempuan) sebelum perkawinan menantunya dengan
anak laki-lakinya terjadi, maka ayah tersebut harus membayar denda sejumlah uang

mas kawin sebagai pengembaliiannya (he must pay her a certain sum and return her

% Sanford H Kadish, Encylopzdia Vol 2, hal 880
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1 iy Z'uu S WAy N J.\el\dlll-ul-u.l. I.l.l.\.la p;. t \.l-l'l“at dh\atanﬂﬂ t},dal{ ada-
. . . . . :
Kalaupun ada sifatnya tidak dapat disamakan den gan incest, Misalnva dalam Pagal 294

“Barangsipa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya. anafk tirinva, anak
angkainya, anak di bawah pengawasannya vang d ibawah wmur,”

Kata “barangsiapa” di dalam Pasal 294 (1) KUHP tersebut dapat diiakukan puia

S UL U - UL T AL T2 - SR JE L T I .o, . A 1 PR I WOt 1. R L
ST 1ak3-1d K sCDagal DApAK . LCICUEN yanyg LCTdapat Ul dalain pasal ierseoui di z2ias

PR L 1 A i T TS VY. o, SIS, FUIUIE ST DIE P T i T s T s Ly Spys: [ . DD, MU T

nasin bersifat Himitatif artin NCIVATasi perian 1IL85: Yalg dapal dipiGana {eioatas
b , i - 77

pada "anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang masth di bawsh umur™. Padahal

pengertian mcest tidak demilkian.  Menurat John J Hogan incest adalah “sexual

""""""""

would be prokibited by law”. ** Sanford H Kadish mengatakan bahwa ‘“‘incest is

commonly defined as marriage, cohabitation, or sexual intercourse between persons of

143

1o - .. . . . . f oy . an0 37
specgzea degrees 0] COHSQ‘I?gI{IHI{V or Qf]ﬂ’lliy where mariage 15 prombzz‘ea‘ .

Meiihat definisi iersebui di aias maka icrdapai dus hal yang peniing bahwa inseci

hubungan pertalian darah atau keturunan (consanguinity or affinig).

Menurut Sanford H Kadish terdapat ¢lement perbuatan insect vang penting (The

essential element of the offences are) adalahw.l. The prohibited relationship of the

) T oo
b el 351,
4

_‘*f John Hogan, op cit, hal 33.
*> Sanford H Kadish, op cit, hal 830,

15
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parties, 2. Sexual intercourse, although the offence upon the marriage cereirrory, not by

- the act of intercourse, 3, Knowledge of the prohibit relationship, although several

statutes do not require this.

- (terjemahan bebas: 1. Adenya hubungan (scks) terlarang dalam suatu kelompok
/ kelnarga 2. adanya hubungan scksual, meskipun hanya dilakukan - sebatas pada

. perkawinan dan belum melakukan hubungan scks, 3. mengetahui hubungan yang

dilarang, meskipun beberapa undang-undang tidak mewajibkan)
Hal tctpcntmg mmurut kesunpula.n Sanford H Kad:sh bahwa incest bukan

'mcrupakan Iarangandalamhukum perkawinan akan tctap: incest adalah Iarangan

bc:hublmgan (scks) dlamara anggota kehiarga, (mcest laws is not on the regulaﬂon o
| marnage but on the prohxbman of illicit relation between members qf a family or
o hausehala‘)

Menurut hemat saya meskipun larangan peibuatan incest tennasuk larangan

dalam hubungan scxual, tctapi batasan yang terdapat dalam undaﬂ‘g"lmdang perkawinan
yang mcla:ang sescorang untuk mclakukan perkawinan cukup penting, barangkali

| scbagai “alat” untuk mencegah tcrjadizﬁfa perbuatan yang dilarang terscbut. Di dalam

ketentuan adanya larangan dalam perkawinan terscbut setidak-tidaknya merupalean
pegangan bagi pembuat kebijakan di Indonesia.  Sumber larangan incest dapat dari
hukum adat dan atau hukum positif dan atau hukum agama.

Menurut Hukum Adat insecct adalah persetubuhan antara orang-orang yang
menurnut hukum adat ada larangan perkawinan antara mereka, Dasar pelarangan menurut
fukum adat adalah karena merusak dasar susunan masyarakat™™ Di dalam hukum
positif kita terdapat larangan dalam perkawinan terhadap mercka yang mempunyai

hubungan darah. Ketentuan terscbut diatur di dalam Pasal 8 UU No 1 tahun 1974

24 ibid, hut B30
= ibid, hal 82,
2 Iman Sudiyat, Sketsa Hukum Adat, op cit, hal 218.
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v . 1 b rl r a -
ienlang Perkawinan aniara lain menvebuikan—bahwa seseorang  diarang melakukan

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ks atas don Le bawah,
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping vaitu antara saudara,
antara seorana denoan candara orano an antara eeorane denoan saudara
2 seorang dengan saudara orang tua dan ar seorang dengan saudara
neneknya,

menantiy, ibiwbapak tiri

LS LS AL LR

3.  berhubungan semenda, vaitu mertua, anak tiri
4

i 1

4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan saudara
susuan dan bibi susuan atau paman susuan,

o mmrrdae Ao oo

=~ | S Y SR dn 2gbes bany pndencnd laill sbove brase alrnas Aaod Iofe
3. oCTHGoUnZal Sauaar Gongan st atan m.-bagcu bibi atau Kor wonakan dari 1511,
dalam hal seoirang suami beristri lebih dari scorang,
6. mempunyai hubungan yang oleh agamenya atzu peratiran lain vz berlalu
diiarang kawin.
™ 1.1, TITITIT: Ty, 1 AnE s TATTIIOY 1, et ey s L, .
L ddldin NUNDE IMmenurul ras L7232 (1) r merdang audanya mcest nanyd
terhatag terbadan analbnvg  aeal $eimarn amale oo lociiin cnvin Lcdrcomes sveseese booseonon
WiLLdrad elilau { alldhityd, Qildh lulya, akiican ariFhditiya, scitd vdwdddiln Uit lattyd
i’:l-f'i‘\ﬂr“'!ﬂ llﬂ'!II'="lflﬂTf f]‘!ﬂ ]'\1\]/"‘!9\ ﬂ"!t‘]d Fas e balng {'].'.‘l!‘!"l('-"l
Lw il Lidevais ALRLALINTCLLACHLIN LEidlll CFORTRNELLL P“ul‘. Ulul.15 AW TV LT,
Undang-Undang No 1 tshun 1974 merupakan hukum administrasi vang diberi

sanksi pidana, Hal tersebut antara lain adanya ketenfuan yang memuat ancaman pidan
pada PP No 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan UUNo 1 tahun 1974 pasal 8 PP No ¢
tahun 1975 dikatakan: “bahwa scbagai pengawasan terhadap halangan perkawinan

menurut pasal 3 UUNo 1 tahun 1974 maka “halangan perkawinan perlu diumumkan”,

: : N : e . S
Kelenitian di aios hanya merupakan ancaman ierhadap peiugas yung iidak

rina “dimintakan pembatalan  perkawinan” van

ks & b . ’ m-" - iad
1 4 =]

=%

sanksi pidana apabila perkawinan tersebut telah dilakukan, maka disampin,
ancaman pidana seperti dalam PP No 9 tahun 1975 KUHP pun dapat diterapkan melalui
Pasal 280 KUHP. Namun untuk “persetubuhan” yang telah terlanjur dilakukan misainya

maka perbuatan incest tidak dapat diterapkan, karena KUHP tidak mengatur incest

secura kKnusus (kecuall pasal 295 ayai 1) Dengan demildan persoalan pengumuman
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halangan perkawinan yang menyangkut pelaksanaan perkawinan dapat dikatakan
merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHP tetapi dapat pula
bukan pelanggaran Pasal 280 KUHP, sehingga hanya semata-mata pelanggaran PP No 9
tahun 1979 padahal perbuatan incest telah terjadi.

Di beberapa KUHP asing incest ini telah diatur. Menurut KUHP Austria termasuk
insect adalah persetubuhan yang dilakukan dalam gariz ke atas dan ke bawah yang
berasal dari kelahiran sah atau tidak sah. Menurut KUHP Yugoslavia incest adalah
persetubnhan dengan saudara dari garis langsung yang ada hubungan darah, laki-laki atau
wanita. Perlunya incest dijadikan tindak pidana adalah bahwa incest dapat mengacankan
srtaktur kemasyarakataﬁ, disamping itu menurut hukum agama dam adat melarang
secara keras ferhadap praktek incest. Sejalan dengan hal itu dari data primer kalangan
masyarakat (N: 160) 96,25 % menghendaki incest dijadikan sebagai tindak pidana
sendiri. (lihat tabel VIII)

Selama ini kasus vang terjadi dilapangan pada umumnya terhadap pelaku “incest”
dikenakan pasal seksual lain seperti Pasal 285, 289, 290 (1), 294 (1) KUHP. Misalnya
kasus yang menyangkut persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri yang terjadi di
wilayah P N Wonogiri. Putusan PN Wonogiri No.35/P1d.B/1996/PNWng. atas nama
tersangka K (40 tahun) yang melakukan persetubuhan dengan :ﬁnaknya sendiri Arn (15
tahun) berulangkali sehingga mengakibatkan hamil. Terdakwa terbukti melanggar Pasal
294 (1) KUHP, terhadap perbuatan terdakwa tersebut Pengadilan menjatubkan putusan
berupa pidana penjara 3 tahun 6 bulan. (lihat lampiran) Penerapan pasal dalam bidang
seksual tersebut merupakan hal yang wajar mengingat perbuatan di bidasng seksual tidak
tertutup kemungkinan merupakan pelanggaran terhadap beberapa ketentuan pasal-pasal
di dalam KUHP. Persoalannya adalah unsur—unsur mana yang terbukti di dalam

persidangan. Akan tetapi dipandang dari segi keberadaan pasal itu sendiri maka hal
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{erscbui merupakan gambaran bahwa perbuatan incest belum secara Juas diatur & dalam
KUIIP. Dari simsposium “Pengaruh Agama-agama/kebudayaan di Indonesia Terhadap
Hukum Pidana” ™ antara lain memberikan sumbang saran bahwa perkawinan atmu
coitus antar orang-orang yang masih mempunyai hubungan darsh vang sangat dekat
diusulkan, hukum pidana harus memberikan batas: tentang mcest “dalam garis
keturunan lurus sampai derajod Keempat dan garis menyamping pada derajad
pertama’™, Scbagai batasan terhadap siapa~siapa yang termasuk dalmm Kategori
melakukan perbuatan insect menurut hukum pidana Inggris : **

“A man who fias sexual imercourse with a womean whom he knows fo de his
granddaughier, daughter, sister or mother, and a woman qof or ahove the age of sixteen
' wilo with concent permiis her grandfuther, father, Giother or son to have sexual
intercourse with her (provide she knows of relationship) is guilty aof incest.
amisdemeanor punishable with seven years imprisonment” {{erjzmaohan bebas: seorang
pna yang mengadakan hubungan scksual dengan scorang wanita yang diketahuinya
scbagai cucu perampuan, anak  perempuan, szudara  perempran atan Thupya dan
juga seorang wanita yang tclah berusia diatas 16 tahun, seijinnya mengadakan hubungan
seksual dengan nenek laki-laki, ayab, saudara laki-laki, anak laki-laki, dipersalahkan
sebagai telaly melakukan incest, dapat dilukum 7 tahun penyara).

e. Homoseksual

Sejak jaman dabuiu peniiaku bomoschsual ftv ada dan telah dilarang untuk
dilakuhan. Pada jaman Nabi Luth, Allah SWT menghulum pengikui-pengiiut nabi Luth
yang telah inghkar dan melakukan perbuatan homoseksual antar sesama jenis Kelamin
{laki-laki dengan lali-laki atan wanita dengan wanita) yang mervpakan perbuatm
mesum lebih dari kemesuman yang ada, Maka Allah mengazab mercka dengan
menghancurkan sampai rata dengan lanah kota merska,

Nampaknya jarak wakwu yang jach antara jaman nabi Luth dan jaman modemn

scperti sekarang ini manusia sepettinya telah melupakan sejarah dan kejadian tersebut.

Perubaban jaman telah merubah pandangan manusia terhadap scgala sesuaiu di dunia

*7 Laporan simposium, Penganruh Agame di Indonesic Terhadup Hukum Pidana, op cit, hal 93.
8 p Cross and PA Jones. 4n Introduction to Criminzal Law. Buttzr Worths, Londeon. 1959, hal 159
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mi, iermasuk pandangan manusia ierhadap masalah bomoseksual ini Nampaknya

FRymge, P— e B
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nandareaan ini antara latea ol Aanar Ailanaclran Anes maelamdy vy L
L ML RFOO AL AL L Pu;.l\uj.lluanéuu. Pu&xg}.l{l}‘aﬂ tentan

anaan darl -{Jnham dimana aoama sehagat landagan hulum
o aax

pidana telah berkembang menjurus pada paham sckuler, Pada pa

wm imi hukum

merupakan hal yang terpisah dengan persoalan agama.
Seirama dengan perkembangan sejarah manusia tersebut, homoseksual yang
tadinya merupakan perilaku yang ditentang oich agama, dalam perkembangan sekarang

memjurys sebagal perilaku yang  “mendapai icmpal” dimasyarakai. Hal il nampak

R = PP Ty pY-t i p EURPRTI I (UURARTIN, PP RN JEgh i, PERE, B TP FY ISR [ S I . J.
Widailag Guuadyalanat Datat.  LIVILUDUASUGL LTHVEILIaul Todal Uallnakl Udls i pI-AXERES 11C11 dl
pasangan yang sah layaknya pasangan suami-istrl. Inilah yang disebut-sebut sebagai

komvensional, misalnya di Denmark dan Belgia,” .

Dari sudut pandang agama, menurut semua agama melarang adanva praktek
homoseksual. Di dalam ajaran agama Islam homoseksual disebut/iwarh” terhadap
pelakunya dapat dijatuhi pidana mati, sedangkan menurut agama Kristen-Katoiik

memasukan homosekduai sebagal perzinahan, dosa percabulan (ikor:7;2). Menurui

P TV Ay A3 Il "1 nleee WD cenloawmm s e dnmeie lesslersm ey mcmam e Aill—aloe 11
tarLic L0l Qf Gaiditi owond 20> iiciat 1Y, auallya UULEL L ¥dil JlUdnURdLIl Uivil
meraka yang sejenis, dihukom bagl yvang berinisiatif denda dan hukuman cambuk 10

di dalam Pasal 292 yang berbunyi :

22 Siti Ruhaini Dzuhayatin, Marital Rape, dalam Suparman Marzuki (Edy Perempnan Dalam Wacana
Perkosaan PKBI, Yogvakarta, 1997, hal 95.
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Urang yang cukup umur, vang melakukan perbuatan cabui dengan orang lain

- orang vang cukup umur {dewasa),
- melakukan perbuatan cabul dengan sesama jenis kelamin,
- dengan orang lain yang patut diduga belum cukup vmur.

Beberapa hal yang menjadi catatan bahwa maksud Pasai 292 KUHP tersebut

adaiah uniuk melindungl anak-anak yang beium dewasa dart ancaman perbuaian cabul
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isi Pasal 292 KIJHP tersebut nampak jelas kedun perbuatan tersebut tidak dapat dikenai

L e hE

Pasal 292 KUHP.

Keberadaan Pasal 292 KUHP tersebut menurut hemat saya sudah baik, dalam

pengertian keberadaan pasal tersebut seyogianya tetap diteruskan daiam konsep KUHP

duat  seamlem tealelioleminanon [EUSUURO . T JS P
CUljARGINya 3aiia yansiu dal

dewasa tetap tidal terjanglkau, Demikian halnva

Advais ¥

antara mereka vang sama kelamin tetapi masih anak-anak atau remaja semua.

Harus diakui bahwa kasus tindak pidana homoseksual ini banvak teriadi pada
akhir-akhir ini, seperti kasus Robot gedeg dan baru-baru ini di Purwokerto dimana orang
dewasa meiakukan sodomi terhadap anak-anak gelandangan (Solo Pos, tanggal 28-

April-1998).
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Dr PN Wonogini icrdapai puiusan mengensi homoseksual puiusan PN

No.56/Fid.5/1593/PN Wig, erdakwa Ag Swn (21 tahun) telah melakukan percabulan
terhadap korban sebanyak 3 orang, masing<masing A. S (10 tzahun), Ynt (9 tahun) dan
FrMde (11 tahun), perbuatan cabul berupa melakukan sodomi terhadap ke tiga anak-

r it e -l
anak tersebut. Oleh PN Wonogiri atas perbuatannya terdakwa diiatuhi pidana 3 tahun

penjara, (lihat lampiran)
Aktifitas seksual yang dilarang menurut Pasal 292 KUHP adalah “‘melakiban

perbuatan cabul”. Menurui hemat saya rumusan pasal ini sudah tepat, sebab antar

sesama jerus kelamin ddak mungkin iegadi “perseiubuhan” (sexual infercourse)

PP, Eg g . [ [P P PSR [ MUy JpSREyIIGI, R, Sy U JU. S PN PRSI SR, W SRR, O
sebagaumana duakukan oleh mereha y 1g UCTUCOE jOTiiS snClaliiiiiya. MISTSrad Vang sama
oy o . - - x 13 i3] M

jenis kelamin dalam kontak seksualnya barangkali bersifat “unmncfural” atan tidak
alamiah denoan kata lain “tidale normal™ Tngiir “ner thuhan™ i vano hagaimana 2
alamiah dengan kata lain “tidak normal”™. TUnsur “persetubuhan™ itu vang bagaimana 7,

cisini akan diambil contoh pada Code Penal Texas negara bagian USA. Homoseksual

dilarang olch secbab praktek “Sodomi” vang dilakukan oleh mereka. Code Penal di

AN
-

‘'exas di dalam “7itle Homosexual Conduct” dikatakan

“A person commits an offense if he engages in deviate sexual intercourse with

nather individual of the same sex"” This is a class C Misdemeanor. Punisable by a fine

In

of no more than 3200 (no jail iime is speciffied jor class C) (ierjemuhan bebas: bahwa
seseorang melakukan suatu kejahatan, apabila ia meminta penyimpangan hubungan

scksual dengan orang lain yang sama kelamin. Kejahatan ini termasuk pelanggaran xias
C, pidana vang dapat dijatuhkan tidak lebth dari § 200, tidak ada pidana penjara sebagai
I‘-I"" f"’lf‘; L'Iﬂt" 11""‘\; 1"3‘0‘\ F ;ﬁ;\
WL D WL L AU OALIANGRT L e Rl ull}

PP s » e

Lebih lamjut diterangkan pade “Section 28.0i" apa yang dimaksud dengan

L S L o U oy gy i e i e B U [ A U |
“deviighi sexual intercourse as GV COHIUCT between ity parlt of genitaLs of person arid

tlon srtomartls man mosngeee od venomilaon momme 93 frariamanhan halooe mamarievnnosane harhaie gne
Lree friCrtetrt LAY uuho J Leritrireras JJC-! [ 4 \l.\nJ\uuaua.u Uwurasy, l.l\dll ArLL uu.suu LAt ru 15“!1

230 ; ; : ! S v Aian 1 ima ) A 1
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Iohn U Linguist, Sex Crime, dalam Misdemeanor Crime, studies in erims, law and jushes, vol 4, Sage
™ % 3 gl hy E R Ta o) T oA

FUDLCALION, L33, [k 4,
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scksual merupakan suaiu hubungan aniara alai kelamin seseorung dengan mului aiau
e . w im i, b

L, Y
dllu!)ll.jd viaiy aiii).

al 4

I garmaorts Aala : . CTTHID
ALerl 1l awpv:. i: G4l Tumusan KL.A 1L ;\‘.}Sﬁ‘ia (Aga’fﬁ's: ;‘vﬂf{ﬂf"e} dan }.\.UL F5y
z » ta .
Malaysia (Resalahan-kesalaban Luar Tabi'in ) dan KUHP Yuooslavia (DUnnatural

LSy RN =t

Carnal Copulation} di beberapa KIJHP necara asmg fersebut tidak sckedar meliputi
persetubuhan/percabulan  antara jenis kelamin vang sama (homoseksual) namun

termasuk pula dengan hewan (KUHP Austria dan KUHP Malaysia). Disamping itu di

KUHP Malaysia terdapat unsur dimuka umum, rahasia, membujuk. Dalam KULP

TIT TT YT

Austia  dan KUHP Yugoslavia terdapai unsur kekerasam/ancaman kekerasan,

3 2 + T H -
indonesia “int” larangan perbuatan homoseksual vang diatur & dalam KUHP
nampaknya bermaksud melindungi anak-anak dari pengaruh seksual orang dewasa, oleh

karen aitu perbuatan yang dilarang hanyva semata-mata hubu 1gan ho

orang dewasa dengan anak-anak.

Apabila yang menjadi dasar pijakan adalah unsur agama dan unsur kesusilaan

dalam masyarakai, maka mengapa tidak melarang perbuatan homoseksuai itu terhadap

semua pelaku (lerhadap mereka vang masih remaja, alaupun sama-sama ielah dewasa) 7.

21 acgablise dloalabdice conoi ool fhaiiin N Ao oy Lemnoi s o]
I1al tersebut disebabkan norma agama (ieruiama) dan tasa Kesusilaan masyvarakat
melarang perbuatan homoessksual,

perlindungan kepentingan hukum hukan terletak pada perbuatan homoseksualnya,
tetapi terletak pada kepentingan terhadap “anak di bawah umur” dari tindak pidana
seksual yang dilakukan olch orang dewasa. Sedangkan dari data primer diperoleh
gambaran bahwa kalangan masyarakatpun mengecam tindakan homoseksual dan

lesbian, 85,62 % menghendaki perbuaian homoseksual/leshian iciap merupakan undak
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pidana {anpa mempersodlikan apakah orang dewasa aiau anak di bawah umur iethadap

obiek maupun su

homoseksualnya siapapun yang melakukan tanpa perkecualian.

C.3. Kebijakan Pengaiuran Tindak Pidana Seksuai Dalam Konsep KUHFP Baru

= ¥ L3
Mendaiang
T e psrmame LT ITTEY TV mcmammewr ol mee e wee e b ol o 1en nl? it Ao
~ RaneaitZail fnouLLr Laitd yang aiscin TIAKAN OIE0 TIT KECil Satipai Qengan 13
Maret 1993 berisikan beberapa hal yang berbeda dengan KUHP lama. Konsep KUHP

Tindak pidana di bidang seksual diatur pada Bab XIV de

ngan judul “7iadak
Pidana Terhadap Perbuatan Melenggar Kesusilaan Di Muka Umum”. Bab tersebut
terdiri dari 31 pasal yakni Pasal 377 (14.01) sampai dengan Pasal 407 (14.30). Dalam
bab XIV tersebut seperti pada KUHP lama tindak pidana daiam -Kesusiiaan meiiputt
(14.330), keienivan mengenal

o N S

— T iy = cmrom s !Pn-n' AMNA F11 7 -~
OFt Grign GIOGwWds ke (oasdy 4ud (14..0 a),

memabulkan (Pasal 402 (14.28), aborsi (Pasal 402 (14.25), gelandangan Jdi tempar
umum hertufuan untuk melocurkan diri (Pasal 400 (14.23), disamping beberapa pasal

vang memang mengatur dan atau berhubungan dengan bidang scksual.
Ketentuan dalam bab kesusilaan tersebut isinya hampir sama dengan KUHP
iama hanya saja ada beberapa pasal (Buku III) dalam peianggaran seperti vang

FT T T

x ¥ 1.1 ' 1 : 11 4 1 11 b 3 1 1, 1 TT 1 N
LCTCATILLITE (lalam HT lama dimasukkan ke dalam Pasal KOsusldan DUKU KO 1l KOnsep
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disamping ity dalam komsep KUHP baru tidak terdapat lagi bentuk atau jenis

pelancearan
Perbuatan yang dilarang pada tindak pidana kesu n pada bab XIV konsep
KUY baru fersebui adaiah
H Melanggar kesusilaan di muks umum  {Pasa! 377 (34015,
2 Menytarkan,  mempertunjukkan menempelkan di muka wmum
tulisan/gambar’'bendatekaman vang melangoear kesusilann  (Pasal 379 (14.02)
3. Menvanvikan lagn-tagu/pidato, membuar nilisandlukison vang melanguar
kesusilaan. ('Pusal 379 {14.03)
4. Menawarkan, memberikan. metiverahhan, mcinperithalkan

gambaran/wiisan benda rehaman  alat-alas untwk mencegah kehamiian atau

miika umum Lmauu et angdaii ulcxupc Ulijunian ata

‘t.h
E
[~

dengan judul, kulit dan isi yang bentuk tfulisan, gambar. badan vang
membangkitkann nafsu birghi remaja (Pasal 3316-.1 05

6. Secara terang-terangan mempertuniukkan sarana mencegah kehamilan (Pasal
382 (14.06})

7. Seorang laki-laki /wanita yang telah terikat perkawinan melakukan perzinahan

(Pasal 385 (14.09)
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19.

Melakukan perseiububan di antura labi-laki dan waniia vang belum ienkat

menikahi, tetapi ingkar janji. (Pasal 387 (14.10a)
Pria bersetubuh dengan wanita sampai hamil dan pria tidak man bertanggung

Jawab. (Pasal 387 (14.10a)
Kumpul kebo, antara laki-laki dan wanita vang belum menikah hidup bersama.

(Pasai 389 (14.10b

'-._."

Pavhiatars naluil dasonn cranita sinocean atan tidal Toaedata Azaeoar anals Al
A Wl LAWAALIAL)Y  wdaLs L) HVLLEHLI TY CALLALLY Pula.’ull LER N TR R SR ST U\JL\J“I ﬂ, uwslauxx CLLIELEEN  LiL
bawah umr dan membuink untl hercetunhnh atanr eahol denoan anals vano
Dawal Wnur ozan memdujux uniux borsetudmb alau cabul dengan anmal wang

Perbuatan cabul dengan’ sssama kelamin (homoseksual/lesbian) (Pasal 393
(14.17)
Memberi hadiah/janji/uang/barang menyalahgunakan wibawa,menggerakan

orang yang belum dewasa dan berkelakuan batk melakukan/membiarkan

anak di bawah pengawasannya yang didik  diasnh  dijaga afau dengan
pembantu rumah tangea atau bawahannya. (Pasal 395 (14.19)

Pegawai negari berbuat cabul/bersetubuh dengan bawabannya, pengurus,
dokter, guru, pegawal, petugas LP. Lembaga tempat latthan, Rumah
pendidikan, Rumah piatu, RSJ atau Panti sosial dengan orang yang dimasukan

kedalammmya {Pasal 395 (14.19)
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21.  Menghubungkan/memudahkan dilakukannyz perbuatan cabulipersetubuhan
dengan  anaknya sendiri/fanak tirinva/anak  anpkamva/anak i bawah

pengawasannyva/ dengan pembantu rumah  tangga/bawaghannva, termasuk

terhadap anak vang belum dewasa.(Pasal 397 (14.21)

22. Berupa kebiasaan/menjadikan pekerjaan menghubungkan /melakukan

+

percabuian.(Pasal 398 (14.22)

~ ar 1, 1, 1,80 1,1 . 1 . R i

23. Memperdasangkan laki-fakK1/'perempuian Derupd menggerakkan, membawa,
on 2 PS YR S— 1 [ P . L R SO VIR TS P,
nCHCMpatKail/ imiCily STaindll rEpada Uranig 1din it NT1a KUK
ﬂ.ﬁ"ﬁﬂ"\"‘l]ﬂﬂfﬂ;‘ﬂr‘“v‘ﬂﬁ At mﬂﬂﬂ11.ﬂ“")f\ ™o TN 11 rey !Tﬂh"T ‘I’Y\A-II!L'I'II"I“
PUAUHUULHLUHUL“VML ¥ Aiilvd .I.LLU.I.I.“_'_;‘I il l.r\u_ \J].x,ll}l.luull. LErLLLELY AL RGN LA ANERLL
nekeriaan tetani menverahkan kenada orano lain ol nerbniatan necabala
peXeriaan felap? menyerahkan Xepada orang laim untuy perpuatan pecabulan

24. Bergelandangan dan berkeliaran dijalan/terapat umum (Pasal 400 (14.23a)
25. MengobatVmengajak untuk diobati seorang perempuan vang mengakibatkan

-keguguran kandungan.(Pasal 402 (14.25).

26. Menjual/memberi bahan yang memabukkan kepada orang lain, kepada anak
vang belum cukup berumur 16 tahun atau dengan Kekerasan memaksa orang
untuk minum minwman yang memabukkan {(Pasal 403 {14.26)

27. Memberi/menyerahkan kepada orang lain seorang anak berumur kurang dari 12
tahun untuk dipakai melakukan pengemisan /pekerjaan vang berbahaya.(Pasal

404 (14.26a)
28. Melukai/menyakiti/menelantarkan hewan (Pasal 405 (14.26b).
29 Menawarkan/memberikan kesempatan melakukan perjudian .(Pasai 406 dan

1

407 (14.25 dan 30).
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Dart segi sanksi pidana konsep KX Dary ancaman pidanannya lebih berai bila

indvral L - .. .
TINma:  KRusus arimya hap-tiap pesal mengatur minimal khusus tersendict hal ini
berbeda dengan sistim sanksi dalam KUHP lama dimana dianut mimum umum vaite

! (satu) hari. Hal ini dapat dicontohkan seperti pada Pasal 385 (14.09) (284 KTJ
yakni delik perjinahan yang semula diancam pidana 9 bulan menjadi 35 tahun. Pasal 389

(14.11) (285 KUHP) delik perkosaan ancaman sanksi pidana tetap 12 tahun hanya saja

terdapat minimal khusus yaitu 3 tahun. Pasai 390 (14.14) (289 KUHP) terdapat batas

minimal khusus yaiiu 2 izhun, Pasal 391 (14.15) (250 Ki JHiP) baias minimal khusys 2
[ "R AR V. S + JE 7S FRONSI I PP oloatn— et n Sl e e gomamavala =T 2 1. .
LLLILL RLICIASLLLILEL 7 L .ll.u].l., (A= Y WE LJ' t Pl l.a.l\f.‘ll.&ll.l SELVr= SN Ers 4N LJ LLgttic Y 15 Iitilld / edfiiii

na ] + n aon 1 17y Ma1 A ) PG TP
w yvl.uuvxul.uu 1} diidt 4O \,I. 14 j \_‘-/.l. AL } AL12I482 0L ¥ LL

. . . <
mengakibatkan korban luka berat atan mati ancaman pidana maksimum 15 tahun dan

minimal 5 tahun, sedangkan terhadap tindak pidana pada Pasal 14,14 dan 14.15

dan ke-2 korban luka berat maksimum pidana 12 tahun dan minimum ancaman pidana 3

tahun, apabila mengakibatkan korban meninggal maksimum pidana 15 tahun dan

| P . S S, 2 t Lisuce e g

wla 0 v
TARSITINN Y tan I, SLEDALNSAELILRL

talnm, sedangkan Pasal 295 KYJHP maksimmum S tahun,

Untuk tindak pidana baru yang terdapat batas minimalnya antara lain Incest Pasal
396 (14.20) minimaih ancaman pidana penjara 3 tahun, maksimal 12 tahun, pemberatan
maksimum 13 tahun minimum 3 tahun. Sedangkan yang reiatif lebih ringan terdapat

1

Ob) yang masing-musing mengancam

1.

pada Pasal 386 (14.10), 386 (14.10a) dun 388 {14.

e




1, . ' N 1, 1 . 1 e " i . i L T e L LR T
pudana denda berupa kaiagor? LT dan TV, Menurui Pasal 73 (72) (10 KUHP) denda

mbaran tersebut i atas nampak bahwa kebiiakan memperberat

2 1A LRiLl L1lg 18 o Ui A Ll

ancaman pidana terscbut bertwjuan agar mempunyar dava cegah (detterent effect)
terhadap kejahatan atau termasuk general preveniion (pencegahan umnum) agar mereka

vang berpotensi untuk melakukan tindak pidana di bidang seksuai tersebur

“mengurungkan niainva’’. Scdangkan univk jenis sankst vang berupa denda dengan

;awrinan sehaaail vnava vane hersifat “memeadorizan’ alan
) ebagal avang persal armyadarian ar

¥ iaruiesa  wkes

Tindak pidana di bidang seksual termasuk dalam Bab XTV. Dilihat dari segi “fudu!

bab". ruang lingkup Bab XIV pada konsep KUHP tersebut pada hakekatnya hampir

sama dengan Bab X!V KUHY lama, namun terdapat perbedaan redaksional dengan

318 R

menambahian kata-kata "di muka umum” {Catatan pen: dalam konsep KUHP

fahun 1598 kata-kaia “di muka umum” ielah dihapus). Menurui hemai saya dengan

JF'32 T FUNUUR PRSP UINE LU R SO A S
GUIAPUSKANilya L£awa oo NI KK (CTSEUul Isr

b - EL I 4 - » 1 - -
dissbabkan apabila kata "di muka umum” tetap tercantumkan maka akan menimbulkan
1 H " 1 " .
pertanvaan apakah kata “di muka umum” mempunyai pengertian bahwa  tindak pidana

pertu menambahkan kata-kata “di muka umum” ?. Apabila benar demikian maka
diasumsikan bahwa kesusilaan “hanya” akan dipidana apabila dilakukan di muka vmum

atau menganggu ketertiban umum atau perasaan masyarakat umum 7. Ataukah hal i

Ave
3

Konsep KUHF Baru buku 1 den I tahun 1991/1992 sebagaiman disempurnakan fim Keeil sampai
dengan tgl 13 Marst 1993, hal 119
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Scbagaimana dikatakan Oemar Senoadji bahwa delik kesusilaan baru
merupakan tindak pidana oleh pembentuk KUHP Belanda apabila delik Kkesusilaan
terscbui bersifat “openbaar” “nuisance” menganggu ketertiban umum apabila tidak

12 R : hd 219 4 . iv 4T n
maka iidak periu diancam pidana. Alaukah kaia “di muka umum” merupakan

T R - I POVGRL Ry NG SN SRR T A [Prapripn: I W TR, . DU,
varanddit didil LLiaal didu oroaerdrie odinwa LJUI LU t(u.l."l)CJ.UUﬂtd. L }' lz‘s diid dd}.alll Bab
XIV konsep KUHP tersebut memang dianggap mengganggu ketertiban uvmum (public
- » - i ] L1, .
order} oleh karena dilakukan di muka umnm Dengan demilian apabila dilakukan i

dalam kamar atau ruangan tertutup menjadi “sah-sah” saja tanpa dipahami siapa

pelakunya ?. Hal-hal tersebut berkaitan dengan kata “di muka umum” vang merupakan
bunyi judul Bab, oleh sebab itu dapat dikatakan “melingkupi” pasal-pasal vang ada di

dalamnya. Persoalannya di dalam bab tersebut terdapai puia tindak pidana yang memang

itdak memeriukan unsur “di muka umum”.  Apabila kiis merujuk pada hasil penelitian

P T I T T » SRRy N SIS, o SR S SR & A SN o S L S T B
Ll dwad slliatar L Ertgdriurt AgUdind L Ernddg LLHRHFE iddrid s yauy, lualtd doin
kesusilaan  (bidang seksual) merupakan tindak pidana yang tidak secara langsung
merupakan perbuatan yang merusak atan menyinggung kehidupan beragama atan

kehidupan bermasvarakat dalam bidang kehidupan beragama, ~** maka “nuansa” agama

LR Tt L0t st

(dari segala aspirasi agama yang ada) akan memberikan “ruh” pada substansi pasal-pasal

pada Bab X1V khususnya tindak pidana di bidang seksual, sehingga “scharusnva”

At
aud

=~ Oemar Senoadji, Hukum (acara) Pidana Dalam Prospeksi, op cit, hal 35
= Laporan penelitian/simpesium “Pengaruh Agama Terhadap Hukum Pidarna, op cit., hal 26,29,
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polaku iindak pidana di bidang seksual terscbui dapai ditindak ianpa periu  perbuaian

[Py My L Revepe L B ) [N JEON IUNNUREUE L melale e e L1,
ICISCUll "natus’ Quax i Ol MUKE Windin atau terlifiat o ig banyak.
; [ *
Menurut hemat saya pengertian “di muka umum” tfersebut cocok densan
g
- - = . 3
beberapa pasal dalam Rab XJV konsep KUHP tersehut seperti pada Pacal 277 (14.01)

tentang melanggar kesusiloan dimuka umum, Pasal 378 (14.02) konsep K1THP mengen
pornografi, termasuk Pasal 380 (14.04), Pasal 381(14.04) dan Pasal 332 (14.06).
Sedangkan beberapa pasal lainnya “di muka umum™ barangkali bukan menjadi titik
beratnya. Oleh sebab itu dengan dihapuskannva kata “di muka unum™ tersebut menurut

hemai saya merupakan langkah yang lepat. Scandainva dalam perkembangannya nanii

T o i, (RSN UL, SRV LTS S Tombm o ot L Ya (DD
[EItL WCLdp Jlvailiuiiimnalg DW}'U%,[ tya Uigaiil U—Cl.l:‘i',:lll. Natd  wagdisaadr: i, ndaia Gl
Er g P 3 . - : - roon
muka” dihilangkan saja. Hal ini ssbagaimana yang terdapat di dalam KUHP Malaysia,
yang mana pada KUHP Malaysia tersebuf mencantumban  dalam bab vang menganr

ang kesusilaan dan atau  bidar

g seksual  den
mempergunakan kata “kesusilaan aton moral wmum” dengan demikian memberi kesan
bahwa yang “umum” adalah kesusilaan atau moralitas. dengan demikian titik beratnya
terietak pada aspek “substansi” kesusilaan atau moralitasnyva bukaﬁ pada aspek (tempat)
“d1 muka umum”.

R 3 amd mbalom el TIot UVIL? Tleiomen LTI Lo
1 langiya HICIECLLL dIdlvlatina pava ipavs ALY I\U!.lbe[) INULLD Ualud,

dalam pengertian kesusilaan (dalam arti luas) dengan tindak pidana vang berlatar

EL T 381N L

belakang seksual. Hal tersebut terbukti masih dimasukkannyva dalam Bab XIV konsep
KUHP baru beberapa tindak pidana yang sama sekali tidak berkaitan dengan masalah

atau bidang seksual seperti Pasai 400 (14.23a) gelandangan, Pasai 406 (14.29) dan

At ~ 1
I

405 {14.26b) pengamayaan hewun,
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Pasal 403(14.26) menjual atau memberi minuman yang memabukkan. Barangkali
kebijakan legislatif yang diambil dalam konsep KUHP baru tersebut berpijak pada
pemikiran bahwa “kesusilaan™ mempunyai dimensi pengertian yang luas dan relatif,
Oleh sebab itu semua yang terdapat di dalam Bab XIV tersebut tercakup dalam
pengertian tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Sekiranya hal tersebut masih dapat
ditinjau kembali apakah seyogianya tidak dipisahkan antara tindak pidana yang memang
berkaitan dengan seksual dengan tindak pidana yang sama sekali tidak berkaitan dengan
bidang seksual seperti terurai di atas 2. Dasarnya adalah bahwa melihat bobot delik dari
tindak pidana yang ada jelas berbeda. Beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan
seksual mempunyai bobot atau kualitas delik yvang relatif cukup berat dan akibat
perbuatan delik tersebut mempunyai dampak serta korban yang relatif cukup besar di
masyarakat.

Seandainya dikelompokkan dengan beberapa pasal yang mempunyai kualitas
lebih "ringan™ apakah hal ini tidak memberikan pernilaian “menyamaratakan” sehingga
mempunyai “dampak” secara psikologis ?. Pertimbangan lain apabila kita melihat
beberapa ketentuan-ketentuan yang mengatur tindak pidana di bidang seksual di KUHP
beberapa negera, maka terlihat bahwa terdapat KUHP yang mengatur pada bab
tersendiri tindak pidana di bidang seksual seperti KUHP Austria, atau dimasukkan
dalam kelompok tindak pidana terhadap badan seperti KUHP Malaysia.

Alternatif pengelompokan tindak pidana bidang scksual pada bab tersendiri yang
mengatur kepentingan hukum yang sama tersebut menurut hemat saya didasarkan pada
kerapian sistematika dari suatu kodifikasi. Kodifikasi menurut definisinya menekankan
adanya sistematis dalam urut-urutan pasalnya. Artinya pengelompokan pasal-pasal
tersebut merupakan suatu untaian atau rangkaian yang berurutan, mulai dari yang umum

ke hal yang bersifat scbagai pengkhususan, tetapi merupakan satu kesatuan dalam arti
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yang berkompeten (Hakim, Jaksa, Polisi, Dosen pengasuh mata kuliah Hukum Pidana
dan mahasiswa Fakultas hukam) (N: 95) sekitar 71,57 % menghendaki tindak pidana
seksual ini diatur dalam Bab tersendiri. (lihat tabel VIi}

Menyangkui iindak pidana perzinahan aiau permukahan Pasal 383 ( 14.05) konsep

TTITTD L JUPSE — | PR, AN, (S T

DNnULIE Ud) I WELLLES IalEL aéuagcu LUOLInLUL.

(1. Dinidana karena permukahan, dengan pidana neniara paling lama Hma tahun:
L7 i Iy '] = ¥ pwit) ¥ 5

ke-i.a. Seorang laki-laki vang berada daiam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan

dpngaﬂ SeQrange naramnian vang bnkan ictrinva:

o A widaprasisia g RIS AT el AaRydes

)

D. beorang perempuan vang DCI'BCIZI daiam lhﬁmﬂ perKawman memmu\an
nerqemhuhan dengan seorang laki-laki vang bukan suaminya;

. .

ke-2.a. Scorang laki-laki vang imelakukan perbuatan tersebui sedangKan diketalhwuinya
bahwa perempuan yang bersetubuh dengan ia itu berada dalam ikatan

am ] nrian e

LJ\.rI.I\d ¥Y1LLCILL,
b. Scorang perempuan vang melakukan perbuatan tersebut  sedangkan
’ (T:l’.'ai‘-ﬂ-“uﬂ'ua hahwea lalri lals vana
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ikatan perhawman
Tidak dilakukan penu n kecuali atas pe
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Pengaduan dapat ditarik kembali selama n:,rnenl\saan datam sidang pengadilan
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Nampak bahwa perumusan pasal ~ermukahan (konsep KUHP mempergunakan
istilah Permukshan) atau perzinahan tersebut sudah terjadi perubahan apabila
dibandingkan dengan Pasal 284 KUHP lama, seperti fi tidak disvaratkan funduk pada

Pasal 27 BW, vang mana penuntutan dapat dilakukan dengan persvaratan perceraian.
Sedangkan vang tetap adalah delik tersebut merupakan delik aduan, disamping itu salah

sau peiakunya harus tetap dalam ikatan perkawinan dengan orang lain sebagai istri atau

23 ibid, hal 122.
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L1%.1%), raddy Joe/ {14.1U &y dan Pasal 388 (14 16 b; ko 1SCp KUIIP b.‘i"‘d, maka '1""1‘1'13311{
bahwa susbstonsi Pasal 284 KUHP lama tfelaf diperfuas. Meskipun perhuasan tersebut
terletak secara ternicsh, Pasal 286 (14,10 berbunvyi
(1 Barangsiapa vang mel; .L L n persetnbuhan dengan orang lain diluar
. VR 1 a _ - A e . 2
perkawinan vang san, dipidana dengan denda paling banvak katagort I
(2y  Tidak dilakukan penuntutan, L wali atas pengaduan keluarga pembuat
10 raaam e oo Yomdldren atnsr ~la s rda adad aross Lamnala A s e
2:141“.1}01 uw.a_;m. I.\.Ul 56& ﬂ{a U}.Uh }I\\J (li‘l ak‘&(lt 4 {'ﬂu }\\_, Jﬂ?\ﬂ d\.a- [<3 :Ib“wlf.li.)ﬂ-t
Pasai 388 (14.10 b) berbuny1 :

Barangsiapa meiakukan hidup bersama sebagal suami-isini di lvar perkawinan

dipidana dengan pidana denda paling banyak katagori IL
Pacal IRA 11 1 noancam nidana terhadan™ Aaranociana vane ;110?.'71'71?..-’7:4'
Pasal 386 (14100 mengancam mdana terhadan”™ barangsiopa vang melakun
perhuamn 4 tububan J7 luar nm?rmwmm yang sah " sedangkan pjsnl 388 (14.100)

mengancam pidana terhadap "barangsiapa vang melalulan hidup bersama sebagai
suami-isiri di har perkawinan yang sah” . Apabila kita mencoba menganalisis
perbuatan yang dilarang tersebut nampak bahwa perbuatan-perbuatan  tersebut

meTupakan perbuaiun—persciububan dan dilakukan di juar perkawinan vang sah. Gich

ceelenls divn mam ettt Potin lonlalime do e Dhaven] 0 A LT ITTI) Toerm e B Lol e el e T om0
DoUdL 1t pPauild fitd hadfithudil ULARELL O eldal L0 LU UL Lr Lakliad Wiali UUUG[&I}JL‘I yulidpauvoiwl
vang mengikuti perkembangan masyarakat, maka kedua pasal tersebut menurut hemat
gava merimalan nerliacan Pagal 284 KT tama Jammnalrmrva hal imil cecuat denoan
sava merupakan perluasan Pasal 284 KTTHP lama. Nampabnva hal ind gesuai dengan

menghendaki perluasan tindak pidana perzinahan imi (tabel XH ). Memperluas

4 ibid, hat 122.
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perbuatan “persetubuhan’ meliputi persetubuhan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
terikat sebagai suami-istri yang sah. Pasal-pasal tersebut jelas berfyjuan menampung
segala aspirasi masyarakat. Apabila di dalam perumusan Pasal 284 KUHP lama bersifat
limitatip membatasi pelaku yang salah satunya terikat perkawinan sedangkan
dirumuskannnya pada kedua pasal tersebui, terhadap mereka vyang tidak terikai
perkawinan yang sah telah melakukan persetubuhan dan dipandang bertentangan dengan
kesusilaan masyarakat dapat diancam dengan pidana. “Kumpul kebo” di Indomesia
tersebut hampir sama dengan “kumpul kebo” yang terdapat di dalam KUH? Yugoslﬁvia
meskipun terdapat perbedaan. Menurut KUHP Yugoslavia pada Pasal 193 memberikan
gambaran “kumpul kebo™ adalah seorang dewasa yang hidup bersama tanpa ikatan
perkawinan dengan anak di bawah umur 14 tahun (& person of fil age living in non
matrimonial union with a minor who has not attained the age of fourteen years) Hal
tersebut nampak jelas bahwa meskipun terdapat perbedaan, ketentuan Pasal 193 KUHP
Yugoslavia tersebut hampir sama dengan “kumpul kebo” wversi Indonesia yang
menekankan adanya pasangan (laki-laki dan wanita dewasa) yang memang belum sah
menikah, telah hidup bersama sebagai suami-istri. Apabila dibandingkan dengan Pasal
284 KUI-IP lama, maka periuasar dapat dipidananya perbuatan “per@Znahan’,
barangkali sebagai indikasi diterimanya unsur “agama” ke dalam aturan hukum pidana.
Mengingat beberapa ketentuan ajaran agama apapun melarang perbuatan perzinahan
tanpa limitasi atan batasan hanya bagt mereka yang salah satu pelakunya terikat
perkawinan yang sah. Ketentuan ini pun didukung sekifar 88,75% respondeﬁ dari
berbagai kalangan masyarakat menghendaki kumpul kebo di jadikan sebagai tindak
pidana. (tabel XVI) |

Menurut hemat saya, seyogianya beberapa pasal tersebut (3 pasal) vakni Pasal

385 (14.09), Pasal 386 (14.10) dan Pasal 388 (14.10 b) “digabung” menjadi satz pasal
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dengan judul “Permutahan”. Dengan alasan bahwa niat pembuat konsep KUHP memang
telah nyata berkeinginan “memidana” terhadap pelaku perbuatan persetubuhan vang
dilakukan tidak melalui perkawinan yang sah seperti Pagal 386 (14. 10} dan Pasal 388
(14.10 b). Pasal tersebut, terutama Pasal 386 (14.10) sama-sama mensyaratkan
“persetububan”, dan wnsur “di luar perkawinan” sedangkan bagi pelaku yang ber
“kumpul kebo” meskipun tidak terdapat unsur persetubuhan dalam pasalnya dapat
dipastikan melakukan praktek persetubuhan di luar perkawinan (oleh karena mereka
berkumpul layaknya suami-istri).

Akan tetapi seandainya penggabungan ke 3 pasal tersebut dapat dilakukan,
persoalannya sekarang adalah sifat deliknya bagaimana, apakah delik biasa atau aduan 2.
Ketiga pasal tersebut menurut konsep KUHP baru dikategorikan masing-masing
berbeda dalam sifat deliknya. Pasal 386 (14.10) dan Pasal 385 (14.09) merupakan delik
aduan absolut dan relatif, sedangkan Pasal 388 (14.10b) delik biasa  Berkutnya
ancaman pidana yang sangat berbeda, pasal perzinshan mengancam pidana 5 tahun,
sedangkan kedua pasal yang lain relatif “ringan’” berupa pidana denda katagori I dan II.
Dilihat dari kepentingan hukum yang hendak dilindungi menurut hemat saya pada
hakekatnyam sama yaitu “kesucian perkawinan dan atau kesucian ddam hubungan
seksual” yang bertentangan dengan peraturan hukum baik undang-undang (Perkawinan)
maupun rasa kesusilaan di dalam masyarakat.  Perlindungan terhadap kesucian
perkawinan dapat dilakukan tidek hanya apabila salah satu pasangan perkawinan
melakukan permukahan/perzinahan akan fetapi dapat saja “kesucian perkawinan’
ditafsirkan termasuk dalam pengertian lembaga perkawiran”. Hal ini dilakukan guna
melindungi dari hal-hal yang bersifat mencemarkan dan atan mengancam eksistensi
lembaga perkawinan itu sendiri sepertt’ kumpul kebo.” Sisi yang lain apabila meruyuk

pada unsur agama yang mendasari ketentuan dalam hukum pidana maka apakah tidak
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seyogianya inenggabungkan ketiga pasal tersebut menjadi satu dengan mengancam
pidana penjara dan atau denda. Pidana dapat dijatuhkan alternatif dan atay kumulatif hal
tersebut disesuaikan dengan kondisi pelaku tindak pidana, mizalnya pelaku yang telah
menikah atau telah mempunyai suami/istri dianggap sebagai memperberat tindak pidana.
Sedangkan apabila pelaku masing-masing masih bujang barangkali dijatuhi pidana
alternatif denda (disertai saran oleh Hakim untuk melakukan perkawinan yang sah).

Mengenai sifat deliknya, menurut hemat saya seyogianya delik aduan. Delik aduan
yang dimaksudkan adalah delik aduan relatif (DAR). Landasan pemikiran ini dapat
berpijak pada konsep DAR sebagajmané dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa
DAR (delik aduan relatif) yang menitik beratkan pada aspek kepentingan masyarakat =°.
Pemahaman DAR dalam kaitannya dengan penggabungan ke 3 pasal tersebut adalah
bzhwa siapa-siapa szgja yang dapat mengadukan tindak pidana tersebut seyogianya
disebutkan secara tegas dalam rumusan pasal. Hal ini sebagaimana yang terdapat
dalam romusan Pasal 386 (14.10).

Oleh karena itu pasal “kumpul kebo” yang dirumuskan sebagai delik biasa apakah
tidak seyogianya dirumuskan sebagai delik aduan relatif dengan titik berat pada aspek
kepentingan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa dirumuskannya “kumpul kebo”
sebagai delik biasa dengan maksud agar kecepatan bergerak dalam kerangka “Jaw
enforcement” atan penegakan hukumnya. Dengan dirumuskan sebagai delik biasa maka
siapa saja dapat melaporkan.

Keinginan tindak pidana “kumpul kebo” untuk dirumuskan sebagai delik aduan

relatif’ didasarkan pada kenyataan bahwa apabila terjadi kasus yang bersifat mengeanggu

2 Barda Nawawi Arief, op cit, hal 318
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“perasaan kesusilaan di masyarakat® di desa-desa di Jawa atau di beberapa daerah
lainnya, biasanya warga masyarakat setempat meminta pertimbangan icepada tokoh-

tokoh masyarakat (seperti ketua RT, RW dsb), tokoh-tokoh agama, tua-tua adat. Dengan
demikian sekiranya dikampung tempat tinggal mereka terdapat pasangan “kumpul kebe”
dan sikap warga masyarakat setempat merasa terganggu dan risih, maka apabila mereka
menangkap pelaku, “biasanya” mereka akan membawa pelaku-pelaku tersebut kepada
tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tua-tua adat tersebut. (catatan: bahkan tidak
sedikit yang menyelesaikan kasus tersebut pada tingkat ini).

Hal ini sejalan dengan data primer dimana sekitar (N:33) 54,55 % responden
menghendaki “kumpul kebo” merupakan delik biasa, dan sekitar 4545% vyang
menghendaki sebagai delik aduan. (iihat tabel XVII). Meskipun terdapat selisih
prosentase pendapat antara yang menghendaki “kumpu} kebo” sebagai delik aduan atau
sebagai delik biasa namun selisih tersebut tidak terlalu besar oleh karena itu menurut
hemat saya seyogianya diambil jalan tengah yaitu “kumpul kebo” dirumuskan
sebagai delik aduan relatif Dalam hal ini dapat dikemukakan lebih lanjut responden
yvang menghendaki tindak pidana “kumpul kebo” sebagai delik aduan dapat dirinci
(N:15) 73,33% yang menghendaki sebagai delik aduan relatif, sedangkan 26,67%
menghendaki sebagai delik aduan absolut (lihat tabel XVI[A;). Khusus yang
menghendaki “kumpul kebo” sebagai delik aduan absolut, penulis sependapat dengan
Barda Nawawi Arief dalam catatan perbaikan tesis bahwa tidak logis “kumpul kebo”
diromuskan sebagai delik aduan absolut karena menimbulkan pertanyaan, siapa yang
akan mengadu ? sebab keduanya merupakan pelaku delik.

Delik aduan relatif merupakan perimbangan antara aspek kepentingan perorangan
dan kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat fefap terakomodasi dan
mempunyai hak untuk melakukan kontrol sosial terhadap perbuatar. pelanggaran rasa

kesusilaan, di samping itu guna memberi kesempatan bagi mereka yang terlibat delik
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untuk dapat melangsungkan perkawinan Disini hukum pidana melakukan fungsi dan
peranannya bersifat “wltimum remedium®”.  Namun yang terpenting esensinva agar
masyarakat tidak main hakim sendiri dapat diberi tempat.

Mengenai perumusannya dapat mengambil pola perumusan Pasal 386 (14.10)
bahwa delik tersebut hanya dapat dilakukan penuntutan oleh Kepala adat, kepala desa,
ketua RI, RW , kemudian dirangkai dengan tambahan ketentuan suamifisri yarg
tercemar, keluarga pembuat sampai derajat ketiga.

Sedangkan “perbuatan yang dapat dipidana” sudah barang tentu dibuat “terbula”
artinya pelaku “permukahan” tidak lagi secara limitatif dibatasi salah satu pelakunya
telah terikat perkawinan vang sah. Dengan demikian perumusannya menjadi,
“barangsiapa seorang laki-laki dan seoreng perempuan melakukan persetubuhan & luar
perkawinan yang sak” Unsur imi memberi gambaran bahwa laki-laki itu siapa saja,
sedangkan wanita adalah siapa saja artinya apakah telah atau belum terikat suatu
perkawinan yang sah tidak menjadi masalah semua dapat menjadi pelaku delik.
Persetubuhan mana dilakukan diluar perkawinan yang sah. Pasal ini disebut sebagai
“permukahan /peranahan”. |

Akan tetapr apabila kebijakan legislatif yang diambil tetap memisahkan ketiga
pasal tersebut sendiri-sendiri: Penulis mempunyai beberapa catatan:

Untuk delik permukahan (Pasal 385 (14.09) sifat deliknya berubah menjadi delik
aduan relatif. Penulis sependapat dengan Barda Nawawi Arief dengan dasar
pertimbangan dari wraian dimuka bahwa masalah perzinshan “sebenarnyz” bukan
semata-mata masalah “pribadi” pembuat delik, tetapi memurut pandangan masyarakat
timur (Indonesia) merupakan urusan keluarga bahkan masyarakat.

Mengenai Pasal 386 (14.10) Pasal 387 (14.10a) ayat 1 dan Pasal 388 (14.10 b)
konsep KUHP baru menurut hemat saya seyogianya diberikan sifat delik aduan relatif

yang menitikberatkan pada aspek kepentingan masyarakat (pemikiran ini bertitik tolak
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dari konsep delik aduan relatif menurut Barda Nawawi Arief). Hal tersebut berdasarkan
pertimbangan bahwa guna memberi kesempatan bagi mereka yang terlibat delik untuk
dapat melangsungkan perkawinan. Disini hukum pidana dalam melakukan fungsi dan
peranannya hanya bersifat “memback up” saja. Oleh karena itu apabila para pelaku delik
telah sepakat untuk melakukan perkawinan maka seyogianya hukum pidana tidak
diterapkan. Terkecuali pada Pasal 387 (14.10a) ayat 2 disini harus dicermati, apakah
tidak dilangsungkannya perkawinan bersebab adanya halangan ?. Kalan va, maka
tindakan represif perlu dilakukan. Menurut hemat saya hal ini tersimpul dari adanya
sanksi pidana vang bersifat alternatif pidana yaitu 4 tahun pidana penjara atau denda .
Dari hal ini nampak bahwa adanya “tekanan” sanksi pidana berfiingsi sebagai
pencegahan (deterrence) sehingga upaya alternatif yakni “dilakukan perkawinan™
menjadi pilthan utama sehingga hakim otomatis menjatuhkan saksi denda saja.

Hanya saja menjadi catatan di sini bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan atas
dasar keterpaksaan. Namun menurut logika bahwa mereka (pelaku} delik menghendaki
adanya persetubuhan (terlebih lagi sudah kumpul kebo) oleh karena itu sudah sewajamya
mereka memang “harus” disuruh kawin. Dengan sifat delik sebagai delik aduan relatif
maka pasal tersebut lebih bersifat pleksibel dan luwes. Hal tersebut sedikit banyak
mendekati Watak delik di bidang seksual yang sedikit banyak terdapat unsur urusan
pribadi seseorang, terutama masalah sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal tersebut.
Mengenai siapa yang harus mengadu menurut hemat saya seyogianya bukan hanya
mereka yang terugikan (keluarga) akan tetapi termasuk warga masyarakat dalam hal
ketua RT, RW, kepala desa, kepala adat setempat. Hal tersebut disebabkan apabila tidak
ada pihak ”luar” yang ikut mengontrol Kkasus seperti kumpul kebo dsb maka persoalan
ini akan menjadi berlarut-larut sebab tidak tertutup kemungkinan pthak keluarga peiaku
bersikap masa bodoh bahkan “menyetujuinya” sehingga menggantungkan pengaduan

pada para pihak tersebut menurut hemat saya bukan hal tepat. Hal ini dapat menjadi
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sebab timbulnya "main hakim’ sendiri oleh warga masyarakat setempat. (lihat fotocopy
berita di mass media) bahwa terungkapnya kasus perzinahan peran serta masyarakat
nampak sekali.

Pasal 389 (14.11) ( 285 KUHP} merupakan perluasan Pasal 285 KUHP lama
Rumusan pasal ini mirip dengan perumusan Pasal 375 KUHP Malaysia Nampaknya
pembentuk/perancang KUHP baru menghilangkan Pasal 287 KUHP lama untuk
“dimasukkan’” ke dalam Pasal 389 (14.11) ini. Hal ini wajar mengingat dari perbandingan
dengan beberapa ketentuan yang mengatur bidang seksual di beberapa KUHP negara lain
(tabel XXVII) terlihat bahwa perumusan yang mirip dengan Pasal 287 KUHP Indonesia
ini, kebanyakan sudah tercakup dalam perumusan delik perkosaan (seperti pada
perumusan KUHP Austria merupakan perluasan delik perkosaan pasal 123, KUHP
Jepang sudah tercakup pasal 177 demikian pula pada KUHP Malaysia).

Perumusan yang mencakup Pasal 287 KUHP lama tersebut nampak pada butir ke
5 Pasal 389 (14.11). Rumusan butir ke 5 ini disebut "statutory rape” Menurut penjelasan
Pasal 389 (14.11} meskipun dengan persetujuan anak di bawah umur (14 tahun) tetap
dapat dipidana. Ketentuan ini merupakan ujud perlindungan terhadap anak di bawah
umur. Dart hasil penelitian diperoleh data yang memberikan indikasi bahwa apabila anak
di bawah umur menjadi korban tindak pidana seksual meskipun nyata-nyata merupakan
perkosaan akan tetapi karena kesulitan dalam pembuktian maka pada umumnya hanya
diterapkan Pasal 287 (1) KUHP yang lebth rendah ancaman pidananya dan pada Pasal
285 K UHP, disamping lebih mudah pembuktiannya. (lihat putusan Pengadilan pada tabel
XXXIV) Demikian pula langkah yang cukup maju nampak terlihat dengan
dicantumkannya pelaku (laki-laki} yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut
atan anus {termasuk disini memasukkan benda-benda yang bukan alat kelamin ke dalam
vagina atau anus seorang wanita) sudah dapat dikategorikan perkosaan terhadap wanita

tersebut.
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Menjadi catatan adalah dengan diperluasnya perumusan tersebut mau tidak mau
akan merambah pada aspek pembuktian. Pasal 285 KUHP dahulu membuktikan adanya
persetubuhan cukup dengan “visum et repertum” dari dokter ahli. Dengan periuasan
perumusan menurnf Pasal 389 (14.11} ini unsur yang perlu dibuktikan bertambah yaitu
membuktikan bahwa “ketidak setujuan wanita”,”bertentangan dengan kehendak wanita
ybs” di samping itu masih memerlukan pula alat bukti berupa visum et repertum unink
membuktikan unsur persetubuhan. Terdapat kesulitan apabila terjadi percobaan
perkosaan, sedangkan di TKP perkosaan tersebut hanya terdapat dua orang saja yakni
korban dan pelaku {tunggal).

Dalam konsep KUHP baru terdapat Pasal 396 (14.20) yang mengatur Incest.
Keberadaan pasal inipun merupakan langkah yang maju. Menjadi cacatan saya adalsh
apabila keberadaan Pasal 395 (14.19) dihubungkan dengan Pasal 294 X UHP lama. Pasal
294 KUHP lama (yang masih tercantum pula dalam kounsep KUHP baru) masih
mencantumkan “persetubuhan dengan anaknya sendiri” .dsb. Apabila kita hubungkan
dengan pasal Insect tersebut di atas apakah hal ini tidak tumpang tindih ? atankah akan
diberlakukan asas “lex speciaiis derogat lex generali”, mengingat pasal yang mengatur
incest dengan rumusan “persetubuhan yang dilakukan oleh anggote sedarah dalam
garis fwas’; sehingga termasuk bersetubuh disini adalah dengan anak kandungnya
sendiri. Oleh karena itu menurut hemaf saya apakah tidak seyogianya pasal 294 KUHP
lama tersebut yang juga masih “terpakai” dalam Koosep KUHP baru dengan
menghapuskan kata “aratnya . Terlebih lagi apabila dilihat dan sudut ancaman
pidananya bahwa memang kedua pasal tersebut mengancam pidana yang sama akan
tetapt menurut konsep KUHP baru delik incest memberikan batas minimal ancaman
pidananya yaitu 3 tahun, sedangkan Pasal 395 (14.19) 294 KUHP lama tersebut tidak

ada batas minimal ancaman pidananya.. Dengan demikian pasal ini1 dikbawatirkan akan
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dapat “dimainkan” untuk melepaskan seseorang dari jeratan minimal batasan pidana
tersebut dengan menerapkan Pasal 395 (14.1%) (294 KUHP) lama tersebut,

Untuk Pasal 288 KUHP lama menurut hemat saya sudah sewajarnya dihilangkan.
Disamping tidak pernah dipergunakan Pasal tersebut bertentangan dengan keberadaan
UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan terutama Pasal 7 nya yaitu batas minimal
seorang wanita diperbolehkan melakukan perkawinan minimal 16 tahun. Dengan
demikian apabila terdapat seorang wanita melakukan perkawinan di bawah vmur Jjelas i
bertentangan dengan maksud Undang-undang perkawinan tersebut.

Di samping itu dalam konsep KUHP baru tidak diatur tersendiri mengenai
perbuatan pelecehan seksval. Dengan demikian menurut hemat saya apabila terjadi
kasus pelecehan seksual, maka skan diterapkan pasal-pasal yang mengatur mengenai
“perbuatan tidak menyenangkan orang lain” (Pasal 440 (18.13) (Pasal 335 ayat 1 ke 1
KUHP) atau pasal “perbuatan cabul” (Pasal 395 (14.19) (Pasal 294 ke 2 KUHP) atau
“perbuatan melanggar é'esusifaan"’ {(Pasal 377 (14.01) (Pasal 281 KUHP). Namun
mengingat perbuatan pelecehan seksual mempunyai bobot atan kwalitas delik dan ruang
lingkub tersendiri, oleh karena itu menurut hemat saya apakah tidak seyogianya diatur

pada pasal tersendir1.




BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setclah melakukan pembahasan dari hasil penclitian kepustakaan maupun
penelitian lapangan,maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Sebagai kesimpulan umum dilihat dari kebijakan hukum pidana perumusan
tindak pidana di bidang seksual dirasakan masih kurang lengkap dan kurang luas.
Kekurangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi KUHP saat sekarang ini.
KUHP sekarang ini merupakan peningealan pemerintahan Hindia Belanda. sudah
barang tentu politik hukum yang mendasari KUHP tersebut sudah tidak cocok lagi.
Oleh karena itu timbul kasus-kasus tindak pidana yang tidak diatur di dalam KUHP
maupun yang ada bandingannya dalam KUHP yang timbul dan texjadi di tengah-
tengah masyarakat. Di dalam rangka i)mbaharuan hukum pidana di Indonesia, maka
perlu diambil langkah-langkah terutama dalam kaitannya dengan aspek kebijakan
hukum pidana pada tahap formulasi untuk mengkaji ulang keberadaan pasal-pasal di
bidang seksual (kesusilaan) tersebut, Dengan demikian scbagai suatu strategi yang
berkaitan dengan politik kriminal diharapkan dapat meilaggulangi kejahatan yang
timbul di masyarakat terutama kejahatan di bidang seksual (kesusilaan) baik yang
bersifat pencegahan maupun bersifat represif.

_.. Sedangkan schagai kesimpulon ¥humee dapat dikcmlg}(al;m sebagai iz_ca'ikut:

= 1. Musaipun pravvatan seksual merupakan suatu hal yang bersifat kodrati

| dan merupakan kebutuhan dasar manusia, namun seksual merupakan
tindakan yang menyangkut banyak aspek. Persoalan seksual bukan

semata-mata urusan individe namun merupakan bagian pula dari
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masyarakat atau negara. Hal ini memberi pemahaman bahwa manusia
bebas melakukan aktifitas seksualnya akan tetapi terdapat hal-hal yang
bersifat normatif yang pertu diperhatikan. Aktifitas seksual yang bebas
cenderung membawa akibat yang bersifat merugikan masyarakat,
disamping bersifat amoral atau tercela. Oleh karena itu agar kepentingan
seksual tersebut dapat tersalurkan secara wajar, maka perlu dilindungi
oleh hukwm pidana. Beberapa bentuk dan jenis aktifitas seksual tidak
semuanya merupakan tindak pidana. Kebijakan _hukum pidana dalam
tindak pidana seksual ini disamping bersifat represif juga bersifat
pencegahan (deterrence) agar seorang mempunyai kesadaran moral dan
tangoung jawab moral dalam aktifitas seksualnya. Hanya beberapa
- perbuatan di bidang scksual yang dijadikan tindak pidana scperti
perzinahan, perkosaan, homoseksual,persetubuhan dan atau percabulan
terhadap anak di bawah umur.,

Perumusan pasal yang mengatur tindak pidana seksual dalam KUHP
masih mengandung kekurangan. Terhadap hal-hal tersebut berdasarkan
aspirasi masyarakat maka perlu beberapa perbuatan dijadikan sebagai
tindak pidana. Pelecehan seksual, “kumpul kebo” atau hidup sebagai
suami-istri tanpa menikah secara sah yang belum diatur. Perbuatan incest
dan menghamili gadis namun tidak bersedia bertanggung jawab yang
secara tegas belum diatur dalam KUHP. Disamping itu periu dipikirkan
tentang tindak pidana perkosaan dengan korban anak di bawah umur
vang banyak menemui kendala seperti sulit dalam pembuktian dan rasa
ketakutan dari korban di bawah wumur (trauma). Tindak pidana

perzinahan perfu diperluas perumusannya, termasuk mercka yang
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masing-masing masih bujang, disamping perlu dipertegas sifat deliknya
delik aduan absolut ataukah relatif

Dari studi perbandingan ketentuan peraturan di bidang seksual pada
KUHP negara asing seperti KUHP Korea, Yugoslavia, Jepang,
Argentina, Austria dapat disimputkan bahwa di KUHP berbagai negara
tersebut tidak ada kesamaan dalam pengaturan terhadap delik dibidang
seksual. Masing-masing negara mempunyai kgbijaka.n sendiri-gendiri.
Dari aspek materi/substansi nampak bahwa tidak setiap negara mengatur
atay melarang perzinahan. Terdapat tindak pidana mirip “kumpul kebo”
di KUHP Yugosiavia dan KUHP Austria. Untuk delik perkosaan hampir
semua negara melarang dan memasukkan delik tersebut sebagai delik
serius terbukti ancaman pidananya yang berat. Bahkan terdapat minimal
ancaman pidana (KUHP Korea). Pola perumusannya bervariasi akan
tetapi ada kemiripannya KUHP Malaysia perumusannya lebih terinci
dan luas. Terhadap korban anak di bawah umur h@ir gemua negara
memberikan perlindungan dan mengancam pidana terhadap periakuan
tidak senonoh, persetubuhan dengan atau tanpa paksaan, bujuk raym.
Tindak Pidana Incest hampir semua pegara melarang bahkan
memperluas dengan memasukkan persetubuhan dengan hewan/binatang
seperti KUHP Austria dan KUHP Malaysia Terhadap homoseksual
terdapat beberapa negara yang melarang seperti dalam KUHP Austria,
KUHP Malaysia. Terdapat unsur kekerasan atan ancaman kekerasan
terhadap delik homoseksual ini.

Di dalam KUHP tindak pidana di bidang seksual tersebut telah diatur

dafam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Di dalam bab
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kesusilaan tersebut selain delik seksual diatur pula beberapa delik yang
sama sekali bukan merupakan masalah seksual, seperti perjudian
Campur-aduknya pengaturan pada satu bab ini disebabkan karena
pengertian kesusilaan itu sendiri yang bersifat luas. Oleh karena itu
perfu dilakukan peninjauan kembali terhadap pengaturan delik seksual
apakah akan digabung atan tidak dengan delik yang bukan bidang
seksual. Pengaturan dalam bab tersendiri "delik di bidang seksual ini
penting disamping secara psikologis terkesan bahwa delik seksual
yang merupakan delik serius dan sifat merugikan, hal ini penting pula
dalam kerangka penegakan hukum,

Kebijakan yang diambil oleh perumus KUHP baru hampir mirip dengan
KUHP lama Di dalam bab tersebut dirumuskan secara terinci dan
terdapat perluasan tindak pidana di bidang seksual seperti perzinshan
(menurut konsep KUHP disebut permukahan) termasuk kumpul kebo,
persetububan yang dilakukan oleh mereka yang masih sama-sama
bujang (gadis dan perjaka), termasuk mereka yang melakukan
persenbuhan dan berakibat hamil akan tetapi tidak mau bertanggung
jawab, perkosaan diperluas perumusannya dan terdapat pasal yang
mengatur tindak pidana Incest. Khusus untuk sifat delik dari beberapa
pasal yang berkaitan dengan tindak pidana perzinahan, ada yang
dirumuskan sebagai delik aduan absolut dan ada vang bukan delik

adugn.
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B. Saran—saran

Saran—saran yang dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut :

1.

Seyogianya beberapa hal sebagaimana vang terdapat pada kesimpulan
tersebut di atas perlu mendapat perhatian dalam rangka pengaturan
tindak pidana seksval di masa mendatang,

Tindak pidana seksual yang senantiasa berkaitan dengan masalah
moralitas perlu penanganan yang lebih serius. Hal ini mengingat bahwa
persoalan moralitas seksual apabila tidak ditangani dapat merusak
gendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa Terutama dalam
kerangka pembangunan bangsa.

Persoalan tindak pidana seksual mempunyai dimensi yang kompleks.
Oleh sebab itu dalam rangka penanggulangannya tidak hanya
dibebankan pada hukum pidana, namun perlu dilakukan upaya—upaya di
luar hukum pidana (non penal). Dengan demikiz;n penanggulangannya

merupakan keterpaduan antara npaya penal dan non penal.
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